Nilai Keadilan dalam Asas Kebenaran Formal Perkara Perdata Perspektif Filsafat Hukum Islam by Sultan, Sultan
NILAI KEADILAN DALAM  
ASAS KEBENARAN FORMAL PERKARA PERDATA 





Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Doktor dalam Bidang Syariah dan Hukum Islam 








S U L T A N 
NIM : 80100310069 
 
 
PROGRAM PASCASARJANA  






PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI 
 
 
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : Sultan 
Tempat, Tanggal Lahir  : Pattimpa, 10 Mei 1973 
NIM : 80100310069 
Jenjang  : Program Doktor. 
Program Studi  : Dirasah Islamiyah 
Konsentrasi  : Syari ‘ah /Hukum Islam 
Alamat : Jl. A.Mallombassang No. 59 Sungguminasa, Gowa. 
Judul Disertasi : Nilai Keadilan dalam Asas Kebenaran Formal Perkara 
Perdata Perspektif Filsafat Hukum Islam 
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi ini adalah karya sendiri, kecuali 
kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar dan 
terbukti bahwa disertasi ini merupakan duplikat, tiruan dan/atau plagiat secara 
keseluruhan atau sebagian, maka disertasi dan gelar yang diperoleh karenanya batal 
demi hukum. 
 








 Disertasi dengan judul “Nilai Keadilan dalam Asas Kebenaran Formal Perkara 
Perdata Perspektif Filsafat Hukum Islam”, yang disusun oleh Saudara Sultan, NIM: 
80100310069, telah diujikan dalam Sidang Ujian Disertasi Tertutup yang diselenggarakan 
pada hari Kamis, 21 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1434 H, 
karenanya,  promotor, kopromotor dan penguji memandang bahwa disertasi tersebut telah 
memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk menempuh Ujian Promosi. 
PROMOTOR: 
1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S.  ( ) 
 
KOPROMOTOR: 
1. Prof. Dr. H. Baso Midong, M.Ag.  ( ) 
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. ( ) 
 
PENGUJI: 
1. Prof. Dr. H. Minhajuddin, M.A.  ( ) 
2. Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.   ( ) 
3. Dr. H. Muamar M. Bakry, Lc., M.Ag.  ( ) 
4. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S.  ( ) 
5. Prof. Dr. H. Baso Midong, M.Ag.    ( ) 
6. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. ( ) 
 
 Makassar,          Maret  2013 
 
 Diketahui oleh: 
Ketua Program Studi Direktur Program Pascasarjana 




Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.   Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A. 






     ْﺴِﺑـــﻴِﺣﱠﺮﻟا ِﻦَﻤْﺣﱠﺮﻟا ِﻪﱠﻠﻟا ِﻢــ ِﻢ.  َﻌْﻟا ﱢبَر ِﻪﱠِﻠﻟ ُﺪْﻤَﺤْﻟاـــ َﻦﻴِﻤَﻟﺎ  َْﻧأ يِﺬﱠﻟاــﻦﻴِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا ِبﻮُﻠُـﻗ ﻲِﻓ َﺔَﻨﻴِﻜﱠﺴﻟا َلَﺰ،  َﻮُﻫَو
 َﻘْﻟاــــ َﺒِﻋ َقْﻮَـﻓ ُﺮِﻫﺎــــ َءﺎَﺟ اَذِإ ﻰﱠﺘَﺣ ًَﺔﻈَﻔَﺣ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ُﻞِﺳْﺮُـﻳَو ِﻩِدﺎ َنﻮُﻃﱢﺮَﻔُـﻳ ﻻ ْﻢُﻫَو ﺎَﻨُﻠُﺳُر ُﻪْﺘـﱠﻓَﻮَـﺗ ُتْﻮَﻤْﻟا ُﻢَُﻛﺪَﺣَأ،  اوﱡُدر ﱠُﻢﺛ
 َﺤْﻟا ُعَﺮْﺳَأ َﻮُﻫَو ُﻢْﻜُﺤْﻟا ُﻪَﻟ ﻻَأ ﱢﻖَﺤْﻟا ُﻢُﻫﻻْﻮَﻣ ِﻪﱠﻠﻟا ﻰَﻟِإـــ َﻦﻴِﺒِﺳﺎ، .ﺪﻌﺑﺎـــــﻣا 
 Segala kemuliaan dan pujian,  kekuatan dan kekuasaan, kesehatan dan 
kesempatan, hidayah dan taufik adalah milik Allah swt.  Tiada kemuliaan yang 
diberikan oleh Allah swt. sesudah keimanan melainkan pemahaman dan iktikad baik 
dalam melaksanakan  perintah Allah swt. Sungguh suatu keberuntungan, bagi orang 
yang senantiasa menghiasi hidupnya dengan berbagai aktifitas bermanfaat yang 
diiringi ketaatan dan permohonan kepada Allah swt. Ya Allah berikanlah 
kebahagiaan dan keselamatan bagi hamba-hamba-Mu yang senantiasa bekerja 
mencari rid}a-Mu dalam melaksanakan tugas dan amanat yang diujikan kepadanya. 
Salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada manusia termulia Muhammad 
saw., kerabat, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan 
Islam. 
 Kehadiran disertasi ini merupakan implikasi dari kerja panjang dan usaha 
maksimal yang dilakukan penulis dan didukung oleh berbagai pihak. Penulis telah 
berusaha maksimal melakukan penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan 
filosofis-yuridis dalam kajian nilai keadilan dalam asas kebenaran formal perkara 
perdata perspektif filsafat hukum Islam, akan tetapi keterbatasan dan kekurangan 
tidak luput dari penulisan disertasi ini. 
 Sebagai wujud simpati, penulis menyampaikan penghargaan yang mendalam 





Meskipun dengan keterbatasan ruang, perkenankan penulis menyebutkan di antara 
mereka, sebagai berikut : 
1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., MS, sebagai rektor UIN Alauddin 
dan sebagai promotor, beserta seluruh Pembantu Rektor, Kepala Biro AU 
dan AAK, serta segenap pejabat dan staf di lingkungan UIN Alauddin 
Makassar. Mereka senantiasa berpikir dan berbuat baik dalam melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya demi kejayaan UIN Alauddin dan ummat 
Islam pada umumnya. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A, sebagai Direktur 
Pascasarjana UIN Alauddin beserta para Asisten Direktur, Kepala Tata 
Usaha dan seluruh pejabat dan staf PPs UIN Alauddin Makassar. Mereka 
berbuat dan bekerja dengan penuh tanggung jawab melayani dan membantu 
mahasiswa mulai dari tahap pendaftaran, perkuliahan, ujian, seminar, hingga 
tahap promosi. 
3. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Makassar  serta Pimpinan Pengadilan 
Agama Sungguminasa.  Keikhlasan mereka dalam memotivasi penulis untuk 
meningkatkan ilmu melalui bangku  perkuliahan di PPs UIN Alauddin 
Makassar sangat menyentuh nurani. Kepada seluruh karyawan dan karyawati  
Pengadilan Tinggi Agama  Makassar dan Pengadilan Agama Sungguminasa.   
Mereka dengan penuh keikhlasan membantu penulis, bahkan tidak bosan-
besannya mengingatkan  penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini. 
4. Bapak Prof. Dr. H. Baso Midong. M.Ag., dan Bapak Prof. Dr. Darussalam 
Syamsuddin, M.Ag., masing-masing sebagai co-promotor penulis.  Beliau-





mereka telah dan terus menuntun, mengarahkan serta memotivasi penulis 
dalam penyelesain studi ini. 
5. Bapak Prof. Dr. H. Minhajuddin, MA., Bapak Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag., 
dan Bapak Dr. H. Muamar M. Bakry, Lc., M. Ag., masing-masing selaku 
penguji yang telah meluangkan waktunya menguji dan mengoreksi disertasi 
penulis sehingga berbagai kekurangan dapat diminimalisir dan dapat 
meningkatkan kualitasnya secara ilmiah. 
6. Rekan-rekan seperjuangan di program doktor angkatan 2010, dengan 
semangat kebersamaan,  penulis dapat mengikuti perkuliahan dengan baik 
tanpa  melupakan suasana diskusi di ruang kuliah yang sering kali muncul 
humor dan canda. Mereka inilah  yang membuat waktu perkuliahan tidak 
terasa berlalu.   
7. Kedua orang tua penulis, Ayahanda almarhum Paregge, yang meninggal saat 
penulis belum mumayyiz, dan ibunda Almarhumah Sakka, yang meninggal 
saat penulis  bergelut menyelesaikan penulisan disertasi ini. Keduanya telah 
menunaikan amanah sebagai orang tua yang telah membesarkan, mendidik, 
memberi hikmah terhadap seluruh putra-putrinya. Semoga kesuksesan 
pemeliharaan dan pembinaan mereka dapat tertularkan kepada anak-anaknya 
untuk melahirkan cucu-cucunya yang saleh-salehah. 
8. Istri  tercinta, Aisyah Thalib, S. Ag., yang selalu setia menerima dan 
memahami pergerakan nafas keluarga, dengan kesibukannya mengemban 
tugas keluarga dan tugas negara, namun tetap eksis memberikan prioritas 
kepada penulis sebagai suami dalam berbagai hal, termasuk perjuangan dan 
kesetiaanya melahirkan, merawat dan membesarkan anak-anak kami: Arini 





kehilangan kebersamaan dari ayahnya. Doa dan dorongan mereka senantiasa 
menghiasi perjalanan hidup penulis sekeluarga. 
Tiada yang dapat kami ucapkan selain ungkapan terima kasih yang tidak 
terhingga, serta panjatan doa kepada Allah swt. semoga seluruh bantuan, simpati, 
doa, dan keprihatinan yang disampaikan kepada penulis mendapat balasan pahala 
yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah bagi mereka yang akan diperoleh di 
hari akhirat kelak, a>mi>n ya Rabbal A<lami>>>n. 
Upaya penyusunan disertasi ini telah dilakukan secara maksimal. Karenanya, 
dibutuhkan masukan, saran dan kritikan konstruktif guna perbaikan dan 
penyempurnaan disertasi ini. Akhirnya, semoga segala usaha ini senantiasa 
tercerahkan sehingga dapat terwujud karya yang berguna bagi pengembangan 
keilmuan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
1. Konsonan 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin  : 
 
Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak Dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h} ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| zet (demgam titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص s}ad s} es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d} de (dengan titit di bawah) 
ط t}a t} te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 





ف Fa F Eg 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ’ Apostrof 
ي Ya Ya ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 
pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fath}ah a a 
 Kasrah i i 
 d}ammah u u 
Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 






Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fath}ah dan ya ai a dan i 
 fath}ah dan wau au a dan u 
Contoh : 
ﻒﯿﻛ : kaifa 
لﻮھ : haula  
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
Harkat dan huruf Nama Huruf dan tanda Nama 
 fath}ah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
 kasrah dan ya i>> i dan garis di atas 
 d}ammah dan wau u> u dan garis di atas 
Contoh : 
  ت ﺎﻣ : ma>ta 
   ﻰﻣر : rama> 
    ﻞﯿﻗ : qi>la 
 تﻮﻤﯾ : yamu>tu 
4. Ta marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu : ta marbu>t}ah yang hidup 
atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah (t). 






Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan (h). 
Contoh : 
ل ﺎﻔط ءﻻا ﺔﺿور : raud}ah al-atfa>l 
ﺔﻠﺿ ﺎﻔﻟا ﺔﻨﯾ ﺪﻤﻟا : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
ﺔﻤﻜﺤﻟا : al-h}ikmah 
5. Syaddah (tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydi>d (    ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh : 
ﺎﻨﺑر : Rabbana> 
Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (         ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>). 
Contoh : 
 ﻲﻠﻋ : ‘Ali (bukan ‘aliyy aau ‘aly) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. 
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 







 ﺲﻤﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
 نوﺮﻣﺎﺗ : ta’muru>na 
8. Penulisan kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia. 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisah bahasa Indonesida, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), 
sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
Contoh : 
Fi> Z>ila>l al-Qur’a>n 
9. Lafz} al-Jala>lah (ﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr  dan huruf lainnya 









Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 
ditransliterasi dengan huruf (t). 
Contoh : 
 ﻢھﷲ ﺔﻤﺣر ﻲﻓ : Hum fi> rah}matillah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps),  
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 
awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang pada permulaan kalimat. 
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, makah huruf A dari kata 
sandang tersebut menggunakan huruf kalimat, maka huruf A dari kata 
sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga 
berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-. Baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 
(CK, DP, CDK, dan DR). 
Contoh : 
Wa ma> Muh}ammadun illa}> rasu>l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan 
Abu> (Bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 





Abu> al-wali>d Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi; Ibnu Rusyd,  







Nama  :  Sultan 
NIM : 801003100069  
Konsentrasi  :  Syari ‘ah/Hukum Islam 
Judul  : Nilai Keadilan dalam Asas Kebenaran Formal Perkara Perdata 
Perspektif Filsafat Hukum Islam 
Disertasi ini membahas masalah pokok: Bagaimana nilai keadilan dalam asas 
kebernaran formal perkara perdata perspektif filsafat hukum Islam? Penelitian ini 
bertujuan : (1) mengungkapkan fakta eksistensial kebenaran formal dan landasan 
yuridisnya dalam kajian filsafat hukum Islam; (2) memastikan bahwa penerapan 
kebenaran formal secara kaku melahirkan keadilan minimalis dengan mengedepankan 
kepastian hukum, bahkan cenderung menuai ketidakadilan; (3) perspektif filsafat 
hukum Islam, asas kebenaran formal tidak relevan dengan prinsip ijtihad dalam 
pengungkapan kebenaran melalui pembuktian karena filsafat hukum Islam 
menghendaki hakim besikap aktif-argumentatif  dalam proses pembuktian dan 
penemuan hukum hingga memiliki keyakinan bahwa putusannya adalah benar dan adil 
secara substantif, atau mengandung maslahat.  
Masalah tersebut disorot dengan menggunakan pendekatan sosiologis, 
teologis dan filosofis dengan pengumpulan data pustaka dari berbagai referensi tertulis 
yang terkait serta menggunakan pengamatan dan pengalaman penulis sebagai hakim. 
Data dianalisis dengan metode induktif dan deduktif, selanjutnya dipaparkan dalam 
bentuk  deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  (1) dasar eksistensial asas kebenaran 
formal merupakan ekstrak ijtihad dari hadis yang menjelaskan keterbatasan hakim 
sebagai manusia biasa, tetapi menjalakan kebenaran substantif menjadi prioritas. (2) 
asas kebenaran formal tidak relevan dengan prinsip ijtihad dalam filsafat hukum Islam 
yang menghendaki hakim aktif argumentatif dalam mengungkap kebenaran melalui 
penemuan fakta dan penemuan hukum dalam upaya menemukan kebenaran substantif 
sebagai skala prioritas.(3) karena filsafat hukum Islam menghendaki perpaduan antara 
kebenaran qada>’i> (yuridis), kebenaran diya>ni> (relegius) dengan kebenaran empirik 
secara simultan disertai penerapan hukum yang berkeadilan.  
Hasil penelitian ini kiranya diterapkan dalam praktek penyelesaian sengketa 
perdata di pengadilan karena; pertama, kedudukan ajaran agama dalam Negara 
Kesatuan RI sangat penting dan naluri manusia pada umumnya cenderung kepada 
kebenaran sehingga secara sosiologis dan filosofis, putusan perdata yang berbasis 
kebenaran substansial dapat diterima; kedua, hakim dapat melakukan penemuan 
hukum, bahkan konstruksi hukum yang mencakup hukum acara, sepanjang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etik, di saat ada kekosongan hukum; ketiga, 
revisi hukum acara perdata di Indonesia dinilai mendesak, sehingga terbuka peluang 
memasukkan nilai-nilai syari‘ah ke dalam sistem hukum acara perdata Nasional, karena 
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 This dissertation discusses the main issue: how  is the justice value of Formal Truth 
Principle of  Civil Case from the Perspective of Islamic Law Philosophy? The study is 
expected to: (1) disclose the existential fact of formal truth and its juridical foundation in the 
study of Islamic Law Philosophy; (2) ensure that a rigid implementation of formal truth will 
result in a minimal scale of justice by giving priority to the certainty of law, even tend to be 
injustice; (3) from the  perspective of Islamic Law Philosophy, Formal Truth Principle is 
irrelevant to the principle of Ijtihad in the disclosure of the truth through evidence  because 
Islamic Law Philosophy claims the judges to be active and argumentative in the process of 
giving evidence and legal finding in order to have confidence that the decision is correct and 
substantively fair, or contains real benefits. 
 
 The problem is highlighted by using a sociological, theological and philosophical 
approach  with data collection from various related literatures, and using observations and the 
author's experience as a judge. Data were analyzed with the inductive and deductive method, 
then the results of the research presented in descriptive form. 
 
 The results showed that (1) existential basis of the formal truth is an Ijtihad extract that 
contains a minimal justice value; (2) the principle of formal truth is irrelevant to the principle 
of Ijtihad in Islamic law philosophy that requires the judges to be active and argumentative in 
disclosing  the truth through the fact and legal finding in order to find the substantive truth as 
a priority, (3) because Islamic Law Philosophy  requires the integrity  of juridical truth, 
religious truth, and empirical truth simultaneously accompanied by a fair  implementation of 
law. 
 
 The results of this study should be applied in settlement of civil disputes practice in 
court by arguing, first, the position of religion in the Unitary State of Indonesia is very 
important and general human instinct tends to the truth so that the civil law decision based on 
substantial truth is  sociologically and philosophically acceptable; second, the judge can make 
the discovery of the law, even the construction of a new law including judicial  procedure, as 
long as it is scientifically and ethically reliable, when there is a legal vacuum; third, revised 
civil judicial procedure in Indonesia is considered urgent, so there are opportunities to enter 
the Islamic values into the national legal system of civil procedure, because it is still using  





A. Latar Belakang Masalah 
Nilai-nilai keadilan senantiasa diperjuangkan dalam setiap penegakan 
hukum. Keadilan sangat diperlukan karena secara substantif, setiap perkara 
mengandung adanya pelanggaran hak. Negara berkewajiban melindungi setiap hak-
hak dan kepentingan warganya agar tidak terampas oleh pihak lain, baik yang 
dilakukan oleh individu maupun yang dilakukan atas nama negara. Penegakan 
hukum perdata pada umumnya melibatkan dua pihak sehingga negara melalui unsur 
penegak hukum (hakim), berada di tengah-tengah pihak yang bersengketa dan 
berusaha mencari kebenaran dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.  
Menurut Jimly Asshiddieqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya 
upaya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku 
dalam lalu lintas hukum untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara.1 Ditinjau 
dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas 
dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti 
sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum 
dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif, atau 
melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada  
norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan 
hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya 
diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan 
                                                          
1Jimly Asshiddieqie, “Penegakan Hukum”  dalam http://www.docudesk.com.  Diakses 
tanggal 1 Maret 2012, h. 2 
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memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Untuk 
memastikan tegaknya hukum itu, aparatur penegak hukum diperkenankan untuk 
menggunakan daya paksa. 
Pengertian penegakan  hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu 
dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas 
dan sempit. Makna luas penegakan hukum, mencakup nilai-nilai keadilan yang 
terkandung di dalamnya, redaksi formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup 
dalam masyarakat. Apapun arti sempit penegakan hukum, hanya menyangkut 
penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.  
Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan 
nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris 
sendiri dengan dikembangkannya istilah ‘the rule of law’ versus ‘the rule of just 
law’ atau dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ versus istilah ‘the rule by 
law’ yang berarti ‘the rule of man by law’. Istilah ‘the rule of law’ terkandung 
makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, 
melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena 
itu, digunakan istilah ‘the rule of just law’. Istilah ‘the rule of law and not of man’ 
dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara 
hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya 
adalah ‘the rule by law’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang 
menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.2 
Berdasarkan uraian itu, dipahami bahwa penegakan hukum merupakan upaya 
yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal yang sempit 
                                                          
2Ibid.   
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maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman  perilaku dalam setiap 
perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh 
aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-
undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  
Setiap penegakan hukum dalam seluruh dimensinya, selalu dinilai adil atau 
tidak adil oleh kalangan tertentu dengan sudut pandang yang beragam. Pandangan 
pengeritik dan pendukung  senantiasa berhadap-hadapan dengan posisi dan 
kepentingan yang berbeda. Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan 
mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya 
bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan 
hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. 
Perlu dibedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan 
keadilan. Penegakan hukum dikaitkan dengan pengertian ‘law enforcement’ dalam 
arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas (hukum materil) 
diistilahkan dengan penegakan keadilan. Istilah yang digunakan dalam bahasa 
Inggris, kadang-kadang dibedakan antara konsepsi ‘court of law’ dalam arti 
pengadilan hukum dan ‘court of justice’ atau pengadilan keadilan. Untuk semangat 
yang sama pula, Mahkamah Agung Amerika Serikat disebut dengan istilah 
‘Supreme Court of Justice’.3  
Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus 
ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai 
                                                          
3Ibid., h. 3 
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keadilan yang terkandung di dalamnya. Ada doktrin yang membedakan antara tugas 
hakim dalam proses pembuktian pidana dan pembuktian perdata. Untuk pembuktian 
perdata, dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formal belaka, 
sedangkan dalam perkara pidana hakim diwajibkan mencari dan menemukan 
kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan 
dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim seharusnya mencari 
dan menemukan kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan materil. Kewajiban 
demikian berlaku, baik dalam bidang hukum pidana maupun hukum perdata. 
Pengertian tentang penegakan hukum seharusnya berisi penegakan keadilan, 
sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi yang 
sama dan tidak terpisahkan. Setiap norma mengandung ketentuan tentang hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Karena itu,  
persoalan hak dan kewajiban asasi manusia menyangkut konsepsi yang niscaya ada 
dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Setiap hubungan hukum 
terkandung di dalamnya dimensi hak dan demensi kewajiban secara paralel dan 
bersilang.4  
Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak 
hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Arti sempitnya, aparatur penegak 
hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum (pidana) itu, dimulai dari 
terdakwa, saksi, polisi, advokat, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. 
Penegakan hukum dalam perkara perdata, sangat dipengaruhi oleh saksi, advokat 
dan aparatur pengadilan serta pihak-pihak yang bersangkutan, yang juga dapat 




dikatakan sebagai unsur penegak hukum dengan tugas atau perannya masing-
masing.  
Efektifitas kerja aparatur penegak hukum dipengaruhi oleh tiga elemen 
penting. Pertama, legal structure, yaitu institusi penegak hukum beserta berbagai 
perangkat sarana dan prasarana pendukung serta mekanisme kerja kelembagaannya. 
Kedua, legal culture, yakni budaya  kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk 
mengenai kesejahteraan aparatnya. Ketiga, legal substance, yaitu perangkat 
peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur 
materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum 
acaranya.5 Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga 
aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan dapat 
diwujudkan secara nyata. 
Peran serta para pihak dalam bidang hukum perdata menjadi sangat penting 
karena pada prinsipnya hakim bersifat menunggu dan pasif, sangat tergantung pada 
alat-alat bukti yang bisa dihadirkan para pihak. Perspektif lainnya, hakim dilarang 
memutus  hal yang tidak diminta, atau melebihi permintaan, sehingga ruang lingkup 
perkara sangat ditentukan para pihak berperkara. Alat buktinya pun, sangat 
ditentukan oleh kepiawaian para pihak menghadirkan bukti-bukti yang dapat 
menunjukkan hubungan hukum mengenai peristiwa hukum yang diperkarakan. 
Hakim perdata dalam menilai alat bukti tersebut cenderung formalistis, terutama 
dalam hal tidak dibantah oleh pihak lain. Selain itu, dalam banyak kasus, pihak 
penggugat sulit menemukan alat bukti obyek sengketa karena dikuasai tergugat 
                                                          
5Ibid. Bandingkan Bagan Teori dan Kerangka Konseptualnya dalam  Jaenal Arifin, 




dengan segala jaminan kerahasiaan. Di sinilah terkadang hakim terjebak dalam 
formalitas alat bukti, tanpa mencermati substansi dan kebenaran materilnya. 
Seiring dengan perkembangan zaman dengan segala tuntutan perubahan 
yang menyertainya, dewasa ini putusan hakim tidak hanya dituntut benar secara 
formal tetapi sedapat mungkin mengungkap kebenaran substantif (hakiki) terhadap 
setiap permasalahan, setidak-tidaknya putusannya bersifat rasional. Rasionalitas 
sebuah putusan, mencerminkan sebuah proses pengambilan putusan yang 
berintegritas dan berwawasan. 
Pengadilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, masih tetap 
diandalkan sebagai pressure valve (katup penekan) atas segala sengketa hukum, 
ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum. Peradilan masih tetap 
diharapkan sebagai the last resort, yakni sebagai tempat terakhir mencari kebenaran 
dan keadilan. Pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi 
menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and to enforce justice).6  
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia (untuk selanjutnya  
disingkat RI)  No. 48 tahun 2009  tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan 
bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut 
Setiawan, penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan hanya akan berjalan 
dengan baik, apabila semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik pihak-pihak yang 
                                                          
6M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian 
Sengketa  (Bandung: Citra Adiya Bakti, 1997), h. 237 
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berperkara maupun hakimnya sendiri mengikuti aturan main (rule of game) secara 
jujur sesuai tertib peraturan yang ada.7  
Suatu perkara diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian dan 
pemecahan secara adil sesuai dengan harapan dan keinginan para pencari keadilan 
(justiciabellen). Suatu perkara supaya dapat diputus secara adil harus diketahui 
duduk perkaranya secara jelas, yaitu mana peristiwa yang benar dan mana peristiwa 
yang salah. Untuk menentukan mana peristiwa yang benar dan mana peristiwa yang 
salah dapat dilakukan lewat proses pembuktian di persidangan.  
Pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan harus mengemukakan 
peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan haknya, maupun 
untuk membantah hak pihak lain. Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh para 
pihak tidak cukup sekadar disampaikan secara lisan maupun tertulis, tetapi harus 
disertai dan didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat 
dipastikan kebenarannya. Peristiwa-peristiwa yang disampaikan para pihak harus 
disertai pembuktian yuridis.8 Adapun tujuan dari pembuktian yuridis adalah untuk 
menemukan kebenaran peristiwa sebagai dasar putusan hakim, yang mempunyai 
akibat hukum.9  
Pembuktian yuridis untuk mencari kebenaran tidaklah sama. Kebenaran yang 
hendak dicari hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, dapat berupa kebenaran 
formal (formele waarheid) maupun kebenaran materil (materile waarheid) yang 
                                                          
7Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata (Bandung: Alumni, 1992), 
h. 358 
8Riduan Syahrani,  Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum (Jakarta: 
Pustaka Kartini, 2000), h. 55 




keduanya termasuk dalam lingkup kebenaran hukum yang bersifat kemasyarakatan 
(maatschappelijke werkelijkheid). Pembuktian perdata dimaksudkan untuk 
menemukan kebenaran formal.  Maksudnya, hakim terikat kepada keterangan atau 
alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak. Hakim terikat pada peristiwa 
yang diakui atau yang disengketakan, meskipun pembuktian itu tidak meyakinkan.10 
Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 3 Agustus 1974 
yang membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi, bahwa dalam hukum acara 
perdata tidak perlu adanya keyakinan hakim.11  
Istilah kebenaran formal dalam perkara perdata tidak secara eksplisit 
disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata 
yang berlaku, seperti HIR (Herzien Indonesis Reglement) dan R.Bg (Rechtsreglement 
Buitengewesten).12 Kebenaran formal disimpulkan dari beberapa pasal dalam HIR 
maupun R.Bg, antara lain pasal-pasal yang mengatur hukum pembuktian (pasal 162-
177 HIR / 282-314 R.Bg.) dan pasal 178 HIR/315 R.Bg. tentang kewajiban dan 
larangan hakim. Karena itulah, banyak ahli hukum berpendapat bahwa dalam 
perkara perdata, kebenaran yang hendak dicari adalah kebenaran formal.13  
                                                          
10Ibid., h. 87 
11Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, 
Hukum Perdata dan Acara Perdata (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1977), h. 210 
12Selanjutnya disebut singkatannya saja, HIR dan R.Bg. HIR dan R.Bg adalah Hukum 
Acara Perdata yang berlaku di Indonesia berdasarkan Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara 
RI Tahun 1945. HIR berlaku untuk pulau Jawa dan Madura. Di luar kedua pulau itu, diberlakukan 
R.Bg. 
13Lihat RM. Sudikno Mertokusumo, op. cit., h. 112, Retno Wulan Sutantio dan Iskandar 
Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalamTeori dan Praktek (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 
53. Bandingkan dengan Krisna Harahap, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek (Bandung: Grafitri 
Budi Utami, 1996), h. 7 dan Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri  (Jakarta: Pradnya 
Paramita,  1993), h. 13 
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Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa yang hendak dicari hakim dalam 
pembuktian perdata adalah kebenaran formal, yang berarti hakim terikat kepada 
keterangan atau alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak.14 Hakim terikat 
pada peristiwa yang diakui atau yang disengketakan. Di sini hakim cukup dengan 
pembuktian yang tidak meyakinkan karena kebenaran yang dicari dalam hukum 
acara perdata adalah kebenaran formal saja.15 Kebenaran formal di sini diartikan 
sebagai kebenaran yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan 
alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan siapa yang benar dan 
siapa yang salah. 
Sistem hukum acara perdata menurut HIR/R.Bg adalah mendasarkan kepada 
kebenaran formal. Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara perdata terikat 
mutlak kepada cara-cara tertentu yang telah diatur dalam HIR/ R.Bg. Karena itulah 
sistem pembuktiannya juga mendasarkan pada kebenaran formal itu. Pendapat 
Hapsoro sebagaimana dikutip oleh Djais menyatakan bahwa dalam acara perdata 
yang dicari hakim adalah kebenaran formal.16 Hakim tidak perlu mengorek secara 
mendalam perihal fakta dan peristiwanya sebagaimana dalam acara pidana tetapi 
hakim terikat pada apa yang dikemukakan para pihak.  Ridwan Halim memberikan 
batasan pengertian tentang kebenaran formal dan kebenaran materil (substantif).17 
Menurut Ridwan Halim, kebenaran formal adalah suatu fakta yang menurut 
                                                          
14RM. Sudikno Mertokusumo, op. cit., h. 87 
15Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, op. cit., h. 53 
16Hapsoro Hadiwidjoyo, Hukum Pembuktian (Semarang: Fakultas Hukum Unika 
Soegijapranata, 1989), h. 17 
17Ridwan Halim, Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1988), h. 78-80 
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pembuktian formal dapat dianggap sebagai suatu yang benar atau benar demikian 
adanya. Adapun kebenaran materil adalah suatu fakta yang menurut pembuktian 
materil dapat dianggap sebagai suatu yang benar atau sebenarnya demikian.  
Faktor-faktor yang menjadi kerangka dasar pewujud kebenaran formal 
adalah bukti-bukti yang secara yuridis formal dapat dinyatakan atau dipertunjukkan 
oleh pihak yang mengajukan dalilnya. Adapun bukti-bukti yuridis formal itu ialah 
alat-alat bukti yang tercantum pada pasal 164 HIR/284 R.Bg/1866 KUH Perdata 
ialah : (1) tulisan (termasuk di dalamnya tanda-tanda terima, kuitansi, bon kontan, 
surat-surat perjanjian dan berbagai macam surat lainnya yang dapat digunakan 
sebagai bahan pembuktian) ; (2) kesaksian ; (3) persangkaan hakim ; (4) pengakuan ; 
(5) sumpah. 
Adanya perbedaan pendapat para ahli hukum tentang kebenaran formal, 
dikarenakan peraturan perundang-undangan tidak secara jelas mengaturnya. 
Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, baik yang terdapat dalam HIR, R.Bg 
maupun KUHPerdata, tidak ada pasal yang secara eksplisit menyebutkan kebenaran 
formal. Kebenaran formal ini disimpulkan dari pasal-pasal yang mengatur tentang 
hukum pembuktian perdata, yaitu pasal 162 - 177 HIR / 282 – 314 R.Bg, Pasal 178 
ayat (3) HIR (Pasal 189 ayat (3) R.Bg, 50 ayat (3) B.Rv) serta Pasal 1865 – 1945 
KUH Perdata.  
Adanya kebenaran formal dalam perkara perdata ini sejalan pula dengan 
Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 3 Agustus 1974, yang membenarkan 
pertimbangan Pengadilan Tinggi, bahwa dalam hukum acara perdata tidak perlu 
adanya keyakinan hakim.18 Berkaitan dengan penyelesaian perkara perdata yang 
                                                          
18Mahkamah Agung RI, op. cit., h. 210 
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hanya mendasarkan kepada kebenaran formal sesuai alat-alat bukti yang dapat 
dikemukakan oleh para pihak dimuka persidangan, Mertokusumo menyatakan 
bahwa meskipun dalam perkara perdata yang hendak dicari hakim adalah kebenaran 
formal, akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa dalam hukum acara perdata hakim 
mencari kebenaran yang setengah-setengah atau palsu. 19  
Mencari kebenaran formal berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui 
batas-batas yang ditentukan yang diajukan oleh yang berperkara. Jadi, tidak melihat 
kepada bobot atau isi, akan tetapi kepada luas dari pemeriksaan oleh hakim. 
Pendapat Mertokusumo senada dengan yang dikemukakan oleh Soepomo yang 
mengutip pendapatnya Star Busman, bahwa dalam hukum acara perdata seringkali 
dianggap cukup didapatkan kebenaran formal. Berlainan dengan acara pidana yang 
memerlukan kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya.20  Kebenaran 
formal ini bukan kebenaran setengah atau kebenaran yang “diputar” (verdraaid), 
melainkan kebenaran yang dicapai oleh hakim dalam batas-batas yang ditentukan 
oleh para pihak yang berperkara. Hal ini adalah akibat dari prinsip bahwa hal 
memegang teguh tata hukum perdata adalah terserah kepada inisiatifnya orang-
orang yang berkepentingan, terutama dalam lapangan hukum harta benda 
(vermogensrecht). Pihak yang berperkara dapat menentukan sikapnya menurut 
kehendaknya sendiri, misalnya dengan membiarkan verstek atau dengan tidak 
membantah apa yang dikemukakan oleh pihak lawannya, meskipun para pihak 
mengetahui bahwa hal yang diajukan oleh lawannya itu tidak benar. 
                                                          
19RM. Sudikno Mertokusumo, op. cit., h. 112 




Upaya mencari kebenaran formal dalam penyelesaian perkara perdata dapat 
terlihat jelas antara lain dalam hal penggunaan alat bukti pengakuan. Pengakuan di 
muka persidangan menurut Pasal 174 HIR/311 R.Bg. merupakan bukti yang 
sempurna terhadap siapa yang melakukannya, baik sendiri maupun dengan 
perwakilan orang lain yang telah mendapat kuasa khusus untuk itu. Apabila 
tergugat memberikan pengakuan di depan sidang pengadilan terhadap isi gugatan 
penggugat, maka penggugat tidak perlu lagi mengadakan pembuktian terhadap hal-
hal yang telah diakui tergugat. Dengan pengakuan tergugat tersebut sudah cukup 
untuk membuktikan peristiwa atau hubungan hukum yang menimbulkan hak 
baginya. Dengan adanya pengakuan tergugat tersebut, maka perselisihan para pihak 
dianggap selesai, sekalipun pengakuan tergugat tidak benar. Hakim tidak perlu 
meneliti lebih lanjut kebenaran pengakuan tersebut21 Pengakuan tergugat di muka 
persidangan, belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 
Jika hakim pidana memegang peranan yang bebas sepenuhnya, tidak 
demikian halnya dengan hakim yang mengadili perkara perdata. Hakim perdata 
menemui berbagai pembatasan.22 Misalnya, penggugat meminta tergugat untuk 
bersumpah bahwa tergugat benar-benar sudah membayar hutangnya kepada 
penggugat dengan telah menerima sejumlah uang itu sendiri. Jika tergugat berani 
mengangkat sumpah tersebut, maka hakim harus menganggap bahwa benar tergugat 
sudah membayar utangnya dan wajiblah hakim menolak gugatan penggugat.23  
                                                          
21Riduan Syahrani, op. cit., h. 73 




Pencarian kebenaran formal dalam perkara perdata juga dapat tercermin 
ketika hakim melakukan penilaian terhadap alat bukti yang berupa akta otentik. 
Kalau seorang tergugat dalam sidang pengadilan menunjukkan sebuah akta notaris 
yang isinya menerangkan bahwa pada suatu hari penggugat sudah menghadap di 
muka notaris dan pada waktu itu penggugat telah menerangkan menjual rumahnya 
kepada tergugat, maka hakim perdata harus menganggap bahwa rumah tersebut 
benar sudah dijual kepada pihak tergugat.24 Hal itu terjadi karena berdasarkan Pasal 
165 HIR/285 R.Bg. dipahami bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang 
mengikat dan sempurna. Mengikat berarti bahwa semua yang dicantumkan dalam 
akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai sesuatu 
yang benar, selama ketidakbenarannya tidak terbukti. Sempurna berarti bahwa 
dengan akta otentik tersebut sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau 
hak tanpa perlu penambahan pembuktian dengan alat-alat bukti lain.25 
Mengikat dan sempurnanya kekuatan pembuktian akta, tidak selalu lenear 
dengan fakta hukum di masyarakat. Kalau ditelusuri belum tentu alat bukti akta 
notaris tersebut diperoleh melalui cara-cara dan prosedur yang semestinya, misalnya 
karena hal-hal yang dicantumkan dalam akta tersebut tidak sepenuhnya benar atau 
berbeda dengan peristiwa sesungguhnya. Jadi, meskipun secara lahiriah akta 
tersebut dibuat resmi oleh pejabat yang berwenang tetap berpeluang mengandung 
cacat yuridis.  
Penyelesaian perkara perdata yang lebih menekankan pada pencarian 
kebenaran formal, mendapat perhatian dari para ahli hukum karena kadang-kadang 
                                                          
24Ibid., h. 9 
25Riduan Syahrani, op. cit., h. 62 
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menjadi alasan ketidakpuasan pihak-pihak yang berperkara atas putusan hakim. 
Apabila hakim semata-mata hanya mencari kebenaran formal, sangat mungkin 
terjadi pihak yang sesungguhnya benar dapat dikalahkan, karena tidak tau 
menunjukkan bukti-bukti yang diperlukan di muka persidangan, sehingga putusan 
hakim tidak selalu mencerminkan keadaan yang senyatanya. Sebagai akibatnya, 
para pencari keadilan merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya. Oleh karena 
itu, upaya penyelesaian perkara perdata yang berpijak pada kebenaran formal belum 
dapat sepenuhnya memberikan perlindungan dan jaminan terciptanya keadilan bagi 
para pencari keadilan. Kalau hal itu terus dipertahankan, tampaknya semboyan 
bahwa lembaga peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan dalam 
mencari kebenaran dan keadilan tentunya menjadi tidak signifikan. Akibat 
selanjutnya, mengurangai kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan integritas 
institusi peradilan. Karena itulah perlu dincari paradigma baru dalam praktik 
peradilan perdata yang cenderung menuju kepada kebenaran materil, karena 
pencarian kebenaran formal semata dirasakan belum cukup. 
Alquran sebagai sumber utama hukum Islam, antara lain menyebutkan 
perlunya berlaku adil dengan beberapa pengertian, di antaranya: 
1. Adil dalam arti sama.  
Adil dalam pengertian sama, antara lain dimaknai dari firman Allah dalam Q.S. 
al-Nisa>/4:58: 




Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil…26 
Berdasarkan ayat ini, dipahami bahwa dasar persamaan itu adalah 
karena sifat kemanusiaan  yang dimiliki oleh setiap orang. Oleh karena itu, 
manusia mempunyai hak yang sama karena mereka  adalah sama-sama 
manusia.27 
2. Adil dalam arti seimbang. 
Keseimbangan yang dimaksud ditemukan pada suatu kelompok yang di 
dalamnya terdapat beragam bagian menuju suatu tujuan tertentu, selama syarat 
dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terpenuhinya syarat 
ini, kelompok tersebut dapat bertahan dan berjalan  memenuhi tujuan 
kehadirannya. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. al-Infit}a>r/82: 6-7: 
ﻧ ِْﻹا َﺎﮭﱡَﯾأ َﺎﯾ﴿ ِﻢﯾِﺮَﻜْﻟا َﻚﱢﺑَﺮِﺑ َك ﱠﺮَﻏ ﺎَﻣ ُنﺎَﺴ٦﴿ ََﻚﻟَﺪََﻌﻓ َكا ﱠﻮََﺴﻓ ََﻚَﻘﻠَﺧ يِﺬﱠﻟا ﴾٧﴾ 
Terjemahnya : 
Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) 
terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu 
lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu 
seimbang.28 
Kata-kata fa sawwa>ka fa’adalak, diartikan membuat seimbang. 
Demikian juga Q.S. al-Mulk/67:3 menggambarkan keseimbangan penciptaan 
alam raya dan ekosistemnya. Jika makna keadilan ini diterapkan kepada proses 
                                                          
26Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Semarang: Karya Toha Putra, 
t.th), h. 162   
27Abd. Muin Salim, Fiqih Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an  (Cet. I; 
Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 213     
28Departemen Agama, op.cit., h.1230 
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peradilan dan output-nya, dapat dipahami bahwa sesungguhnya keadilan tidak 
mengharuskan persamaan dalam segala hal, tetapi adanya keseimbangan, 
seperti pembedaan laki-laki dan perempuan dalam hal warisan dan persaksian. 
3. Adil dengan memberikan hak kepada pemiliknya. 
Pengertian adil dalam kategori ini adalah menempatkan sesuatu pada 
tempatnya, atau memberi hak kepada pemiliknya melalui cara dan waktu 
terdekat. Melawan keadilan dalam pengertian ini berarti melakukan kezaliman, 
tetapi memberikan manfaat (kebaikan) kepada seseorang yang melebihi 
kapasitasnya disebut ih}sa>n. Alquran tidak hanya memerintahkan berlaku adil, 
tetapi juga menganjurkan ih}sa>n  sebagaimana ditegaskan dalam Q.S al-
Nah}l/16:90. Bahkan ayat ini tidak hanya memerintahkan berbuat adil dan 
menganjurkan ber-ih}sa>n, tetapi juga melarang kekejian, kemungkaran dan 
permusuhan karena hal-hal itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain, yang 
juga berarti ketidakadilan.  Dalam konteks peradilan, tentu hakim tidak 
diperkenankan memutus melebihi tuntutan (ultra petita), tetapi tetap bisa ber-
ihsa>n dengan memperbaiki pelayanan yang menimbulkan kenyamanan dalam 
menanti keadilan. 
Berdasarkan perspektif keadilan tersebut, kiranya menjadi penting untuk 
melihat bagaimana nilai keadilan dalam asas kebenaran formal suatu perkara 
perdata, kaitannya dengan hukum Islam yang senantiasa bergerak dan dinamis serta 
kebutuhan hukum masyarakat modern. 
Secara historis, pemegang otoritas peradilan di zaman Rasulullah adalah 
Rasul saw. Dilihat dari tata kenegaraan modern berdasarkan teori trias politika, 
fungsi yudikatif (kehakiman), ekskutif (pemerintahan), dan legislatif (pembuat 
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undang-undang), dijalankan oleh Nabi Muhammad saw. sebagai pemegang 
kekuasaan tertinggi.  
Pada masa Rasul saw., ketiga konsep ketatanegaraan itu disebut dengan 
sult}ah al-tasyri>’iyah (fungsi legislatif), sult}ah al-tanfi>z\iyah (fungsi eksekutif), dan 
sult}ah al-qad}a>iyah (fungsi yudikatif). Fungsi legislatif yang dijalankan Nabi saw., 
dikarenakan Nabi sebagai seorang utusan Allah swt. yang menerima wahyu 
(perintah) dari Allah. Karena itu, segala yang diperintahkan Rasul saw. bersumber 
dari Alquran surah al-Najm/53: 3-4, dan umat harus mengikutinya.  
Rasulullah juga menjalankan fungsi yudikatif dalam rangka menegakkan 
keadilan dan menjaga hak masyarakat yang memerlukan sebuah solusi karena 
adanya konflik. Pelaksanaan dan eksekusi dari hukum tersebut, juga dipegang oleh 
Rasulullah sebagai bentuk aplikasi dari fungsi eksekutif. Menariknya, meski ketiga 
fungsi tersebut diemban Nabi secara bersamaan, dugaan penyalahgunaan wewenang 
tak pernah dilakukan.  
Legalitas otoritatif atas qad}a>’ ini diperkuat oleh sejumlah ayat-ayat Alquran, 
di antaranya surah al-Nisa>’ /4: 105, al-Syu>ra>/42:15, dan al-Nu>r/24: 51. Ketetapan 
yang dihasilkan dari sebuah qad}a>’ menjadi judgment yang final.  
Sistem peradilan dilandaskan pada prinsip persamaan, keadilan, dan public 
sence. Misalnya, Rasulullah tidak pernah membedakan perlakuan pada seseorang di 
mata hukum.  
Diceritakan, suatu ketika seseorang wanita di zaman Rasulullah dari 
keluarga terpandang, pernah terbukti mencuri. Usa>mah bin Zaid lantas mendatangi 
beliau untuk meminta keringanan agar sanksi potong tangan tidak diberlakukan. 
Rasulullah secara tegas menolak permintaan tersebut. Rasul mengatakan, 
"Seandainya Fa>t}imah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya."  
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Peradilan pada awalnya dipegang sendiri oleh Nabi. Meskipun dalam 
beberapa kesempatan Rasulullah pernah mendelegasikan tugas tersebut ke sejumlah 
sahabatnya. Penugasan tersebut hanya bersifat perwakilan, otoritas penuh tetap di 
bawah arahan Rasul saw.  
Para pihak yang bersengketa dan bermasalah dalam sebuah perkara 
menghadap kepada Nabi. Perkara tersebut diperiksa dalam sebuah majelis peradilan 
dengan mendengarkan keterangan pelapor dan saksi. Gugatan yang diajukan harus 
memenuhi syarat, di antaranya bukti-bukti yang lengkap. Jika tidak lengkap, yang 
bersangkutan harus berani bersumpah di hadapan sang hakim dalam hal ini 
Rasulullah sendiri.  
Salah satu syarat penting yang ditetapkan Rasulullah dalam penyelesaian 
sengketa ialah pelaporan yang berimbang dari kedua belah pihak. Sebuah keputusan 
hanya boleh diambil setelah masing-masing pihak menyampaikan argumentasi dan 
bukti-buktinya.  
Terkait itu, Rasulullah pernah dengan tegas memerintahkan ‘Ali bin Abi 
T}a>lib untuk mendengarkan laporan kedua belah pihak terlebih dahulu sebelum 
akhirnya memutuskan perkara tersebut. Hal ini tak lain agar rasa keadilan dan 
kebenaran dapat didudukkan secara proporsional dan tepat.  
Proses yang dibutuhkan untuk putusan sebuah peradilan juga tidak berlama-
lama. Seorang pelapor bisa mendapatkan putusan secara langsung. Hal itu bisa 
dilihat, misalnya, dalam sengketa utang yang pernah dijatuhkan Rasulullah kepada 
Ka‘ab bin Ma>lik. Beliau menyuruh agar Ka‘ab bin Ma>lik segera menunaikan 
utangnya.  
Salah satu sistem yang penting dalam peradilan di zaman Rasulullah adalah 
H}isbah dan Maz\a>lim. Hisbah yang dimaksud bukanlah sebuah lembaga seperti yang 
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kelak berkembang di masa khilafah, melainkan perintah untuk amar makruf nahi 
mungkar. Fungsi inipun dilakukan oleh Nabi secara langsung.  
Untuk urusan perampasan hak, Rasulullah menggunakan konsep rad al-
maz\a>lim. Sebuah pranata yang digunakan untuk melakukan pembelaan terhadap 
hak-hak orang tertindas. Rasul pernah dengan tegas mengatakan, "Barangsiapa yang 
hartanya diambil olehku, maka silakan ia mengambilnya lagi dariku."29  
Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw., perjuangan Rasulullah saw. 
diteruskan oleh khulafâ’ al-ra>syidi>n, yaitu Abu> Bakr al-S}iddi>q r.a., ‘Umar bin 
Khat}t}a>b r.a, Us\ma>n bin ‘Affa>n r.a, dan ‘Ali bin Abi> T}a>lib r.a.30 
Alasan disebut dengan khulafa>’ al-ra>syidi>n adalah dikarenakan kata khulafa>’  
berasal dari khali>fah  yang berarti pengganti. Sedangkan ra>syidu>n adalah yang 
mendapatkan petunjuk. Jadi khulafa>’ al-ra>syidi>n adalah khalifah-kahlifah 
(pengganti-pengganti) Rasulullah saw. yang berarti mendapat bimbingan yang 
benar, karena mereka melakasanakan tugas sebagai pengganti Rasulullah saw. 
menjadi kepala negara Madinah dan sebagai pembantu rakyat dan wakil pelaksana 
mereka dalam mengelola negara.31 
Pada zaman Rasulullah saw., hakim dijabat oleh Rasulullah saw. sendiri. 
Bagi daerah yang jauh, beliau serahkan kursi hakim kepada para sahabat. Misalnya, 
                                                          
29http://pabondowoso.com/berita-194-peradilan-di-masa-rasulullah-rasul-saw.html.Diakses 
tanggal 2 Oktober 2012.  
30http://akitiano.blogspot.com/2009/01/ sejarah - peradilan - islam - di - masa -hulafa.html. 
Diakses tanggal 2 Oktober 2012  
31Taufiqurrahman, Sejarah Sosial Politik Masyarakat Islam (Surabaya: Pustaka Islamika, 
2003), h. 60 
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‘Ali bin Abi> T}a>lib pernah ditugaskan menjadi hakim di Yaman. Begitu juga dengan 
sahabat Mu’a>z\ bin Jabal untuk menjadi gubenur dan hakim di Yaman.32 
Sumber hukum yang dipakai Rasulullah saw. adalah Alquran dan wahyu 
kerasulan. Selanjutnya, Rasulullah saw. mengizinkan para sahabat memutuskan 
perkara sesuai dengan ketetapan Allah, Sunnah Rasul, ijtihad atau qiya>s. Ini 
dibuktikan dengan hadis Mu’a>z\ bin Jabal tatkala beliau diangkat menjadi gubenur 
dan hakim di Yaman, yang berbunyi: 
 َﻟ َضَﺮَﻋ ِْنإ َُﻊﻨَْﺼﺗ َﻒْﯿَﻛ َلَﺎَﻘﻓ ِﻦََﻤﯿْﻟا َﻰِﻟإ َُﮫﺜََﻌﺑ َﻦﯿِﺣ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر ﱠَنأ َلَﺎﻗ ٌءﺎََﻀﻗ َﻚ
 َﺻ ِ ﱠﷲ ِلﻮُﺳَر ِﺔﱠﻨُِﺴَﺒﻓ َلَﺎﻗ ِ ﱠﷲ ِبَﺎﺘِﻛ ِﻲﻓ ْﻦَُﻜﯾ َْﻢﻟ ِْنَﺈﻓ َلَﺎﻗ ِ ﱠﷲ ِبَﺎﺘِﻛ ِﻲﻓ ﺎَِﻤﺑ ﻲِﻀَْﻗأ ْﻦَُﻜﯾ َْﻢﻟ ِْنَﺈﻓ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠ
 ِ ﱠﷲ ُلﻮُﺳَر َبَﺮََﻀﻓ َلَﺎﻗ ُﻮﻟآ َﻻ ِﻲﯾْأَر ُﺪَِﮭﺘَْﺟأ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ِلﻮُﺳَر ِﺔﱠﻨُﺳ ِﻲﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ 
 ِ ﱠ ِ ُﺪْﻤَﺤْﻟا َلَﺎﻗ ﱠُﻢﺛ يِرْﺪَﺻ  َْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر ﻲِﺿُْﺮﯾ ﺎَِﻤﻟ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ِلﻮُﺳَر َلﻮُﺳَر َﻖﱠﻓَو يِﺬﱠﻟا ِﮫ
ﻢﱠﻠَﺳَو33 
Artinya: 
Sesungguhnya Rasulullah saw. pada saat mengutusnya (Mu’a>z\ bin Jabal) ke 
Yaman, Rasul berkata padanya: “Bagaimana kamu melakukan ketika kamu 
hendak memutus perkara?” Mu’a>z\ pun menjawab: “Aku memutus dengan apa 
yang terdapat di dalam kitab Allah”. Lalu Rasul bertanya: “Kalau tidak terdapat 
di dalam kitab Allah?” Mu’a>z\ menjawab: “Maka dengan memakai sunnah 
Rasulullah saw”. Lalu Rasul bertanya: “Seumpama tidak ada di sunnah 
Rasulullah?” Mu’a>z\ menjawab: “Aku berijtihad sesuai dengan pemikiranku 
bukan dengan nafsuku”. Lalu Rasulullah saw. menepuk dada Mu’a>z\, dan Rasul 
bersabda “Segala puji bagi Allah yang telah mencocokkan kerasulan Rasullullah 
pada apa yang diridai Allah terhadap Rasulullah”. 
Pada saat Abu> Bakr menggantikan Rasulullah saw., beliau tidak merubah 
sistem peradilan yang berlaku pada zaman Rasulullah saw. Ini dikarenakan beliau 
                                                          
32Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan & Hukum Acara Islam (Semarang: Pustaka 
Rizki Putra, 2001), h. 9 
33Abu> Da>u>d, al-Sunan, hadis 3119   (Mesir: Mus}t{a>fa> Muhammad, t. th). 
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sibuk menegakkan hukum Islam dengan memerangi kemurtadan, orang-orang 
muslim yang enggan membayar zakat, dan lain-lain perkara yang berhubungan 
dengan politik dan hukum.34 
Periode ini peradilan dikuasai oleh khalifah sendiri, dan kadang-kadang 
khalifah memberi kuasa kepada orang lain untuk menjadi hakim seperti yang 
dilakukan Rasulullah saw. Perkara ini berlaku sampai pada awal kekhalifahan ‘Umar 
bin al-Khat}t}ab. Jadi, pada periode ini, belum ada pemisahan antara tiga jenis 
kekuasaan; yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, sebaliknya khalifah memegang 
kekuasaan yudikatif.35 
‘At}iyyah Mus}t}afa> Musyarrafah menukil dari Syaikh Muhammad Bakhi>t al-
Mut}i>’i> di dalam kitabnya yang berjudul: Haqiqat al-Isla>m wa Us}u>l al-Hukm: 
"ﺔﻔﯿﻠﺨﻠﻟ مﻼﺳﻹا ﻲﻓ ضﺎﻗ لوأ نﺎﻜﻓ ءﺎﻀﻘﻟا بﺎﻄﺨﻟا ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﻰﻟﻮﺗ ﺮﻜﺑ ﻲﺑأ ﺔﻓﻼﺧ ﻲﻓو ..."36 
Artinya: 
“... dan pada kekhalifahan ‘Abu> Bakr, beliau (‘Abu> Bakr) mengangkat ‘Umar 
bin al-Khat}t}a>b sebagai hakim, maka adanya ‘Umar adalah awal-awalnya hakim 
di dalam Islam bagi khalifah.” 
Menurut ‘At}iyyah, pendapat al-Mut}i>’i> ini tidak dapat dibenarkan karena 
‘Umar adalah khalifah yang paling awal menentukan para hakim yang dikhususkan 
untuk menjadi hakim bagi pertikaian yang terjadi di antara manusia. Sedangkan 
‘Abu Bakar hanya mewakilkannya kepada ‘Umar bin al-Khat}t}a>b kadang-kadang 
                                                          
34Muhammad Sala>m Maz\ku>r, al-Qad}a>’ fi> al-Isla>m (Cairo: Da>r al-Nahd}ah al-‘Arabiyyah, 
t.t.), h. 25 
35‘At}iyyah Mus}t}afa>  Musyarrafah, al-Qad}a>’ fi> al-Isla>m (t.t.: Syarikat al-Syarq al-Ausat}, 




untuk melihat kasus-kasus agar dicarikan inti pertikaiannya. Hanya saja, kekuasaan 
yudisial ini tidak dimiliki ‘Umar secara khusus, ‘Umar juga tidak disebut hakim 
pada zaman Khalifah Abu> Bakr. ‘Umar juga tidak hanya bertugas sebagai hakim, 
malahan ‘Umar mendapatkan tugas menjadi imam dan lainnya.37  
Pada saat ‘Umar menjabat sebagai hakim selama lebih kurang dua tahun, 
tidak ada seorangpun yang datang berperkara. Ini dikarenakan sahabat yang 
berperkara mengerti bahwa ‘Umar adalah orang yang sangat tegas, dan pada saat itu 
orang-orang masih bersifat wara’, baik, serta bertoleransi sehingga berusaha untuk 
menolak terjadinya pertikaian dan pendendaman.38  
Abu> Bakr membagi Jazirah Arab menjadi beberapa wilayah. Beliau melantik 
pada setiap wilayah tersebut seorang pemimpin (ami>r) yang ada sebelumnya. Ami>r 
ini memimpin solat, menjadi hakim bagi perkara yang diangkat padanya, begitu 
juga melaksanakan hudu>d. Dikarenakan ini, Abu> Bakr memberi setiap ami>r tersebut 
ketiga-ketiga kekuasaan pemerintahan (eksekutif, yudikatif, dan legislatif).39  
Penemuan hukum ‘Abu Bakar terhadap sesuatu permasalahan adalah sama 
seperti apa yang dilakukan Rasulullah saw. sebelumnya. Setiap masalah selalu 
dirujuk pada Alquran dulu. Apabila tidak ada barulah beliau merujuk pada sunnah 
Nabi Muhammad saw., atau keputusan yang pernah diambil Rasulullah saw. Jika 
sunnah tidak ada, beliau bertanya kepada sahabat lain apakah ada yang tahu sunnah 
yang berkaitan dengan masalah ini. Seumpama ditemukan, maka beliau 
mengambilnya setelah mencari kebenaran tersebut. Seumpama tidak ditemukan 
                                                          
37Ibid., h. 93  
38Muhammad Sala>m Maz\ku>r, op. cit., h. 25  
39‘At}iyyah Mus}t}afa>  Musyarrafah, op. cit., h. 93  
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hukum untuk masalah ini di dalam Alquran dan sunnah, beliau berijtihad secara 
bersama-sama dengan sahabat lain (ijtiha>d jama>’i>) kalau memang masalah tersebut 
berhubungan langsung dengan hukum masyarakat. Beliau akan berijtihad secara 
sendiri (ijtiha>>d fardi>) bagi masalah-masalah yang berhubungan dengan 
perseorangan.40  
Walaupun Rasulullah saw. menetapkan kebolehan melakukan ijtihad dengan 
pemikiran rasional seseorang dan qiya>s, Khalifah Abu> Bakr r.a. enggan memakainya 
kecuali sedikit saja. Ini dikarenakan beliau takut terjadi kesalahan di dalam hukum, 
sehingga beliau tidak menggalakkan seseorang untuk memberi fatwa kepada orang 
lain yang berasal dari ketidak-tahuan. Beliau malah pernah berkata ketika berfatwa 
dengan memakai pemikirannya dan qiya>s: “Ini adalah pendapatku, apabila benar 
maka itu dari Allah, apabila salah maka datang dariku. Aku memohon ampun 
kepada Allah”.41 
Setelah wafatnya Abu> Bakr, kekhalifahan dipegang ‘Umar bin al-Khat}t}a>b. 
Pada saat itu, daerah Islam semakin luas. Tugas-tugas pemerintahan dalam bidang 
politik, sosial, dan ekonomi semakin rumit. Khalifah ‘Umar juga mulai sibuk 
dengan peperangan yang berlaku antara negara Islam dengan Parsi dan Romawi. 
Dengan semua kesibukan ini, ‘Umar tidak sempat untuk menyelesaikan semua 
masalah peradilan. Maka dari itu, beliau memutuskan untuk mengangkat hakim 
yang berada di luar kekuasaan eksekutif. Ini adalah pertama kali pemisahan antara 
kekuasaan eksekutif dan yudikatif terjadi.42  
                                                          
40Muhammad Sala>m Maz\ku>r, op. cit., h. 28; Bandingkan dengan Ash Shiddieqy, op.cit., h. 
15  
41‘At}iyyah Mus}tafa> Musyarrafah, op. cit., h. 93  
42Ibid.,  h. 94  
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‘Umar mengangkat Abu> Darda>’ untuk menjadi hakim di Madinah. Syuraih di 
Bashrah, sedangkan Abu> Mu>sa> al-Asy’ari> di Ku>fah, Us\ma>n Ibn Qais Ibn Abi> al-‘A>s} 
di Mesir, sedangkan untuk Syam diberi hakim tersendiri. Akan tetapi menurut kitab 
Ta>ri>kh al-Isla>m al-Siya>si>, Abu> Mu>sa> menjadi hakim di masa ‘Umar hanya untuk 
Bas}rah saja, sedang pengadilan di Ku>fah diserahkan kepada Syuraih. Di masa 
Us\ma>n barulah Abu> Mu>sa> menjadi hakim di Ku>fah.43 
Pemisahan kekausaan negara yang dilakukan Umar adalah pemisahan yang 
sesungguhnya, sehingga kekuasaan eksekutif benar-benar dapat diadili oleh 
kekuasaan yudikatif. Hal ini dibuktikan dengan sebuah riwayat bahwa; suatu ketika 
‘Umar r.a. mengambil seekor kuda untuk ditawar. Umar menunggangnya untuk 
mencobanya. Lalu kuda tersebut cacat. Lelaki itupun bertikai dengan ‘Umar. ‘Umar 
berkata: “Ambillah kudamu!”. Lelaki pemilik kuda menjawab: “Aku tidak mau 
menggambilnya, kuda itu sudah cacat!”. ‘Umar berkata: “Kamu harus mencari 
orang tengah pada apa yang berlaku antara aku dan kamu”. Lelaki itu berkata: “Aku 
rida dengan Syuraih dari Irak”. Pada saat dibawa ke Syuraih, Syuraih berkata: 
“Kamu mengambilnya dalam keadaaan sehat dan selamat, maka kamulah yang 
menggantinya sampai kamu memulangkannya dalam keadaan sehat dan selamat”. 
Lalu ‘Umar berkata: “Aku sungguh kagum dengannya, maka aku pun mengutusnya 
menjadi hakim”. Lalu ‘Umar berkata pada Syuraih: “Apabila telah jelas bagimu 
sesuatu melalui Alquran, maka jangan kamu pertanyakan lagi. Jika tidak jelas apa 
yang ada di Alquran, maka carilah sunnah. Jika kamu tidak menemuiya di sunnah, 
berijtihadlah memakai rasio.44 
                                                          
43Ibid. Bandingkan dengan Muhammad Sala>m Madzku>r, op. cit., h. 26  
44‘At}iyyah Mus}t}afa>  Musyarrafah, op. cit., h. 95; Lihat pula  Kama>l ‘I>sa>, Aqd}iyyah wa 
Qud}a>’  fi>  Riha>b al-Isla>m  (t.t.: Litrerary Cultural Club, 1987), h. 70  
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Menurut ‘At}iyyah, peradilan pada masa Khali>fah ‘Umar adalah sesuatu yang 
mudah, luas, serta bebas dari administrasi yang banyak seperti yang dapat 
disaksikan sekarang ini. Hakim pada masa itu tidak memerlukan panitera dan 
sekretaris. Pada masa itu, tidak diperlukan untuk kodifikasi hukum-hukum 
peradilan, karena semua hukum keluar di balik hati seorang hakim. Hukum acara 
juga tidak diperlukan. Ini karena peradilan masih berada pada awal-awalnya 
dilahirkan. Belum ada pemikiran untuk ke situ. Selain dari itu, hakim juga adalah 
sebagai pelaksana hukum, dalam arti mereka juga adalah sebagai juru sita, bukan 
hanya pemutus hukum.45  
Sumber hukum yang dipakai ‘Umar adalah sama seperti Abu> Bakr. Umar 
memakai Alquran, lalu sunnah Nabi. Jika tidak ada, Umar melihat apakah Abu> Bakr 
pernah memutuskan hal serupa. Kalau tidak ada, barulah memanggil para tokoh 
untuk dimusyawarahkan. Kalau ada kesepakatan, barulah diputuskan. Dalam 
konteks keindonesiaan, dapat disebut pendapat ahli.  
Khalifah ‘Umar juga pernah memiliki dustu>r al-qad}a>’, yaitu sebuah pedoman 
bagi hakim agung dalam menjalankan peradilan serta dasar-dasar pokok. Dustu>r  ini 
dikenal dengan nama risa>lat al-qad}a>’.  
Dikarenakan peradilan adalah sebagian dari kewenangan umum, maka yang 
memiliki kekuasaan ini (kepala negara) yang dapat menentukan wewenang hakim 
dalam wilayah tertentu, dan tidak pada lainnya. Oleh karena itu, ‘Umar bin al-
Khat}t}a>b pada saat beliau menentukan seseorang untuk menjadi hakim, beliau 
membatasi wilayah wewenang mereka hanya pada hal-hal pertikaian perdata saja. 
Sedangkan permasalahan pidana dan yang berhubungan dengannya seperti qis}a>s}, 
                                                          
45‘At}iyyah Mus}tafa > Musyarrafah, loc. cit.  
26 
 
atau hudu>d itu tetap dipegang pemimpin negara, yaitu khalifah sendiri atau 
penguasa daerah.  
Setelah Khali>fah ‘Umar bin al-Khat}t}a>b meninggal, maka kursi kekhalifahan 
dipegang oleh  Us\ma>n bin ‘Affa>n. Khali>fah Us\ma>n adalah orang yang 
mengkodifikasi Alquran setelah pengumpulan yang dilakukan Abu> Bakr atas usulan 
‘Umar.  
Sistem pengadilan pada zaman beliau adalah sama seperti yang telah diatur 
‘Umar, karena beliau tinggal meneruskan saja sistem ‘Umar yang sudah tertata 
rapi.46 
Salah satu perubahan penting bagi pengadilan Islam pada zaman Khali>fah 
‘Us\ma>n bin ‘Affa>n adalah dibangunnya bangunan khusus yang digunakan untuk 
peradilan negara Islam. Sebelum Khali>fah Us\ma>n, masjid adalah tempat untuk 
berperkara.47 
‘Us\ma>n juga mengirim pesan-pesan kepada para pemimpin di daerah lain, 
petugas menarik pajak, dan masyarakat muslim secara umum untuk menegakkan 
kelakuan baik dan mencegah dari kemungkaran.  
Dalam memberi hukum, ‘Us\ma>n memakai Alquran, sunnah, lalu pendapat 
khalifah sebelumnya. Kalau tidak ditemukan, beliau akan bermusyawarah dengan 
para sahabat.48 
Setelah meninggalnya ‘Us\ma>n,  ‘Ali> bin Abi> T}a>lib menjabat sebagai 
khalifah. Beliau tidak melakukan perubahan di dalam peradilan. Beliau juga 
                                                          
46Ibid., h. 103  
47Muhammad Sala>m Maz|ku>r, op. cit., h. 26  
48‘At}iyyah Mus}t}afa > Musyarrafah, op. cit., h.104  
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berpegang pada Alquran, sunnah, lalu merujuk pada khalifah sebelumnya. 
Seumpama tidak ditemui, baru beliau bermusyawarah dengan sahabat yang lain 
berdasarkan pada ayat: {ﺮﻣﻷا ﻲﻓ ﻢھروﺎﺷو 
Sesuai dengan khalifah sebelumnya, Khalifah ‘Ali> bin Abi> T}a>lib juga 
membayar gaji para hakim dengan memakai uang yang ada di Bait al-Ma>l.49  
Selain dari itu, dalam usaha Khalifah ‘Ali> meningkatkan kualitas peradilan 
Islam, beliau memberi insruksi kepada Gubenur Mesir dalam penentuan orang-orang 
yang akan diangkat menjadi hakim. Di dalam instruksi itu, ditekankan agar 
penguasa memilih orang-orang yang akan menjadi hakim dari orang-orang yang 
dipandang utama oleh penguasa sendiri, jangan dari orang-orang yang 
berpenghidupan sempit, jangan dari orang-orang yang tidak mempunyai wibawa dan 
jangan pula dari orang-orang yang loba kepada harta dunia, di samping mempunyai 
ilmu yang luas, otak yang cerdas, daya kerja yang sempurna.50 
Khalifah ‘Ali> bin Abi> T}a>lib telah banyak memberi hukum atau fatwa yang 
dijadikan hukum oleh orang-orang setelahnya. Salah satu kemusykilan hukum yang 
diselesaikan ‘Ali> adalah apabila ada seorang istri yang mana suaminya meninggal 
dunia sebelum suami tersebut menjimak istrinya. Sedangkan suami tersebut belum 
menyerahkan mas kawin kepada istri tersebut. Maka ‘Ali> menghukumi bahwa tidak 
ada hak bagi istri tersebut mas kawin yang sepadan (ﻞﺜﻤﻟا ﺮﮭﻣ), karena diqiyaskan 
pada wanita yang tertalak. Ini berdasarkan pada firman Allah SWT: “ ِْنإ ْﻢُﻜَْﯿﻠَﻋ َحَﺎﻨُﺟ َﻻ
 ًﺔَﻀﯾَِﺮﻓ ﱠُﻦَﮭﻟ اﻮُﺿِﺮَْﻔﺗ َْوأ ﱠُﻦھﻮ ﱡﺴََﻤﺗ َْﻢﻟ ﺎَﻣ َءﺎَﺴﱢﻨﻟا ُُﻢﺘْﻘﱠﻠَط” Pada zaman Rasulullah SAW, hakim 
dijabat oleh Rasulullah SAW sendiri. Bagi daerah yang jauh, beliau serahkan kursi 
                                                          
49Muhammad Sala>m  Maz|ku>r, op. cit., h. 26  
50Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, op. cit., h. 17  
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hakim kepada para sahabat. Misalnya, ‘Ali> bin Abi> T}a>lib pernah ditugaskan menjadi 
hakim di Yaman. Begitu juga dengan sahabat Mu’a>z\ bin Jabal untuk menjadi 
gubenur dan hakim di Yaman.51 
Pasca Khulafa>’ al-Ra>syidi>n, terbentuklah dinasti Bani> Umayyah tetapi 
tidak banyak informasi tentang dunia peradilan pada umumnya, apalagi hukum 
acara perdata. Hal ini terjadi karena penguasa negara sibuk dalam urusan-urusan 
politik kenegaraan, meski demikian putusan hakim sudah mulai dibukukan dan 
gedung-gedung pengadilan dibangun untuk menyelenggarakan sidang.52  Dalam 
mengambil keputusan, para hakim di era ini berusaha mengombinasikan hukum 
setempat dengan semangat Alquran dan norma-norma hukum  Islam lainnya.53 
Kebangkitan peradilan dan fikih justru mengalami signifikansinya pasca 
runtuhnya Daulah Umayyah sekitar abad ke 2 Hijriyah, karena para penguasa 
berikutnya, Bani Abbasiyah mendorong ilmuwan melakukan kajian mendalam dan 
sungguh-sungguh terhadap berbagai masalah hukum hingga mencapai puncak 
keemasan sekitar pertengahan abad ke 4 Hijriyah. Runtuhnya penguasa Bani> 
Abba>siyah tidak terlalu berpengaruh kepada praktik peradilan dan perkembangan 
hukum, apalagi Bani> Abba>siyah cenderung menganut Maz\hab Hanafiyah yang 
kemudian dilanjutkan dan dikembangkan pada era Bani> Us\ma>niyah.  Di era ini, ada 
upaya unifikasi hukum berdasarkan maz\hab Hanafiyah tersebut. Kondisi ini 
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diterapkan di Mesir, Daulah Magribi> al-‘Arabi>, Suriah, Iraq, Libanon, dan Yordania 
ketika masih berada dalam kekuasaan ‘Us\ma>niyah. 54 
Interaksi dunia Islam dan dunia luar, terutama dunia Barat, banyak 
berpengaruh terhadap perkembangan hukum Islam dan perundang-undangan, 
sebagaimana terjadi di Turki pada Abad ke 13 Hijriyah dengan dibentuknya 
Peradilan Umum (Niz\a>miyah), dan untuk memudahkan hakim dalam menerapkan 
hukum, maka sistem maz\hab diubah menjadi sistem perundang-undangan dengan 
sistem pasal. Metode ini terjadi di Mesir, Sudan Damaskus, Pakistan dan lainnya.  
Ketika Napoleon Bonaparte menguasai Mesir, ia berusaha menggusur 
hukum Islam dengan menerapkan hukum Perancis, meskipun yang terjadi kemudian 
adalah pembauran hukum Islam dan Hukum Prancis dalam pemerintahan khalifah 
Turki Us\ma>ni> sejak Tahun 1840. Pada Tahun 1924 Masehi, Turki menganut sistem 
sekuler, sehingga hukum Islam tidak diberlakukan dan peradilan Agama dihapus 
kecuali di Arab Saudi.55 
Perkembangan peradilan dan Hukum Islam di Indonesia mengalami 
fluktuasi, tetapi peradilan dan Hukum Islam senantiasa eksis sejak Islam masuk ke 
Indonesia sampai terlembaganya Peradilan Agama sejajar dengan peradilan lainnya, 
seperti Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, 
sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989, kemudian diubah 
dengan  Undang-undang No. 3 Tahun 2006, lalu diubah lagi dengan Undang-undang 
No. 50 Tahun 2009. 
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Meskipun peradilan Agama semakin kuat dan hukum Islam senantiasa 
terakomodir, tetapi dalam bidang hukum acara, konsepsi dan pilosofi hukum Islam 
kurang mewarnai oleh karena Hukum acara yang berlaku di Indoneisa masih 
merupakan hukum warisan kolonial Belanda, termasuk asas kebenaran formal dalam 
penyelesai perkara perdata di pengadilan. Di sinilah pentingnya mengangkat kajian 
filosofis hukum acara Islam.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam hukum 
acara perdata,  doktrin para ahli hukum maupun yurisprudensi  Mahkamah Agung, 
dikatakan bahwa kebenaran yang hendak dicari hakim dalam penyelesaian perkara 
perdata adalah kebenaran formal. Tetapi dalam praktik peradilan, kebenaran formal 
belum mencerminkan kebenaran bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, dalam 
perkembangannya banyak pakar yang menghendaki agar dalam perkara perdatapun 
perlu dicari kebenaran substantif. Oleh karena itu, permasalahan pokok yang 
dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai keadilan dalam asas kebenaran 
formal perkara perdata perspektif filsafat hukum Islam. Berdasarkan permasalahan 
pokok itu, dirumuskan beberapa sub masalah yaitu : 
1. Bagaimana eksistensi doktrin kebenaran formal pada penyelesaian sengketa 
perdata perspektif filsafat hukum Islam? 
2. Bagaimana nilai keadilan dalam  penerapan asas kebenaran formal perkara 
perdata di pengadilan perspektif filsafat hukum Islam? 
3. Bagaimana relevansi kebenaran formal dengan pengambilan putusan perdata di 
pengadilan perspektif filsafat hukum Islam? 
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C.  Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul disertasi ini, lebih dahulu 
dikemukakan pengertian kata-kata dan frasa yang dianggap perlu untuk 
menghindari kesalahpahaman, kata-kata itu adalah: 
1. Nilai Keadilan, adalah dua suku kata yang dimajemukkan. Nilai di sini 
dimaksudkan sebagai sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi 
kemanusiaan,56 sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil 
atau keadaan yang adil bagi kehidupan dalam masyarakat,57 yaitu hendak menilik 
efek adil yang ditimbulkan bagi sebuah proses perdata di pengadilan  berdasarkan 
asas kebenaran formal. 
2. Asas Kebenaran Formal, tiga kata yang dimajemukkan. Asas adalah dasar, suatu 
kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir (berpendapat). Sedangkan 
kebenaran, berasal dari kata benar, yang memiliki beberapa pengertian, yaitu : 1). 
sesuai sebagaimana adanya (seharusnya); betul, tidak salah; 2). Tidak berat  
sebelah; 3). dapat dipercaya (cocok dengan keadaan yang sesungguhnya)58. 
Kebenaran adalah: 1).keadaan (hal) yang cocok dengan keadaan (hal) yang 
sesungguhnya; 2).Kecocokan (keadaan) dengan sesungguhnya, keabsahan, 3). 
yang sungguh-sungguh (benar-benar) ada.59 Kebenaran formal adalah 
pemeriksaan dan putusan perkara perdata terikat mutlak kepada cara-cara 
                                                          
56W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum bahasa Indonesia, Edisi ketiga (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2005), h. 801 
57Ibid., h. 8 




tertentu yang telah diatur dalam HIR/ R.Bg. Karena itulah sistem pembuktiannya 
juga mendasarkan pada kebenaran formal itu.   
3. Perkara Perdata, yaitu perkara perseorangan, berkenaan dengan orang 
biasa/sipil.60  
4. Perspektif yang berarti sudut pandang, pandangan atau tinjauan.61 
5. Filsafat Hukum Islam ialah pemikiran yang mendalam, sistematis tentang 
syari’at Islam yang menghasilkan pengetahuan dan penghayatan terhadap makna, 
kegunaan kaidah-kaidah, aturan-aturan dan rahasia tiap bidang ajaran syari’at 
Islam untuk mengatur kehidupan umat Islam dan menjadikan syari’at sebagai 
dasar kebijaksanaan hidup.62 Filsafat hukum Islam biasa juga disebut Falsafah al-
Tasyri>’ al-Isla>mi>  merupakan bagian dari kajian filsafat hukum secara umum. 
Filsafat Hukum Islam mempunyai dua tugas: Pertama, tugas kritis dan kedua, 
tugas konstruktif.  
Tugas kritis filsafat hukum Islam ialah mempertanyakan kembali 
paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam. Sementara tugas 
konstruktif filsafat hukum Islam ialah mempersatukan cabang-cabang hukum 
Islam dalam kesatuan  sistem hukum Islam sehingga tampak antara satu cabang 
hukum Islam dengan lainnya tidak terpisahkan. Dengan demikian, filsafat hukum 
Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan: Apa hakikat hukum Islam; hakikat 
keadilan; hakikat pembuat hukum; tujuan hukum; sebab orang harus taat kepada 
                                                          
60Ibid.,  h. 356 
61Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Cet.II; 
Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 864 
62Minhajuddin, Sistematika Filsafat Hukum Islam (Cet. II;Ujung Pandang: Yayasan 
Ahkam, 1996, h. 4 
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hukum Islam; dan sebagainya.63 
Obyek filsafat hukum Islam meliputi obyek teoretis dan obyek praktis. 
Obyek teoretis filsafat hukum Islam adalah obyek kajian yang merupakan teori-
teori hukum Islam yang meliputi: prinsip-prinsip hukum Islam; dasar-dasar dan 
sumber-sumber hukum Islam; tujuan hukum Islam; asas-asas hukum Islam, dan 
kaidah-kaidah hukum Islam.  
Sedangkan obyek praktis filsafat hukum Islam meliputi jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan: Mengapa manusia melakukan muamalah dan mengapa 
manusia harus diatur oleh hukum Islam? Mengapa harus beribadah? Apa rahasia 
atau hikmah yang terkandung  dalam beribadah, dan sebagainya.64 
Baik obyek teoretis maupun obyek praktis, dapat ditata dengan 
menggunakan pendekatan ilmu kefilsafatan dan pendekatan empirik-historis. 
Pendekatan empirik-historis,  meliputi tiga pilar utama yang membentuk sistem, 
yaitu : filsafat ilmu syari ‘ah, metodologi ilmu syari ‘ah, dan ilmu fikih. Sistem 
ilmu syariah tersebut kemudian menghasilkan ilmu syari ‘ah terapan dalam ranah 
politik hukum (al-siya>sah al-syari> ‘ah).65 Ranah politik hukum inilah yang menjadi 
kaitan utama dengan asas kebenaran formal.  
Definisi operasional penelitian adalah studi kritis perspektif filsafat hukum 
Islam terhadap nilai keadilan dalam asas kebenaran formal perkara perdata. Ruang 
                                                          
63Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Yayasan PIARA, 1993), h.21 
64Ibid., h. 22. Minhajuddin membagi dua ruang lingkup filasfat hukum Islam: falsafah 
tasyri’ dan falsafah syari ‘ah. Falsafah tasyri’meliputi: da ‘a>im al-ah}ka>m, maba>di’u al-ah}ka>m, us}>ul al-
ah}ka>m, maqa>s}id al-ah}ka>m, dan qawa> ‘id al-ah}ka>m. Falsafah syariah meliputi: asra>r al-ah}ka>m, khas}a>is} 
al-ah}ka>m, mah}a>sin al-ah}ka>m, dan t}aba>‘i’ al-ah}ka>m. Lihat Minhajuddin, op., cit., h. 19 – 53. 
65Minhajuddin, Hikmah dan Filasafat Fikih Muamalah dalam Islam  (Cet. I; Makassar: 
Alauddin University Press, 2011), h. 34  
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lingkup penelitian difokuskan pada interpretasi dan penjabaran asas kebenaran 
formal dalam perkara perdata dilihat dari pandangan filsafat hukum Islam. 
D. Kajian Pustaka 
Permasalahan pokok yang akan dikaji dalam disertasi ini belum pernah 
dibahas oleh penulis lain sebelumnya. Telah ada beberapa tulisan yang berkaitan 
dengan asas kebenaran formal, tetapi objek bahasannya berbeda dengan 
permasalahan yang dikaji dalam disertasi ini. Dalam penelusuran kepustakaan, 
peneliti telah menemukan beberapa literatur yang ada kaitannya dengan asas 
kebenaran formal perkara perdata, akan tetapi pada umumnya pendekatan dan 
perspektif yang digunakan dalam pembahasan objek kajian adalah 
pendekatan/perspektif yuridis. Literatur tersebut antara lain: 
M. Quraish Shihab. 2002, Tafsir al-Misbah, Jilid 2, 3 dan 12. Buku ini 
menjelaskan konsep keadilan dan berlaku adil perspektif Alquran. Buku ini 
menjelaskan bahwa keadilan harus ditegakkan walau kepada diri sendiri dan  seluruh 
yang berhak menerimanya, baik yang sedang berselisih (contentius) maupun tanpa 
perselisihan (volunter). Keadilan antara lain bermakna tidak memihak kecuali 
kepada kebenaran, tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, 
tidak menganiaya walau lawan, juga tidak memihak walau pun kawan.66 Selain itu, 
keadilan harus diupayakan maksimal, baik pencari (pihak-pihak) maupun penegak 
(hakim) keadilan. Selanjutnya, perjuangan menegakkan keadilan perlu terus diawasi, 
baik dari unsur penegak hukum itu sendiri (internal) maupun dari pihak lain 
(eksternal), termasuk masyarakat, bahkan oleh Allah s.w.t. Kajian keadilan dalam 
                                                          
66Lihat M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Jilid 2 (Jakarta: Lentera, 2002), h. 548   
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buku ini meskipun sangat detail dan mendalam, tetapi tidak terlepas dari ciri uraian 
tafsir yang bersifat ekplanasi dan tidak menyorot asas kebenaran formal sebagai 
obyek,  menjadikannya sangat berbeda dengan kajian peneliti.  
M. Yahya Harahap. 2005, Hukum Acara Perdata, Gugatan Persidangan, 
Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan.67 Permasalahan yang dibahas 
dalam buku ini adalah; pemikiran-pemikiran dalam rangka tegaknya fair trial, yaitu 
proses peradilan yang berkeadilan dari hulu ke hilir dan terwujudnya prinsip due 
process right yang memberikan hak setiap orang untuk diperlakukan secara adil 
dalam proses pemeriksaan peradilan, terutama proses peradilan pada tingkat 
pertama. Secara umum buku ini lebih banyak mengangkat persoalan praktis dan 
tinjauan akademis mengenai teknik beracara di pengadilan. Buku ini tidak 
membahas nilai keadilan sebuah proses, juga tidak menggunakan perspektif filsafat 
hukum Islam sebagai sudut pandang, sementara pembahasan disertasi ini 
menjadikan filsafat hukum Islam sebagai cara pandang dalam menilai  unsur 
keadilan yang terkandung dalam asas kebenaran formal perkara perdata, termasuk 
seluruh proses yang menyertainya. Namun demikian, buku ini sangat berguna dalam 
mengkaji langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menemukan kebenaran dan 
menegakkan keadilan melalui proses litigasi. 
Abdul Manan. 2005, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan 
Peradilan Agama.68 Pada prinsipnnya, buku ini hampir sama dengan buku pertama 
di atas, tetapi pembahasannya yang spesifik di lingkungan peradilan agama dengan 
penyesuaian-penyesuaian yang relevan dengan kewenangan peradilan agama, 
                                                          
67Diterbitkan di Jakarta oleh Sinar Grafika tahun 2005. 
68Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama  
(Jakarta: Kencana, 2005), h. 1   
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membuat buku ini lebih sesuai proses formal di Pengadilan Agama. Buku ini tidak 
mengkaji asas kebenaran formal perkara perdata dari perspektif filosofis maupun 
Perspektif Filsafat Hukum Islam, tetapi lebih menekankan pada perspektif yuridis 
formal dan tinjauan praktis. Buku ini diperuntukkan bagi pengenalan proses perkara 
di Pengadilan Agama, sehingga isinya lebih dipengaruhi oleh sebuah obsesi yang 
signifikan untuk merangkum dan menerjemahkan hukum acara perdata 
konvensional ke dalam rumusan aktual yang relevan dan sangat dibutuhkan di 
Peradilan Agama. Orientasinya yang praktis aplikatif jelas membedakan buku ini 
dengan  kajian peneliti yang berusaha menguak Perspektif Filsafat Hukum Islam 
tentang nilai keadilan dalam mencari kebenaran di pengadilan. 
Ahmad Mujahidin. 2007,  Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan 
Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia.69 Buku ini memuat XXI bab dengan 
kajian runtut sebagaimana langka-langkah yang harus ditempuh dalam proses 
mencari dan menemukan kebenaran di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah, 
khususnya di bidang perdata. Buku ini memberi kemudahan praktis karena 
dilengkapi dengan contoh-contoh produk pengadilan terhadap sebuah proses, 
misalnya contoh pemanggilan, berita acara persidangan, penetapan, dan 
pemberitahuan isi putusan. Meskipun banyak memuat formulir dan blanko proses 
formal, buku ini tidak mengkaji kebenaran formal sebagai salah satu asas dalam 
hukum acara perdata, sehingga sangat berbeda dengan kajian peneliti dalam 
disertasi. 
                                                          
69Ahmad Mujahidin,  Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan 
Mahkamah Syariah di Indonesia  (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008) 
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John Rawls. 1995, A Theory of Justice.70 Buku ini menjelaskan teori 
keadilan sosial sebagai the difference principle dan the principle of fair equality of 
opportunity. Inti the difference principle, adalah bahwa perbedaan sosial dan 
ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka 
yang paling kurang beruntung. Sementara itu, the principle of fair equality of 
opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang 
untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang 
harus diberi perlindungan khusus. Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus 
diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan 
masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, 
situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang 
paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan 
untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang 
kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua 
orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar 
dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan 
ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Buku 
ini menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan 
haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan 
kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang 
sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan yuridis yang 
terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal 
                                                          
70John Rawls, A Theory of Justice diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair 
Fauzan dan Heru Prasetyo dengan judul Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk 
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara  (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). 
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benefits) bagi setiap orang.  Dengan demikian, prinsip berbedaan menuntut 
diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan dapat 
diminimalisir dengan prospek mendapat hal-hal utama, yaitu kesejahteraan, 
pendapatan, otoritas dan keadilan yang diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang 
yang paling lemah. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: 
Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang 
dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi hukum yang 
memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu 
untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang 
dialami kaum lemah. Filsafat keadilan Rawls yang cenderung menggunakan 
pendekatan sosiologi dan ekonomi (profit), menjadikan uraiannya sangat berbeda 
dengan kajian peneliti yang berusaha menggunakan filsafat hukum Islam sebagai 
patron dengan pendekatan sosiologi dan hukum. 
Achmad Ali. 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori 
Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang 
(Legisprudence).71 Sesuai judulnya, buku ini mengungkapkan berbagai teori tentang 
hukum, teori pengadilan, teori keadilan, teori tujuan hukum dan berbagai masalah-
masalah aktual hukum. Jelasnya, pada Bab Pertama, yang berisi pendahuluan, 
memuat antara lain: Hakikat Keilmuan Hukum dan Perilaku Hukum. Hakikat 
keilmuan hukum antara lain meliputi: ilmu hukum, filsafat hukum, teori hukum, dan 
metode memahami makna hukum; sedangkan Perilaku hukum, antara lain memuat 
ilmu-ilmu perilaku dan perilaku hukum, pengertian perilaku hukum, dampak hukum 
terhadap perilaku manusia, dan mempengaruhi perilaku hukum, serta pengetahuan 
                                                          
71Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)  (Jakarta: Kencana, 2009) 
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hukum (knowledge of the law). Bab kedua, membahas pendekatan hukum klasik, 
modern, dan globalisasi. Bab ketiga, memaparkan Sistem Hukum, Tujuan Hukum, 
dan Kesadaran Hukum. Dalam bab inilah, berbagai teori tentang keadilan hukum 
dibahas, antara lain: ajaran  etis dan makna keadilan (justice), keadilan dan kultur 
hukum, konsep keadilan, keadilan prosedural, dan keadilan substantif. Bahkan, pada 
bagian terkecil buku ini, ada juga membahas konsep keadilan hukum Islam. Dalam 
bab inilah diuraikan pentingnya sistem hukum berfungsi komprehensif agar tidak 
menimbulkan penyakit hukum. Selanjutnya, pada bab keempat, buku ini memuat 
teori efektivitas hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kajian tentang 
teori hukum dan konsep keadilan memang dikupas mendalam dalam buku ini, tetapi 
pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosiologis dan filosofis, sedangkan 
dalam disertasi, peneliti menggunakan Perspektif Filsafat Hukum Islam.  
Achmad Ali. 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan 
Sosiologis).72 Buku ini membahas secara luas definisi dan pengertian-pengertian 
dasar hukum, hukum sebagai kaedah, hukum sebagai suatu kenyataan dalam 
masyarakat, tujuan hukum, sumber-sumber hukum, fungsi hukum, pemikiran 
tentang hubungan tugas hakim dengan undang-undang, metode penemuan hukum, 
perubahan hukum dan perubahan masyarakat, aliran-aliran pemikiran dalam ilmu 
hukum,  serta hal-hal dasar tentang hukum acara. Buku ini sangat membantu 
peneliti dalam melihat hukum sebagai suatu sistem dan penerapannya dalam 
konteks ke-Indonesiaan dan kekinian dalam bingkai hukum acara. Sesuai latar 
belakang penulisnya, buku ini dilengkapi dengan teori-teori sosiologi hukum dan 
filsafat hukum yang sangat relevan dengan kajian penulis, meskipun buku ini tidak 
                                                          
72Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)  (Jakarta: 
Toko Gunung Agung, 2002) 
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menggunakan Perspektif Filsafat Hukum Islam, sementara kajian peneliti selalu 
melihat dan mengkaji asas kebenaran formal perkara perdata menurut tinjauan 
filsafat hukum Islam. 
Harifin A. Tumpa. 2011, Transparansi Merupakan Pintu Keadilan dan 
Kebenaran.73 Buku kecil ini sesungguhnya merupakan pidato penulisnya, saat 
menerima penghargaan Doktor Honoris Causa dari Universitas Hasanuddin 
Makassar. Meskipun demikian, uraian yang singkat tetapi padat mengenai 
pentingnya penemuan hukum, maka menurut Harifin A. Tumpa, penemuan hukum 
itu tidak terbatas pada hukum materil, tetapi dalam hukum formal pun harus 
dilakukan penemuan hukum dengan segala dimensinya, termasuk menafsirkan 
hukum acara yang selama ini dianggap tabu. Meskipun demikian, untuk mencapai 
kebenaran dan keadilan, selain hakim harus melakukan penafsiran, proses 
pengambilan putusan harus transparansi. Keengganan melakukan penafsiran hukum 
acara, dinilai ketinggalan dan tidak progresif. Uraiannya yang singkat dalam bentuk 
orasi ilmiah, jelas berbeda dengan kajian peneliti.       
Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah. t.th., al-T>}uruq al-Hukmiyah. Buku ini telah 
ditahqiq oleh Muhammad Jami>l Ga>zi.74 Meskipun pengarang buku ini hidup antara 
tahun 1293-1350 Mi>la>diyah, namun karena kajiannya yang bersifat prosesuil dan 
prosedural sehingga sebagian besar isinya tetap relevan dengan hukum acara dalam 
proses litigasi dewasa ini.  Hal-hal menonjol yang dibahas dalam buku ini antara 
lain bahwa Allah mengutus Rasul dan menurunkan Kitab Suci agar manusia bisa 
                                                          
73Harifin A. Tumpa, Transparansi Merupakan Pintu Keadilan dan Kebenaran  (Jakarta, 
Mahkamah Agung RI, 2010) 
74Ibn al- Qayyim al-Jauziyah,  al-T>}uruq al-H{ukmiyah (Jeddah: Maktabah al-Madani> wa 
Mat}ba’atuha, t.th.)  
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menata hidup dan kehidupan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya (bi al-qist}). 
Karena keadilan dalam berbagai dimensinya itulah, bumi dan langit terbentuk. 
Karenanya, setiap ada tanda-tanda keadilan dalam bentuk apa pun dan di mana pun,  
maka sesungguhnya di situlah ada hukum Allah. Untuk itulah, buku ini membahas 
secara luas bagaimana menegakkan keadilan melalui metodologi pengambilan 
keputusan yang tepat berdasarkan petunjuk wahyu, meskipun ada perubahan politik, 
pergantian zaman dan kultur lokal yang berbeda-beda. Peletakan bab dalam buku ini 
meskipun kurang sistematis dan masih belum dipisahkan antara acara pidana dengan 
acara perdata, tetapi dapat dipahami bahwa sebuah putusan pengadilan sangat 
diwarnai persangkaan dan keyakinan hakim, maka wajar uraian mengenai fira>sat 
hakim ditempatkan pada bagian awal buku ini. Selanjutnya, dibahas mengenai saksi, 
sumpah, dan metodologi pembuktian hukum oleh hakim. Ibnu al-Qayyim al-
Jauziyah menyebutkan setidaknya 26 metode pembuktian hukum oleh hakim. 
Metode pembuktian  hukum Ibnu al-Qayyim memberikan inspirasi peneliti bahwa 
pembuktian hukum itu hendaknya merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan 
dengan penemuan kebenaran dan penegakan keadilan, termasuk dalam perkara 
perdata, apalagi pidana. Buku ini sangat membatu peneliti untuk melihat perspektif 
filsafat hukum Islam mengenai asas kebenaran formal perkara perdata. 
Abu Muhammad ‘Izz al-Di>n ‘Abd al-‘Azi>z bin ‘Abd al-Sala>m al-Silmi>. t.th, 
Qawa>’id al-Ahka>m fi> Mas}a>lih al-Ana>m.75 Buku ini terdiri dari dua jilid, tetapi baik 
jilid pertama maupun jilid kedua, membahas kaidah-kaidah kulliyah dan lugawiyah. 
Pada jilid pertama antara lain membahas mengenai kaidah-kaidah tentang maslahat 
dan bagaimana mencapainya, serta kaidah-kaidah tentang mafsadat dan cara-cara 
                                                          
75Abu Muhammad ‘Izz al-Di>n ‘Abd al-‘Azi>z bin ‘Abd al-Sala>m al-Silmi>, Qawa>’id al-
Ahka>m fi> Mas}a>lih al-Ana>m  (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.) 
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mencegah dan menghindarinya. Selain itu, jilid pertama buku ini juga menjelaskan 
keadilan dan tehnik penerapannya oleh pemangku kewenangan, serta memuat pula 
kaidah dasar mengenai hak-hak individu dan cara mempertahankannya. Kaidah-
kaidah tersebut sangat menunjang peneliti dalam menilai asas kebenaran formal 
dalam perkara perdata. Selain itu, hak-hak para pihak dalam perkara perdata 
senantiasa perlu diperhatikan dan disejajarkan dalam setiap pemeriksaan perkara, 
sehingga keadilan tidak hanya bertumpu pada out put pengadilan tetapi juga seluruh 
prosedur dan proses yang mendahuluinya, harus betul-betul disederajatkan, benar 
dan berkeadilan.  
Dalam mengkaji persoalan-persoalan itu, juga merujuk pada buku-buku 
usul fikih lainnya, antara lain; Abi> Isha>q al-Sya>t}ibi>. Al-Muwāfaqa>t fi> Us}ūl al-Syari> 
‘ah,76 1427 H.-2006 M. Pembahasan yang dikaji dalam buku ini adalah mengenai 
maqās}id al-syari>’ah dan teori al-mașlah}ah. Pengkajian masalah ini dianggap penting 
karena pembahasan maslahat tidak terlepas dari teori tujuan hukum.  
Kajian kebenaran, keadilan dan pemeliharaan kemaslahatan yang dibahas 
dalam buku-buku usul fikih tersebut merupakan kaedah-kaedah dasar dan belum ada 
penjabarannya secara khusus tentang asas kebenaran formal dalam perkara perdata. 
Sedangkan disertasi ini menjabarkan kaedah-kaedah dasar tersebut dalam mengkaji 
nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam asas kebenaran formal perkara perdata 
ditinjau dari hukum Islam. 
Selain itu, juga merujuk pada buku-buku fikih, antara lain, Ibn al-Qayyim 
al-Jauzi. ‘Ila>m al-Muwāqi’i>n. Persoalan yang dikaji dalam buku ini adalah mengenai 
teori-teori perubahan hukum Islam. Dalam hal ini dijadikan sebagai landasan untuk 
                                                          




melihat perkembangan nilai keadilan hubungannya dengan asas kebenaran formal 
perkara perdata. Teori-teori perubahan hukum Islam yang dibahas dalam buku itu 
masih bersifat umum. Disertasi ini merujuk pada teori tersebut dalam melihat nilai 
keadilan dalam asas kebenaran formal dalam perkara perdata. 
E. Kerangka Teoretis 
Menurut Muhammad Daud Ali, di Indonesia berlaku tiga sistem hukum 
yaitu; hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Hukum Islam yang berlaku di 
Indonesia terbagi dua: (1) hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis; dan (2) 
hukum Islam yang berlaku secara normatif. Hukum Islam yang berlaku secara 
formal yuridis adalah sebagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan manusia 
dengan manusia lain dan benda di dalam masyarakat yang disebut dengan istilah 
muamalah.  Bagian hukum Islam ini menjadi hukum nasional berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, misalnya hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum 
wakaf.  Pemberlakuan hukum Islam tersebut didukung oleh peradilan agama yang 
menjadi salah satu unsur dalam sistem peradilan nasional.77 
Hukum Islam yang berlaku secara legal formal tersebut dijelaskan oleh 
Ichtijanto dengan teori eksistensinya, bahwa bentuk eksistensi hukum Islam dalam 
hukum nasional Indonesia adalah: (1) ada dalam arti sebagai bagian integral dari 
hukum nasional Indonesia; (2) ada dalam arti mandiri, diakui wibawa dan 
kekuatannya dan berstatus sebagai hukum nasional; (3) ada dalam arti norma hukum 
                                                          
77Lihat Muhammad Daud Ali, “Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya” dalam 
Eddi Rudiana Arief dkk., Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek (Cet.II; Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 1994), h. 75 
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Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; (4) ada 
dalam arti sebagai bahan dan unsur utama hukum nasional Indonesia.78 
Hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah bagian hukum Islam 
yang mempunyai sanksi moral kemasyarakatan. Pelaksanaannya bergantung pada 
kuat-lemahnya kesadaran hukum, tingkatan iman, takwa, dan akhlak masyarakat. 
Hukum Islam yang berlaku secara normatif itu tidak memerlukan bantuan 
penyelenggara negara untuk melaksanakannya. Hukum Islam yang mengatur 
hubungan manusia dengan Tuhan berlaku secara normatif, misalnya salat, puasa, 
zakat, dan haji. Keinsafan akan halal-haramnya suatu perbuatan atau benda 
merupakan landasan kesadaran hukum bangsa Indonesia yang beragama Islam untuk 
tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang agama, seperti berjudi, mencuri, 
berzina, dan memakan harta/benda yang tidak halal.79 
Masyarakat muslim akan menerima autoritas hukum Islam atas dirinya. Hal 
ini dikemukakan oleh H.A.R. Gibb sebagaimana dikutip oleh Ichtijanto, bahwa 
secara sosiologis orang-orang yang beragama Islam menerima autoritas hukum 
Islam (taat kepada hukum Islam). Namun demikian, tingkatan ketaatan orang-orang 
muslim berbeda-beda tergantung pada takwanya kepada Allah swt. Hukum Islam 
merupakan alat yang ampuh untuk mempersatukan etika sosial Islam. Orang Islam 
secara internasional bersatu dalam nilai-nilai hukum Islam. Namun, dalam 
masyarakat muslim terdapat keanekaragaman paham hukum Islamnya. Dalam 
                                                          
78Lihat, Ichtijanto, “Perkembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia” dalam 
Eddi Rudiana Arief dkk., Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan (Cet.II; 
Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), h.137 
79Lihat Muhammad Daud Ali,  loc. cit. 
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masyarakat muslim berkembang toleransi atas perbedaan paham hukum dan praktek 
hukum yang ada karena etika hukumnya sama.80 
Masyarakat Indonesia berkeinginan untuk berhukum dengan sistem hukum 
yang mereka yakini, yaitu hukum agama (Islam). Menurut Sayuti Malik, dari hasil 
penelitian hukum terdapat gambaran dari masyarakat Sumatera Barat, Aceh, Jawa 
Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Ambon, Jambi, Riau, Pontianak, 
Banjarmasin, Samarinda, Ujungpandang (Makassar), Buton, Ternate, Sumbawa 
Besar dan lain-lain menghendaki terwujudnya hukum nasional Indonesia yang 
memberlakukan hukum agama (Islam). Kenyataan itu menggambarkan keadaan 
hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law).81 
Alquran yang prakteknya dijelaskan dalam sunah mengajarkan bahwa 
orang Islam secara pribadi dituntut untuk mentaati dan menjalankan hukum Islam. 
Secara doktriner dan ajaran menuntut ketaatan umat Islam untuk mengembangkan 
kehidupan beragamanya dalam kehidupan sosial dan dalam kehidupan bernegara. 
Kebahagiaannya di dunia dan di akhirat dikaitkan dan digantungkan pada sikap dan 
prilaku umat Islam untuk mentaati hukum agama (Islam). 
Upaya untuk menjadikan hukum Islam sebagai penunjang pembangunan 
hukum nasional merupakan upaya yang relevan. Menurut Juhaya S. Praja, ada tiga 
faktor yang menyebabkan hukum Islam memiliki peran besar dalam pembinaan 
hukum nasional. Pertama, hukum Islam turut menciptakan tata nilai yang mengatur 
kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang dianggap baik dan 
buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, dan larangan. Kedua, banyak keputusan 
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81Lihat  Sayuti Malik dalam Ichtijanto, ibid., h. 141  
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hukum dan unsur yurisprudensial dari hukum Islam yang terserap menjadi bagian 
dari hukum positif. Ketiga, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis 
di kalangan umat Islam, sehingga penerapan hukum Islam secara penuh masih 
menjadi slogan perjuangan.82 
Menurut Juhaya S. Praja, integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional 
Indonesia saat ini mengalami kendala sebab perhatian pemikir Islam masih dalam 
batas-batas mempertahankan identitas keislaman dari pengaruh non-Islam yang 
bersifat sekuler dan masih terbatas pada salah satu fungsi hukum, yaitu nāhi munkar 
dalam pengertian  social control; belum memaksimalkan fungsi amar ma’ruf  dalam 
pengertian social engineering yang menekankan anjuran kebaikan dalam arti luas 
dan praktis.83 
Hukum Nasional Indonesia tidak mungkin meninggalkan hukum Islam 
karena Pancasila, UUD 1945, dan dalam nilai-nilai Nasional Indonesia tidak dapat 
lepas dari agama dan hukum agama. Kenyataan dalam hukum nasional tersebut 
dengan masyarakat muslim sebagai mayoritas mendorong ditemukannya teori 
hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional dan harus dikajinya hukum Islam 
yang hidup (the living law) di Indonesia. 
Berdasarkan kerangka pikir tersebut dan dengan melihat kenyataan hukum 
dalam masyarakat tentang implementasi undang-undang, patut dilakukan kajian 
mendalam terhadap asas kebenaran formal perkara perdata dalam perspektif filsafat 
hukum Islam.  Untuk hal ini, posisi hukum Islam tidak seharusnya dijadikan sebagai 
opsi,  melainkan dijadikan sebagai alternatif dalam merumuskan atau merevisi 
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hukum acara yang menekankan pembuktian perdata dengan pendekatan keadilan 
progresif subtansial, karena kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional 
setara dengan hukum adat dan hukum Barat. Bahkan seharusnya, nilai-nilai 
keislaman nasional hendaknya menjadi sumber primer politik hukum  Indonesia, 
mengingat warga negara yang mayoritas beragama Islam.  
Hukum Islam, hukum adat, hukum Barat yang berlaku di Indonesia 
merupakan hukum yang hidup (the living law) dan dipedomani masyarakat. 
Sumber-sumber hukum ini dipertautkan oleh kehidupan bernegara yang secara de 
fakto bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam. Tuntutan tatanan bernegara dan 
tuntutan tatanan beragama (Islam) inilah yang mempersinggungkan kedua sumber 
hukum tersebut. 
Persinggungan sumber-sumber hukum ini apabila dielaborasi secara tepat, 
akan menghasilkan sebuah rumusan (konsep) hukum yang lebih akomodatif 
terhadap norma-norma hukum yang hidup di Indonesia, termasuk nilai keadilan 
terhadap kebenaran formal, sehingga konsep hukum (aturan-aturan) yang dilahirkan 
lebih relevan dengan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Di samping itu, 
analisis komparatif untuk merumuskan ketentuan-ketentuan hukum berkaitan 
dengan sistem pembuktian perdata juga perlu dilakukan, mengingat adanya 
perbedaan karakteristik dan epistemologi antara berbagai sumber hukum tersebut.  
Karakteristik teologis-normatif hukum Islam kelihatan lebih menonjol, 
sementara itu, karakteristik empiris-humanistik lebih menonjol dalam hukum 
positif. Secara epistemologis, hukum Islam diyakini sebagai hukum yang bersumber 
dari ajaran-ajaran Tuhan (wahyu), yang kemudian diformulasi penjabarannya dalam 
bentuk fikih. Sedangkan hukum positif bersumber dari nilai-nilai humanistik-
empiris yang senantiasa berubah seiring dengan perkembangan peradaban manusia. 
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Menurut Muhyar Fanani, hukum Islam perlu dilenturkan agar tetap 
berperan dalam kehidupan umat manusia sepanjang zaman, oleh karena hukum 
Islam menjadi pilihan yang tidak lagi diperdebatkan kebenaran dan keadilannya.84  
Akan tetapi, kelenturan (elastisitas) hukum Islam dalam berinteraksi atau 
berintegrasi dengan hukum nasional (positif) tentunya dalam batas-batas toleransi 
yang masih dapat dibenarkan.  
Hukum Islam harus lolos dalam perdebatan nasional yang mengedepankan 
public reason (pertimbangan publik) atau civic reason (pertimbangan umum). Hasil 
perdebatan itu kemudian dikodifikasi menjadi hukum nasional. Kodifikasi itu setiap 
saat harus ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan 
masyarakat. Untuk itu, ijtihad dari pakar hukum Islam adalah perangkat yang tidak 
boleh padam kapan pun dan dimana pun.85 
Ijtihad dari fuqaha sangat urgen untuk memberikan kontribusi dalam 
pembinaan dan pengembangan hukum nasional, mengingat hukum Islam merupakan 
salah satu sumber hukum universal yang perlu diakomodasi. M. Daud Ali 
mengemukakan, ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dengan menggunakan 
kemampuan yang ada, dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat untuk 
merumuskan ketentuan hukum atas persoalan yang belum jelas atau tidak ada 
ketentuannya dalam Alquran dan sunah.86 Menurut al-Sya>t}ibi>, ijtihad ada dua 
macam: pertama, ijtihad yang berlanjut terus sampai hari kiamat yaitu ijtihad 
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Hukum Nasional Pasca Reformasi  (Cet.I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), h. 89 
85Lihat Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum 
Islam di Indonesia  (Cet.I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 192-193 
86Lihat ibid., h. 242 
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praktis (tatbi>qi>) dalam menyelesaikan suatu kasus hukum (tataran yuridis), dan 
kedua,  ijtihad yang tidak harus berlanjut terus yaitu ijtihad istimba>t}i> (penentuan 
status hukum) yang khusus menjadi otoritas ulama mujtahid atau pakar hukum 
Islam.87 Ijtihad diperlukan untuk menjembatani jurang antara teori atau aspirasi 
Islam tentang keadilan subtantif  (adil input, adil prosedural, dan adil output) 
dengan keadilan formal dalam asas kebenaran formal perkara perdata, atau setidak-
tidaknya mereinterpretasi terminologi kebenaran formal tersebut menjadi kebenaran 
formal progresif.  
Menurut Ali Yafie, hukum Islam (fikih) akan berperan nyata jika ijtihad 
ditempatkan secara proporsional dalam kerangka keutuhan ajaran Islam. 
Perbendaharaan hukum Islam (fikih) yang telah terbina berabad-abad lamanya 
meringankan beban ijtihad yang dibutuhkan pada masa kini, fukaha sekarang tinggal 
menambah dan memperbaiki apa yang sudah ada.88 Menurut Qodri Azizy, ada dua 
macam sikap yang tidak proporsional menyangkut perbendaharaan hukum Islam 
(fikih) tersebut. Pertama, sikap menempatkannya pada posisi doktrinal. Dalam hal 
ini fikih dianggap identik dengan syariat. Kedua, sikap tidak memperhitungkannya 
sama sekali. Diperlukan reposisi untuk mencari jalan tengah di antara kedua sikap 
yang tidak proporsional tersebut. Fikih harus ditempatkan pada proporsi yang 
sebenarnya sebagai hasil ijtihad, sehingga menjadi hidup dan mempunyai nilai, 
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Tija>riyah al-Kubra>, t.th), h. 89 
88Lihat Ali Yafie, “Posisi Ijtihad dalam Keutuhan Ajaran Islam” dalam Haidar Bagir dan 
Syafiq Basri (ed.), Ijtihad dalam Sorotan  (Cet.IV; Bandung: Mizan, 1996), h. 83 
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dilakukan reaktualisasi yang dilanjutkan dengan reinterpretasi, dan didekati secara 
multidisipliner.89 
Penempatan fikih pada proporsi yang sebenarnya akan menjadikan fikih 
memegang peranan penting dalam menjembatani perbedaan antara hukum yang 
tidak tertulis (hukum Islam) dan hukum tertulis (hukum positif). Bagi umat Islam, 
asas kebenaran formal, merupakan asas yang dianut dalam undang-undang 
keperdataan nasional (hukum tertulis) tidak boleh bertentangan dengan syariat. 
Menurut Jazuni, hukum yang mengatur perbuatan manusia ada yang langsung 
berasal dari Tuhan yang disebut syariat, dan ada yang merupakan hasil penalaran 
(ijtihad) manusia (mujtahid) dari dalil-dalil nas yang disebut qānun.  Supremasi 
syariat tersebut merupakan acuan yang harus digunakan dalam melakukan penilaian 
terhadap hukum buatan manusia (sekuler), dapat diterima atau ditolak.90  
Untuk mengetahui apakah asas kebenaran formal bertentangan dengan 
syariat atau tidak, diperlukan kajian fikih tentang kebenaran dan keadilan, sebab 
pemahaman terhadap syariat dan penerapannya tidak dapat terlepas dari bantuan 
kajian fikih. Dengan demikian, posisi fikih sangat strategis dalam mengembangkan 
dan mengaktualkan syariat di satu sisi, dan mengkritisi undang-undang yang tidak 
relevan dengan syariat di sisi lain.  
Soerjono Soekanto menegaskan, bahwa hukum merupakan konkretisasi 
dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu keadaan yang dicita-
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90Lihat Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia  (Cet.I; Bandung: PT Citra Aditya 
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citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut.91  
Sementara, hukum Islam merupakan salah satu sistem nilai yang berlaku di 
Indonesia. Dengan demikian, semakin jelas perlunya dilakukan secara 
berkesinambungan analisis kritis paradigma hukum Islam terhadap hukum positif 
Indonesia, khususnya dalam hal memaknai asas kebenaran formal tersebut. Sebab 
sesungguhnya, keadilan tidak melulu bersembunyi di balik formalisme aturan. 
Hakim diharapkan mampu menggali dan menemukan kebenaran dan keadilan itu 
dengan cara-cara kreatif dan inovatif, berani keluar dari kungkungan undang-undang 
melalui petunjuk nurani yang bermartabat dan bertanggungjawab.  
Dalam konteks Indonesia modern, Muhyar Fanani mengemukakan bahwa 
hukum Islam sebenarnya merupakan aspirasi kesadaran hukum masyarakat 
Indonesia, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Oleh karena itu, 
prospek hukum Islam di era Indonesia baru sangat positif. Hukum Islam di era ini, 
harus menjadi sumber utama pembangunan hukum nasional.92  Sehubungan dengan 
hal ini, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia nilai-nilai 
agama (hukum Islam) dan nilai-nilai budaya yang tumbuh dalam masyarakat perlu 
diperhatikan, digali, dan dikembangkan.93 
Berdasarkan argumen-argumen tersebut, Muhyar Fanani, mengemukakan 
teori, bahwa dalam konteks Indonesia modern, tidak relevan mempertentangkan 
antara hukum Islam dengan hukum nasional. Nasionalisasi dan islamisasi adalah 
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159 
92Lihat Muhyar Fanani, op. cit., h. 199-120 
93Lihat Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum (Cet.III; Jakarta: Kencana Prenada 
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jalan terbaik dalam menata kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dengan 
nasionalisasi, keragaman hukum dapat diminimalisir dan kekokohan hukum nasional 
dapat terjaga. Islamisasi hukum nasional yang dimaksudkan adalah menyusun 
hukum nasional yang tidak bertentangan dengan akal sehat, realitas kebangsaan-
keindonesiaan, serta hukum-hukum yang ada dalam Alquran.94 
Berdasarkan teori di atas, reintegrasi hukum Islam (fikih) dan hukum 
positif (nasional), menjadi opsi menarik dalam upaya merumuskan konsep atau 
aturan-aturan dalam menata masyarakat Indonesia, khususnya dalam rangka 
reinterpretasi dan reaktualisasi asas kebenaran formal menjadi kebenaran formal 
progresif atau kebenaran substantif. Hal ini sangat penting, karena penemuan 
hukum dalam hukum acara  dianggap masih tabu,95 sehingga proses pemeriksaan 
berjalan kaku, bahkan cenderung gagal menemukan kebenaran substantif meskipun 
hakim condong kepada kebenaran itu.96 Alasan mendasar yang sering melatari 
hakim enggan menafsirkan hukum acara adalah bahwa kewajiban hakim dalam 
perkara perdata adalah menemukan kebenaran formal, yaitu fakta formal dan 
pembuktian formal yang sering tidak sesuai dengan kondisi empirik padahal di 
sinilah asal sebuah sengketa yang menjadi dasar berperkara perdata di pengadilan. 
                                                          
94Lihat ibid., h. 378-379 
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Kebenaran dan keadilan betapapun mulianya, terkadang mengandung banyak 
kesulitan dalam penegakannya, sehingga beberapa pakar mengatakan bahwa 
sesungguhnya tujuan utama hukum Islam adalah menegakkan kemaslahatan. 
Secara sederhana maslahat (al-mas}lah}ah) diartikan sebagai sesuatu yang baik 
atau sesuatu yang bermanfaat. Tujuan syarak  dalam menetapkan hukum itu pada 
prinsipnya mengacu pada aspek perwujudan kemaslahatan dalam kehidupan 
manusia.  Muatan maslahat itu mencakup kemaslahatan hidup di dunia maupun 
kemaslahatan hidup di akhirat. Atas dasar ini, kemaslahatan bukan hanya 
didasarkan pada pertimbangan akal dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu 
itu baik atau buruk, tetapi lebih jauh dari itu  ialah sesuatu yang baik  secara 
rasional juga harus sesuai dengan  tujuan syarak. 
Mengacu kepada kepentingan dan kualitas kemaslahatan itu, ulama ushul 
fiqh  mengklasifikasikan  teori al-mas}lah}ah kepada tiga jenis.  Pertama, mas}lah}ah 
d}aru>riyah, yaitu  kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di 
dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini berkaitan dengan  lima kebutuhan pokok, 
yang disebut dengan al-mas}a>lih al-khamsah, yaitu (1) memelihara agama, (2) 
memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan  (5) 
memelihara harta.97  
            Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kelima unsur pokok di atas adalah  
bertentangan dengan tujuan sya>ra’.  Karena itu, tindakan tersebut dilarang tegas 
dalam agama.  Allah melarang murtad demi untuk memelihara agama;  membunuh 
dilarang untuk memelihara jiwa,  minum-minuman keras dilarang untuk memelihara 
                                                          
97Efrinaldi, Najm Din Thufi : Tokoh Wacana “Kemaslahatan”  Dalam Dinamisasi Hukum 
Islam  (Padang: Fakultas Syariah IAIN Padang, t.th.), h. 6 
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akal sehat, berzina diharamkan untuk memelihara keturunan, dan mencuri atau 
merampok dilarang untuk memelihara kepemilikan terhadap harta.  
            Maslahat kedua adalah  mas}lah}ah hajjiyah, yaitu kemaslahatan yang 
keberadaannya dibutuhkan dalam menyempurnakan lima kemaslahatan  pokok 
tersebut yang berupa keringanan demi untuk mempertahankan dan memelihara 
kebutuhan dasar (basic need) manusia. Misalnya,  rukhs}ah berupa kebolehan 
berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, kebutuhan terhadap makan untuk 
mempertahankan kelangsungan hidup, menuntut ilmu untuk mengasah otak dan 
akal, berniaga untuk mendapatkan harta. Semua ini disyari’atkan untuk  mendukung 
pelaksanaan kebutuhan lima pokok tersebut. 
            Maslahat ketiga adalah mas}lahah tahsi>niyyah, yaitu kemaslahatan yang 
bersifat pelengkap (komplementer) berupa keleluasaan yang dapat memberikan nilai 
plus bagi kemaslahatan sebelumnya.  Kebutuhan dalam konteks ini perlu dipenuhi  
dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. 
Umpamanya,  dianjurkan  memakan yang bergizi,  berpakaian yang rapi, 
melaksanakan ibadah-ibadah sunat, dan lain sebagainya.98 
            Ditinjau dari dimensi cakupan kemaslahatan,  para ahli mengklasifikasikan 
teori ini kepada dua hal. Pertama, mas}lah}ah ‘ammah,  yaitu kemaslahatan umum  
yang berhubungan dengan kepentingan  masyarakat banyak atau mayoritas umat. 
Misalnya, ulama  membolehkan membunuh penyebar      bid’ah dan d}ala>lah  karena 
dapat merusak akidah  mayoritas umat. Kedua, mas}lah}ah khas}s}ah,  yaitu 
kemaslahatan khusus yang berhubungan dengan kemaslahatan individual.   
                                                          
98Abu> Ha>mid Muhammad al-Gaza>li, al-Mustas}fa> min ‘Ilm al-Us}u>l, Juz I  ( :Syirkah al-
Tiba>’ah al-Fanniyah al-Mujtahida, 1971), h. 417   
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Misalnya,  kemaslahatan yang berkenaan dengan pemutusan hubungan status 
perkawinan terhadap seseorang yang dinyatakan hilang (mafqu>d).  
Urgensi pengklasifikasian kedua jenis kemaslahatan ini berkaitan dengan 
skala prioritas manakala antara teori kemaslahatan umum dengan kemaslahatan 
individual terjadi perbenturan.  Dalam konteks ini,  mendahulukan kemaslahatan 
umum dari kemaslahatan pribadi menjadi suatu keniscayaan. 
Aspek keberadaan mas}lahah dalam perspektif sya>ra’ dan adanya keselarasan 
antara anggapan baik secara rasional dengan tujuan sya>ra’, teori ini diklasifikasikan 
kepada tiga hal. Pertama, mas}lah}ah mu’tabarah, yaitu kemaslahatan yang  berada 
dalam kalkulasi sya>ra’.  Dalam hal ini ada dalil yang secara khusus menjadi  dasar 
dari bentuk kemaslahatan itu, baik secara langsung ada indikator dalam sya>ra’ 
(muna>sib mu’as\s\ir)  ataupun secara tidak langsung ada indikatornya (muna>sib 
mula>im).  Misalnya,  salah satu bentuk hukuman bagi pencuri adalah keharusan  
mengembalikan barang  curian kepada pemiliknya, apabila masih utuh atau  
mengganti dengan sesuatu yang sama nilainya. Hukuman ini dianalogikan kepada 
ketentuan hukuman gas\ab (orang yang mengambil harta orang lain tanpa izin) 
sebagai suatu keharusan mengambil barang orang lain tanpa izin pemiliknya.  
Kedua,  mas}lah}ah mulga>h, yaitu bentuk kemaslahatan yang ditolak, karena  
bertentangan dengan ketentuan sya>ra’. 
Ketiga,  mas}lah}ah mursalah, atau dalam beberapa literartur  disebut juga 
dengan al-istis}la>h, mas}lah}ah mut}laqah, atau muna>sib mursal;  yaitu kemaslahatan 
yang eksistensinya  tidak didukung sya>ra’  dan esensinya tidak pula  ditolak  melalui 
dalil yang terperinci, tetapi cakupan makna nas} terkandung dalam substansinya.99  
                                                          
99Fathi> Rid}wa>n, Min Falsafah al-Tasyri’ al-Isla>mi> (Cet. II; Beirut: Da>r al-Kita>b al-
Lubna>ni>, 1975), h. 31 
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Dalam hal ini, sesuatu itu dalam anggapan baik secara rasio dengan pertimbangan 
untuk mewujudkan kemaslahatan  bagi manusia. Sesuatu yang baik  menurut rasio  
akan selaras dengan tujuan sya>ra’ dalam penetapan hukum, yang secara khusus tidak 
ada indikator dari sya>ra’  untuk menolak ataupun mengakui keberadaannya. 
Mas}lah}ah mursalah   dalam kedudukan sebagai metode ijtihad secara jelas 
digunakan oleh Ima>m Ma>lik beserta penganut maz\hab Ma>liki>. Selain itu, mas}lah}ah 
mursalah juga digunakan  kalangan ulama non-Ma>liki> sebagaimana dinukilkan oleh 
al-Sya>t}ibi>. 
Menurut perspektif pemikiran Najm al-Di>n al-T}u>fi>, klasifikasi teori 
mas}lah}ah  seperti di atas adalah sesuatu yang tidak urgen.  Rumusan teori yang 
dikemukakan oleh Jumhur ulama tersebut tidak dapat diterima oleh al-T}u>fi>.  
Kekhasan corak pemikirannya, terlihat  bahwa asumsi mas}lah}ah ditempatkan  
sebagai dalil yang bersifat mandiri  dan dominan dalam penetapan hukum, baik 
secara substansial  kemaslahatan itu sendiri didukung oleh syarak ataupun tidak. 
Teori  kemaslahatan dalam pemikiran Najm al-Di>n al-T}u>fi> bercorak sangat 
khas.  Pemikirannya jauh berbeda dengan  arus umum mayoritas ulama yang hidup 
sezaman dengannya.   Formulasi teori  al-mas}lah}ah  dalam pemikiran al-T}u>fi  
bertitik tolak dari hadis  “La> d}arara wa la> d}ira>r fi> al-Isla>m”  (Tidak boleh 
memudaratkan  dan tidak boleh pula dimudaratkan  orang lain dalam Islam), H.R: 
al-Ha>kim, al-Baihaqi>, al-Da>ruqut}ni>, Ibn Ma>jah, dan Ahmad Ibn Hanbal. 
            Menurut Najm al-Di>n al-T}hu>fi>,  intisari  dari keseluruhan ajaran Islam  yang 
termuat dalam  nas} ialah kemaslahatan bagi manusia secara universal.  Atas dasar 
itu,  seluruh  ragam dan bentuk kemaslahatan disyari’atkan  dan keberadaan 
masla}h}at itu tidak perlu mendapatkan konfirmasi dari nas}.  Al-mas}lah}ah, dalam 
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gagasan al-T}u>fi>, merupakan  dalil yang bersifat mandiri dan paling dominan dalam 
penetapan hukum.  
            Secara terminologis, al-T}u>fi>  merumuskan al-mas}lah}ah sebagai “suatu 
ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syarak dalam bentuk ibadah 
atau adat kebiasaan”. Dengan demikian,  al-mas}lah}ah  dalam arti syarak dipandang 
sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syarak.  
            Pemikiran al-Thufi tentang al-mas}lah}ah  membawa nuansa lain terhadap 
pendapat  mayoritas ulama semasanya. Kemaslahatan itu dalam persepsi  umum 
para ulama, harus mendapatkan dukungan dari syarak,  baik melalui nas} tertentu 
maupun cakupan makna dari sejumlah nas}.100  Pemikiran al-T}u>fi yang tidak sejalan 
dengan para ulama semasanya menyebabkan ia terisolasi, tetapi substansi 
pemikirannya  kemudian mendapat perhatian  para ahli sesudahnya. 
            Menurut teori Najm al-Di>n al-T}u>fi>, al-mas}lah}ah  tidak diklasifikasikan 
kepada berbagai ragam bentuk,  sebagaimana yang  diformulasikan  oleh kalangan 
Jumhur ulama.  Menurut al-T}u>fi,  al-mas}lah}ah  merupakan  h}ujjah yang mandiri dan 
paling dominan sebagai landasan penetapan hukum. Menurut konteks ini,   
kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan justifikasi  nas},  apakah  ada nas} yang 
mendukungnya atau ada cakupan makna dari sejumlah  nas},  ataupun nas} menolak 
keberadaannya sama sekali.101 
            Teori kemaslahatan dalam rumusan al-T}u>fi  memuat  empat prinsip, adalah : 
1. Akal dapat secara bebas menentukan kemaslahatan  dan kemudaratan, 
khususnya dalam bidang  muamalah dan adat.  Untuk menilai dan menentukan 
                                                          
100Termasuk yang berpegang pada pendapat ini Hujjah al-Isla>m Imam al-Gaza>li>. Lihat 
ibid., h. 32 
101Ibid., h. 33  
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sesuatu itu maslahat atau mudarat cukup dengan  akal  (rasio). Kemampuan 
akal untuk mengetahui sesuatu itu baik atau buruk tanpa harus melalui wahyu 
menjadi fondasi pertama dalam piramida pemikiran al-T}u>fi>.  Di sinilah letak 
perbedaan yang cukup serius  antara al-T}u>fi dengan Jumhur ulama.  Menurut 
Jumhur,  meskipun kemaslahatan  itu dapat dicapai dengan akal, namun  harus 
mendapatkan konfirmasi dari nas}  atau ijma’.  
2. Al-mas}lah}ah  merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi 
paling kuat  dalam penetapan hukum.  Atas dasar ini,  kehujjahan al-mas}lah}ah  
tidak diperlukan  adanya dalil pendukung.  Kemaslahatan cukup didasarkan  
kepada kekuatan penilaian rasio tanpa perlu melalui wahyu. 
3. Al-mas}lah}ah  hanya berlaku dalam masalah muamalah  dan adat kebiasaan.   
Sedangkan dalam masalah ibadah , seperti salat  maghrib tiga rakaat,  puasa 
selama  sebulan penuh pada bulan Ramadhan,  dan tawaf  dilakukan  sebanyak 
tujuh kali,  tidak termasuk  kategori objek mas}lah}ah.  Masalah-masalah ini 
merupakan  hak dan otoritas Tuhan secara penuh. 
4. Al-mas}lah}ah  merupakan dalil syarak yang paling dominan.  Dalam konteks ini, 
jika nas} atau ijma>’ bertentangan  dengan al-mas}lah}ah,  maka  kemaslahatan 
diprioritaskan  dengan metode takhs}is}  nas}  (pengkhususan hukum) dan  baya>n 
(perincian).  
Gagasan pembaruan pemikiran  dalam hukum Islam tetap selalu mendapat 
perhatian berbagai kalangan.  Banyak  ahli yang concern  dengan tema-tema ini. 
Gagasan ini kian urgen karena selaras dengan dinamika perubahan sosial dan 
mobilitas kemajuan zaman dewasa ini. 
Teori kemaslahatan  umum (public interest) sebagai kerangka dasar dari ide 
pembaruan hukum Islam tetap menjadi sorotan yang secara gradual  terus melaju.  
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Para penulis kontemporer dalam bidang hukum Islam atau secara khusus bidang us}u>l 
al-fiqh turut  menjadikan teori tentang kemaslahatan  sebagai kerangka 
referensinya.  Berbagai kasus dan masalah-masalah baru yang muncul ditinjau dari 
perspektif hukum Islam  dengan menjadikan acuan utamanya adalah dasar  
kemaslahatan umum bagi kehidupan manusia secara universal.  
            Teori kemaslahatan dalam pemikiran  Najm al-Di>n al-T}u>fi   mengemuka 
secara substantif dalam kerangka kajian dinamisasi dan legislasi Islam.  
Kemaslahatan umum sebagai shariah based  merupakan tujuan penetapan hukum 
Islam. Nas} atau dalil-dalil syarak lain  merupakan metode untuk merealisasikan  
tujuan pencapaian kemaslahatan itu. Paradigma ini  mengacu pada realitas 
perubahan sosial, jika pengamalan makna nas} sesuai dengan z}ahirnya  secara 
probabilitas akan membawa kesenjangan  dan kurang menampung rasa keadilan dan 
muatan kemaslahatan,  maka dalam hal ini makna nas} itu dipalingkan  kepada 
makna lain yang lebih mengacu kepada rasa keadilan dan  mengandung 
kemaslahatan umum.  
           Pemikiran al-T}u>fi juga menyiratkan  adanya suatu upaya untuk  memperoleh 
suatu hukum fiqh  melalui perluasan makna suatu teks syari’ah yang bersifat 
eksplisit  dengan mengungkap pengertian-pengertian implisitnya. Ini dilakukan 
dengan menggali  causalegis  (illat) suatu nas} untuk diterapkan  pada kasus-kasus 
serupa yang secara ekplisit tidak termasuk ke dalamnya.   Atau juga dengan 
menggali  semangat, tujuan dan prinsip umum,  yang terkandung dalam suatu nas} 
untuk diterapkan secara lebih luas dalam masalah lain yang diharapkan dapat 
mewujudkan  kemaslahatan umum.  Corak pemikiran  al-T}ufi dalam teori maslahat 




           Pendekatan transformatif  mengemuka sebagai suatu pendekatan  alternatif 
dari pendekatan realis-positivistik yang melihat perubahan  (change)   sebagai suatu 
sarana  untuk menggapai  cita kemaslahatan kualitatif  dalam visi  Ila>hiyyah.  Esensi 
kemaslahatan dalam syarak  bukan hanya berfungsi sekadar sistem legitimasi 
melainkan sebagai pemenuhan  terhadap sesuatu yang mendasar  mengenai makna 
dari apa yang tengah terjadi. 
Teori kemaslahatan dalam wacana pembaruan pemikiran dalam hukum 
Islam menurut pandangan al-T}u>fi>  mencakup lapangan muamalah dan adat 
kebiasaan. Bidang-bidang ini yang rentan terhadap berbagai dinamika perubahan. 
Sedangkan dalam lapangan ibadah adalah  semata hak proregatif  Tuhan. Hakekat 
yang terkandung dalam ibadah, baik kualitas maupun kuantitas, waktu dan tempat, 
tidak mungkin diketahui  kecuali hanya ditentukan dalam syarak.102  Kemashlahatan 
umum dalam hal ini tetap menjadi tujuan syarak. Dalam konteks pembangunan 
hukum Islam Indonesia, teori maslahat dipastikan telah, sedang dan akan terus 
mewarnai peundang-undangan Indonesia. 
Salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar 
dan masyarakat adalah mengenai teori hukum pembangunan dari Mochtar 
Kusumaatmaja. 
Teori hukum pembangunan memperagakan pola kerja sama dengan 
melibatkan keseluruhan stakeholders yang ada dalam komunitas sosial tersebut. 
Dalam proses tersebut maka Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan 
pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roescoe Pound dan 
Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan Mc Dougal 
bahwa kerja sama antara teoretisi hukum dan pengemban hukum praktis itu 




idealnya mampu melahirkan teori hukum (theory about law), teori yang mempunyai 
dimensi pragmatis atau kegunaan praktis. Mochtar Kusumaatmadja secara 
cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (tool) menjadi hukum sebagai 
sarana (instrument) untuk membangunan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang 
melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha 
pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan 
bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke 
arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, 
diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus 
sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar 
berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai 
alat karena: 
1.  Peranan perundang-undangan di Indonesia dalam proses pembaharuan hukum 
lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang 
menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) pada 
tempat lebih penting. 
2.  Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh 
berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman 
Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan 
masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu. 
3.  Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep 
hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum 
konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.103 
                                                          
103Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan  (Jakarta: CV 
Utomo, 2006), h. 415  
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Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa: 
“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam 
masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah 
konservatif  artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang 
telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk 
masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang 
harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang 
sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang 
berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga 
harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang 
kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban 
dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap 
bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses 
pembaharuan.”104 
Konsep hukum pembangunan ini dalam perkembangan berikutnya, 
akhirnya diberi nama oleh para murid-muridnya dengan "teori hukum 
pembangunan"105 atau lebih dikenal dengan Madzhab UNPAD (Universitas 
Padjadjaran).  
Ada dua aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: 
Pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat 
perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah 
terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.106 Oleh 
                                                          
104Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan 
Karya Tulis) (Bandung: Alumni, 2002), h. 14 
105Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem (Bandung: CV. 
Mandar Maju, 2003), h. 182. Lihat juga Otje Salman, Ikhtisar Filsafat Hukum  (Bandung: Armico, 
1987), h. 17 
106Lihat Otje Salman dan Eddy Damian (ed.), Konsep-Konsep Hukum dalam 




karena itu, Mochtar Kusumaatmadja107 mengemukakan tujuan pokok hukum bila 
direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi 
adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan 
yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. 
Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam 
pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat 
mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara 
optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.108 Fungsi hukum dalam 
masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin 
kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan 
agar berfungsi lebih dari pada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan 
masyarakat”(law as a tool of social engeneering) atau “sarana pembangunan” 
dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :109 
Hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada 
anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan 
pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. 
Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan 
adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa 
berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah 
kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. 
                                                          
107Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan 
Nasional  (Bandung: Bina Cipta, t. t), h. 2-3  
108Ibid., h. 13.  
109Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional 
(Bandung: Binacipta, 1995), h. 13 
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Aksentuasi tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada dua dimensi 
sebagai inti teori hukum pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar 
Kusumaatmadja, yaitu : Pertama, Ketertiban atau keteraturan dalam rangka 
pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan 
dipandang mutlak adanya. Kedua, Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum 
memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti 
penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan. 
Apabila diuraikan secara sangat intens, detail dan terperinci maka alur 
pemikiran di atas sejalan dengan asumsi Sjachran Basah yang menyatakan “fungsi 
hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi 
sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak 
dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara”.110 Mochtar Kusumaatmadja 
memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan 
keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam 
masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institution) dan proses-
proses (processes) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam 
kenyataan.111 Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-mata tentang 
hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara 
menyeluruh. 
Pada bagian lain, Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa 
“hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu 
                                                          
110Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara 
(Bandung: Alumni, 1992), h. 13  
111Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional  
(Bandung: Binacipta, 1986), h. 11  
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perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam 
masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institution) dan proses 
(processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”. 
Pengertian hukum tersebut menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara 
holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan 
proses. Keempat komponen hukum itu (asas, kaedah, lembaga dan proses) bekerja 
sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti 
pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan 
perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk 
mewujudkan hukum  dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui 
pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya 
melalui mekanisme yurisprudensi. 
Berhubung karena pembahasan ini menyangkut praktik perdata di 
pengadilan, salah satu teori hukum yang relevan adalah teori hukum Pengayoman. 
Teori hukum pengayoman menegaskan bahwa eksistensi hukum harus bisa 
mengayomi masyarakat secara pasif dan aktif. Secara pasif adalah suatu upaya 
preventif argumentatif terhadap upaya dan tindakan kesewenang-wenangan dan 
penyalahgunaan hak secara tidak adil. Sedangkan  secara aktif, maksudnya adalah 
upaya yang sungguh-sungguh dan tidak mengenal lelah untuk mewujudkan 
masyarakat yang berprikemanusiaan dalam proses yang berlangsung secara wajar, 
benar dan adil.112 Berkaitan dengan proses perdata di pengadilan, maka seharusnya 
setiap warga negara memperoleh keadilan dalam setiap berperkara, baik dalam 
prosesnya maupun out put yang dikeluarkan pengadilan sehingga pengadilan 
                                                          
112Abdul Manan, Aspek-aspek  Pengubah  Hukum  (Cet.III; Jakarta: Kencana Prenada 
Media, 2005), h. 23  
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sebagai lembaga dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh setiap orang yeng merasa 
dilanggar hak-hak keperdataannya. Keberadaan pengadilan sebagai lembaga negara, 
harus diupayakan untuk: Pertama, mewujudkan ketertiban dan keteraturan; kedua, 
mewujudkan kedamaian sejati; ketiga, mewujudkan keadilan bagi seluruh 
masyarakat; keempat, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.113  Penerapan 
prinsip-prinsip kebenaran dalam proses dan penegakan hukum perdata seharusnya 
tidak lepas dari teori hukum pengayoman ini, sehingga kesejahteraan itu tidak 
hanya menjadi domain  kekuasaan negara di bidang eksekutif dan legislatif, tetapi 
juga tercermin dari produk-poduk peradilan perdata dari pengadilan Indonesia. 
Setelah itu, diupayakan korelasinya dengan teori existensi dan 
memaksimalkan peran hukum Islam sebagai sumber utama dalam perumusan revisi 
hukum acara perdata yang merupakan warisan Belanda itu, mengoptimalkan fungsi 
hukum Islam sebagai penyaring, dan sekiranya dapat, membuat perundang-
undangan yang mandiri tetapi diakui/berlaku secara nasional. Opsi-opsi di atas tetap 
terus dapat difungsikan seiring dengan adanya perubahan/perkembangan kondisi dan 
prilaku yang cenderung mengabaikan keadilan dengan bersembunyi di balik 
formalisme perundang-undangan dan berbagai fositifisme hukum yang kaku. 
Usaha untuk sampai pada reintegrasi hukum dan berfungsinya tiga peran 
lain hukum Islam dalam mengkaji kebenaran formal, terlebih dahulu akan melalui 
proses analisis kritis secara kontekstual dan komparatif antara hukum Islam dan 
hukum positif (nasional). Oleh karena itu, perlu dilakukan studi kritis secara 
mendalam dan komprehensip perspektif filsafat hukum Islam untuk menilai asas 
kebenaran formal dalam konteks pencarian alternatif aturan yang lebih memenuhi 




kemaslahatan dalam segala aspek kehidupan.  Untuk memudahkan memahami, 
berikut ini disertakan alur pikir dalam diagram kerangka teori: 
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F. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian. 
Sesuai dengan judulnya, disertasi ini adalah penelitian pustaka (library 
research) yang bersifat kualitatif (qualitative research). Jenis penelitian adalah 
deskriptif-kualitatif. Penelitian dilaksanakan untuk menggambarkan dan 
menjelaskan nilai keadilan dalam asas kebenaran formal perkara perdata 
perspektif filsafat hukum Islam. Konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi 
nilai-nilai keadilan dalam asas kebenaran formal perkara perdata 
dikembangkan atas dasar data kualitatif yang diperoleh. Di samping itu, 
dilakukan verifikasi nilai keadilan dalam asas kebenaran formal perkara 
perdata perspektif filsafat hukum Islam. 
2. Pendekatan. 
Nilai-nilai keadilan dalam asas kebenaran formal perkara perdata 
perspektif filsafat hukum Islam yang terkandung dalam perundang-undangan 
akan dikaji dengan menggunakan pendekatan teologis normatif (syar’i>), 
yuridis, filosofis, sosiologis dan psikologis. Namun demikian, pendekatan 
primernya adalah teologis normatif (syar’i>) dan yuridis. Dengan demikian, 
pendekatan inilah yang lebih banyak digunakan dalam analisis kritisnya. 






3. Pengumpulan Data. 
  a. Jenis dan sumber data. 
Jenis data yang dicari adalah data kualitatif yang bersumber dari 
kepustakaan dan dokumen-dokumen resmi (perundang-undangan). Studi 
kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data yang akan digunakan 
sebagai acuan atau landasan dalam penelitian. Kajian hukum Islamnya (fikih) 
digunakan sebagai variabel pembanding yang aktif (active variable) dan 
pemberi kontribusi (knowledge contribution) terhadap perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia.  
Data yang berkaitan dengan nilai keadilan dalam asas kebenaran formal 
perkara perdata dijadikan sebagai data primer. Penelitian difokuskan pada 
analisis kritis terhadap nilai keadilan dalam asas kebenaran formal yang ada 
dalam perundang-undangan, khususnya hukum acara perdata berdasarkan 
pandangan hukum Islam yang dikaji dari berbagai literatur, terutama literatur 
usul fikih, fikih, dan ilmu hukum.  
Kajian filosofis dan teoretis yang dideskripsikan, didukung oleh data 
aplikasi empiris yang diperoleh dari  hasil penelitian yang telah ada. Data 
tersebut diperlukan untuk menunjukkan adanya fakta-fakta atau realitas 
pendukung yang terjadi dalam kehidupan sosial (masyarakat), sehingga hasil 
analisis teoretis konsepsionalnya yang menggunakan pendekatan teologis 
normatif (syar’iy), filosofis dan yuridis, diperkuat dan didukung oleh 
pembuktian faktual realitas yang terjadi di masyarakat yang diperoleh dengan 




     b. Teknik pengumpulan data. 
Pengumpulan data dilakukan secara eksploratif untuk menemukan dan 
mengungkap konsep yang akurat dan sistematis tentang nilai keadilan dalam 
asas kebenaran formal perkara perdata Perspektif Filsafat Hukum Islam. Data 
menyangkut konsep, aturan, dan implementasi nilai keadilan dalam asas 
kebenaran formal dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan pengamatan 
serta pengalaman pribadi penulis sebagai hakim. Bahan-bahan kepustakaan 
sebagai data primer dikumpulkan dengan terlebih dahulu melihat judul-judul 
karya tulis yang relevan, isinya ditelaah, kemudian diklasifikasi sesuai dengan 
batasan masalah. Data yang relevan dikumpulkan/dicatat dalam buku data dan 
ditempatkan berdasarkan klasifikasinya. Pengklasifikasian data dilakukan 
berdasarkan variabel-variabelnya, primer-sekunder dan relevan-kurang relevan. 
Penelusuran dokumen juga dilakukan untuk memperkuat atau melengkapi 
literatur yang ada. Teknik ini dipilih untuk dilakukan karena penggunaannya 
mudah dan jenis penelitian adalah library research. 
4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang terkumpul direduksi (data reduction) dengan memilah-
milahnya ke dalam suatu konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. 
Kemudian hasil reduksi data juga diorganisasi ke dalam suatu bentuk tertentu 
(display data), sehingga terbentuk rumusan konseptual secara utuh. 
Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif. 
Data disusun sesuai kerangka pembahasan untuk memperoleh gambaran 
konsep hukum terhadap nilai keadilan dalam asas kebenaran formal perkara 
perdata Perspektif Filsafat Hukum Islam. Hal ini dilakukan karena objek 
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penelitian ditekankan pada nilai keadilan dalam asas kebenaran formal perkara 
perdata menurut perundang-undangan Perspektif Filsafat Hukum Islam. 
Penekanan penelitian terletak pada aspek analisis teoretis kritis terhadap asas 
kebenaran formal dalam perkara perdata menurut hukum Islam.  
5. Teknik Analisis dan Interpretasi Data. 
  a. Teknik analisis data. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah deduktif, induktif dan 
komparatif. Di samping itu, juga digunakan starategi analisis verifikatif 
kualitatif dan content analysis secara obyektif dan sistematis.114 Analisis itu 
digunakan untuk memberi gambaran alur logika, mempertajam, dan 
memperkaya data kualitatif. Dalam analisis data, hukum Islam ditempatkan 
sebagai variabel aktif (active variable) dan perundang-undangan sebagai 
variabel pasif (passive variable). Teknik ini digunakan karena analisis 
perspektif filsafat hukum Islamnya dimaksudkan untuk memberi kontribusi 
(knowledge contribution) terhadap asas kebenaran formal perkara perdata 
yang berlaku di Indonesia.  
Proses analisis data dilakukan tidak sekali jadi, melainkan berinteraksi 
secara bolak balik. Frekwensi proses interaksi bolak balik tersebut bergantung 
pada kompleksitas permasalahan yang akan dijawab.115  
 
                                                          
114Menurut Burhan Bugin content analysis sering digunakan dalam analisis verifikasi. 
Kedua teknik analisis itu sangat erat kaitannya dalam mempertajam hasil analisis, sehingga sering 
digunakan secara simultan. Lihat Burhan Bugin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Cet.II; Jakarta: 
PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 85 
115Lihat ibid.,  h. 70 
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  b. Teknik interpretasi data. 
Hasil analisis data masih faktual, karena itu harus diberi arti oleh 
peneliti melalui interpretasi. Teknik interpretasi data yang digunakan adalah 
interpretasi kontekstual, 116 yaitu menginterpretasi data dengan melihat 
hubungan perkembangan kondisi sosio-yuridis nilai keadilan dalam asas 
kebenaran formal dengan ketentuan-ketentuan (teks-teks) hukum yang 
berkaitan dengan hukum Islam. Interpretasi kontekstual dimaksudkan untuk 
menanggapi nilai keadilan dalam asas kebenaran formal perkara perdata 
dianggap penting dan mendesak, karena selama ini penafsiran hukum acara 
cenderung tabu dan terlarang. Sesungguhnya, eksistensi hukum formal 
hendaknya menopang tegaknya hukum materil sehingga keberadaan hukum 
formal tidak menjadi kendala ditegakkannya hukum  materil. Kebenaran 
formal seharusnya tidak boleh menjadi penghalang ditemukannya kebenaran 
dan keadilan substansial. 
6. Prosedur Penelitian. 
Prosedur penelitian yang dilakukan dalam disertasi ini yaitu 
menginventarisasi nilai-nilai keadilan dalam asas kebenaran formal perkara 
perdata sebagaimana yang secara implisit termuat dalam hukum acara perdata, 
mengkategorisasi substansinya, menghubungkan, membandingkan, dan 
memverifikasi dengan nilai-nilai keadilan yuridis perspektif filsafat hukum 
Islam. Sesudah itu, mengelaborasi dan mendeskripsikan hasilnya secara 
                                                          
116Lihat Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Cet.XIII; Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2000), h. 87 
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kualitatif, kemudian disimpulkan berdasarkan content analysis dan interpretasi 
kontekstual.  
Kegiatan pengumpulan data dan analisis data kadang-kadang 
dilakukan secara simultan, prosesnya berbentuk siklus, bukan linier. Kegiatan 
koleksi data menjadi bagian integral dari kegiatan analisis data, karena dalam 
pengumpulan data dengan sendirinya dilakukan perbandingan-perbandingan 
untuk memperkaya data bagi tujuan konseptualisasi, kategorisasi, dan 
teorisasi. 
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian. 
Tujuan pokok penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan memverifikasi 
nilai keadilan dalam asas kebenaran formal perkara perdata, khususnya hukum acara 
perdata dilihat dari perspektif filsafat hukum Islam. Pengujian ini perlu dilakukan 
dengan pertimbangan; 1) Penduduk Indonesia dominan beragama Islam dan hukum 
Islam merupakan salah satu norma hukum yang dipedomani oleh masyarakat. 2) 
Perundang-undangan diberlakukan atas dasar legalistic-formal dalam kehidupan 
bernegara, sementara hukum Islam (fikih) diberlakukan atas dasar keyakinan 
beragama, dan hak warga masyarakat untuk menjalankan syariat agama dijamin 
oleh konstitusi negara (Undang-Undang Dasar 1945). Dengan demikian, ketentuan-
ketentuan yang ada dalam perundang-undangan tentang nilai keadilan dalam asas 
kebenaran formal perkara perdata seharusnya sejalan atau dapat diterima oleh 
norma-norma hukum Islam. 
Selain tujuan pokok tersebut, ada tiga sub tujuan yang akan dicapai, yaitu: 
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a. Untuk mengkaji dan menjelaskan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia 
mengenai nilai keadilan dalam asas kebenaran formal perkara perdata, khususnya 
yang tersirat dalam HIR dan R.Bg. 
b. Untuk mengkaji dan menjelaskan nilai keadilan dalam asas kebenaran formal 
perkara perdata menurut hukum Islam. 
c. Untuk mengkritisi ketentuan-ketentuan yang berimplikasi pada nilai-nilai 
keadilan dalam asas kebenaran formal perkara perdata dalam Undang-Undang  
(HIR dan R.Bg) menurut pandangan hukum Islam. 
2. Kegunaan Penelitian. 
a. Kegunaan teoretis; hasil penelitian berguna sebagai bahan kajian untuk 
mengungkap dan mendeskripsikan nilai kebenaran, keadilan, manfaat 
implementasi kebenaran formal dalam hukum Islam dan perundang-undangan 
serta studi kritisnya, sehingga kekurangan yang terdapat dalam perundang-
undangan yang berkaitan dengan asas kebenaran formal dapat dibenahi sesuai 
dengan konsep hukum Islam. Dalam hal ini kajian hukum Islam yang telah 
dirumuskan berguna sebagai knowledge contribution terhadap perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. 
b. Kegunaan praktis; hasil penelitian dapat dijadikan dasar untuk memberikan 
masukan kepada institusi terkait, dalam merevisi peraturan perundang-undangan 
yang ada dan dalam membuat peraturan perundang-undangan baru yang terkait 
dengan nilai keadilan dalam asas kebenaran formal perkara perdata, baik 




H. Garis-garis  Besar Isi Disertasi. 
Disertasi ini membahas tentang “Nilai keadilan dalam asas kebenaran 
formal perkara perdata perspektif filsafat hukum Islam”. Secara garis besar disusun 
sebagai berikut: 
Bab  pertama, merupakan bab  pendahuluan menguraikan tentang latar 
belakang  masalah, rumusan dan batasan masalah, pengertian judul, metodologi 
penelitian, landasan teori, tujuan dan kegunaan penelitian, dan garis besar isi. Bab 
ini menggambarkan persiapan dan langkah-langkah penelitian dan penulisan 
disertasi beserta seluruh tehnik yang digunakan penulis dalam menyelesaikan 
penulisan disertasi ini. 
Bab kedua,  mengkaji tentang kebenaran dan keadilan secara umum, 
menurut terori tertentu. Pada bagian ini dibagi ke dalam sub-sub bahasan; tinjauan 
ontologis tentang kebenaran, tinjauan ontologis tentang keadilan, dan konsepsi 
hukum Islam tentang kebenaran dan keadilan itu. Bab ini sengaja dimunculkan 
untuk memberi gambaran dasar makna semantik dan filosofis mengenai kebenaran 
dan keadilan, serta tinjauan filosofisnya dilihat dari perspektif filsafat hukum Islam 
untuk memudahkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya.  
Bab ketiga, fokus kajiannya mengenai kebenaran dalam proses perdata di 
pengadilan berikut nilai-nilai keadilannya, yang meliputi input, proses dan 
penemuan kebenaran dan keadilan dalam bentuk output yang disebut dengan 
putusan pengadilan. Keseluruh proses itu, hendak dikaji sejauh mana peran dan 
fungsi hakim dalam mengungkap, menemukan dan menerapkan kebenaran untuk 
mencapai keadilan substansial dalam putusan perdata, kemudian dibandingkan 
dengan asas kebenaran formal yang menjadi salah satu asas dalam hukum acara 
perdata. Hasil kajian ini, kemudian ditinjau secara filosofis pada bab berikutnya. 
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Bab keempat, yang merupakan bab inti, membahas eksistensi asas 
kebenaran formal dalam perspektif filsafat hukum Islam, relevansi kebenaran formal 
dengan putusan pengadilan dibandingkan dengan kebenaran substansial yang 
progresif, serta estimasi nilai keadilannya dalam proses pengambilan putusan di 
pengadilan. Memahami uraian seluruh bab ini berarti mengetahui kesimpulan 
sebagaimana yang tertuang dalam bab sesudahnya. 
Bab kelima, yang merupakan bab penutup memuat kesimpulan dari seluruh 
pembahasan, kemudian diakhiri dengan  implikasi penelitian sebagai penjabaran dan 
saran-saran dari kesimpulan. 
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BAB II 
MEMAKNAI KEBENARAN DAN KEADILAN  
A. Tinjauan Ontologis tentang Kebenaran 
Kebenaran berasal dari kata dasar ‘benar’ yang berarti: 1). sesuai 
sebagaimana adanya (seharusnya); betul, tidak salah; 2). Tidak berat sebelah; 3). 
dapat dipercaya (cocok dengan keadaan yang sesungguhnya).1 Kebenaran adalah 
keadaan (hal) yang cocok dengan keadaan (hal) yang sesungguhnya; 2). kecocokan 
(keadaan) dengan sesungguhnya, keabsahan, 3). yang sungguh-sungguh (benar-
benar) ada.2 
Setiap orang menghendaki kebenaran. Kebenaran merupakan kebutuhan 
pokok untuk meyakinkan seseorang yang sedang ragu, bingung atau kuatir 
mengenai sebuah konsep atau sesuatu yang belum pasti. Kebenaran adalah soal 
kesesuaian antara konsep dengan kenyataan yang sesungguhnya. Benar atau 
salahnya sesuatu terletak pada kesesuaian atau tidaknya antara perkataan dengan 
kenyataan empirik. Redja Mudyaharjo mengatakan bahwa kebenaran terletak pada 
kesesuaian antara subjek dan objek, yaitu apa yang diketahui subjek dan realita 
sebagaimana adanya.3 Misalnya, setiap orang mengatakan bahwa “matahari 
merupakan sumber energi” adalah suatu pernyataan yang benar, karena pernyataan 
itu dapat didukung oleh kesesuaian terhadap kenyataan, meskipun masih ada 
sumber-sumber energi yang lain. 
                                                          
1Sudarsono, Kamus Hukum (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 52 
2Ibid.  
3Redja Mudyaharjo, Filsafat Ilmu Pendidikan Suatu Pengantar  (Bandung: PT. Remaja 




Manusia sebagai makhluk pencari kebenaran, dalam perenungannya, akan 
menemukan tiga bentuk eksistensi, yaitu agama, ilmu pengetahuan, dan filsafat. 
Agama dan ilmu mengantar pada kebenaran, sedangkan filsafat membuka jalan 
untuk mencari kebenaran itu. Filsafat dipahami sebagai suatu kemampuan berpikir 
dengan menggunakan rasio dalam menyelidiki suatu objek atau mencari kebenaran 
yang ada dalam objek yang menjadi sasaran. Oleh karena itu, sangat beralasan kalau 
dikatakan bahwa untuk mencari kebenaran, terutama kebenaran yuridis, sangat 
membutuhkan integritas keilmuan, memiliki moralitas keagamaan, dan mau serta 
mampu berpikir radikal untuk mencari dan menemukan cara yang tepat guna 
mengungkap tabir kebenaran yang sesungguhnya. Karena dari kebenaran itulah 
memungkinkan ditegakkannya hukum yang berkeadilan, bermanfaat, dan memiliki 
keberlakuan yang pasti. 
Secara epistemologi, ilmu memanfaatkan dua kemampuan manusia dalam 
mempelajari alam, yakni pikiran dan indra. Epistemologi keilmuan pada hakikatnya 
merupakan gabungan antara berpikir rasional dan berpikir empirik. Kedua cara 
berpikir tersebut digabungkan dalam mempelajari gejala alam untuk menemukan 
kebenaran. Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan kebenaran yuridis, harus 
diartikan bahwa seluruh input, proses, dan output hukum (termasuk putusan 
pengadilan) harus benar sehingga keputusan hukum yang diambil menjadi sangat 
rasional dan dapat diverifikasi secara empirik. Terpenuhinya rasionalitas dan 
verifikasi empirik tersebut menunjukkan adanya nilai-nilai keadilan yang 
terkandung di dalamnya.  
Secara aksiologis, hukum Islam tentu sangat berperan untuk memberikan 




menjalankan kehidupannya dengan baik dan terarah. Arah dan tujuan hidup tersebut 
pada akhirnya akan menuju kepada Tuhan Yang Maha Segalanya, Allah swt. 
Kaitannya dengan asas kebenaran formal, betapa pun masalahnya, tetap dan terus 
dihadapi umat dan warga negara. Realitas ini harus dijawab dengan segenap kesiapan 
dan aksi nyata yang terukur untuk memastikan terkuaknya kebenaran dalam segala 
lini dan jenjang peradilan. Setelah kebenaran menjadi fakta peristiwa, kebenaran itu 
diolah menjadi fakta hukum, kemudian dijadikan dasar pertimbangan hukum yang 
berkeadilan.  
Ilmu, dalam menemukan kebenaran, menyandarkan dirinya kepada beberapa 
teori kebenaran, antara lain: 
1. Teori Kebenaran Saling Berhubungan (Coherence Theory of Truth ) 
Berdasarkan teori koherensi, suatu pernyataan dianggap benar bila 
pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan 
sebelumnya yang dianggap benar. Bila dikatakan bahwa ‘semua manusia pasti 
mati’ adalah pernyataan yang benar, maka pernyataan bahwa ‘si fulan adalah 
seorang manusia dan si fulan pasti akan mati’ adalah benar pula. Sebab, 
pernyataan kedua adalah konsisten dengan pernyataan yang pertama.4   
Penegakan hukum hendaknya memenuhi unsur teori kebenaran koheren 
ini dalam pengertian bahwa setiap proses yudisial dan pengambilan putusan 
pengadilan, hendaknya memenuhi syarat-syarat konsistensi. Misalnya, secara 
normatif dikatakan bahwa semua orang bersalah harus diberi sanksi, oleh 
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karenanya setiap orang yang terbukti bersalah di pengadilan, harus diberi sanksi 
yang tepat dan konsisten. Konsistensi pengadilan dalam menerapkan hukum 
menunjukkan adanya upaya mencari kebenaran dan dengan sendirinya memberi 
rasa keadilan kepada masyarakat. 
2. Teori Kebenaran Saling Berkesesuaian (Correspondence Theory of Truth ) 
Teori ini berpandangan bahwa suatu proposisi bernilai benar apabila 
saling berkesesuaian dengan dunia kenyataan. Kebenaran demikian dapat 
dibuktikan secara langsung pada dunia empirik.5 Teori kebenaran korespondensi 
dipelopori oleh Bertrand Russell. Menurutnya, teori korespondensi adalah suatu 
pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung oleh pernyataan itu 
berkorespondensi (berhubungan/cocok) dengan objek yang dituju pernyataan itu.6  
Kebenaran korespondensi dalam perkara perdata dapat diilustrasikan 
berikut ini. Seorang bekas isteri menyatakan bahwa mantan suaminya tidak 
memberikan bagiannya dari harta bersama berupa tanah dan rumah permanen. 
Pernyataan itu dibuktikan dengan sertifikat hak milik atas tanah yang 
menunjukkan bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh dalam perkawinan 
yang sah. Rangkaian pernyataan tersebut adalah benar jika majelis hakim 
mengadakan pemeriksaan lokasi dan menemukan obyek yang dimaksud. 
Berdasarkan informasi yang benar ini, kemudian hakim memungkinkan untuk 
memutus secara adil. 
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Kedua teori kebenaran itu (koherensi dan korespondensi) digunakan 
dalam cara berpikir ilmiah. Penalaran teoretis yang berdasarkan logika deduktif 
mempergunakan teori koherensi, sedangkan proses pembuktian secara empiris 
dalam bentuk penyimpulan fakta-fakta menggunakan teori korespondensi. Teori 
korespondensi ini disebut juga dengan logika induktif, yaitu menarik kesimpulan 
umum dari hal-hal yang khusus. Sebaliknya logika deduktif atau silogisme 
menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang umum. Pendekatan 
deduktif menggunakan akal sebagai sarana utamanya, sedangkan pendekatan 
induktif menggunakan pancaindera dan pengalaman empirik sebagai sarana.7 
Kedua jenis teori kebenaran ini, sangat diperlukan dalam upaya penegakan 
hukum yang berkeadilan.  
3. Teori Kebenaran Inherensi (Inherent Theory of Truth ) 
Kadang-kadang teori ini disebut juga teori pragmatis.8 Teori pragmatisme 
dicetuskan oleh Charles S. Pierce, teori ini kemudian dikembangkan oleh 
beberapa ahli filsafat yang kebanyakan dari Amerika, sehingga sering disebut 
dengan filsafat Amerika. Tokoh-tokohnya antara lain adalah Willian James, John 
Dewey, George Herbert Mead, dan C.I. Lewis.9 
Menurut teori pragmatis (inherensi) kebenaran suatu pernyataan diukur 
dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan 
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praktis atau tidak. Artinya, suatu pernyataan adalah benar, jika pernyataan itu 
atau implikasinya mempunyai kegunaan praktis bagi kehidupan manusia. Kaum 
pragmatis cenderung menggunakan metode ilmiah untuk mencari pengetahuan 
tentang alam ini yang dianggap fungsional dan berguna dalam menafsirkan 
gejala-gejala alamiah. Agama bisa dianggap benar karena memberikan 
ketenangan pada jiwa dan ketertiban dalam masyarakat. Para ilmuwan yang 
menganut asas ini tetap menggunakan suatu teori tertentu selama teori itu 
mendatangkan manfaat. Seandainya teori tersebut tidak lagi bermanfaat karena 
adanya teori baru yang lebih berguna, maka teori itu ditinggalkan.10 
Pragmatisme mempersempit kebenaran menjadi terbatas pada kebenaran 
yang dapat dipraktekkan, dilaksanakan dan membawa dampak maslahat. Dengan 
mempersempit kebenaran itu, pragmatisme menolak kebenaran yang tidak dapat 
langsung dipraktekkan, meskipun tidak sedikit kebenaran yang tidak dapat 
langsung dipraktekkan. Paham manusia seutuhnya adalah contoh sederhana.11 
Teori kebenaran pragmatisme ini, dalam ilmu hukum, berkaitan erat 
dengan salah satu tujuan hukum, yaitu kemanfaatan (utility). Dalam teori tujuan 
hukum, selain kemanfaatan, masih ada dua tujuan hukum yang lain, yaitu 
keadilan dan kepastian hukum dengan skala prioritas yang berbeda-beda, sesuai 
dengan kepentingan perkara itu sendiri. Selain itu, pemeriksaan dan pengambilan 
putusan perdata di pengadilan, selalu diperhitungkan peluang dilaksanakannya 
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putusan, karena putusan tanpa pelaksanaan adalah hampa. Itu sebabnya, putusan 
pengadilan harus betul-betul memperhatikan teori kebenaran ini. 
4. Teori Kebenaran Hud}u>ri>. 
Ilmu hud}u>ri> (iluminasi) adalah pengetahuan dengan kehadiran karena ia 
ditandai oleh keadaan neotic dan menjadi objek imanen yang menjadikannya 
pengetahuan swaobjek. Ilmu hud}u>ri> ini berbeda dengan korespondensi karena 
korespondensi membutuhkan objek dari luar diri, seperti rumah, sebagaimana 
dijelaskan di atas. Adapun ilmu hud}u>ri tidak memiliki objek di luar dirinya, tetapi 
objek itu sendiri ada yaitu objek subjektif yang ada pada dirinya. Teori ini 
dikembangkan oleh Mehdi Ha’iri Yazdi, profesor filsafat di Universitas Teheran. 
Pengetahuan dengan kehadiran ini, merupakan jenis pengetahuan, yang 
semua hubungannya berada dalam kerangka dirinya sendiri, sehingga seluruh 
anatomi gagasan tersebut bisa dipandang benar tanpa membutuhkan hubungan 
eksterior. Artinya, hubungan mengetahui, dalam bentuk pengetahuan tersebut 
adalah hubungan swaobjek tanpa campur tangan koneksi dengan objek 
eksternal.12 
5. Teori Kebenaran Religiusisme 
Teori religiusisme memaparkan bahwa manusia bukanlah semata-mata 
makhluk jasmaniah, tetapi juga makhluk rohaniah. Oleh karena itu, muncul teori 
religius ini yang kebenarannya secara ontologis dan aksiologis bersumber dari 
                                                          




firman Tuhan yang disampaikan melalui wahyu.13 Oleh karena itu, kebenaran 
yang dikandung bersifat mutlak dan eksistensinya bersifat abadi. Urgensi teori 
kebenaran ini jika dikaitkan dengan law enforcement antara lain terutama 
ditujukan kepada aspek moralitas penegak hukum. Penegakan hukum hendaknya 
diiringi dengan penegakan moralitas, dengan kata lain, moralitas yang baik dan 
tingginya kesehatan rohaniah mendukung penegakan hukum yang benar dan 
berkeadilan. 
6. Teori Kebenaran Berdasarkan Arti (Semantic Theory of Truth ) 
Proposisi selalu ditinjau dari segi artinya atau maknanya. Apakah 
proposisi yang merupakan pangkal tumpunya itu mempunyai referen yang jelas. 
Oleh sebab itu, teori ini mempunyai tugas untuk menguak kesahan proposisi 
dalam referensinya. Teori kebenaran semantik dianut oleh paham filsafat 
analitika bahasa yang dikembangkan pasca filsafat Betrand Russell sebagai tokoh 
pemula dari filsafat Analitika Bahasa. Misalnya, filsafat secara etimologi berasal 
dari bahasa Yunani philosophia yang berarti cinta akan kebijaksanaan. 
Pengetahuan tersebut dinyatakan benar kalau ada referensi yang jelas. Jika tidak 
mempunyai referensi yang jelas maka pengetahuan tersebut dinyatakan salah.14  
Penegakan hukum perdata yang benar dan adil, tidak bisa lepas dari teori 
kebenaran ini, baik dalam memahami makna semantik setiap kata yang 
disampaikan para pihak maupun dalam menemukan hukum dari pasal-pasal 
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perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman yang tepat dari kata-kata dan 
bahasa pencari keadilan menuntun kepada validitas in put, memudahkan 
terpenuhinya keadilan prosedural, akhirnya out put (putusan) pengadilan pun 
memenuhi kriteria benar dan adil.  
Sebaliknya, informasi yang tidak tepat (in put keliru) dalam perkara 
perdata, meskipun proses dan prosedurnya tepat, pada akhirnya putusan akan 
bernilai tidak benar, karena out put pengadilan tentu menyesuaikan in put dan 
proses tadi. Demikian juga, meskipun informasi (in put) benar, jika proses dan 
prosedurnya salah, maka out put akan terpengaruh oleh proses dan prosedur yang 
salah.  
Kebenaran formil bisa dikategorikan masuk dalam teori kebenaran 
semantik ini, sehingga sering terjebak dalam formalisme bahasa yang 
sesungguhnya tidak benar. Ketidakbenaran itu, bisa terjadi karena informasi (in 
put) yang keliru, atau mungkin juga karena prosedur yang salah, bahkan boleh 
jadi penemuan hukumnya yang tidak tepat, sehingga putusan pengadilan yang 
merujuk pada informasi dan proses itu pada akhirnya terjebak dalam kebenaran 
formil.  
7. Teori Kebenaran Sintaksis 
Para penganut teori kebenaran sintaksis, berpangkal tolak pada 
keteraturan sintaksi atau gramatikal yang dipakai oleh suatu pernyataan atau tata 
bahasa yang melekatnya. Dengan demikian suatu pernyataan memiliki nilai benar 
apabila pernyataan itu mengikuti aturan-aturan sintaksi yang baku. Dengan kata 




disyaratkan maka proposisi tidak mempunyai arti. Teori ini berkembang di antara 
filosof analisis bahasa, terutama yang begitu ketat terhadap pemakaian 
gramatika. Misalnya suatu kalimat standar harus ada subjek dan predikat. Jika 
kalimat tidak ada subjek maka kalimat itu dinyatakan tidak baku atau bukan 
kalimat. Seperti ‘semua korupsi’, ini bukan kalimat standar karena tidak ada 
subjeknya.15 
8. Teori Kebenaran Nondeskripsi 
Teori kebenaran nondeskripsi dikembangkan oleh penganut 
fungsionalisme, karena pada dasarnya suatu statemen atau pernyataan akan 
mempunyai nilai benar yang amat tergantung pada peran dan fungsi dari 
pernyataan itu. Jadi, pengetahuan akan memiliki nilai benar sejauh pernyataan itu 
memiliki fungsi yang amat praktis dalam kehidupan sehari-hari.16 
9. Teori Kebenaran Logik yang Berlebihan (Logical Superfluity of Truth ). 
Teori ini dikembangkan oleh kaum positivistik yang diawali oleh Ayer. 
Pada dasarnya menurut teori kebenaran ini, problema kebenaran hanya 
merupakan kekacauan bahasa saja dan hal ini mengakibatkan suatu pemborosan, 
karena pada dasarnya apa yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat 
logis yang sama yang masing-masing saling melingkupi. Dengan demikian, 
sesungguhnya setiap proposisi mempunyai isi yang sama, memberikan informasi 
yang sama dan semua orang sepakat, maka apabila kita membuktikannya lagi hal 
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yang demikian itu hanya merupakan bentuk logis yang berlebihan. Misalnya 
suatu lingkaran adalah bulat, ini telah memberikan kejelasan dalam pernyataan 
itu sendiri tidak perlu diterangkan lagi, karena pada dasarnya lingkaran adalah 
suatu garis yang sama jaraknya dari titik yang sama, sehingga berupa garis yang 
bulat. 17 
Selain teori-teori kebenaran di atas, terdapat juga teori-teori yang lain di 
antaranya: (a) Teori esensialisme yang menyatakan bahwa kebenaran itu sesuatu 
yang abstrak dan yang bermakna sebagai hal yang essensial atau yang terdalam 
dalam pikiran manusia; (b) Teori eksistensialisme yang menyatakan bahwa 
kebenaran itu suatu yang sangat kontekstual, sesuai dengan ruang dan waktu. Oleh 
sebab itu kebenaran yang absolut tidak pernah ada; (c) Teori metafisisotology yang 
menyatakan bahwa kebenaran itu suatu hal yang ontologis, diketahui atau tidak, 
kebenaran itu ada dalam ruang yang ada. Kebenaran ada di dunia metafisis dan 
bukan dalam dunia empiris; (d) Teori ilmu pengetahuan/teori ilmiah yang 
menyatakan bahwa kebenaran itu sesuai dengan asas-asas yang ada dalam ilmu 
pengetahuan (merupakan kebenaran dari pembuktian terhadap hipotesis); (e) Teori 
Perenialisme yang menyatakan bahwa kebenaran merupakan suatu yang muncul dari 
hati nurani manusia, yang bersifat abstrak (f) Teori penomenologi (E. Husserl) yang 
menyatakan bahwa kebenaran itu adalah suatu yang tetap dan abstrak bernama 
“neumenon” jauh dibalik penomenon (gejala); (g) Teori konstruktivisme yang 
menyatakan bahwa kebenaran itu suatu hasil konstruksi pikiran manusia yang 
bebas, dan selalu berubah, dan sangat subjektif; (h) Teori post-modernisme 
                                                          




menyatakan bahwa kebenaran itu bukan sesuatu yang tetap, selalu berubah, dan akal 
manusia menciptakan secara bebas dan tidak pernah sama dengan yang lalu, 
terdapat kecenderungan bahwa kebenaran itu tidak dapat diungkapkan dalam 
bahasa; (i) Teori progresivisme menyatakan bahwa kebenaran tidak pernah statik, 
melainkan selalu berubah ke depan (ke masa yang akan datang) sesuai dengan 
perkembangan manusia dan zaman. Paham ini menolak paham-paham warisan 
tradisi dan konservatif (j) Teori kritik (critical theory of truth) menyatakan 
kebenaran itu suatu hasil pemikiran manusia yang terbuka dan kritis sepanjang 
zaman, dan kebenaran lahir dari dialog, diskusi, (Jurgen Hebernas); (k) Teori 
nihilisme menyatakan bahwa sesungguhnya tidak pernah ada kebenaran di dunia ini, 
yang ada hanya power, who holds the power, he able to creat  the truth and justice 
(F. Nietzsche).18 
Kajian epistemologi memperkenalkan enam sumber pengetahuan yakni: 
indera, rasio/nalar, otoritas, intuisi, wahyu (Alquran dan Sunnah), dan keyakinan. 
Dengan enam sumber pengetahuan inilah manusia dapat menemukan kebenaran. 
Meskipun demikian, dari setiap sumber pengetahuan ini masih dimungkinkan 
terdapat ketidakpastian kebenaran dari pengetahuan yang dihasilkannya.  
Kebenaran inderawi tidak jarang meleset dari kenyataan. Misalnya, sebuah 
pena yang dimasukkan ke dalam air akan terlihat bengkok oleh indera penglihatan. 
Bintang yang disaksikan pada malam hari akan selalu tampak kecil, padahal 
perhitungan geometri membuktikan kesalahan indera penglihatan manusia tersebut. 
Namun pada sisi lain pengetahuan indera juga dapat menghasilkan pengetahuan 
                                                          




yang bersifat mutlak. Selanjutnya, kebenaran pengetahuan yang dihasilkan dari 
rasio sangat bergantung kepada kelengkapan informasi mengenai objek yang 
ditelaahnya. Adapun intuisi sangat sulit (bukan mustahil) untuk dibuktikan secara 
diskursif. Namun bukan berarti bahwa intuisi tidak mampu menghasilkan 
pengetahuan yang bernilai mutlak. Contoh: kesadaran akan eksistensi diri hanya 
dapat dibuktikan melalui sarana intuisi.  
Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa dalam 
tradisi epistemologi Islam, wahyu (Alquran dan Sunnah) juga diakui sebagai salah 
satu sumber kebenaran. Pengetahuan yang dihasilkan oleh wahyu ini sangat 
berkaitan erat dengan pengetahuan terhadap aspek teologis (akidah), ibadah, 
muamalah, dan etika (akhlak). Epistemologi wahyu juga dapat menghasilkan 
pengetahuan yang bersifat mutlak (qat}’i) sekaligus pengetahuan yang masih bisa 
diperdebatkan (z}anni>). 
Dualisme sepanjang sejarah kehidupan tidak akan pernah terpisahkan, karena 
anggapan kebenaran berkaitan dengan adanya kekeliruan. Suatu kebenaran muncul 
saat asumsi kekeliruan itu mengiringinya. Keyakinan-keyakinan yang keliru sering 
kali dipegang teguh sebagaimana keyakinan-keyakinan yang benar, sehingga terjadi 
suatu pernyataan yang sulit membedakan keyakinan-keyakinan keliru dari 
keyakinan-keyakinan yang benar. 
Melihat banyaknya teori kebenaran sebagaimana disebutkan di atas, maka 
sesungguhnya menjadi mudah bagi hakim perdata untuk menyesuaikan perkara yang 
diadili dengan konsep-konsep kebenaran yang ada. Dalam kaitan ini, hakim harus  
memilih alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan karena tujuan 




kepada keadilan tersebut harus terlebih dahulu menemukan kebenaran. Untuk itu, 
hendaknya memilih pilihan yang lebih dekat (lebih diyakini kebenarannya, sehingga 
di sini sangat diperlukan ilmu pengetahuan serta hati nurani yang bersih dari 
kepentingan non hukum. 
B. Tinjauan Ontologis Tentang Keadilan. 
Keadilan adalah kata berimbuhan yang berasal dari kata “adil” yang berarti 
sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil atau keadaan yang adil bagi kehidupan dalam 
masyarakat.19 Pengertian ini sangat umum, bahkan keumumannya menjadikan 
pengertian adil sangat abstrak, sehingga sulit membedakan antara yang adil dan 
tidak adil. Keadilan menyangkut nilai etis yang dianut dan diyakini setiap individu 
dan masyarakat tertentu, sehingga satu peristiwa, boleh jadi dinilai adil oleh salah 
satu pihak tetapi pihak lain menganggapnya tidak adil, karena keadilan sangat 
subyektif dan abstrak sifatnya. Subyektifitas rasa keadilan sangat dipengaruhi oleh 
pandangan pribadi seseorang. Itu sebabnya, lebih baik mengatakan “hal itu saya 
anggap adil” dari pada mengatakan  “itu adil”. 
Setelah mengutip 49 pengertian keadilan, Achmad Ali mengatakan bahwa 
pemahaman tentang makna keadilan sangat beragam. Ada yang mengaitkan 
keadilan dengan regulasi negara, sehingga nilai (ukuran) keadilan senantiasa 
didasarkan pada hasil regulasi negara itu, yang pada akhirnya diketahui hak atau 
bukan. Ada juga yang memandang keadilan sebagai perwujudan kemauan yang 
tetap dan terus menerus untuk memberikan hak kepada setiap orang. Ada pula yang 
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memandang bahwa keadilan adalah sebuah pembenaran bagi pelaksanaan hukum, 
yang diperhadapkan dengan kesewenang-wenangan. Ada pula yang menempatkan 
keadilan sebagai sesuatu yang harus disucikan, dan berada bukan hanya di ruang 
pengadilan, tetapi di manapun berada, dan bersih dari kotoran skandal dan korupsi.20   
Berbicara mengenai keadilan, sering salah dimengerti sebagian orang, 
seolah-olah keadilan itu hanya ada dan bisa diperoleh dari lembaga peradilan beserta 
seluruh proses yang menyertainya, sebagaimana sering diistilahkan dengan sebutan 
pro justisia.  Padahal sesungguhnya, kewenangan polisi, jaksa dan hakim dalam 
bentuk penegakan hukum yang berarti menuntut penegakan keadilan, sangat kecil 
jika dibandingkan dengan tuntutan keadilan di bidang eksekutif dan legislatif. 
Selain itu, penegakan keadilan di luar proses yudisial justru memberi dampak yang 
besar, bahkan luar biasa di masyarakat.  
Keadilan harus diperjuangkan dan ditegakkan dalam semua lini, strata dan 
jenjang pemerintahan, baik yudikatif, legislatif apalagi eksekutif. Di lingkaran 
eksekutif, harus terus diperjuangkan dan diupayakan penegakan keadilan di bidang 
administrasi pemerintahan, pendidikan, retribusi dan perpajakan, bea cukai, 
keimigrasian, ketenagakerjaan beserta peluang kerja, dan lain-lain. Di sekitar 
legislatif, keadilan harus ditegakkan dalam semua lini dan jenjang perwakilan, mulai 
dari proses pencalonan, penetapan sebagai anggota dewan, sistem penggajian, 
sistem penganggaran, sampai pada produk legislasi perundang-undangan serta 
pengawasan yang efektif terhadap eksekutif. Penyimpangan dan pelecehan terhadap 
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keadilan itulah yang menjadi perkara, baik perkara pidana maupun perdata, yang 
diselesaikan melalui jalur litigasi. Dengan demikian, tampak jelas bahwa penegakan 
keadilan pro justisia yang sifatnya kuratif dan represif, sangat kecil, jika 
dibandingkan dengan tuntutan penegakan keadilan dalam semua segi kehidupan. 
Meskipun porsinya sangat kecil, penegakan keadilan pro justisia tersebut 
dalam kenyataannya menarik perhatian yang sangat besar dari masyarakat. Boleh 
jadi hal ini dilatari adanya harapan yang besar dari masyarakan agar pengadilan 
sebagai benteng terakhir penegakan keadilan, benar-benar berjalan adil. Meskipun 
demikian, harapan besar masyarakat tersebut, tidak boleh berubah menjadi tekanan 
kepada pengadilan yang berimplikasi pada sebuah ketidakadilan. Menurut Bagir 
Manan, di masa orde lama dan orde baru, hakim tidak atau kurang bebas karena 
tekanan pemerintah, tetapi di era reformasi ini para penegak keadilan justru 
mendapat tekanan yang lebih banyak, bukan hanya tekanan dari opini pejabat, tetapi 
juga dari pers, pengamat, dan sebagainya.21 
Warga masyarakat sebagai bagian dari sub sistem hukum.22 harus pula 
bersatu padu mewujudkan keadilan horizontal di antara warga, dan keadilan vertikal 
dengan pemerintah untuk meminimalisir munculnya perkara, baik pidana maupun 
perdata. 
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Keadilan sempurna yang diharapkan dari hasil olah pikir dan kerja manusia 
tentu tidak pernah ada, pencapaian keadilan hanyalah sampai pada kadar tertentu, 
bahkan ada yang meyakini bahwa keadilan itu adalah kelayakan.23 
Seperti di sebutkan terdahulu bahwa konsep tentang keadilan adalah konsep 
yang abstrak dan bersifat subyektif, sangat tergantung kepada nilai-nilai yang 
dianut oleh individu dan masyarakat. Setiap individu dan bahkan masyarakat, 
apalagi masyarakat yang berbeda-beda, memiliki cara yang tidak seragam dalam 
menilai dan menaksir keadilan, bahkan cenderung bias di dalam masyarakat. 
Meskipun demikian, variatifnya definisi keadilan dan beragamnya persepsi tentang 
rasa keadilan, bukan menjadi alasan pembenar bagi praktisi untuk sengaja 
membiaskan keadilan dengan alasan yang seolah-olah masuk akal, tetapi justru 
dipengaruhi interest pribadi, baik karena keluarga, kekuasaan maupun karena uang. 
Inilah yang disentil oleh Hakim Agung Amerika Serikat, Justice Hugo Black, yang 
dikutip Achmad Ali : “there can be no equal justice where the kind of trial a man 
gets depends on the amount of money he has”.24      
Penegakan keadilan di bidang perdata, dikenal istilah kebenaran formil yaitu 
suatu kebenaran yang dijadikan dasar pola pikir dan pola bertindak warga peradilan 
dengan memegang teguh aspek lahiriah. Pada umumnya, kebenaran lahiriah dalam 
kenyataannya banyak yang bersesuaian dengan kebenaran materil, tetapi harus pula 
diakui bahwa di lain hal, ditemukan kebenaran formil tidak dapat diverifikasi secara 
substantif.  
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Dalam kondisi yang disebutkan terakhir, penemuan hukum oleh hakim 
menjadi sangat dibutuhkan. Hanya saja, semangat ijtihad hakim dalam rangka 
penemuan hukum terkadang dibelenggu oleh sikap apatis opportunis. Apatis karena 
ada rasa enggan menyibukkan diri dalam upaya konstruksi hukum baru, sedangkan 
opportunis karena cukup berlindung dalam asas kebenaran formil guna menjaga asa 
karir sebagai hakim. Terobosan sebuah konstruksi hukum baru, atau pembaruan 
hukum oleh hakim, tidak selalu bermakna positif sebagai pahlawan hukum, bahkan 
boleh jadi dinilai indisipliner atau unprofessional conduct yang berpeluang 
memancing investigasi profetik. Oleh karenanya, untuk melakukan hal itu, 
diperlukan bukan hanya kemampuan intelektual mumpuni dan integritas tinggi, 
tetapi juga harus memiliki keberanian moral yang tinggi dan pertanggungjawaban 
sosial yang rasional. 
C. Konsepsi Filsafat Hukum Islam tentang Kebenaran dan Keadilan 
1. Konsepsi Filsafat Hukum Islam tentang Kebenaran 
Untuk memahami nilai-nilai kebenaran dalam hukum, maka harus terlebih 
dahulu mengetahui makna atau arti dari kebenaran itu sendiri. Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, kata ‘benar’ berarti sesuai sebagaimana adanya (seharusnya), 
tidak berat sebelah, adil, lurus (hati), dapat dipercaya (cocok dengan keadaan 
sesungguhnya), dan sah. Sedangkan ‘kebenaran’ adalah (hal, dan sebagainya) yang 




yang sungguh-sungguh (benar-benar) ada.25 Menurut Soejono Koesoemo Sisworo, 
‘kebenaran’ adalah hubungan persesuaian yang serasi antara proposisi dan 
kenyataan yang dipertimbangkan dalam tingkat terakhir dengan / pada hati nurani. 
Sedangkan ‘keadilan’ adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan 
kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang 
beriklim toleransi dan kebebasan.26 
Sesuai sifatnya yang relatif, maka konsepsi tentang benar dan adil perlu 
terus dikritisi guna mencari pola dan bentuk yang tepat sebagai suatu putusan, 
terutama putusan pengadilan yang senantiasa mendapat perhatian masyarakat. 
Kontrol dan kritik yang masif dan intensif dari masyarakat, bahkan sering menjurus 
pada kritik tajam yang berpotensi menimbulkan citra dan membentuk opini dan 
pemahaman tentang peradilan yang kurang positif di tengah-tengah masyarakat. 
Salah satu kritik tersebut di antaranya adalah tentang kebenaran dan keadilan yang 
ada dalam putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim. 
Pendapat dan kritik sebagian masyarakat tersebut mungkin tidak sepenuhnya 
benar dan tidak dapat dikatakan mewakili masyarakat atau rakyat Indonesia secara 
keseluruhan, namun harus diingat bahwa seorang hakim yang baik adalah 
penterjemah dari rasa keadilan bangsanya. Seorang hakim harus dapat mengikuti 
dan menghayati terjadinya perubahan nilai dalam hubungan kemasyarakatan. 
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Melalui interpretasi yang baik, maka hukum akan tetap hidup dari masa ke masa 
dan memberikan rasa keadilan bagi mereka yang mendambakannya.27 Lebih dari itu, 
tanpa mengurangi independensi seorang hakim, dalam rangka mewujudkan tujuan 
hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang tercermin dalam 
sebuah putusan, maka sepanjang berkaitan dengan keadilan, seorang hakim harus 
benar-benar mempedomani ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya yang secara tegas 
menggariskan bahwa tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi 
rakyat Indonesia.28 Begitu pula dalam Pasal 5 Ayat (1) undang-undang tersebut 
dikatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.29 Dalam penjelasan ayat 
tersebut bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan 
hukum dan rasa keadilan masyarakat. 
Agama, termasuk agama Islam, bermula dari percaya. Agama menerima 
suatu kebenaran yang bersifat absolut. Percaya adalah pangkal dan tujuan 
penghabisan daripada agama. Tujuan agama ialah memberi pegangan hidup kepada 
manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat untuk berbuat yang 
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benar, yang baik, yang adil, yang jujur, dan yang suci, supaya ada kesejahteraan 
dalam hidup manusia dan bangsa.30  
Dalam Piagam Madinah31 yang ditulis oleh Nourouzzaman Shiddiqi 
sebagaimana dikutip dalam Rozali Abdullah dan Syamsir32 secara ringkas antara 
lain menyebutkan : 
- Hukum Adat (tradisi masa lalu) dengan berpedoman pada keadilan dan 
kebenaran tetap diberlakukan. Hukum harus ditegakkan, siapapun tidak boleh 
melindungi kejahatan, apalagi berpihak kepada orang yang melakukan 
kejahatan. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran, siapapun pelaku kejahatan 
harus dihukum tanpa pandang bulu. 
- Perdamaian adalah tujuan utama, namun dalam mengusahakan perdamaian 
tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran. 
Makna adil atau keadilan tidak bertentangan antara konsep Barat dan 
keadilan menurut konsep Islam, hanya saja konsep Barat penempatan manusia 
secara individu dengan masyarakat tidak bisa dipisahkan, sementara keadilan dalam 
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konsep Islam, bukan individu dan bukan pula masyarakat saja, tetapi keseimbangan 
antara individu dan masyarakat sehingga tercipta keadilan. 
Dalam keadilan Islam dikenal dengan kebaikan sebagai pasangan dari 
keburukan, yang kemudian terwujud dengan perintah dan larangan. Di dalam 
larangan pasti ada kemudharatannya, sedangkan di dalam perintah pasti ada 
kemanfaatannya. 
Di dalam Alquran ada beberapa ayat yang memerintahkan berbuat benar dan 
adil, antara lain :  
 ْت ﱠﻣَﺗَو  ُتَِﻣﻠَﻛ  َكﱢﺑَر  ًﺎﻗْدِﺻ  ًﻻْدَﻋَو  ﱠﻻ  ِل ﱢدَﺑُﻣ  ِﮫِﺗﺎَِﻣﻠَِﻛﻟ  َوُھَو  ُﻊﯾِﻣ ﱠﺳﻟا  ُمِﯾﻠَﻌْﻟا ﴿١١٥﴾  
Artinya: 
 “Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Alquran) sebagai kalimat yang benar 
dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimatNya dan Dialah 
yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-An’a>m/6 : 115) 
- Allah SWT memuji orang yang berlaku adil dalam Q.S. al-A’ra>f/7 : 181 
 ْن ﱠﻣِﻣَو ﺎَﻧَْﻘﻠَﺧ  ٌﺔ ﱠُﻣأ  َنوُدْﮭَﯾ  ﱢقَﺣْﻟﺎِﺑ  ِﮫِﺑَو  َنُوﻟِدْﻌَﯾ ﴿١٨١﴾  
Artinya: 
 “Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi 
petunjuk dengan hak, dan dengan hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan.” 
(Q.S. al-A’ra>f/7: 181). 
- Keharusan berlaku adil dan mengikuti kebenaran, sebagaimana dalam Q.S. al-
Nisa>’/4 : 135. 
ﺎَﯾ ﺎَﮭ ﱡَﯾأ ﯾِذﱠﻟا َن  ْاوُﻧَﻣآ  ْاوُﻧوُﻛ  َنﯾِﻣا ﱠوَﻗ  ِطْﺳِﻘْﻟﺎِﺑ ءاَدَﮭُﺷ  ِّ ِ  َْوﻟَو ﻰَﻠَﻋ  ْمُﻛُِﺳﻔَﻧأ  َِوأ  ِنْﯾَدِﻟاَوْﻟا  َنﯾِﺑَرَْﻗﻷاَو ِنإ  ْنُﻛَﯾ  ًﺎّﯾِﻧَﻏ  َْوأ 






“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 
atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia (tergugat/terdakwa) kaya ataupun 
miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 
memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya 
Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (Q.S. al-
Nisa>’/4 : 135). 
- Kewajiban berlaku adil dan menegakkan kebenaran, walaupun terhadap musuh. 
Dan berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa:  




“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil..."(Q.S. al-
Ma>idah/5: 8). 
Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian 
hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Hakim sebagai pejabat yang 
melakukan kekuasaan kehakiman, harus memiliki integritas dan kepribadian yang 
tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.33 
Tugas hakim pada dasarnya adalah memberi keputusan dalam setiap perkara 
(konflik) yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, 
                                                          




nilai hukum daripada perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat 
dalam suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.34 
Untuk dapat menyelesaikan konflik secara imparsial berdasarkan hukum 
yang berlaku, para hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak 
manapun, termasuk pemerintah sekalipun dalam mengambil keputusan. Para hakim 
hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau 
dijadikan landasan yuridis putusannya.35  
Agar putusan hakim dapat mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat 
Indonesia, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. “Menggali” berarti hakim harus terjun 
ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami 
perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.36 
Hakim yang besar adalah hakim yang putusannya merupakan pancaran dari 
hati nuraninya yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan ilmu hukum, 
yang juga mengandung penalaran-penalaran yang berlandaskan filsafat dan teori 
hukum, yang dipahami dan diterima/akseptabel bagi para pencari keadilan pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya.37 
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35 Ibid, h. 99 
36M. Hatta Ali, “Peran Hakim dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era 
Reformasi dan Transformasi” dalam Bagir Manan, Ilmuwan & Penegak Hukum (Kenangan Sebuah 
Pengadilan)  (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), h. 196 




Harus diakui bahwa banyak hakim yang lebih mendasarkan putusannya pada 
aturan hukum semata-mata (legalistik-positivisme). Apalagi dalam situasi seperti 
saat ini, pengawasan tidak hanya datang dari internal Mahkamah Agung, tetapi juga 
dari pihak eksternal seperti Komisi Yudisial, selain pers dan masyarakat. Hakim 
terkadang berada dalam situasi dilematis antara mematuhi ketentuan undang-
undang secara kaku dengan risiko dianggap hanya sebagai corong undang-undang 
dan kurang peka terhadap rasa keadilan masyarakat atau pilihan untuk melakukan 
terobosan hukum yang tidak bersikap legalistik-positivistik, yakni berusaha untuk 
memberikan putusan berkualitas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jika 
pilihan pertama yang ditempu maka langkah-langkah untuk melakukan terobosan 
hukum yang dapat menciptakan sebuah yurisprudensi yang berkualitas semakin sulit 
ditemukan.  
Apabila ada pertentangan antara keadilan dan hukum, hakim wajib memihak 
keadilan dan mengesampingkan hukum. Putusan hakim yang didasarkan pada 
pertimbangan hukum secara fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-
undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal 
dan internal adalah suatu putusan berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara profesional kepada publik. Praktiknya, putusan hakim sekarang sering 
menuai kontroversi karena belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hanya 
hakim yang mempunyai idealisme, panggilan hati nurani sebagai hakim yang 
mampu memproduksi putusan berkualitas. 
Diketahui, betapa terkuras (exhausted) hakim saat menjalankan tugasnya, 
karena harus menjalani suatu pergulatan batin yang lebih bersifat spiritual dan 




membuat pilihan-pilihan yang sering tidak mudah. Hakim yang menyadari benar 
bahwa dalam dirinya terjadi pergulatan kemanusiaan dihadapkan aturan hukum, 
fakta-fakta, argumen advokat, dan lebih dari itu masih harus meletakkan telinganya 
di jantung masyarakat.38 Ada suatu ungkapan indah yang mengatakan, hakim juga 
harus mewakili suara rakyat yang unrepresented dan under-represented (yang diam, 
yang tidak terwakili, yang tidak terdengar).39 
Oleh karena itu, hakim juga harus mendengar rakyat dan perlu menangkap 
kegelisahan, penderitaan, dan keluhan dari suara-suara yang tidak terdengar. 
Alangkah mulia sebenarnya tugas hakim. Mendengarkan, melihat, membaca, lalu 
menjatuhkan pilihan yang adil adalah pekerjaan yang amat berat dan karena itu 
menguras tenaga serta pikiran. Keadaan sekarang, masih ditambah lagi dengan 
keteguhan untuk melawan godaan dan tarikan ke arah dunia materil.40 
Ciri khas putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan masyarakat dapat 
dilihat dari reaksi masyarakat atas putusan hakim yang bersangkutan. Sekalipun ada 
pihak yang tidak merasa puas dengan putusan yang memenuhi rasa keadilan itu, 
namun putusan hakim demikian pastilah tidak akan pernah mendapat gejolak di 
lapangan. Karena di dalam lubuk hati pihak yang merasa tidak puas tadi, 
sesungguhnya menerima dan memaklumi kebenaran putusan tersebut. Namun 
kendatipun putusan hakim sudah dibuat benar dan adil (the truth an justice), tetapi 
menurut pihak yang dikalahkan atau dihukum, tetap saja dianggap putusan itu tidak 
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benar dan tidak adil, sehingga muncul berbagai reaksi, bahkan terkadang sampai 
menghujat hakim. Padahal proses perkara itu belum final, sebab masih ada upaya 
hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.  
Jika ada hakim yang mengatakan bahwa kalau tidak puas dengan putusan, 
silahkan banding atau kasasi, bukan berarti hakim tidak menghormati putusannya. 
Sebab upaya hukum terhadap suatu putusan yang dipandang belum memenuhi rasa 
keadilan masyarakat telah diatur dalam undang-undang. Jika ada hakim yang tidak 
menghormati putusannya, berarti sama halnya dia tidak menghormati profesinya 
sendiri sebagai hakim. Karena mahkota seorang hakim adalah pertimbangan hukum 
dalam putusannya. Berdasarkan sistem peradilan di Indonesia, putusan hakim 
terakhir/tertinggilah yang menjadi barometer bagi putusan tingkat yang lebih 
rendah. 
2. Konsepsi Filsafat Hukum Islam tentang Keadilan 
Masalah keadilan termasuk tema sentral yang penting dalam kajian-kajian 
intelektual dan ilmu-ilmu keislaman dalam segala aspeknya. Kaum filosof, juga 
ulama fikih memahami keadilan sebagai kebaikan. Orang adil adalah baik menurut 
penilaian ilmu fikih.41 Keadilan merupakan syarat utama yang harus dimiliki para 
ra>wi hadis sebagai legalitas formal riwayatnya itu.42 Keadilan justru dipandang 
sebagai tujuan tertinggi dalam kajian ilmu hukum. 
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42Mahmūd al-T}ahhān, Taisi>r Mus}t}alah al-Hadīś  (Bairūt: Dār al-Sya’bi> al-Isla>miah, 1972), 




Prakteknya, tampak bahwa keadilan seringkali terbentur pada kepentingan 
tertentu, sehingga keadilan tidak bisa dinikmati oleh setiap orang. Padahal, keadilan 
adalah kunci utama (master key) untuk menciptakan insan-insan dan masyarakat 
yang bermartabat.  
Keadilan dalam Alquran seringkali terungkap dalam dua bentuk, yakni al-
‘adl dan al-qist}. Kedua bentuk ini identik maknanya secara tekstual tetapi memiliki 
perbedaan yang sangat mendasar, meskipun keduanya mengandung arti 
“keadilan”.43 Perbedaannya, al-‘adl berarti “sama rata (ﺔﯾوﺳﻟا)”,44 sedangkan al-qist}  
berarti “lurus (ﺔﻣﺎﻘﺗﺳا)”.45 
Bentuk lain dari kata adil adalah al-‘ada>lah yang biasanya diartikan; 
berlaku adil, tidak memihak, menghukum dengan betul (benar), adil (lawan dari kata 
aniaya).46  
Kata “keadilan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan dengan: 
(1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) 
sepatutnya/tidak sewenang-wenang.47  
                                                          
43Louis Ma’lūf, al-Munjid fi> al-Lugah  (Cet. XX; Bairūt: Dār al-Masyriq, 1977), h. 491 dan 
628 
44Ibid. Lihat juga As’ad M. Alkalili, Kamus Indonesia Arab (Cet. V; Jakarta: Bulan 
Bintang, 1993), h. 67., dan Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Cet. II; Jakarta: Hidakarya 
Agung, 1992), h. 257 
45Louis Ma’lūf, op.cit., Asad M. Alkalili, op. cit., h. 327., dan  Mahmud Yunus, op. cit., h. 
341 
46Louis Ma’lūf, op. cit. Bandingkan dengan Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir 
Kamus Arab Indonesia (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok 




Makna keadilan menurut al-Rāgib al-As}fahāni> dalam kitabnya Mufradāt 
al-Alfāz} al-Qur’ān yakni : ةاوﺎﺳﻣﻟا ﻰﻧﻌﻣ ﻰﺿﺗﻘﯾ ظﻔﻟ : لدﻌﻟاو ﺔﻟادﻌﻟا (lafaz} yang 
menunjukkan arti persamaan). Kata ‘adl digunakan untuk hal-hal yang bisa dicapai 
dengan mata batin (bas}īrah), seperti persoalan hukum. Dalam konteks ini, ia 
mengacu pada Q.S. al-Māidah/5: 95. Ia mempersamakan antara bentuk ‘adl dan 
taqsīt} (al-qist}).48 
Bentuk al-‘adl beserta derivasinya dalam Alquran, terulang sebanyak 
29 kali.49 Sedangkan bentuk al-qist} beserta derivasinya, terulang sebanyak 25 
kali.50 Bentuk al-‘adl dengan pengertian dasarnya “sama rata (ﺔﯾﻮﺴﻟا)”, dapat 
dijumpai dalam Q.S. al-Nisā /4: 129, bentuk al-qist} dengan pengertian 
dasarnya “lurus (ﺔﻣﺎﻘﺘﺳا)” dapat dijumpai dalam Q.S. al-H{ujura>t/49: 9. 
M. Quraish Shihab menambahkan bahwa bentuk al-qist} juga 
mengandung arti dasar “bagian” dan dengan arti ini maka tidak harus 
mengantarkan adanya “persamaan”. Karena itu, kata qist} lebih umum dari 
pada kata ‘adl.51 Selain bentuk al-‘adl dan al-qist}, Alquran juga mengungkap 
makna “keadilan” dengan bentuk al-mi>zān. Bentuk al-mi>zān berasal dari akar 
                                                                                                                                                                    
47Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 
1996), h. 7  
48al-Rāgib al-As}fahāni, Mufradāt Alfāz} al-Qur’ān ( Bairūt: Dār al-Syāmiyah, Damaskus: 
Dār al-Qalam, 1992 M/1412 H), h. 551-552 
49Muhammad  Fu’ad ‘Abd al-Bāqi>, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz} al-Qur’ān al-Karīm 
(Bairūt: Dār al-Fikr, 1992), h. 448-449  
50Ibid., h. 691-692  




kata wazn  yang berarti “timbangan” karena mi>zān adalah alat untuk 
menimbang. Namun dapat pula bermakna keadilan, karena bahasa seringkali 
menyebut “alat” untuk makna “hasil penggunaan alat itu.”52 
Selanjutnya, Sayyid Mujtaba Muasāwi Lari mendefenisikan secara 
terminologis keadilan dalam beberapa pengertian, yakni ; meletakkan sesuatu 
pada tempatnya; tidak melakukan kezaliman; memperhatikan hak orang lain; 
tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hikmah dan 
kemaslahatan.53 
Meletakkan sesuatu pada tempatnya dalam konteks persamaan yang 
merupakan makna asal kata adil, bermakna bahwa subyek keadilan tidak 
berpihak kepada siapapun. Artinya, subyek keadilan tidak menisbatkan 
kepada yang benar sesuatu predikat yang salah, demikian pula, tidak 
menisbatkan kepada yang salah sesuatu predikat yang benar. Karena itu pula, 
berpihak kepada kebenaran berarti benarkanlah yang benar dan salahkanlah 
yang salah. 
Sebagai konsekuensi dari prinsip ini, pihak yang benar akan 
memperoleh hak sesuai dengan kebenarannya, dan pihak yang salah akan 
kehilangan prestasi sesuai kesalahannya. Prinsip ini otomatis tidak akan 
melahirkan kesewenang-wenangan, tidak pula ada yang dizalimi. Karena pada 
dasarnya masing-masing pihak menuai prestasinya sendiri, baik prestasi 
positif maupun negatif. 
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Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka paling tidak ada 
empat makna keadilan menurut Alquran, yakni adil dalam arti sama, 
seimbang, pengakuan hak individu dan penegakannya, dan keadilan Ilahi. 
a. Adil dalam arti “sama” 
Persamaan yang dimaksud adalah “persamaan dalam hak”, sebagai mana 
dalam Q.S. al-Nisa>’/4: 58. 
 ِﺑ اﻮُﻤُﻜْﺤَﺗ ْنَأ ِسﺎﱠﻨﻟا َﻦْﯿَﺑ ُْﻢﺘْﻤَﻜَﺣ اَذِإَو ﺎَﮭِﻠ ْھَأ ﻰَﻟِإ ِتﺎَﻧﺎَﻣَْﻷا او ﱡدَُﺆﺗ ْنَأ ْﻢُﻛُﺮُْﻣﺄَﯾ َ ﱠﷲ ﱠنِإ. ِلْﺪَﻌْﻟﺎ..  
 
Terjemahnya :  
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil …54 
Abd. Muin Salim menyatakan bahwa para mufassir berbeda pendapat 
mengenai pengertian al-‘adl dalam ayat tersebut di atas, namun kebanyakan 
mereka mengartikan al-adl dengan makna al-inhāf wa al-wasiyyat (berada di 
pertengahan dan mempersamakan”. Pengertian seperti ini dikemukakan oleh 
al-Baid}a>wi>, al-Ra>gib, dan Rasyid Rid}a>. Sejalan dengan pendapat ini, Sayyid 
Qutub menegaskan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang 
dimiliki oleh setiap orang. Ini berarti bahwa manusia mempunyai hak yang 
sama oleh karena mereka sama-sama manusia.55  
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55H. Abd. Muin Salim, Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran (Cet. I;  




 Kata “adil” dalam ayat tersebut diartikan “sama”, sangat terkait 
dengan sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengadilan dan 
pengambilan putusan. Karena itu, ayat ini menuntun hakim untuk 
menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama 
termasuk dalam proses beracara dan pengambilan putusan. Apabila persamaan 
dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari 
putusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud makna “al-adl” 
sebagaimana yang dimaksud ayat tersebut. 
b. Adil dalam arti “seimbang” 
Keseimbangan tersebut ditemukan pada suatu kelompok yang di 
dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama 
syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya 
syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan 
kehadirannya.56 Ayat terkait dengan ini adalah Q.S. al-Infit}ār (82): 6-7. 
Kata fasawwa>ka  dalam ayat tersebut diartikan “membuat seimbang”, 
karena ayat tersebut menginformasikan kepada manusia bahwa tubuhnya itu 
secara keseluruhan disusun menurut prinsip-prinsip keseimbangan.57 Dapat 
dirumuskan bahwa seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih 
atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan 
terjadi keseimbangan (keadilan). Demikian juga “keseimbangan” dalam 
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penciptaan alam raya bersama ekosistemnya.58 Di sini, keadilan identik 
dengan kesesuaian (proporsionalitas).  
Perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan 
kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian 
berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh 
fungsi yang diharapkan darinya. Jadi, petunjuk-petunjuk Alquran yang 
membedakan lelaki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian, 
apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan, harus dipahami dalam arti 
keseimbangan, bukan persamaan.  
 
c. Adil dalam arti “pengakuan hak individu dan penegakannya.” 
Pengertian adil inilah yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, 
atau memberi hak individu melalui jalan yang tepat dan terdekat. Melalaikan 
keadilan ini berarti kezaliman, pelanggaran terhadap hak-hak individu, atau 
bahkan lingkungan. Dengan demikian, menyirami tumbuhan adalah keadilan. 
Dalam ilustrasi lain, dikatakan bahwa sungguh merusak permainan (catur), 
jika menempatkan gajah di tempat raja, demikian ungkapan seorang 
sastrawan yang arif.59 Pengertian keadilan seperti ini, pada gilirannya akan 
melahirkan keadilan sosial (social justice). Oleh karena itu, dapat dirumuskan 
bahwa keadilan adalah nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial (social 
life).  
                                                          
58Lihat Q.S. al-Mulk/67: 3  




d. Adil dalam arti “keadilan  Ilahi”  
Adil di sini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya 
eksistensi dan tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat 
sewaktu terdapat banyak kemungkinan itu.”60 Semua wujud tidak memiliki 
hak atas Allah, keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-
Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah swt. tidak 
tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. 
Adil dalam pengertian seperti yang dirumuskan di atas, dapat 
dipahami dari sifat Allah sebagai Maha Adil, yakni “Allah al-‘Adl” dan atau 
“Alla>h al-Muqs}it”. Jadi, sifat Allah yang paling hakiki adalah “Adil”. Dalam 
Q.S. ‘Ali ‘Imrān/3: 18 Allah berfirman : 
 َﮫَﻟِإ َﻻ ِﻂِْﺴﻘْﻟﺎِﺑ ﺎًﻤِﺋﺎَﻗ ِﻢ ْﻠِﻌْﻟا ُﻮﻟُوأَو ُﺔَﻜِﺋَﻼَﻤْﻟاَو َُﻮھ ﱠِﻻإ َﮫَﻟِإ َﻻ ُﮫﱠﻧَأ ُ ﱠﷲ َﺪِﮭَﺷ ُﺰﯾِﺰَﻌْﻟا َُﻮھ ﱠﻻِإ
)ُﻢﯿ ِﻜَﺤْﻟا18(  
 
 
Terjemahnya :  
Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) 
melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-
orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan 
(yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.61 
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Ayat ini turun setelah Nabi saw. didatangi oleh dua orang pendeta 
dari Syam (Syiria). Kedua pendeta itu, datang ke Madinah terdorong oleh 
nubuwat yang termaktub dalam kitab mereka. Segera setelah Nabi saw tiba di 
Madinah, kedua pendeta itu datang menghadap. Para pendeta itu dengan 
seksama mengamati kota Madinah. Dengan takjub salah seorang pendeta 
mengatakan : “betapa miripnya kota ini dengan karakteristik kota Nabi, yang 
akan diutus pada akhir zaman”. 
Ketika keduanya menemui Nabi saw., mereka benar-benar mengenal 
dengan detail segala sifat dan karakter Nabi saw. Lalu keduanya berkata: 
“engkau Muhammad ?” Nabi saw. menjawab : “ya”. Keduanya berkata lagi, 
“engkau Ahmad ?” Nabi saw. menjawab: “ya”. Keduanya berkata: “Kami 
menanyakan kepada anda tentang kesaksian (syahādah), jika Anda 
memberitahukan kepada kami mengenai kesaksian itu, kami beriman kepada 
anda, dan membenarkan anda.” Nabi saw. lalu berkata kepada keduanya: 
“silahkan anda bertanya kepada saya”.  Keduanya lalu bertanya : “ceritakan 
kepada kami tentang kesaksian teragung dalam kitabullah”. Lalu turun ayat 
berikut kepada Nabi saw : ... ِﻂْﺴِﻘ ْﻟﺎ ِﺑ ﺎ ًﻤِﺋﺎ َﻗ ِﻢ ْﻠ ِﻌ ْﻟا ﻮُ ﻟوُ أ َو ُﺔَﻜِﺋَﻼ َﻤ ْﻟا َو َﻮُھ ﱠﻻِإ َﮫَﻟ ِإ َﻻ ُﮫﱠﻧَ أ ُ ﱠﷲ َﺪ ِﮭَﺷ 
Kedua pendeta itu akhirnya memeluk agama Islam, dan membenarkan misi 
Nabi saw.62 
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Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah selain Dia maha Esa, dan 
tiada sekutu bagi-Nya, Dia juga Zat yang menegakkan keadilan ( ِﻂْﺴِﻘْﻟﺎِﺑ ﺎًﻤِﺋﺎَﻗ). 
Kemahaadilan-Nya ini, mesti juga terpatri dalam diri masing-masing hamba.  
Abd. Muin Salim menegaskan bahwa perintah untuk berbuat adil yang 
berhadapan dengan larangan berbuat kekejian (fāhisyat),63 mengandung 
makna bahwa amal shaleh mencakup usaha-usaha yang berkaitan dengan 
pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk utama.64 Bertolak dari sini, 
maka amal saleh adalah keadilan (keselarasan).65 
Ditemukan banyak ayat Alquran yang memerintahkan agar manusia 
menegakkan keadilan66 dan melarang berbuat kekejian (fa>hisyah) dan aniaya 
(z}a>lim).67 Perintah semacam ini, tiada lain kecuali bertujuan untuk 
terciptanya kesejahteraan dalam arti yang luas. Sejahtera dapat berarti aman, 
sentosa dan makmur; selamat (terlepas) dari segala gangguan, kesukaran dan 
sebagainya.  Kesejahteraan tersebut akan tercapai bilamana telah tercipta 
keadilan.  
                                                          
63H. Abd. Muin Salim, op. cit., h. 131  
64Ibid., h. 133  
65Ibid., h. 134  
66Baca misalnya Q.S. al-Baqarah/2: 282; al-Nisa/4: 58; Q.S. al-Māidah/5: 8; Q.S. al-
An’ām/6: 70 dan 152; Q.S. al-A’rāf/7; 29 Q.S. al-Nahl/11: 90; Q.S. al-Hujurat /49: 9;  dan Q.S. al-
Hadī /57: 25.  
67Baca misalnya Q.S. al-Nisā/4: 135; Q.S. al-Ma>idah/5: 8; al-Nahl/11: 90; Q.S. al-




Secara kontekstual, perintah dalam ayat tidak hanya ditujukan kepada 
kelompok sosial tertentu dalam masyarakat muslim, tetapi juga ditujukan kepada 
setiap orang yang mempunyai kekuasaan memimpin orang-orang lain. Konsep lain 
yang terkandung dalam klausa ayat tersebut adalah “keadilan”.68 Bertolak dari 
pengertian al-‘adl yang telah dirumuskan bahwa perintah menetapkan hukum 
dengan adil di sini mengandung arti agar penggunaan kekuasaan politik harus 
berdasarkan dan bertujuan memelihara martabat kemanusiaan (basyariah insa>ni>).69 
Pemeliharaan martabat kemanusiaan inilah sebagai bingkai “kesejahteraan”. 
Dengan kata lain bahwa, amanat Allah sebagai titipan suci kepada umat manusia 
berupa penegakan keadilan adalah sendi hidup yang utama untuk mencapai 
kesejahteraan. 
e. Adil dalam pengertian “pertengahan” 
Adil dalam pengertian “berada di tengah-tengah, menengahi dan tidak 
memihak”, tampak dalam firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah/2: 143 : 
ﺎَﻣَو ًاﺪﯿِﮭَﺷ ْﻢُﻜَْﯿﻠَﻋ ُلﻮُﺳ ﱠﺮﻟا َنﻮَُﻜﯾَو ِسﺎﱠﻨﻟا ﻰَﻠَﻋ ءاََﺪﮭُﺷ ْاُﻮﻧﻮَُﻜﺘﱢﻟ ًﺎﻄَﺳَو ًﺔ ﱠُﻣأ ْﻢُﻛﺎَﻨْﻠَﻌَﺟ َِﻚﻟَﺬَﻛَو  َﺎﻨْﻠَﻌَﺟ
 َﻛ ِنإَو ِﮫَْﯿِﺒﻘَﻋ ﻰَﻠَﻋ ُِﺐﻠَﻘَﻨﯾ ﻦ ﱠﻤِﻣ َلﻮُﺳ ﱠﺮﻟا ُِﻊﺒﱠَﺘﯾ ﻦَﻣ َﻢَﻠَْﻌِﻨﻟ ﱠِﻻإ َﺎﮭَْﯿﻠَﻋ َﺖﻨُﻛ ِﻲﺘﱠﻟا ََﺔﻠِْﺒﻘْﻟا ىَﺪَھ َﻦﯾِﺬﱠﻟا َﻰﻠَﻋ ﱠِﻻإ ًةَﺮِﯿﺒََﻜﻟ َْﺖﻧﺎ
﴿ ٌﻢﯿِﺣ ﱠر ٌفوُؤَﺮَﻟ ِسﺎﱠﻨﻟِﺎﺑ َّﷲ ﱠنِإ ْﻢَُﻜﻧﺎَﻤِﯾإ َﻊﯿُِﻀِﯿﻟ ُّﷲ َنﺎَﻛ ﺎَﻣَو ُّﷲ١٤٣﴾ 
Terjemahnya : 
“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang 
adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar 
Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak 
menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami 
mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang 
                                                          
68H. Abd. Muin Salim, op. cit., h. 212  




membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali 
bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan 
menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang kepada manusia”.70 
Dalam ayat tersebut terlihat bahwa kata “wasatan” diartikan adil dan 
pilihan. Quraish Shihab mengartikannya dengan pertengahan, moderat, dan 
teladan.71 Tujuannya, agar umat Islam bisa menjadi saksi kepada orang lain dan 
kepada diri sendiri. Karena posisi pertengahan itu, menyebabkan orang tidak 
memihak ke kiri  dan ke kanan. Ketidakberpihakan ini, mengantarkan manusia 
untuk berlaku adil.  
Selain itu, posisi pertengahan menyebabkan seseorang mudah dilihat dari 
segala penjuru oleh siapapun, dan ketika itu, ia dapat menjadi teladan bagi semua 
pihak. Dalam pengertian yang berbeda, posisi pertengahan juga dapat melihat ke 
siapa pun dan ke semua penjuru.  
Demikianlah kenyataannya, posisi pertengahan itu mengantarkan kepada 
ketidakberpihakan (inparsial),  dan inparsialitas mengantarkan umat kepada 
keadilan. Keadilan pada umumnya berfungsi untuk kepentingan orang lain, 
meskipun orang lain itu adalah dua pihak yang bersengketa. Jika keadilan itu 
dilakukan atas nama agama Islam, maka umat lain akan melihat dan meyakini 
bahwa Islam itu adil.  
Berbuat adil atas nama agama dalam ayat ini dapat dilihat dengan 
memperhatikan akhlak pelaku keadilan itu. Jika akhlaknya mengikuti dan 
meneladani Rasul saw. dalam berbuat adil, seolah-olah Rasul melihat dia, maka 
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sesungguhnya orang itu telah berbuat adil untuk dan atas nama agama. Tetapi 
keadilan itu bernilai universal, sehingga meskipun pelaku keadilan adalah muslim, 
tetap ia berkewajiban memberi keadilan kepada seluruh umat manusia, non 
muslim sekalipun, bahkan termasuk kepada dirinya sendiri dan lingkungan.   
Keadilan kepada diri sendiri antara lain memandang dan berusaha berada 
di tengah-tengah antara kehidupan dunia yang materialisme dengan kehidupan 
akhirat yang sarat spiritualisme, tidak mengingkari kehidupan dunia tetapi juga 
tidak memandang bahwa kehidupan dunia adalah segalanya. Manusia tidak boleh 
lalai karena materialisme, tetapi juga tidak perlu membumbung tinggi dalam 
spritualisme, ketika pandangan mengarah ke langit kaki tetap harus berpijak ke 
bumi.72 
Menegakkan keadilan tidak harus dalam posisi sebagai hakim, tetapi 
masyarakat biasa pun berperan penting dalam proses penegakan keadilan, karena 
keadilan menyentuh seluruh segi kehidupan. Dalam proses litigasi pun, 
masyarakat tetap mempunyai andil dalam penegakan keadilan, antara lain menjadi 
saksi yang jujur dan tidak memihak, memberikan informasi yang benar dan akurat, 
serta bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kesaksian di muka sidang, 
jika diperlukan salah satu pihak, atau dinilai perlu oleh pengadilan.  
Penafsiran yang luas mengenai ayat tersebut antara lain dikatakan bahwa 
litaku>nu> syuhada>’ ‘ala> al-na>s, mengandung arti bahwa kaum muslimin akan 
menjadi saksi di masa datang atas baik buruknya pandangan dan kelakuan 
manusia. Akan ada pergulatan pandangan dan berbagai isme, tetapi umatan 





wasatan  akan menjadi rujukan dan saksi tentang pandangan dan pertarungan 
aneka isme.73 
Jika penafsiran ini dibawa ke proses litigasi perdata, maka konsepsi dan 
filosofi kebenaran dan keadilan dalam hukum Islam, dinilai lebih tepat, karena 
kebenaran dan keadilan harus ditegakkan oleh semua pihak yang terlibat dalam 
proses pemeriksaan dan pengambilan putusan, baik dalam posisi sebagai pihak 
yang berperkara, saksi, aparat pengadilan, maupun hakim. Pihak berperkara harus 
jujur menyampaikan gugatan, jawaban, replik dan duplik. Saksi harus jujur dalam 
memberikan keterangan di muka sidang, sehingga fakta hukum bisa terungkap. 
Demikian pula hakim, harus bisa, mau, mampu dan berani untuk melakukan 
terobosan hukum yang konstruktif dengan pertimbangan yang ilmiah-rasional dan 
berhati nurani, dalam rangka mengungkap kebenaran, kemudian menegakkan 
hukum dan keadilan di atas kebenaran itu.  Dengan kata lain, kebenaran fakta 
yuridis yang berhasil diungkapkan dalam proses pembuktian, harus ditunjang 
dengan kebenaran dalam ranah penemuan hukum oleh hakim sehingga keadilan 
substantif benar-benar bisa ditegakkan. 
Lebih spesifik lagi, dalam perspektif filsafat hukum Islam, kebenaran 
formal dalam proses litigasi perdata tidaklah cukup. Kebenaran yang dikehendaki 
hukum Islam secara filosofis adalah kebenaran yang berdimensi teologis, yaitu 
kebenaran yang dirahmati Allah. Kebenaran yang demikian harus menimbulakan 
harmonisasi dua arah, yaitu harmonisasi hamba dengan kha>lik sang pencipta, dan 
harmonisasi antara para pihak yang berperkara. Harmonisasi antara pihak yang 
                                                          




berperkara tentu saja tidak mudah, tetapi setidaknya pihak yang kalah dapat 
memaklumi oleh karena merasa dan mengetahui bahwa memang dialah yang salah. 
Memaklumi kesalahan sendiri, bisa mengantarkan kepada perdamaian secara 
ikhlas, sedangkan perdamaian dalam proses perdata, merupakan capaian hukum 
dan kedilan yang paling maksimal. 
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BAB    III 
ASAS KEBENARAN DALAM PROSES PERKARA PERDATA 
DAN NILAI-NILAI KEADILANNYA 
A. Kebenaran dalam Penerimaan Perkara 
Penerimaan perkara di pengadilan adalah input data pertama dan utama yang 
diperoleh pengadilan dari pencari keadilan (penggugat/pemohon). Data ini disebut 
dengan gugatan atau permohonan yang menjadi acuan terhadap seluruh proses 
selanjutnya dan berkembang sesuai substansi dan kepentingan permasalahan yang 
terungkap dalam persidangan.  
Sebagai data awal yang menjadi sumber informasi utama bagi hakim dalam 
menggali kebenaran dan menegakkan keadilan, sudah seharusnya gugatan atau 
permohonan itu tidak mengandung cacat informatif, apalagi cacat formal. Kultur 
hukum masyarakat dan moral individual sangat menentukan validitas informasi 
yang diformulasi menjadi gugatan atau permohonan.  
Dilihat dari cara menyampaikan ke pengadilan, gugatan dan permohonan 
dibedakan menjadi dua. Pertama, disampaikan secara lisan kemudian pengadilan 
membantu memformulasi informasi lisan itu menjadi sebuah gugatan formal. 
Kedua, disampaikan secara tertulis. Baik lisan maupun tertulis, gugatan harus 
dibuat sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat formal sebuah surat gugatan.1 
Jika syarat formal terpenuhi, maka dipastikan adanya jaminan proses sebuah perkara 
sampai selesai.  
Variativitas cara menyampaikan gugatan atau permohonan ke pengadilan, 
sangat dipengaruhi pola tingkah laku dan kondisi kultural masyarakat. Menurut H. 
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Jasir, masyarakat dapat digolongkan menjadi dua. Pertama, masyarakat yang sudah 
tahu hukum, yaitu masyarakat terpelajar dan modern. Kedua, masyarakat yang buta 
hukum,2 yaitu masyarakat yang belum mengetahui materi hukum itu sendiri.3 
Terlepas dari cara menyampaikan gugatan, hal penting yang harus 
diperhatikan dalam mengajukan gugatan adalah nilai kebenaran yang terkandung 
dalam posita dan kemampuan untuk membuktikan kebenaran itu secara formal di 
persidangan. Jika posita benar dan didukung dengan bukti formal yang cukup, 
kemudian diproses secara tepat, dapat dipastikan bahwa output pengadilan berupa 
putusan akan mendukung petitum gugatan. 
Secara formal, surat gugatan dan permohonan harus bernilai benar dalam 
beberapa aspek minimal dalam empat hal, yaitu pilihan pengadilan, identitas para 
pihak (meliputi data-data kependudukan penggugat dan tergugat), posita yang biasa 
juga disebut fundamentum petendi dan petitum. Keempat hal tersebut dapat 
dijelaskan sebagai berikut:   
1. Pilihan pengadilan 
Pengadilan di Indonesia mengenal dua macam kekuasaan mengadili 
yang disebut yurisdiksi (jurisdiction) atau kompetensi, yaitu kewenangan 
absolut (absolute competentie) dan kewenangan relatif (relative competentie). 
Kewenangan mengadili perlu diketahui untuk memastikan pengadilan mana 
yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa perdata, agar 
pengajuan gugatan tidak keliru. Kewenangan mutlak (absolute competentie) 
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menyangkut pembagian kekuasaan absolut untuk mengadili, yakni materi 
hukum yang menjadi kewenangan mengadili.4  
Demi memudahkan memahami kewenangan mutlak ini, secara makro 
peradilan dibedakan menjadi dua, yaitu peradilan umum dan peradilan tertentu. 
Disebut peradilan umum karena sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-
undang, peradilan umum berwenang memrosesnya. Sebaliknya, disebut 
peradilan tertentu, karena kewenangan absolutnya diatur secara limitatif dalam 
atau dengan undang-undang, yaitu peradilan agama, peradilan militer, peradilan 
tata usaha negara, dan peradilan pajak. Dengan demikian, secara keseluruhan, 
ada lima badan peradilan di Indoneisa dengan yurisdiksi yang berbeda-beda, 
termasuk peradilan umum. Bagir Manan mengatakan : 
“Di lingkungan peradilan umum tingkat pertama (sentral first instance 
court), ada peradilan-peradilan khusus, yaitu peradilan anak. Di beberapa 
pengadilan negeri, diadakan pula peradilan niaga, peradilan hak asasi 
manusia, peradilan korupsi. Selain itu, ada pula peradilan adat (di Papua), 
peradilan Syariah (di Aceh). Pada tingkat tertinggi adalah Mahkamah 
Agung sebagai peradilan kasasi untuk semua lingkungan badan peradilan. 
Di luar badan-badan peradilan di atas, ada Mahkamah konstitusi sebagai 
badan peradilan tingkat pertama dan terakhir (first and final court), yang 
mempunyai wewenang menguji undang-undang, menyelesaikan sengketa 
PILKADA, sengketa antar lembaga negara (kecuali badan peradilan).”5 
                                                          
4Misalnya masalah perceraian bagi pihak-pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan 
Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kewenangan 
mengadili tersebut ada pada Pengadilan Agama. Contoh lain mengenai masalah sewa menyewa, 
utang-piutang, jual-beli, gadai, hipotek adalah berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri. 
5Bagir Manan, “Akses Untuk Memperoleh Keadilan di Indonesia”, dalam Varia Peradilan, 






Meskipun beragam peradilan dengan yurisdiksinya masing-masing, 
perkara perdata dapat diproses pada dua badan peradilan, yaitu peradilan umum 
dan peradilan Agama.6  
Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 
Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) 
zakat; (g) infaq; (h) s}adaqah; dan (i) ekonomi syari ‘ah”. 
Mengacu penjelasan pasal 49 UU No 3 tahun 2006, yang dimaksud 
“ekonomi syari ‘ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan 
menurut prinsip-prinsip syari ‘ah, antara lain meliputi:  
(1)  bank syari ‘ah;  
(2)  keuangan mikro syari‘ah;  
(3)  asuransi syari‘ah;  
(4)  reasuransi syari‘ah;  
(5)  reksadana syari‘ah;  
(6)  obligasi syari‘ah dan surat berharga berjangka menengah syari‘ah;  
(7)  sekuritas syari‘ah;  
(8)  pembiayaan syari‘ah;  
(9)  pegadaian syari‘ah;  
(10) dana pensiun lembaga keuangan syari‘ah; dan  
(11) bisnis syari‘ah.7  
Berdasarkan informasi tersebut, dipahami dengan menggunakan 
metode berpikir analisis a contrario (mafhum mukha>lafah) bahwa selain 
kewenangan absolut peradilan agama yang disebutkan secara limitatif itu, 
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seluruh penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi, dilakukan di 
peradilan umum. Dengan demikian, pilihan pengadilan dalam upaya 
menyelesaikan sengketa perdata via litigasi berdasarkan kewenangan absolut, 
mudah ditentukan.  Selanjutnya, pilihan pengadilan dilakukan dengan 
memperhatikan kewenangan relatif. 
Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili 
berdasarkan wilayah antara pengadilan yang serupa.8 Untuk menentukan 
relativitasnya ini, dipakai asas bahwa gugatan perdata harus ditujukan ke  
pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat atau disebut actor sequitur 
forum rei. Asas ini dideduksikan dari pasal 118 HIR atau pasal 142 R.Bg., yaitu : 
a. Gugatan diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tepat kediaman tergugat, 
apabila tidak diketahui tempat kediaman tergugat, maka diajukan ke 
pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat sebelumnya. 
b. Jika tergugat lebih dari seorang sedang mereka tidak tinggal di dalam 
wilayah pengadilan, gugatan diajukan ke pengadilan yang mewilayahi salah 
satu diantara para tergugat, menurut pilihan penggugat. 
c. Jiak ada pilihan pengadilan dalam kontrak, gugatan diajukan sesuai pilihan 
pengadilan dalam kontrak tersebut. 
Pengecualian dari actor sequitur forum rei adalah gugatan cerai oleh 
isteri.  Gugatan cerai oleh isteri diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat 
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gugatan pada PN Sungguminasa karena tergugat lainnya berdomisili di Sungguminasa. Adapun asas 
yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat atau disebut actor sequitur forum 
rei. Tujuannya adalah agar gugatan diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di 






tinggalnya, kecuali ia dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama 
tanpa alasan hukum yang tepat, dan gugatan yang diajukan itu dibantah oleh 
tergugat (suaminya) serta dibenarkan bantahan itu oleh pengadilan. Sebaliknya, 
jika suami yang hendak menggugat cerai isterinya, tetap harus mengajukan ke 
pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal isteri, sebagai bentuk perlindungan 
kaum perempuan. 
Sesungguhnya, pilihan pengadilan ini tidak beresiko meskipun warga 
masyarakat keliru mendatangi pengadilan, karena petugas pengadilan akan 
mengarahkan pencari keadilan ke pengadilan yang berwenang. Petugas 
informasi ada pada setiap pengadilan di seluruh Indonesia. 
2. Identitas Para Pihak 
Validitas identitas para pihak sangat penting, agar penyampaian 
panggilan dan pemberitahuan pengadilan ke para pihak tidak salah alamat dan 
tidak salah orang (error in persona). Selain itu, kewenangan absolut dan relatif 
pengadilan, sangat berkaitan erat dengan identitas para pihak ini. Data-data 
yang lazim dimasukkan dalam identitas para pihak adalah nama, umur, alamat 
dan agama. Untuk kepentingan statistik, dalam praktik sering pula disertakan 
pendidikan dan pekerjaan para pihak. Nama para pihak harus dimasukkan secara 
lengkap, bahkan sebaiknya ditulis nama panggilan dan aliasnya guna 
memastikan tidak salah orang. Umur diperlukan dalam hubungan kecakapan 
bertindak hukum. Adapun alamat sangat penting untuk panggilan dan 
pemberitahuan. Sedangkan agama ada kaitannya dengan asas personalitas 






Sebagai subyek hukum dalam perkara perdata, kebenaran identitas para 
pihak menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepentingan 
hukum perseorangan, utamanya tergugat. Kesalahan dalam identitas 
menyebabkan  cacat yuridis yang berakibat terbukanya ruang sanggah bagi 
lawan yang pada akhirnya bisa berakibat putusan negatif yang menyatakan 
bahwa gugatan tidak dapat diterima. 
Secara faktual, sering dijumpai dalam sengketa perceraian bahwa pihak 
penggugat sengaja menyembunyikan alamat tergugat, atau setidak-tidaknya 
kurang serius mencari alamat yang tepat dengan maksud agar gugatan 
perceraian dapat diproses tanpa hadirnya tergugat (in absensia) karena alamat 
tergugat tidak diketahui. Proses ini cenderung merugikan tergugat dan tidak 
berkeadilan, oleh karena secara formal ia dipanggil di alamat terakhir, meskipun 
penggugat sesungguhnya bisa melacak alamat tergugat setelah kepergiannya. 
Lebih celaka lagi, meskipun penggugat memastikan bahwa tergugat berada pada 
suatu kota tertentu tetapi tidak diketahui alamatnya yang tepat sehingga perkara 
berjalan in absensia, biasanya pengadilan mengumumkan panggilan di daerah 
asal, bukan di kota yang ditinggali tergugat tersebut. Padahal secara filosofis, 
permakluman itu terutama ditujukan kepada tergugat sekaligus sebagai 
informasi publik. Jika media yang mengumumkan panggilan tersebut mampu 
menjangkau lokasi keberadaan tergugat, mungkin bisa dimaklumi. Tetapi jika 
menggunakan media lokal maka ketidakbenaran semakin terbuka, dan 
ketidakadilan semakin menganga. 
Peradilan perdata dengan hakim sebagai aktor penentu, dalam kasus 






reasoning (pertimbangan hukum) yang masuk akal, tetapi kadang hampa nurani. 
Padahal sejatinya, nurani harus menjadi perasa pertama dan utama soal keadilan, 
kemudian akal menganalisis secara tajam landasan yuridis, sebelum memberi 
sebuah putusan. Dengan demikian, diharapkan nurani hakim membahana 
menjadi nurani masyarakat pada umumnya sehingga keadilan benar-benar 
ditegakkan dan dirasakan masyarakat luas. 
 
3. Posita 
Posita adalah peristiwa yang mendasari gugatan, sering disebut 
fundamentum petendi.9 Praktiknya, sering digunakan istilah dalil gugatan untuk 
makna posita. Perkara yang tidak mengandung sengketa (volunter), posita 
memuat hubungan hukum pemohon (rechtsver houding) dengan kondisi hukum 
yang dikehendaki, disertai alasan-alasan yang mendasari.  Perkara yang 
mengandung sengketa (contentious), posita harus diuraikan secara jelas yang 
menggambarkan hubungan hukum antara penggugat dan obyek sengketa, 
hubungan hukum obyek sengketa dengan tergugat, serta tindakan hukum 
tergugat yang dinilai melanggar kepentingan hukum penggugat. 
Kondisi masyarakat Indonesia yang umumnya awam hukum, dan 
rendahnya kemampuan membayar jasa advokat, seharusnya menjadi hal yang 
mengetuk nurani pengadilan melalui otoritasnya untuk memberikan bantuan 
pencerahan yang tepat dan sewajarnya, sekadar bagaimana menetralkan 
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Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadilan  (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 57. Bandingkan dengan 
Ahmad Mujahidin,  Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di 






hubungan lalu lintas hukum yang terganggu, dalam bentuk posita.10 Karena 
kesalahan posita, dapat berakibat gagalnya menetralisir hubungan hukum yang 
terganggu.   
Sebaliknya, gugatan salah satu pihak perlu dicermati secara hati-hati 
dan bertanggungjawab, guna menghindari perampasan hak melalui lembaga 
peradilan. Karena jika semua gugatan manusia dikabulkan, suatu saat akan ada 
manusia yang menggugat darah yang mengalir dalam tubuh saudaranya, diklaim 
sebagai darahnya sendiri. Tingkat kepuasan individual tidak selamanya jadi 
ukuran, karena manusia sangat mencintai harta yang membuatnya cenderung 
terus berusaha menambah harta dengan cara yang berbeda-beda. 
Secara konseptual, dikenal dua teori dalam perumusan gugatan, yaitu 
substantierings theorie dan individualisering theorie. Substantierings theorie 
mengajarkan, posita harus menjelaskan fakta-fakta yang melatari terjadinya 
sebuah peristiwa hukum (hubungan hukum), menjelaskan pula substansi 
hubungan hukum yang mendasari tuntutan, serta tindakan peristiwa hukum yang 
dinilai merugikan. Adapun individualisering theorie mengintrodusir bahwa 
posita dapat dibenarkan dengan hanya menjelaskan hubungan hukum 
(rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan. Alasan penganut teori ini 
adalah bahwa penjelasan mengenai sejarah terjadinya hubungan hukum dapat 
dikemukakan dalam proses persidangan selanjutnya.11 
                                                          
10Bantuan pencerahan dimaksud dapat disarankan hakim kepada penggugat pada sidang 
pertama, sebelum dijawab oleh tergugat, selama saran perbaikan itu tidak menambah substansi 
tuntutan. 






Praktik peradilan menunjukkan bahwa kedua teori yang berbeda itu, 
tidak harus diikuti secara ketat dan kaku, melainkan diterapkan kumulatif 
menurut selera penggugat. Pengadilan sama sekali tidak mempersoalkan dasar 
teori, melainkan mencermati komprehensifitas sebuah gugatan. Oleh karena itu, 
menurut Yahya Harahap posita yang lengkap, memuat dua syarat : 
1) Dasar hukum (rechtelijke grond), yaitu penjelasan mengenai hubungan 
hukum bersegitiga: hubungan hukum antara penggugat dengan obyek 
sengketa, hubungan hukum tergugat dengan obyek sengketa, dan hubungan 
hukum penggugat dengan tergugat; 
2) Dasar fakta (feitelijke grond), yaitu fakta hukum atau tindakan hukum 
tergugat yang mencederai normalitas sebuah hubungan hukum, baik 
hubungan hukum penggugat dengan obyek sengketa maupun hubungan 
hukum penggugat dengan tergugat secara langsung.12 
Hal penting yang perlu diperhatikan dalam perumusan posita adalah 
bagaimana posita dibuat secara sederhana tetapi tetap komprehensif dan dapat 
dibuktikan secara formal dalam persidangan. Informasi yang terkandung dalam 
posita harus detail dan terinci dengan batas yang jelas, memiliki pijakan hukum 
yang sesuai, menjelaskan fakta hukum secara konkrit, serta bersesuaian dengan 
tuntutan dalam petitum. Pada saat pemeriksaan, hakim sebaiknya menggali 
informasi yang tepat dan akurat sebelum dijawab oleh tergugat, karena 







kesempatan memperbaiki gugatan terbuka lebar pada saat gugatan belum 
dibuktikan.13  
Praktik peradilan menunjukkan adanya posita gugat yang tidak 
komprehensif. Jika hal ini ditangani oleh hakim yang pasif dan tidak 
memberikan pertanyaan-pertanyaan konstruktif dengan asumsi jawaban 
ekplanatif (menjelaskan), maka perkara akan berakhir negatif, tidak dapat 
diterima. Sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan konstruktif dari hakim, secara 
tidak langsung memberikan bantuan dalam menemukan kebenaran informatif 
(input) yang menjadi dasar berprosesnya perkara perdata secara adil (prosedural 
justice) yang pada akhirnya tercapai keadilan substantif (output) sebagai cita 
tertinggi dalam penegakan hukum. Mengemukanya kebenaran sejak awal proses 
sampai akhir, membuka jalan menuju tercapainya keadilan hukum yang 
progresif. 
4. Petitum  
Petitum14 adalah permintaan atau harapan penggugat agar diputuskan oleh 
hakim dalam persidangan.15 Supaya gugatan tidak mengandung cacat formal, harus 
dicantumkan petitum yang berisi tuntutan pokok penggugat, berupa deskripsi yang 
                                                          
13Kalau sudah pembuktian, perubahan gugatan tetap dimungkinkan dengan persetujuan 
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14Petitum sering juga disebut petita (jamak, plural), petitory, atau conclusum. Lihat 
M.Yahya Harahap, ibid,  h. 63 
15Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Edisi 






jelas menyebut poin demi poin dalam akhir gugatan tentang hal-hal yang harus 
dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat. 
Petitum adalah tuntutan yang disampaikan oleh penggugat setelah 
menggambarkan dan sangat berkaitan dengan peristiwa hukum dalam posita, yang 
dinilai merugikan penggugat. Oleh karena itu, petitum harus dibuat secara singkat, 
padat, rinci namun tetap lengkap yang mengakomodir seluruh tuntutan penggugat. 
Petitum biasanya diletakkan di bagian akhir surat gugatan yang berisi hal-hal apa 
saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan 
kepada tergugat. Dengan demikian, petitum merupakan permintaan kepada 
pengadilan untuk ditetapkan, atau dinyatakan sebagai hak kepada penggugat, atau 
hukuman kepada tergugat, atau hukuman kepada kedua belah pihak.16  
Secara teoretis, M. Yahya Harahap membagi dua jenis petitum, tunggal dan 
alternatif.17 Pertama, petitum tunggal hanya merinci pokok tuntutan, tanpa tuntutan 
alternatif tambahan yang menjadi penyempurna tuntutan pokok itu. Meskipun 
banyak tuntutan kalau kesemuanya merupakan tuntutan pokok, tetap disebut 
petitum tunggal. Adapun tuntutan tambahan antara lain meminta agar tergugat 
membayar biaya perkara, dilaksanakan lebih awal sebelum putusan akhir 
(uitvoerbaar bij voorraad), meminta tindakan sementara (provisonil) sambil 
menunggu putusan akhir, menuntut tergugat membayar bunga moratori, 
pembayaran uang paksa (dwangsom), meminta keadilan hakim (ex aequo et bono), 
dan lain-lain. Kedua, petitum alternatif yaitu petitum yang meminta tuntutan pokok 
secara rinci kemudian memohon keadilan hakim, seandainya adanya alternatif lain 
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yang tidak sejalan dengan tuntutan pokok penggugat. Tuntutan alternatif ini sering 
disebut dengan petitum subsider, yang isinya memohon keadilan hakim (ex aequo et 
bono). 
Petitum alternatif ini kelihatannya sederhana, tetapi sesungguhnya 
memberikan legitimasi yang kuat kepada hakim untuk mencari putusan yang tidak 
hanya adil, tetapi juga tepat dan bermanfaat luas, sekaligus menghindari terjadinya 
ultra petita (mengabulkan yang tidak diminta). Hukum perdata menganut prinsip 
bahwa hakim tidak boleh memberikan putusan yang tidak diminta salah-satu pihak 
atau melebihi permintaan, meskipun terbukti.   
Berdasarkan uraian mengenai kebenaran dalam penerimaan perkara, tampak 
jelas bahwa bagaimanapun cermatnya suatu gugatan atau sesederhana apapun 
sebuah catatan permohonan lisan yang disampaikan penggugat yang buta huruf, 
pada prinsipnya tidak lepas dari rangkaian kata-kata yang berusaha mengungkap 
peristiwa hukum yang telah terjadi, sambil mengharap bahwa peristiwa hukum yang 
merugikan itu dapat dipulihkan oleh hakim melalui putusannya yang benar dan adil.  
Hakim yang diyakini mengerti hukum, harus benar-benar menggali 
kebenaran itu dari berbagai pihak, termasuk kepada penggugat sebagai pihak yang 
mengadu dan merasa dirugikan. Boleh jadi gugatan itu tidak benar sama sekali, atau 
mungkin memang benar tetapi tidak bisa membuat rumusan kalimat representatif 
yang mencakup seluruh permasalahan yang sedang dan akan dialami, mengingat 
masih banyak warga masyarakat yang awam hukum. Bagaimanapun gugatan, baik 
lisan maupun tulisan, adalah suatu usaha untuk menerjemahkan suatu tindakan 






Padahal, kosa kata atau tata bahasa selalu memiliki keterbatasan makna, bahkan 
boleh jadi salah dipahami. Satjipto Rahardjo mengatakan : 
“...Tidak salahlah apabila orang mengatakan bahwa hukum itu adalah suatu 
permainan bahasa (language game). Bahasa (tulis) sebagai alat untuk 
menyampaikan pesan gagasan banyak mengandung keterbatasan…. 
Sesungguhnya semua teks tertulis itu membutuhkan penafsiran, …”18 
Berdasarkan informasi literer ini, secara sosiologis dan filosofis hakim 
memang harus meminta penjelasan yang memadai setiap ada gugatan dan menggali 
nilai-nilai kebenaran informatif yang ada di dalamnya, untuk kemudian memutuskan 
berdasarkan kebenaran itu, demi keadilan yang bermaslahat dan berkepastian hukum 
berdasarkan nilai-nilai teologis. Benarnya informasi yang termuat dalam gugatan, 
akan menuntun proses pemeriksaan perkara yang benar dan berkeadilan. Sebaliknya, 
informasi yang keliru dalam gugatan, bagaimanapun progresifitas hakim pemeriksa 
perkara itu, akan sulit menemukan kebenaran yang pada gilirannya lalai 
menegakkan keadilan.  
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa tercapainya kebenaran dan tegaknya 
keadilan dalam perkara perdata tidak semata-mata ditentukan oleh hakim pemeriksa 
perkara, tetapi penggugat dan tergugat juga memberi konstribusi penting, antara 
lain dengan cara jujur dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan materi 
perkara yang diperiksa, serta tidak berusaha mempengaruhi hakim dengan 
pendekatan non hukum. Dengan demikian benar bahwa seluruh sub sistem dalam 
sistem hukum harus berfungsi dan berjalan dengan baik dan benar, untuk 
menemukan dan menegakkan keadilan. Ketiga sub sistem tersebut adalah substansi 
                                                          






hukum (hukum nasional), struktur hukum (kelembagaan dan aparat hukum) dan 
kultur hukum (budaya hukum dalam masyarakat). 
B. Kebenaran dan keadilan dalam Proses Pembuktian 
Hukum pembuktian dalam acara perdata menduduki tempat yang sangat 
penting. Hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan 
mempertahankan hukum materil. Secara formal hukum pembuktian itu mengatur 
cara bagaimana mengadakan pembuktian menurut hukum yang berlaku. Sedangkan 
secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima suatu alat 
bukti tertentu serta kekuatan pembuktiannya di persidangan. Pembuktian adalah 
penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa 
suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang 
dikemukakan.19 
Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengandung sengketa di 
pengadilan (juridicto contentiosa) maupun dalam perkara-perkara permohonan non 
sengketa yang menghasilkan suatu penetapan (juridicto voluntair). Salah satu tugas 
hakim dalam proses perdata adalah menyelidiki hubungan hukum yang menjadi 
dasar gugatan, apakah benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum harus terbukti 
untuk membenarkan gugatan penggugat. Apabila penggugat tidak berhasil 
membuktikan gugatannya, maka gugatan tersebut harus ditolak, dan apabila 
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gugatan terbukti maka tuntutan akan dikabulkan.20 Pasal 283 R.Bg./163 HIR 
menyatakan :  
“Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu 
perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang 
lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”21  
Berdasarkan pasal tersebut, pembuktian pada prinsipnya dibebankan kepada  
penggugat, baik dalam posisi sebagai penggugat awal, ataupun dalam kedudukannya 
sebagai penggugat balik (rekonvensi). Akan tetapi tidak semua dalil yang menjadi 
dasar gugatan harus formal dibuktikan, sebab dalil-dalil yang diakui sepenuhnya 
oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Meski demikian, pembuktian tidak 
selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim pemeriksa 
perkara tersebut bisa menentukan siapa di antara pihak-pihak berperkara yang 
dibebani pembuktian, apakah penggugat atau tergugat. Hakim berwenang 
membebankan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara 
yang seadil-adilnya.22 
Para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara 
di persidangan harus tunduk kepada dan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam 
hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, 
macam-macam alat bukti serta kekuatan alat-alat bukti, dan sebagainya. Hukum 
pembuktian ini antara lain termuat dalam HIR (Herziene Indonesische Reglement) 
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yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177; 
R.Bg. (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) berlaku di luar wilayah Jawa dan 
Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan 
pembuktian akta di bawah tangan; dan BW (Burgerlijk Wetboek) atau KUHPerdata 
Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945, dan khusus untuk Pengadilan 
Agama pembuktian diatur pula dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan 
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.  
Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, alat bukti yang diakui 
dalam hukum acara perdata adalah tulisan (surat), keterangan saksi, persangkaan, 
pengakuan dan sumpah. 
Bukti tulisan (surat) adalah alat pembuktian dengan bentuk tertulis. Surat 
adalah pembawa tanda-tanda bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi 
pikiran.23 Atau, segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan 
untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan 
dipergunakan sebagai pembuktian.24 Ada juga yang mengatakan bahwa bukti tulisan 
adalah surat, suatu pernyataan buah pikiran, atau isi hati yang diwujudkan dengan 
tanda-tanda bacaan dan dimuat dalam sesuatu benda.25 H. Riduan Syahrani 
mendefinisikan bukti tulisan dengan segala sesuatu yang memuat tanda-tanda 
bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu.26 
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h. 36 
25Ibid., h. 37 






Menurut A. Pitlo, bukti saksi atau kesaksian hanya boleh berisikan apa 
yang dilihat oleh saksi dengan pancainderanya dan tentang apa yang dapat diketahui 
sendiri dengan cara yang demikian.27 Sedangkan S. M. Amin mengatakan bahwa 
kesaksian hanya gambaran dari apa-apa yang telah dilihat, didengar dan dialami 
saksi, keterangan-keterangan ini semata-mata bersifat obyektif.28 Menurut Sudikno 
Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di 
persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan 
secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang 
dipanggil di persidangan.29 Pembuktian dengan alat bukti saksi diperbolehkan dalam 
segala hal, sebagaimna diatur pasal 165 R.Bg./139 HIR dan pasal 1895 
KUHPerdata, kecuali bila undang-undang menentukan lain. Misalnya, mengenai 
perjanjian pendirian perseroan firma di antara para persero firma itu sendiri yang 
harus dibuktikan dengan akta notaris (pasal 22 KUHD), mengenai perjanjian 
pertanggungan/asuransi hanya dapat dibuktikan dengan polis (pasal 258 KUHD).  
Hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan 
oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun demikian, ada beberapa orang yang tidak 
dapat didengar sebagai saksi, ada pula orang-orang tertentu yang dapat 
mengundurkan diri sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg./145 
HIR, pasal 174 R.Bg./146 HIR, serta pasal 1909 dan pasal 1910 KUHPerdata.  
Alat bukti persangkaan diatur dalam pasal 310 R.Bg./173 HIR dan pasal 
1915 sampai dengan pasal 1922 KUHPerdata. Pembuktian dengan persangkaan 
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dilakukan bila terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau 
mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Persangkaan adalah kesimpulan 
yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang 
dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Jika yang menarik kesimpulan 
tersebut adalah hakim maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan hakim. 
Sedangkan jika yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang maka dinamakan 
persangkaan undang-undang.30  
Adapun pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 311 R.Bg./174 
HIR, pasal 312 R.Bg./175 HIR, pasal 313 R.Bg./176 HIR serta pasal 1923 sampai 
dengan pasal 1928 KUHPerdata. Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah 
satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh 
pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan pihak lawan.31 S. M. Amin 
mengatakan bahwa  pengakuan adalah suatu pernyataan tegas oleh seorang di muka 
sidang pengadilan, yang membenarkan seluruh  dalil  lawan, atau hanya satu atau 
lebih daripada satu hak-hak atau hubungan yang didalilkan, atau hanya salah satu 
atau lebih daripada satu hal-hal yang didalilkan.32  
Menurut Sudikno Mertokusumo, pengakuan di muka hakim di persidangan 
merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan 
dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan 
baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang 
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diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim 
tidak perlu lagi.33 Jadi, pengakuan adalah suatu keterangan yang diberikan oleh 
salah satu pihak dalam perkara, baik secara lisan atau tertulis yang bersifat 
membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan atau 
didalilkan oleh pihak lain.  
Alat bukti sumpah diatur dalam pasal 182 sampai dengan pasal 185 
R.Bg./pasal 155 sampai dengan pasal 158 HIR, pasal 314 R.Bg./pasal 177 HIR, 
pasal 1929 sampai dengan pasal 1945 KUHPerdata. Walaupun undang-undang tidak 
menjelaskan arti sumpah, para ahli hukum memberikan pengertiannya. Sumpah 
adalah hal menguatkan suatu keterangan dengan berseru kepada Tuhan.34Sumpah 
pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau 
diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat 
Mahakuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan 
atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.35 M. H. Tirtaamidjaja 
menyatakan sumpah adalah suatu keterangan yang diucapkan dengan khidmat, 
bahwa jika orang yang mengangkat sumpah itu memberi keterangan yang tidak 
benar, ia bersedia dikutuk Tuhan.36  
Sumpah ada dua macam: pertama, sumpah oleh salah satu pihak 
memerintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara 
kepadanya, yakni sumpah pemutus (sumpah decissoir); dan kedua, sumpah yang 
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oleh hakim karena jabatannya, memerintahkan kepada salah satu pihak untuk 
bersumpah, disebut sumpah penambah/pelengkap (sumpah suppletoir) dan sumpah 
penaksir (sumpah taxatoir). 
Menurut M. Yahya Harahap, hukum pembuktian (law of evidence) sangat 
kompleks dan rumit karena berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi peristiwa 
masa lalu (past event), sebagai suatu kebenaran (truth), meskipun kebenaran yang 
dicari dalam proses perdata adalah kebenaran relatif, bahkan mungkin kebenaran 
yang bersifat kemungkinan (probable).37 Kesulitan itu terjadi karena: pertama, 
pembuktian perdata menganut sistem adversarial (adversarial system) yang 
memberi kesempatan yang sama kepada kedua pihak berperkara untuk mengajukan 
bukti kebenaran dan sekaligus membantah kebenaran lawan. Kedua, kedudukan 
hakim dalam sistem hukum perdata (termasuk dalam sistem pembuktian), bersifat 
pasif, sehingga pencarian kebenaran menjadi lemah. Jenis dan jumlah alat bukti 
yang diajukan ke persidangan sangat ditentukan oleh para pihak sendiri, hakim tidak 
diperkenankan aktif mencari selebihnya. Ketiga,  beberapa alat bukti tertentu secara 
materil mengikat keputusan hakim, misalnya akta otentik, pengakuan murni 
tergugat dan sumpah pemutus. Bukti-bukti yang diajukan para pihak tersebut pada 
umumnya tidak dinilai oleh ahli, dan hakim harus mengikuti, karena alat bukti 
tersebut memiliki kekuatan mengikat.38 Meski demikian, untuk menghindari 
putusan yang berdasar pada alat bukti palsu dan kebohongan, hakim harus menolak 
alat bukti yang secara substantif isinya tidak bisa dipercaya (inherently unreliable) 
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serta mengesampingkan alat bukti yang tidak bernilai (eliminating worthless 
evidence).39 
Kompleksitas dan kerumitan pembuktian tersebut diperparah lagi dengan 
kondisi sosio-kultural dan keadaan finansial masyarakat Indonesia yang masih 
banyak awam hukum dan kurang mampu membayar jasa advokat untuk menjadi 
kuasa dalam menuntut hak-hak keperdataan dan membuktikannya di pengadilan. 
Selain itu, alat bukti yang disebutkan secara limitatif dalam undang-undang 
meskipun tampak sederhana, akan tetapi dalam praktik tetap banyak mengalami 
kendala. Bukti surat misalnya, walaupun benar ada, tetapi sulit didapatkan 
penggugat karena asli dan fotocopy disembunyikan pihak tergugat, sedangkan untuk 
mendapatkan duplikatnya penggugat selalu terhalang oleh alasan klassik, yaitu 
menjaga kerahasiaan, seperti rahasia atau dokumen negara, rahasia perusahaan, 
rahasia perbankan, dan lain-lain.  Dalam kondisi seperti ini, masyarakat banyak 
yang belum paham bahwa  pengadilan bisa membantu menemukan duplikat atau 
salinan sah sebuah surat, berdasarkan permohonan salah satu pihak. Berdasarkan 
permohonan itu, pengadilan berwenang memerintahkan untuk diperlihatkan 
dokumen rahasia itu, atau memanggil paksa seorang saksi yang dinilai relevan dan 
mengetahui substansi surat yang dibutuhkan, bahkan boleh jadi mengutus hakim 
komisaris untuk melihat surat yang dinilai penting itu, di tempat menyimpanannya. 
Pembuktian dengan saksi bukan hanya rumit tetapi sering menimbulkan 
kecurigaan pihak lawan bahwa keterangan yang disampaikan saksi adalah tidak 
benar karena tidak jujur, meskipun telah disumpah. Kerumitan lainnya adalah 
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bahwa tidak semua orang bisa menjadi saksi atas orang lain karena beberapa 
halangan antara lain hubungan darah, hubungan semenda, belum cukup umur, 
jabatan, dan lain-lain. Selain itu, manusia memiliki keterbatasan usia yang relatif 
singkat sehingga peristiwa hukum yang hanya bisa dibuktikan dengan saksi pada 
akhirnya bisa berposisi sangat lemah setelah wafatnya saksi. Apalagi, masih hidup 
dan bisa menjadi saksi pun belum tentu bersedia.  Dalam kondisi seperti ini, 
kepedulian dan kebijaksanaan hakim menjadi sangat menentukan. Itu sebabnya, 
dalam sebuah kongres assosiasi internasional hukum acara (international association 
for procederal law) dibicarakan pemikiran tentang keadilan yang manusiawi (justice 
with a human face)40 dan para peserta pada umumnya menghendaki kebijakan dan 
peranan yang lebih besar dari hakim dalam hal menentukan beban pembuktian, baik 
dalam menentukan dapat diterima atau tidaknya suatu alat bukti maupun relevansi 
alat bukti dengan perkara yang sedang diperiksa.41  
Dewasa ini pengakuan lawan sebagai alat bukti semakin jarang didapati, 
terutama dari pihak yang mengerti hukum. Bahkan meskipun tampak jelas, tetap 
saja diingkari untuk setidak-tidaknya menunda dan memperlama proses persidangan 
agar hak-hak yang menguntungkan tidak segera berpindah ke tangan lawan yang 
menjadi pemenang. Ini terjadi karena nilai-nilai kejujuran makin langka yang 
diiringi dengan kebutuhan kebendaan dan posesifitasnya yang makin tinggi.  
Berkaitan dengan langkanya pengakuan lawan dalam proses pembuktian 
karena merosotnya nilai-nilai kejujuran, hampir tidak pernah ditemukan penerapan 
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sumpah pemutus yang mengakhiri sengketa perdata di pengadilan. Ada  tiga  jenis 
sumpah: pertama, sumpah pemutus. Kedua, sumpah penambah. Ketiga, sumpah 
penaksir. Tiap-tiap jenis sumpah ini juga memiliki kekuatan pembuktiannya 
masing-masing. Sumpah pemutus memiliki daya kekuatan memutuskan perkara 
atau mengakhiri perselisihan sehingga sumpah pemutus memiliki sifat dan daya litis 
decisoir42 dan undang-undang melekatkan kekuatan pembuktian sempurna, 
mengikat dan menentukan kepada sumpah pemutus tersebut.  
Sedemikian kuatnya pembuktian yang melekat pada sumpah pemutus, 
sehingga Pasal 1936 KUHPerdata melarang mengajukan bukti lawan terhadapnya. 
Berbeda dengan sumpah pemutus, sumpah penambah dan sumpah penaksir 
mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat saja, sehingga 
terhadapnya dapat diajukan bukti lawan. Pihak lawan dapat membuktikan bahwa 
sumpah tersebut palsu. 
Kebenaran dan keadilan dalam proses pembuktian perdata sangat penting, 
bukan saja menyangkut jenis dan jumlah alat bukti serta relevansinya dengan 
perkara yang sedang diperiksa, tetapi berkaitan pula dengan proses yang seimbang 
dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena pembuktian berhubungan erat dengan 
dua hal yang sangat esensial: pertama, sangat berhubungan dengan hak-hak asasi 
manusia, dan kedua, menyangkut kualitas putusan hakim (fundamental quality of 
justice rendered).43 Karena itu, harus pula ada keseimbangan antara proses 
pembuktian yang baik di satu sisi, dan acara pemeriksaan yang cepat di sisi yang 
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lain. Proses pemeriksaan yang berlarut-larut, meskipun keputusan akhirnya tampak 
adil tetapi pada hakekatnya putusan itu telah kehilangan rasa keadilannya  (justice 
delayed justice denied).  
Menyadari pentinganya proses yang cepat dan sederhana, maka pembuat 
undang-undang telah menggariskan dengan sangat jelas bahwa : 
”Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya 
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang 
sederhana, cepat dan biaya ringan”44 
Menurut Muhammad Alim, faktor pendukung terselenggaranya peradilan 
yang cepat adalah pertama, prosedurnya sederhana. Kedua, para hakimnya adalah 
oarng-orang yang bertakwa yang memegang teguh komitmen untuk mempercepat 
penegakan keadilan. Ketiga, kepercayaan masyarakat akan integritas para hakim. 
Keempat, masyarakat (pihak) yang diadili memiliki pikiran dan nurani yang tidak 
tercemari oleh tipu daya dan kelicikan untuk menggapai materi dengan segala 
cara.45  
Meskipun proses pemeriksaan perkara secara cepat sangat penting, akan 
tetapi hak-hak para pihak tidak boleh dikurangi dengan alasan percepatan itu. 
Pemeriksaan yang baik dan cermat bahkan jauh lebih penting dari pada sekadar 
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percepatan penyelesaian perkara, akan tetapi perpaduan antara pemeriksaan perkara 
yang baik dan cepat, jika dapat dilakukan, tentu lebih baik lagi. 
Untuk menjamin kebenaran dan keadilan dalm pembuktian, dewasa ini sudah 
diwacanakan pembuktian berdasarkan tehnik yang relevan dengan ilmu 
pengetahuan, bahkan di beberapa negara, seperti Swedia, telah meningkatkan 
pendapat ahli sebagai alat bukti.46 Bahkan di Indonesia, dokumen eloktronik telah 
diakui sebagai alat bukti.47 Karena itulah, pembuktian perdata yang merupakan 
kunci dikabulkan gugatan, menjadi sangat penting agar pembuktian benar-benar 
merepresentasikan kebenaran substantif yang pada gilirannya menunjang tegaknya 
keadilan. Hal ini karena pada ira-ira tiap putusan selalu ditegaskan, putusan dibuat 
“demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, dan bukan “demi kepastian 
hukum berdasarkan undang-undang”. Ini menjadi dasar yang membolehkan hakim 
membuat putusan untuk menegakkan keadilan meski –jika terpaksa- melanggar 
ketentuan formal undang-undang yang menghambat tegaknya keadilan.48 
Masalahnya kemudian, hal itu sulit dilakukan karena tiadanya kriteria pasti untuk 
menentukan keadilan, berbeda dengan bunyi undang-undang yang isinya pasti.  
Meski demikian, keadilan memang tidak selalu dapat dipastikan lebih dahulu 
karena dalam banyak kasus justru harus disikapi sesuai karakter perkara masing-
masing. Keadilan akan terasa dan terlihat dari konstruksi hukum yang dibangun 
hakim dengan menilai satu per satu alat bukti yang diajukan dalam persidangan 
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untuk akhirnya sampai kepada keyakinan dalam bentuk putusan. Tetapi, keadaan ini 
tidak dapat diartikan bahwa hakim boleh seenaknya melanggar atau menerobos 
ketentuan undang-undang.49  
Ketika undang-undang mengatur secara pasti dan dirasa adil, maka hakim 
tetap perlu berpegang kepada undang-undang. Meski demikian, para hakim didorong 
untuk menggali keadilan substantif (substantif justice) di masyarakat dari pada 
terbelenggu ketentuan undang-undang (procedural justice).50 Kondisi ini 
menegaskan bahwa berdasarkan sistem hukum Indonesia, hakim diperbolehkan 
bahkan harus membuat terobosan putusan yang menyalahi undang-undang, jika 
undang-undang itu membelenggunya dari keyakinan untuk menemukan kebenaran 
dan menegakkan keadilan.  
C. Keaktifan Hakim dalam  Mengungkap Kebenaran dan Keadilan 
Aktif memberi bantuan sesungguhnya merupakan salah satu asas dalam 
hukum acara perdata, terutama di peradilan agama. Hal ini di dasarkan pada pasal 
119 HIR/143 R.Bg., pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 5 
Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-undang 
No 48 Tahun 2009.51 Rumusan pasal-pasal tersebut berbunyi : 
                                                          
49Ibid.  
50Ibid. 






“Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya 
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang 
sederhana, cepat dan biaya ringan”52 
Berdasarkan pasal ini, sesungguhnya hakim secara imperatif  harus (wajib) 
“berusaha sekeras-kerasnya” mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk 
mencapai peradilan (proses tegaknya keadilan) secara sederhana, cepat dan biaya 
ringan. Redaksi “...mengatasi segala hambatan dan rintangan...” harus 
diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang mampu menghilangkan seluruh 
hambatan dan rintangan pencari keadilan, baik yang bersifat administratif formal 
maupun yang berkaitan dengan tehnik yustisial dan tata cara mempertahankan hak 
dan menunaikan kewajiban selama pemeriksaan perdata berlangsung di pengadilan. 
Sedangkan penggunaan kata “pengadilan” di awal pasal itu, mengandung arti bahwa 
bantuan untuk menghilangkan seluruh hambatan dan rintangan pencari keadilan itu, 
tidak harus diberikan oleh hanya hakim, tetapi seluruh aparat peradilan, sesuai 
dengan kewenangan dan tugas yang dimilikinya. Mereka itu adalah pimpinan 
pengadilan, para hakim, panitera dan seluruh pejabat di kepaniteraan, juru sita/ juru 
sita pengganti maupun staf di sekretariatan pengadilan, selama bantuan itu tidak 
melanggar hukum dan etik.  
Menurut Ahmad Mujahidin, hakim wajib memberikan bantuan para pihak 
dalam proses lancarnya persidangan, sepanjang mengenai hal-hal yang berhubungan 
dengan masalah formal, antara lain sebagai berikut : 
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1. Membantu membuat gugatan/permohonan bagi yang buta huruf, sebagaimana 
maksud Pasal 120 HIR atau pasal 144 R.Bg. ayat (1):  “bilamana penggugat 
buta huruf, maka surat gugatannya dapat diajukan dengan lisan kepada ketua 
pengdilan, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya” 
2. Memberi pengarahan tata cara berperkara secara cuma-cuma (prodeo, gratis), 
sesuai pasal 244 dan 245 HIR. 
3. Memberikan saran tentang sahnya surat kuasa, sesuai pasal 123 ayat (3) HIR 
atau pasal 147 R.Bg. dan Surat Edaran  Mahkamah Agung (SEMA) RI 
No.1/1971, tanggal 23 Januari 1971. Berdasarkan kedua aturan ini, sebuah surat 
kuasa harus: 
a. Berbentuk tertulis, bisa dalam bentuk akta notaril maupun akta di bawah 
tangan. 
b. Menyebut nama para pihak yang berperkara; 
c. Menegaskan tentang hal yang disengketakan, termasuk jenis dan obyek 
sengketa;  
d. Merinci batas-batas tindakan yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. 
4. Menyarankan perbaikan surat gugatan/permohonan. Biasanya, menyangkut 
kaburnya gugatan (obscure libel) atau pihak yang digugat tidak tepat orangnya 
(error in persona). 
5. Memberi penjelasan mengenai alat bukti, baik tentang alat bukti yang sah 
ditinjau dari sisi formal dan matrilnya sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR 
atau 172 R.Bg., maupun mengenai jumlah minimal alat bukti yang sah, 






6. Memberikan penjelasan mengenai cara mengajukan bantahan dan jawaban, 
sebagaimana diatur dalam pasal 136 HIR atau 162 R.Bg., baik dalam bentuk 
eksepsi relatif, absolut, obscure libel, error in persona, nebis in idem, maupun 
bantahan mengenai pokok perkara. 
7. Bantuan memanggil saksi secara resmi. Bantuan jenis ini diberikan kepada para 
pihak yang membutuhkan, antara lain karena saksi yang sangat relevan tidak 
berkenan memberikan keterangan secara sukarela dengan hanya permintaan 
para pihak. Untuk itu, berdasarkan pasal 139 HIR Ayat (1), atau pasal 165 
R.Bg., pengadilan berwenang memanggil saksi perkara perdata secara resmi, 
bahkan bisa menggunakan cara paksa melalui bantuan polisi, sesuai pasal 141 
Ayat (1) HIR atau pasal 167 ayat (2) R.Bg.53 
8. Mengirim hakim komisaris untuk memeriksa saksi di tempat, atau melihat 
dokumen yang sangat relevan tetapi tidak bisa dikeluarkan dari tempatnya 
untuk menjaga orisinalitas dan keamanannya, sebagaimana pasal 169 dan pasal 
164 ayat (3) R.Bg.  
Secara praktis, sulit menghindari arahan dan saran-saran dari majelis hakim 
terutama saat berhadapan dengan pencari keadilan yang buta hukum, meskipun 
tidak buta  huruf. Hal ini karena masyarakat pencari keadilan masih banyak yang 
belum memahami hak dan kewajiban serta cara-cara mempertahankan dan 
menunaikannya dalam pemeriksaan perdata di pengdilan.  Di sinilah letak 
pentingnya hakim aktif dalam mengungkap kebenaran perkara yang diperiksa di 
pengadilan. Hakim yang sangat pasif dalam pemeriksaan perkara perdata boleh jadi 
dipengaruhi pemahaman hukum civil law system dalam Burgelijke Reglement op de 
                                                          






Rechtsvosrdering (B.Rv). Akan tetapi praktik acara perdata yang berlaku di 
Indoneisa saat ini, menganut sistem hakim aktif sebagaimana tercermin dalam 
Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan  Reglement Buitengewesten (R.Bg).54 
M. Yahya Harahap menyebut gejala hakim aktif sebagai gejala baru dalam ranah 
hukum acara perdata di Indoensia, yang menentang hakim pasif total dan berusaha 
memperkenalkan hakim aktif argumentatif.55 
Setidaknya ada dua alasan mendasar melatari hakim harus aktif dalam 
pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Pertama, hakim harus mengedepankan 
hati nurani dan menggunakan akal yang bermoral secara efektif,  karena hakim 
bukanlah makhluk tak berjiwa (aantreanenimes).  Oleh karenanya, tidak logis jika 
masyarakat senantiasa mendorong dan berharap agar hakim memiliki moral yang 
tinggi sebagai wakil Tuhan di bumi, tetapi seolah dijadikan boneka keadilan yang 
dipaksa menelan mentah-mentah kepalsuan bukti yang diajukan para pihak sebagai 
sebuah kebohongan yang harus dibenarkannya. Padahal hakim tahu bahwa bukti 
tersebut adalah tidak benar adanya. Hakim tidak boleh membiarkan kesewenang-
wenangan salah satu pihak dengan cara menyodorkan bukti yang berisi kebohongan 
dan kepalsuan. Kedua, tujuan utama peradilan adalah menegakkan kebenaran dan 
keadilan. Hakim perdata pun, harus menegakkan hukum secara benar dan adil di 
bidang perdata, yang berarti pula harus menegakkan kebenaran. Penegakan 
kebenaran bisa dicapai jika hakim memiliki kewenangan, kemauan dan kemampuan 
untuk menyaring alat bukti yang diajukan para pihak, serta menyingkirkan alat 
                                                          
54Tata Wijayanta, dkk,  “Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya 
Terhadap Konsep Kebenaran Formal”  dalam  Mimbar Hukum, Volume 22 No. 3 Oktober 2010, h. 
573  






bukti yang dinilai mengandung kebohongan dan kepalsuan, dalam perkara volunter 
sekalipun.  
Walaupun demikian, keaktifan hakim dalam perkara perdata, tetap 
mengandung keterbatasan, karena hakim tetap terikat kepada proses formal dan 
sistem pembuktian, seperti : 
1. Kebohongan dan kepalsuan itu diakui pihak lawan, sehingga hakim terikat 
kepada alat bukti pengakuan itu; 
2. Terjadi perdamaian, sehingga seluruh proses dan bukti yang mengandung 
ketidakbenaran tetap diakomodir dan tidak mesti disingkirkan oleh hakim. 
3. Penggugat atau tergugat tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah. Jika 
penggugat tidak hadir, dinilai sengaja melepaskan tuntutannya, tetapi jika 
tergugat tidak menghadiri sidang, dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan 
penggugat.56 Pengadilan tetap berwenang menjatuhkan putusan gugur atau 
verstek, meskipun para pihak tidak hadir, hanya dengan memeriksa validitas 
formal panggilan. 
Berdasarkan hal-hal tersebut, jelas bahwa hakim perdata sebaiknya aktif 
argumentatif sesuai kebutuhan kasus yang sedang diperiksa. Aktifnya hakim dalam 
perkara perdata, bukan hendak menyamakan keaktifan hakim pidana, tetapi 
setidaknya hakim perdata tidak membiarkan kesalahan, kepalsuan dan kebohongan 
itu terjadi di depan persidangan dan hakim melegalisir dengan mengabulkan 
gugatan. 
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Secara filosofis, penegakan hukum yang benar dan berkeadilan harus 
dilakukan dalam semua segi kehidupan bernegara, termasuk dalam penegakan 
hukum perdata, karena itulah refleksi sebuah negara hukum. Dalam sebuah negara 
hukum, hukum itu mengatur masyarakat bukan semata-mata untuk mengatur 
sebagai suatu kaidah, tetapi ada tujuan lain yang lebih besar.  Pada akhirnya 
pengaturan oleh hukum tidak menjadi sah semata-mata karena ia adalah hukum, 
tetapi karena mengejar suatu tujuan dan cita-cita tertentu dan mulia. Di sini 
diajukan pendapat filsafat, hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan kepada 
rakyat dan bangsanya.57 
Menurut Satjipto Rahardjo, karakteristik hukum modern yang dipakai di 
negeri ini dan pada umumnya di dunia, salah satu yang menonjol adalah sifat 
rasional dan formal. Rasionalitas itu bahkan berkembang sedemikian rupa sehingga 
sampai pada tingkatan rasionalitas di atas segala-galanya (rationality above else).  
Akhirnya, bukan kebenaran dan keadilan yang diciptakan tetapi cukup menjalankan 
dan menerapkan hukum secara rasional. Hal ini diawali dengan kelahiran sistem 
hukum modern bekerja dengan cara mempertahankan netralitas, itu dilakukan 
dengan menggunakan format-format rasional. Artinya, ia berusaha untuk sama 
sekali tidak mencampuri proses-proses dalam masyarakat, tetapi berusaha untuk 
berada di atasnya. Hal ini sejalan dengan semboyan “laissez fair laissez passez” 
(biarkan berjalan sendiri secara bebas). Jadinya, tugas hukum adalah hanya menjaga 
agar individu-individu dalam masyarakat berinteraksi secara bebas tanpa ada 
                                                          






gangguan; intervensi oleh siapapun termasuk negara, tidak boleh dilakukan. Itulah  
hakekat dari kerja tipe hukum liberal.58 
Perkembangan selanjutnya, masyarakat menolak sistem dan cara kerja 
hukum liberal yang hanya memperhatikan kebebasan dan kemerdekaan individu. 
Masyarakat ingin agar hukum juga aktif memberi perhatian terhadap kesejahteraan 
masyarakat yang sebenarnya. Maka lahirlah era baru, yaitu pasca liberal, yang 
menghendaki negara ikut campur tangan secara aktif dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan masyarakat, dikenal dengan negara kesejahteraan (welvaart-staat). 
Hukum pun ikut turun tangan untuk mengatur penyelenggaraan berbagai upaya 
kesejahteraan. Dengan demikian, hukum hendaknya bertujuan keadilan dan 
kebahagiaan, kebahagiaanlah yang ditempatkan di atas segala-galanya. 
Penyelenggara hukum hendaknya merasa gelisah apabila hukum belum bisa 
membahagiakan masyarakat. Inilah yang disebut dengan penyelenggaraan hukum 
yang progresif. 59  
Menurut filsafat hukum Islam, salah satu penyebab hakim masuk neraka 
adalah memutus dengan kebohongan (kejahilan), ketidaktahuan dan tidak ada upaya 
(ijtihad) untuk menemukan kebenaran. Hadis Nabi saw. dari Ibn Buraidah yang 
diriwayatkan dari ayahnya, menyebutkan :  
  َﺣُﻣ ﺎَﻧَﺛ ﱠدَﺣ ْنَﻋ ِﮫﯾَِﺑأ ْنَﻋ َةَدْﯾَرُﺑ ِنْﺑا ْنَﻋ ٍمِﺷﺎَھ ﻲَِﺑأ ْنَﻋ َﺔَﻔِﯾﻠَﺧ ُنْﺑ ُفَﻠَﺧ ﺎَﻧَﺛ ﱠدَﺣ ﱡﻲِﺗْﻣ ﱠﺳﻟا َنﺎ ﱠﺳَﺣ ُنْﺑ ُد ﱠﻣ
 ﱠَﻣﺄَﻓ ِرﺎ ﱠﻧﻟا ﻲِﻓ ِنﺎَﻧْﺛاَو ِﺔ ﱠﻧَﺟْﻟا ﻲِﻓ ٌدِﺣاَو ٌﺔَﺛَﻼَﺛ ُةﺎَﺿُﻘْﻟا َلﺎَﻗ َمﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯾﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱢﻲِﺑﱠﻧﻟا ﱠﻟا ﺎ َفَرَﻋ ٌلُﺟَرَﻓ ِﺔ ﱠﻧَﺟْﻟا ﻲِﻓ يِذ
                                                          







 ٍلْﮭَﺟ ﻰَﻠَﻋ ِسﺎﱠﻧِﻠﻟ ﻰَﺿَﻗ ٌلُﺟَرَو ِرﺎ ﱠﻧﻟا ﻲِﻓ َوُﮭَﻓ ِمْﻛُﺣْﻟا ﻲِﻓ َرﺎَﺟَﻓ ﱠقَﺣْﻟا َفَرَﻋ ٌلُﺟَرَو ِﮫِﺑ ﻰَﺿَﻘَﻓ ﱠقَﺣْﻟا ِرﺎﱠﻧﻟا ﻲِﻓ َوُﮭَﻓ 
 َرُﺑ ِنْﺑا َثﯾِدَﺣ ﻲِﻧْﻌَﯾ ِﮫﯾِﻓ ٍءْﻲَﺷ ﱡﺢََﺻأ اَذَھَو دُواَد وَُﺑأ َلﺎَﻗ ٌﺔَﺛَﻼَﺛ ُةﺎَﺿُﻘْﻟا َةَدْﯾ  ( دواد وﺑا هاور) 60  
Artinya: 
“Telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Hassa>n Al-Samti> 
diceritakan kepada kami oleh Khalf bin Khali>fah dari Abi> Ha>syim dari Ibn 
Buraidah dan ayahnya dan Nabi saw. Beliau bersabda: bahwa ada tiga 
golongan qa>d}i>, golongan pertama masuk surga dan golongan kedua dan ketiga 
masuk neraka. Adapun qa>d}i> yang masuk syurga adalah seorang qadhi yang 
mengetahui kebenaran, lalu memberi keputusan berdasarkan kebenaran itu. 
Seorang qa>di> yang mengetahui kebenaran lalu kemudian curang dalam 
mengambil keputusan, maka ia ditempatkan di neraka Dan qa>di yang 
memberikan keputusan berdasarkan kebodohannya, ia juga ditempatkan di 
neraka”. (H.R. Abu Daud) 
Hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang hakim yang mengetahui 
kebenaran tetapi tidak mengambil keputusan berdasarkan kebenaran yang 
diketahuinya itu, maka ia akan masuk neraka. Demikian pula halnya hakim yang 
menjatuhkan putusan tanpa mengetahui kebenaran yang terkait dengan kasus itu, ia 
diancam dengan neraka karena ketidaktahuannya dalam mengambil putusan. Hal itu 
identik dengan memutuskan perkara berdasar atas kebodohannya.61 Ini berarti 
bahwa hakim yang akan bebas dari neraka ialah hakim yang memiliki kapasitas 
intelektual dan integritas kepribadian yang baik. 
Berdasar kapasitas intelektual yang dimiliki, hakim dapat mengetahui 
kebenaran yang terkait dengan kasus yang dihadapi, sedang integritas 
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kepribadiannya, hakim akan berani dan mampu memutuskan perkara atas dasar 
pengetahuannya tersebut. Ayat Alquran yang memerintahkan memutus perkara 
berdasarkan atas pengetahuan tentang kebenaran ialah firman Allah swt. dalam Q.S. 
al-Nisa>’/4: 105, sebagai berikut: 
 َنﯾِﻧِﺋﺂَﺧْﻠﱢﻟ نُﻛَﺗ َﻻَو ُّﷲ َكاََرأ ﺎَﻣِﺑ ِسﺎﱠﻧﻟا َنْﯾَﺑ َمُﻛْﺣَِﺗﻟ ﱢقَﺣْﻟﺎِﺑ َبﺎَﺗِﻛْﻟا َكَْﯾِﻟإ ﺎَﻧْﻟَزَﻧأ ﺎ ﱠِﻧإ﴿ ًﺎﻣﯾِﺻَﺧ١٠٥﴾  
Terjemahnya : 
“Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa 
kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah 
Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang 
yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.62 
Ayat ini dengan tegas memerintahkan kepada Muhammad saw. agar 
menetapkan hukum di antara manusia dengan berdasar atas kebenaran yang telah 
diajarkan Allah kepadanya. Maksud "bima>-ara>ka Alla>h" sesungguhnya 
diperselisihkan oleh ulama. Al-T}abari> menafsirkan kata tersebut dengan hukum 
yang diturunkan Tuhan.63 Jadi, pada intinya mereka sepakat bahwa memutuskan 
perkara yang diperintahkan dalam ayat harus berdasarkan atas pengetahuan, kepada 
kebenaran, baik berdasarkan wahyu atau berdasarkan hasil ijtihad, atau berdasar 
kepada keduanya wahyu dan ijtihad. 
Ibn Kas\i>r menjadikan ayat tersebut sebagai dasar bagi Muhammad saw. 
untuk menetapkan hukum berdasarkan ijtihad,64 sehingga kata tersebut bermakna 
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"penggunaan pikiran", sebagian lagi menggabungkan kedua pendapat tersebut 
dengan mengatakan yang dimaksud adalah wahyu dan nalar.65 
Jabatan hakim pada dasamya adalah jabatan yang mulia karena hakim adalah 
seorang yang diberi amanah untuk menegakkan hukum dan keadilan di antara orang 
yang bersengketa, melanggar tata aturan masyarakat, dan melawan aturan 
pemerintah dan agama. Sebagai imbalan keberhasilannya menegakkan kebenaran 
dan keadilan, Allah menjanjikan syurga. Hakim seperti ini adalah mulia di sisi Allah 
dan tinggi martabatnya di tengah-tengah masyarakat. 
Tugas mengadili persengketaan itu adalah tugas yang berat dan penuh 
dengan ujian. Setiap pihak yang berperkara tentu menghendaki agar perkaranya 
dimenangkan atau dibebaskan dari segala tuntutan dan beban yang 
memberatkannya. Bahkan untuk mencapai tujuan itu, boleh jadi para pihak 
mengajukan saksi palsu, mengingkari suatu tuduhan atau berusaha mempengaruhi 
hakim dengan segala macam cara. Hal ini semua menjadikan jabatan hakim itu 
mengandung resiko yang berat, baik resiko di dunia maupun di akhirat. 
Sebelum mengambil keputusan, hakim harus menggali kebenaran dengan 
cara berijtihad, berpikir keras untuk menegakkan hukum berkeadilan. Nabi saw. 
bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Amru bin A>s} oleh al-Bukha>ri>   : 
 ْﺑَﻋ ُنْﺑ ُدﯾِزَﯾ ﻲِﻧَﺛ ﱠدَﺣ ٍﺢْﯾَرُﺷ ُنْﺑ ُةَوْﯾَﺣ ﺎَﻧَﺛ ﱠدَﺣ ﱡﻲ ﱢﻛَﻣْﻟا ُئِرْﻘُﻣْﻟا َدﯾِزَﯾ ُنْﺑ ِ ﱠﷲ ُدْﺑَﻋ ﺎَﻧَﺛ ﱠدَﺣ ِ ﱠﷲ ِد ِد ﱠﻣَﺣُﻣ ْنَﻋ ِدﺎَﮭْﻟا ِنْﺑ
 ِنْﺑ وِرْﻣَﻋ ْنَﻋ ِصﺎَﻌْﻟا ِنْﺑ وِرْﻣَﻋ ﻰَﻟْوَﻣ ٍسْﯾَﻗ ﻲَِﺑأ ْنَﻋ ٍدﯾِﻌَﺳ ِنْﺑ ِرْﺳُﺑ ْنَﻋ ِثِرﺎَﺣْﻟا ِنْﺑ َمﯾِھاَرِْﺑإ ِنْﺑ َﻊِﻣَﺳ ُﮫ ﱠَﻧأ ِصﺎَﻌْﻟا
                                                          







 ِﻛﺎَﺣْﻟا َمَﻛَﺣ اَِذإ ُلوُﻘَﯾ َمﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯾﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ َلوُﺳَر َُﮫﻠَﻓ َﺄَطَْﺧأ ﱠمُﺛ َدَﮭَﺗْﺟﺎَﻓ َمَﻛَﺣ اَِذإَو ِناَرَْﺟأ ُﮫَﻠَﻓ َبﺎََﺻأ ﱠمُﺛ َدَﮭَﺗْﺟﺎَﻓ ُم
 ٌرَْﺟأ  (يرﺎﺧﺑﻟا هاور) 66  
Artinya : 
“Diceritakan kepada kami oleh ‘Abdullah bin Yazi>d al-Mukri’ al-Makki>, 
diceritakan kepada kami oleh Haiwan bin Syuraih, diceritakan kepadaku oleh 
Yazi>d bin ‘Abdullah bin al-Ha>di dari Muhammad bin Ibra>hi>m bin al-Ha>ris dari 
Busyr bin Sai>d dari Abi> Qais, maula ‘Amr bin al-A<s} dari ‘Amr bin al-A<s}” 
bahwa dia mendengar Rasulullah saw, bersabda "Apabila hakim berijtihad 
dalam menjatuhkan putusan dan ijtihadnya itu benar, maka ia memperoleh dua 
pahala, jika hakim berijtihad dalam menjatuhkan putusan kemudian ternyata 
salah, maka ia mendapat satu pahala". (H.R. Bukhari) 
Hadis tersebut mengandung perintah kepada hakim agar berijtihad sebelum 
mengambil putusan. Apabila seorang hakim berijtihad sebelum mengambil 
keputusan lalu keputusan yang diambilnya itu ternyata benar, dalam arti sesuai 
dengan ketentuan pembuat syari'at, maka hakim itu mendapat dua pahala yaitu 
pahala berijtihad dan pahala menemukan kebenaran. Akan tetapi, apabila ijtihadnya 
itu keliru, dalam arti tidak sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki oleh pembuat 
syari'at maka hakim tersebut hanya mendapat satu pahala, yakni pahala berijtihad. 
Ijtihad menurut bahasa berarti bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Kata 
ijtihad tidak digunakan kecuali pada hal-hal yang mengandung kesulitan dan 
memerlukan banyak tenaga, seperti dalam kalimat :ﺎﺧرﻟا رﺟﺣ لﻣﺣ ﻲﻓ دﮭﺗﺟإ (Dia 
bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga untuk mengangkat batu penggilingan 
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itu). Kata ijtihad tidak boleh digunakan seperti pada kalimat: ﮫﻟدرﺧ لﻣﺣ ﻲﻓ دﮭﺗﺟإ (Dia 
bersungguh-sungguh mencurahkan segala tenaga untuk mengangkat biji sawi) 67 
Pengertian ijtihad menurut ulama us}u>l fiqh antara lain dikemukakan oleh Al-
Syauka>ni>, yaitu "mencurahkan segala kemampuan guna mendapatkan hukum syariat 
yang bersifat operasional dengan cara istimbat hukum.68 
Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis tersebut di atas merupakan dalil 
yang menunjukkan bahwa hakim itu haruslah seorang mujtahid yang mampu 
menggali hukum dari dalil-dalil syariat. Sebagian yang lain mengatakan hakim itu 
cukuplah seorang mujtahid dalam mazhabnya. Artinya, cukuplah hakim itu 
menerapkan kaedah-kaedah pokok yang terdapat dalam mazhabnya. 
Golongan yang terakhir ini berpendapat bahwa untuk menjadi hakim seperti 
yang dipersyaratkan pendapat pertama amatlah sulit sehingga syarat itu perlu 
dilonggarkan menjadi mujtahid dalam mazhab. Pendapat yang disebut pertama di 
atas didukung oleh al-S}an'a>ni>.69 Akan tetapi, pendapat kedua lebih mendekati 
maksud hadis, sebab ijtihad dalam hadis tersebut bukan dalam pengertian teknis 
seperti yang dikemukakan oleh para ahli us}ul dan fikih, karena istilah ijtihad pada 
periode awal Islam mengandung arti yang lebih luas, termasuk pertimbangan 
bijaksana yang adil. 
Suatu riwayat mengenai ‘Umar bin Al-Khat}t}a>b bahwa suatu hari pada bulan 
Ramadhan, ia mengumumkan tibanya saat berbuka ketika matahari tampaknya 
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sudah terbenam. Setelah beberapa saat, ia diberitahu orang bahwa matahari terlihat 
kembali di ufuk barat (karena sebenarnya belum tenggelam). Atas hal ini, 
dikabarkan ia menyatakan: "Bukan soal yang gawat kami sudah ber-ijtihad (qad 
ijtahadna> ).70 
Hadis di atas tidak menunjukkan hakim itu harus seorang mujtahid dalam 
pengertian teknis menurut ilmu usul fikih yang dikenal dan berkembang sesudah 
periode awal Islam, namun bila hakim itu memenuhi kriteria seperti itu akan lebih 
baik. 
 Ayat-ayat Alquran yang mendorong hakim untuk ber-ijtihad ialah firman 
Allah swt. dalam Q.S. al- Anbiya>’ /21: 78-79. 
“78. Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan 
keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-
kambing kepunyaan kaumnya dan adalah kami menyaksikan keputusan yang 
diberikan oleh mereka itu.  
79. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum 
(yang lebih tepat), dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan 
hikmah dari ilmu dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-
burung. Semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.71 
Menurut riwayat Ibn ‘Abba>s bahwa sekelompok kambing telah merusak 
tanaman di waktu malam, maka yang mempunyai tanaman mengadukan hal ini 
kepada Nabi Daud a.s. dan Nabi Daud memutuskan bahwa kambing-kambing itu 
harus diserahkan kepada yang mempunyai tanaman sebagai ganti tanaman-tanaman 
yang rusak. Akan tetapi, Nabi Sulaiman memutuskan bahwa kambing-kambing itu 
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sementara dipelihara pemilik tanaman untuk diambil manfaatnya. Pemilik kambing 
diharuskan mengganti tanaman itu dengan tanaman yang baru. Apabila tanaman 
yang baru telah tumbuh seperti keadaan ketika dirusak kambing, tanah dan tanaman 
itu diserahkan kembali kepada pemiliknya dan pemilik kambing menerima kembali 
kambingnya, setelah dimanfaatkan pemilik tanaman selama tenggang waktu 
tumbuh tanaman itu.72 
Baik putusan yang diambil oleh Nabi Daud a.s. maupun putusan Nabi 
Sulaiman a.s. semuanya berdasarkan ijtihad masing-masing. Hal itu diketahui, 
karena keduanya disifati oleh Allah sebagai orang yang diberi ilmu hikmah (wa 
kullun a>taina> hukman wa ilman). Hanya putusan yang diambil oleh Nabi Sulaiman 
lebih tepat dari pada putusan yang diambil oleh Nabi Daud karena putusan itu tidak 
memberatkan kedua belah pihak, dan beliau dipuji oleh Tuhan dengan firman-Nya: 
fa fahhamna> sulaima>n (kami telah memberi pengertian kepada Sulaiman).73 
Apabila dikaitkan dengan hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, 
yang menceritakan bahwa ada dua orang perempuan bersama dengan kedua anak 
mereka. Tiba-tiba datang seekor serigala membawa lari anak itu. Masing-masing 
mengaku bukan anaknya yang dibawa lari serigala. Lalu keduanya meminta 
putusan, mereka pergi menemui Nabi Sulaiman dan menerangkan peristiwa itu. 
Nabi Sulaiman berkata: "Ambilkan aku pisau, akan kubagi untuk kamu berdua." 
Perempuan yang muda berkata: "jangan tuan lakukan itu, mudah-mudahan Allah 
melimpahkan rahmat-Nya kepada tuan, ia adalah anak perempuan (tua) itu." 
                                                          







Kemudian Nabi Sulaiman memutuskan bahwa anak itu milik perempuan muda 
tersebut.74 
Keputusan yang diambil oleh Nabi Daud a.s. yang didasarkan kepada ijtihad 
beliau itu akhirnya dibatalkan oleh Nabi Sulaiman a.s. yang juga berdasarkan ijtihad 
beliau sendiri. Oleh karena itu, sesuai dengan jiwa hadis itu, putusan hakim yang 
berijtihad dan ternyata putusan itu keliru dapat dibatalkan oleh putusan hakim lain. 
Selain hadis di atas, pembatalan ijtihad hakim yang tenyata keliru dapat pula 
dipahami dari instruksi ‘Umar Ibn al-Khat}t}a>b:  
 ْﺷُِﺮﻟ ِﮫِﯿﻓ َﺖﯾُِﺪھَو ََﻚﻠْﻘَﻋ ِﮫِﯿﻓ َمَْﻮﯿْﻟا َﺖْﻌَﺟاََﺮﻓ ِﺲَْﻣأ َُﮫﺘْﯿََﻀﻗ ٌءﺎََﻀﻗ َﻚَُﻌﻨَْﻤﯾ َﻻَو ﱠِنَﺈﻓ ﱢﻖَﺤْﻟا َﻰﻟإ َﻊِﺟَْﺮﺗ َْنأ َكِﺪ
 ِﻞِطَﺎﺒْﻟا ِﻲﻓ يِدﺎَﻤﱠﺘﻟا ْﻦِﻣ ٌﺮْﯿَﺧ ﱢﻖَﺤْﻟا ُﺔَﻌَﺟاَﺮُﻣَو , ٌﻢﯾَِﺪﻗ ﱠﻖَﺤْﻟا75 
Artinya: 
Tidak ada halangan bagimu untuk meninjau kembali putusan yang telah 
engkau jatuhkan dan merevisinya di kemudian hari, berdasarkan pertimbangan 
ilmiah-rasional yang memberi petunjuk kepada engkau untuk menemukan 
kebenaran karena sesungguhnya kebenaran itu kekal. Kemabali kepada 
kebenaran jauh lebih bagus daripada membiarkan kepastian hukum yang keliru 
(ba>t}il). 
Suatu keputusan hari ini tidaklah terhalang ditinjau kembali demi kembali 
kepada kebenaran, karena kebenaran itu abadi, tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu 
apapun. Kembali kebenaran adalah lebih baik dari pada bergelimang dalam 
kebatilan. 
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Mengomentari hal itu, al-S}an'a>ni> berkata bahwa ucapan Rasulullah saw. 
"wa in akht}a'a fa lahu> ajrun" (jika dia keliru maka dia memperoleh satu pahala), 
tidak dapat dijadikan dasar ketidakbolehan pembatalan putusan hakim yang ijtihad-
nya keliru. Akht}a'a (keliru) dalam hadis itu ialah salah di sisi Allah, sebagaimana 
halnya juga salah pada kebenaran itu sendiri. Kesalahan yang sedemikian itu hanya 
dapat diketahui pada hari akhir kelak atau diketahui berdasarkan wahyu. 
Pembicaraan tentang kesalahan yang terdapat pada keputusan atas suatu perkara di 
dunia ini adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat dan unsur-unsur dalam 
pengambilan putusan.76 Dengan demikian, putusan hakim yang diambil berdasarkan 
ijtihad dapat dibatalkan apabila kemudian nyata kekeliruannya. Jadi, hal ini dapat 
menjadi dasar adanya pengadilan tingkat banding dan kasasi. 
 
D. Kebenaran Substantif dalam Bingkai Kebenaran Formal 
Penyelesaian sengketa perdata menjadi sangat ideal dan mudah, jika 
kebenaran dapat terungkap secara menyeluruh dalam semua proses pemeriksaan 
perkara. Idealitas itu menjadi semakin sempurna kalau pembuktian perdata di 
pengadilan mampu mengakomodir kebenaran substantif dalam bingkai kebenaran 
formal. Hal ini berarti bahwa penemuan hukum yang dilakukan hakim mencapai 
titik maksimal. Hanya saja, kejadian seperti ini selalu langka di pengadilan karena 
pada umumnya sengketa muncul justru karena adanya disparitas antara penguasaan 
formal dengan pemanfaatan substantif. Di sinilah perlunya ijtihad hakim dalam 
mencari kebenaran sebelum menjatuhkan putusan yang berkeadilan. 
                                                          






Telah menjadi prinsip umum (asas) dalam pembuktian perdata bahwa 
pembuktian bertujuan untuk mencari dan mewujudkan kebenaran formal. Oleh 
karena itu, untuk memudahkan pemahaman mengenai konsep kebenaran formal ini, 
sistematika penulisan dalam sub bab ini dibagi menjadi dua: pertama, pembuktian 
mencari dan menemukan kebenaran formal; kedua, pembuktian berusaha mencari 
dan menemukan kebenaran substantif. 
1. Pembuktian mencari dan menemukan kebenaran formal 
Sebagai tindak lanjut dari sebuah asumsi bahwa dalam perkara perdata, 
hakim hanya mencari dan berusaha menemukan kebenaran formal, maka tugas 
hakim sebagai pemimpin persidangan menjadi sangat pasif, pembuktian fakta 
sangat ditentukan oleh dan tergantung keahlian masing-masing pihak membuktikan 
kebenaran alasan-alasannya, hakim cukup menilai saja.   
Pada awalnya, sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata, 
memang tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk 
stelsel), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian 
kebenaran substantif. Dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan 
diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (formeel waarheid).77  
Untuk mencari dan memenuhi asas kebenaran formal itu, dibuatlah  beberapa 
prinsip sebagai pegangan bagi hakim sebagai berikut: pertama, tugas dan peran 
hakim bersifat pasif, dan kedua, putusan sarat dengan pembuktian fakta. 
Sebagai tindak lanjut dari sebuah prinsip bahwa tugas dan peran hakim 
bersifat pasif, maka hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang 
                                                          






mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Sehubungan dengan sifat 
pasif tersebut, apabila hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat 
adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran 
yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak 
kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.  
Makna pasif bukan hanya sekadar menerima dan memeriksa perkara yang 
diajukan para pihak, tetapi tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta 
yang diajukan ke persidangan, dengan ketentuan :78 
a) Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak 
mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Semuanya itu menjadi 
hak dan kewajiban para pihak. Cukup atau tidak alat bukti yang diajukan terserah 
sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Hakim tidak dibenarkan membantu 
pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali sepanjang hal yang ditentukan 
undang-undang. Misalnya berdasarkan Pasal 165 R.Bg./139 HIR, salah satu pihak 
dapat meminta bantuan kepada hakim untuk memanggil dan menghadirkan 
seorang saksi melalui pejabat yang berwenang agar saksi tersebut menghadap 
pada hari sidang yang telah ditentukan. Hal ini diperlukan apabila saksi yang 
bersangkutan relevan akan tetapi pihak tidak dapat menghadirkan sendiri saksi 
tersebut secara sukarela.  
b) Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di 
persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim.  
c) Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat 
dalam gugatan. Hakim tidak boleh melanggar asas ultra vires atau ultra petita 
                                                          






partium yang digariskan Pasal 189 R.Bg./178 HIR ayat (3) yang menyatakan 
hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau 
mengabulkan lebih dari yang dituntut.  
Konsekwensi dari sebuah prinsip hakim pasif, maka hakim tidak dibenarkan 
mengambil putusan tanpa pembuktian, tetapi pembuktian itu secara total menjadi 
otonomi para pihak. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan 
pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian 
hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta.  
Para pihak diberi hak dan kesempatan menyampaikan alat bukti. Alat bukti 
yang dinilai membuktikan kebenaran secara formal. Apabila alat bukti yang 
disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan 
dengan perkara yang disengketakan maka tidak bernilai sebagai alat bukti.79 
Telah dijelaskan bahwa hanya fakta-fakta yang diajukan ke persidangan 
yang dapat dinilai dan diperhitungkan untuk menentukan kebenaran dalam 
mengambil putusan. Artinya, fakta yang dapat dinilai dan diperhitungkan hanya 
yang disampaikan oleh para pihak kepada hakim dalam persidangan. Hakim tidak 
dibenarkan menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak 
yang berperkara, meskipun boleh jadi diketahui hakim melalui informasi di luar 
sidang. Misalnya, fakta yang ditemukan hakim dari surat kabar atau majalah adalah 
fakta yang diperoleh hakim dari sumber luar, bukan dalam persidangan maka tidak 
dapat dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh salah satu 
pihak. Walaupun sedemikian banyak fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, 
selama fakta tersebut bukan diajukan dan diperoleh dalam persidangan maka fakta 
                                                          






tersebut tidak dapat dinilai dalam mengambil putusan. Fakta yang demikian disebut 
out of court, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar mencari dan menemukan 
kebenaran.80  
Selain fakta harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan, fakta 
yang bernilai sebagai pembuktian, hanya terbatas pada fakta yang konkret dan 
relevan yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang 
berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Dengan kata lain, alat bukti 
yang dapat diajukan hanyalah yang mengandung fakta-fakta konkret dan relevan 
atau bersifat prima facie, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa. Fakta 
yang abstrak dalam hukum pembuktian dikategorikan sebagai hal yang semu, oleh 
karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan suatu kebenaran.81  
Meskipun putusan harus berdasarkan pembuktian fakta, tidak semua fakta 
harus dibuktikan. Sehubungan dengan itu, akan diuraikan hal-hal yang tidak perlu 
dibuktikan dalam pemeriksaan perkara perdata, sebagai berikut :  
a)     Hukum nasional tidak perlu dibuktikan  
Hal ini bertitik tolak dari doktrin ius curia novit, yakni hakim 
dianggap mengetahui segala hukum nasional. Bahkan bukan hanya hukum 
nasional tetapi meliputi semua hukum. Pihak yang berperkara tidak perlu 
menyebut hukum mana yang dilanggar dan hukum mana yang harus 
diterapkan, karena hal itu dianggap sudah diketahui hakim.  
b) Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan  
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Mengenai fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan, dalam 
hukum acara perdata tidak diatur secara tegas, tetapi hal ini telah diterima 
secara luas sebagai suatu doktrin hukum pembuktian yang dikenal dengan 
notoir feiten atau fakta notoir. Adapun pengertian fakta yang diketahui umum 
yaitu setiap peristiwa atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang 
yang berpendidikan atau beradab yang mengikuti perkembangan zaman. 
Mereka dianggap harus mengetahui kejadian atau keadaan tersebut tanpa 
melakukan penelitian atau pemeriksaan yang seksama dan mendalam. Hal 
tersebut diketahui secara pasti berdasarkan pengalaman umum dalam 
kehidupan masyarakat, bahwa kejadian atau keadaan itu memang demikian, 
untuk dipergunakan sebagai dasar hukum membenarkan sesuatu tindakan 
kemasyarakatan yang serius dalam bentuk putusan hakim.82 Misalnya, 
merupakan fakta notoir bahwa pada hari minggu semua kantor pemerintah 
tutup, dan bahwa harga tanah di kota lebih mahal daripada harga tanah di 
desa.  
Fakta yang diketahui hakim secara pribadi tidak termasuk fakta yang 
diketahui umum. Oleh karena itu, fakta yang diketahui hakim secara pribadi 
tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti tetapi harus didukung lagi oleh alat 
bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian.83 
c) Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan  
Sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan ialah hal 
atau fakta yang dibantah oleh pihak lawan. Bertitik tolak dari prinsip ini maka 
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fakta yang tidak disangkal oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena 
secara logis sesuatu fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti 
kebenarannya. Tidak membantah dianggap mengakui dalil dan fakta yang 
diajukan.84  
d)     Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan  
Fakta yang diketahui, dialami, dilihat atau didengar hakim selama 
proses pemeriksaan persidangan berlangsung, tidak perlu dibuktikan. Karena 
peristiwa itu memang demikian adanya sehingga telah merupakan kebenaran 
yang tidak perlu lagi dibuktikan. Misalnya, tergugat tidak datang menghadiri 
sidang yang telah ditentukan, penggugat tidak perlu membuktikan fakta 
tersebut sebab hakim sendiri mengetahuinya dan bahkan hal tersebut telah 
dicatat pula dalam berita acara. Ketika tergugat menolak ataupun tidak 
mampu menunjukkan surat, dokumen asli maupun fotokopi, hal ini merupakan 
fakta yang tidak perlu dibuktikan, karena hakim sendiri melihat dan 
mengetahui tersebut melalui persidangan.85 
2. Pembuktian berusaha mencari dan menemukan kebenaran substantif 
Disiplin ilmu hukum sebagaimana pula ilmu-ilmu lain, senantiasa 
mengalami perubahan dan perkembangan, sesuai dengan tuntutan masyarakat pada 
zamannya. Pada perkembangan tersebut, ada pakar yang mengatakan bahwa 
memisahkan secara kontradiktif antara pencarian kebenaran formal dan kebenaran 
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substantif menjadi tidak relevan dalam hukum acara perdata, mengingat bahwa 
dalam praktik, ada tuntutan untuk mencari keduanya (formal dan substantif) dalam 
waktu yang bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepada 
hakim di pengadilan.86  
Walaupun demikian, seorang hakim sesungguhnya dituntut untuk mencari 
kebenaran substantif terhadap perkara yang sedang diperiksa karena tujuan 
pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim, atau untuk memberikan kepastian 
kepada hakim tentang ada dan benarnya peristiwa hukum tertentu, sehingga 
konstatir, kualifisir, konstituir, dan putusan yang dijatuhkan hakim selalu mengacu 
dan berdasarkan pada pembuktian kebenaran itu.87 Pengadilan pada dasarnya tidak 
dilarang mencari dan menemukan kebenaran substantif, akan tetapi bila kebenaran 
substantif tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan 
berdasarkan kebenaran formal.88 
Sebagai tindak lanjut dari prinsip bahwa hakim harus berusaha mencari dan 
menemukan kebenaran substansial dalam perkara perdata, maka hakim harus aktif 
argumentatif dalam memimpin persidangan.  
Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang 
adalah benar. Salah satu asas pemeriksaan perkara perdata adalah  “audi et elteram 
partem” yakni mendengar kedua belah pihak yang berperkara. Asas ini sering pula 
disebut sebagai asas kesamaan kedudukan para pihak. Dengan asas ini, pengadilan 
harus mengakui adanya hak tergugat untuk membela diri. Dengan demikian, 
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memberikan implikasi bahwa: Pertama, kedua belah pihak harus didengar 
kepentingannya, sama dan seimbang.  Kedua, hakim menilai alat bukti setelah pihak 
lawan mengetahui eksistensi alat bukti itu dan memberikan penilaiannya sendiri. 
Ketiga, pemeriksaan dilakukan dengan hadirnya para pihak, pertemuan sepihak 
tidak dibenarkan, dan keempat, para pihak harus dipanggil secara resmi dan patut. 
Hakim harus berusaha agar tatacara dan tenggang waktu pemanggilan para pihak 
benar-benar dipatuhi.89 
Pemeriksaan perkara perdata di pengadilan, harus benar-benar mendengarkan 
kedua belah pihak secara sama dan berimbang, sering disebut dengan istilah fair 
hearing, serta aturan main dalam pemeriksaan perkara benar-benar ditaati, atau fair 
play. 
Perlakuan pengadilan secara sama dan berimbang, sebenarnya berangkat dari 
asumsi bahwa para pihak memiliki tingkat kecerdasan dan penguasaan hukum yang 
sama, tetapi secara empirik tidak demikian. Masih terlalu banyak warga masyarakat 
yang buta hukum, bahkan buta huruf. Oleh karena itulah, ada pakar yang 
mempersoalkan kemungkinan para pihak diperlakukan tidak sama sehingga dengan 
demikian dapat berada pada kedudukan yang sama.  
Setiawan mengutip pendapat  P. van Dijk dan G.J.H van Hook bahwa 
perlakuan yang sama itu, diberikan kepada masing-masing pihak yang memiliki 
equality of arm yaitu para pihak memiliki kedudukan yang sama dan seimbang, baik 
pengetahuan hukumnya maupun kemampuan ekonominya.90    
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Pada kondisi memaksa dan benar-benar menghendaki perlakuan tidak sama 
sehingga dengan demikian para pihak bisa berada pada posisi yang sama, hanyalah 
dapat dijalankan apabila hakim aktif memimpin serta mengendalikan jalannya 
perkara.91 Karena itulah, untuk mencari dan menemukan kebenaran substantif, 
hakim harus aktif memimpin persidangan dengan tetap berpedoman pada norma-
norma hukum dan norma etik yang berlaku. Sikap aktif memimpin dan 
mengendalikan persidangan, sama sekali tidak bertujuan untuk mengebiri asas 
imparsialitas, netralitas, serta asas hakim tidak memihak. Keaktifan hakim semata-
mata dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran dalam rangka menegakkan 
keadilan yang berketuhanan. 
Tidak ditemukan pembedaan kebenaran formal dan kebenaran substantif 
dalam filsafat hukum Islam terhadap  penyelesaian perkara perdata, tetapi hakim 
dituntut untuk berijtihad sebelum menjatuhkan putusan. Ini berarti bahwa hakim 
harus aktif mencari dan menemukan kebenaran sebelum menjatuhkan putusan. 
Ijtihad itu pun harus didasari kemampuan dasar yang memadai, agar hasil ijtihadnya 
tidak keliru. Meskipun ijtihad salah, tetap hakim mendapatkan pahala, yaitu pahala 
ijtihad dan tidak mungkin dapat dihukum (diberi sanksi) karena salahnya hasil 
ijtihad itu. 
Sebuah riwayat selama ini dijadikan pijakan untuk menjustifikasi kebenaran 
formal perlu ditinjau ulang, sebab ternyata bukanlah hadis. Redaksi riwayat ini 
berbunyi: 
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Walaupun bukan hadis, riwayat ini relevan dengan konsepsi proses peradilan 
yang dikembangkan di Eropa, khususnya negara Belanda, yang kemudian menjajah 
Indonesia dan mengembangkan serta memberlakukan hukum-hukumnya di persada 
nusantara.  
Akibat penjajahan Belanda dalam waktu lama, hukum bawaan Belanda pun 
berpengaruh besar dalam tata kehidupan, terutama sekali dalam kehidupan formal 
pemerintahan, kenegaraan dan kasus-kasus resmi di pengadilan. Perkembangan 
selanjutnya, hukum Belanda menjelma sebagai wakil hukum Eropa, meskipun di 
Eropa sendiri tidak hanya mengenal satu sistem hukum. Kemudian, hukum Eropa 
dan Amerika merupakan perwujudan pengaruh hukum modern yang mendunia, 
setelah mengalami eklektik dari pelbagai sumber hukum.93   
Kecenderungan hukum modern adalah bahwa hubungan hukum keperdataan 
antara subyek hukum yang satu dengan lainnya diatur secara khusus dalam bentuk 
perjanjian (kontrak) sehingga penyelesaian sengketa perdata, meskipun tetap 
formal, sesungguhnya mencakup kebenaran substansial oleh karena penyelesaian itu 
pada umumnya telah dipikirkan dan disepakati sejak awal dilakukannya hubungan 
hukum. 
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E. Faktor-faktor Berpengaruh terhadap Penemuan Kebenaran Formal dan 
Kebenaran Substantif di Pengadilan 
Banyak faktor yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum yang benar 
dan adil. Penegakan hukum merupakan terapan dari bekerjanya sistem hukum 
nasional yang melembaga dalam institusi-institusi formal, termasuk pengadilan. 
Pengadilan pun sebagai sub sistem penegakan hukum, terdiri dari beberapa individu 
yang menentukan kualitas sebuah proses dan produk pengadilan, termasuk putusan 
perdata. Selain itu, masyarakat dengan latar belakang yang beragam memberikan 
andil dalam setiap proses perkara di pengadilan. Hal ini karena semua informasi 
yang direkam dalam gugatan kemudian diperiksa oleh hakim, sangat bergantung 
kepada selera hukum penggugat. Seluruh muatan surat gugatan tentu mengandung 
dua kemungkinan yaitu benar atau salah. Hakim yang memeriksa dan memutus 
perkara, sangat bergantung kepada kemampuan para pihak untuk menyusun 
argumentasi dan membuktikannya, sehingga secara substantif boleh jadi putusan 
yang diambil mengandung ketidakbenaran dan ketidakadilan, meskipun hakim yang 
memutusnya sudah berijtihad.  
Menurut Rifyal Ka’bah, faktor-faktor yang menentukan dalam penegakan  
hukum antara lain: Pertama, Faktor ketidaktahuan individu terhadap aturan hukum 
yang berlaku. Kedua, pemasyarakatan dan pembudayaan hukum, Ketiga, tabiat 
hukum yang sekuler, dan Keempat, berkaitan substansi hukum dan penegak 
hukum.94  
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Perspektif keawaman hukum individu dan masyarakat pada umumnya 
sebagai faktor pertama yang berpengaruh terhadap penegakan kebenaran dan 
keadilan, juga dipengaruhi kondisi geografis. Luas wilayah Indonesia yang 
membentang dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk lebih dari 200 
juta jiwa,  tentu tidak mudah untuk memberikan pengetahuan hukum dan 
pemahaman yang sama mengenai sebuah aturan hukum (perundang-undangan) 
meskipun aturan itu telah diumumkan secara resmi oleh pemerinah, baik melalui 
Lembaran Negara, media massa, penerbitan buku-buku dan selebaran, maupun 
melalui penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat.  
Selain itu, lembaga bantuan hukum atau advokat dalam kenyataannya tidak 
mudah dan tidak murah untuk dimanfaatkan jasanya oleh seluruh lapisan 
masyarakat dengan status sosial yang beragam. Hal ini terjadi karena, selain 
advokat belum merata eksistensinya di seluruh pengadilan, juga karena jasa advokat 
tergolong mahal sehingga hanya masyarakat menengah ke atas yang memanfaatkan 
jasa advokat, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang menjadi perhatian 
masyarakat luas. Dalam kasus yang disorot media massa, advokat ternama biasanya 
bersedia memberi bantuan hukum secara gratis. 
Kehadiran advokat dalam praktek peradilan secara filosofis hendaknya 
mempermudah dan memperlancar jalannya proses pemeriksaan perkara perdata 
sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan benar-benar dapat 
terealisasi. Akan tetapi secara empirik, kehadiran advokat tidak selamanya mampu 
memenuhi harapan dan kebutuhan hukum masyarakat, bahkan kadang-kadang 
mengakibatkan proses pemeriksaan berlangsung lama. Hal ini terjadi karena advokat 






yang muncul di persidangan, tetapi harus mengonfirmasi dan memverifikasi kepada  
pihak materil (pemberi kuasa) kemudian menjawabnya secara tertulis. Keadaan ini 
membutuhkan penundaan sidang yang secara konvensional membutuhkan waktu 
rata-rata satu pekan, bahkan lebih.   
Dilihat dari perspektif kebenaran, kehadiran advokat yang cakap hukum 
dalam kenyataannya lebih banyak bersifat subyektif, lebih mengutamakan 
kepentingan klien dari pada kepentingan penegakan hukum yang benar dan adil. 
Akibat selanjutnya, berpengaruh kepada upaya penegakan kebenaran dan keadilan 
dalam proses perkara perdata di pengadilan.  
Secara filosofis, kehadiran advokat seharusnya membantu masyarakat dalam 
upaya penegakan hukum yang benar dan adil serta mewakili kien untuk mencapai 
atau mempertahankan hak-hak keperdataan di muka sidang. Advokat diharapkan 
mampu dan mau memberikan informasi dan pencerahan hukum yang tepat kepada 
masyarakat, termasuk mereka yang digolongkan buta hukum. Pengadilan sebagai 
benteng terakhir penegakan keadilan, tidak memiliki legal standing dan pos 
finansial untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bernuansa penyuluhan dan 
pencerahan hukum secara melembaga. Walaupun boleh jadi, beberapa aparat 
pengadilan memberikan kuliah, mengisi ceramah, menulis dan kegiatan-kegiatan 
ilmiah lainnya. 
Faktor penentu kedua yang mempengaruhi pengungkapan kebenaran adalah 
pemasyarakatn hukum, yaitu pembudayaan aturan sehingga menjadi tradisi dalam 
masyarakat. Faktor penentu ini oleh Lawrence M. Friedman, sebagaimana dikutif 
Abdul Manan, disebut the legal culture, yaitu keseluruhan faktor yang menentukan 






budaya milik masyarakat umum.95  Dengan demikian dapat dipahami bahwa budaya 
hukum itu mencakup keseluruhan cara pandang dan sistem nilai yang ada dalam 
masyarakat yang akan menentukan bagaimana sistem hukum itu berlaku dalam 
masyarakat. Hal ini sangat tidak mudah karena menyangkut perubahan pola pikir 
secara menyeluruh.   
Kebenaran formal boleh jadi tidak memadai secara filosofis, tetapi jika hal 
itu telah membudaya dalam penyelesaian sengketa perdata di masyarakat, 
eksistensinya akan terus bertahan dan ditaati. Oleh karenanya, sulit atau bahkan 
mungkin dianggap salah, jika ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menegakkan 
kebenaran substantif. Sebaliknya, penegakan kebenaran substantif dalam berhukum 
diyakini memenuhi persyaratan secara filosofis jika tidak didukung dengan 
kesadaran hukum masyarakat, tetap tidak akan efektif. Oleh karena itulah, Rifyal 
Ka’bah mengusulkan agar pembudayaan hukum dikembangkan di dalam dan luar 
sekolah dengan sistem keteladanan. Mulai dari orang tua, para pendidik, tokoh 
politik dan penegak hukum itu sendiri. Karena tidak tegaknya hukum di Indonesia, 
antara lain disebabkan kurangnya percontohan dan keteladanan dalam rangka 
pembudayaan hukum.96 
Faktor berpengaruh ketiga adalah tabiat hukum yang sekuler. Penegakan 
hukum lebih banyak dititikberatkan pada ketetapan manusia yang mempunyai daya 
jangkau yang sangat relatif, bisa salah atau benar, dipatuhi atau dilanggar tanpa 
beban. Hal ini karena tidak dikaitkan dengan perintah Allah untuk menegakkan 
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kebenaran dan keadilan dengan mengenyampingkan kezaliman, padahal masyarakat 
Indonesia adalah masyarakat beragama. Putusan-putusan pengadilan pada umumnya 
bersifat qad}a>’i (yuridis) dan jauh dari karakter diya>ni (religius) sehingga tidak 
mempunyai dasar nurani dan ukhrawi yang kokoh.97  
Pengadilan Agama sebagai lembaga pengadil di bidang tertentu untuk orang-
orang yang beragama Islam, harus mampu mewarnai penegakan hukum yang sekuler 
menjadi penegakan hukum relegius. Pengadilan Agama juga harus mampu dan mau 
disertai keberanian yang bertanggungjawab, untuk melahirkan putusan-putusan 
yang berkarakter qad}a>’i> dan diya>ni> secara simultan, memadukan aspek legal dan 
moral dalam bingkai kebenaran substantif yang berkeadilan. Hal ini bisa dilakukan 
melalui dua cara. Pertama, pola pemikiran hukum yang telah melahirkan formulasi 
tradisi keilmuan, yakni kebenaran formal, harus ditelaah ulang (re-reading) secara 
cermat dan benar sebagai upaya dekonstruksi sistem pemikiran yang telah dominan. 
Kedua, oleh karena doktrin yang diderivasi oleh tradisi tersebut kini masih aktif 
sebagai bagian dari sistem pengetahuan, maka diupayakan adanya transpormasi 
muatan dan fungsi awalnya kepada sesuatu yang baru, yaitu kebenaran substantif. 
Cara pertama disebut regresif, sedangkan cara kedua dinamakan progresif.98 
Hukum Islam progresif berusaha menemukan dan menerapkan dasar 
keilmuan hukum Islam yang moderat dan adaptatif terhadap perubahan sosial, 
bahkan menjadi terdepan dalam kepeloporan penegakan hukum yang benar dan adil 
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secara substantif. Hal ini sangat penting diperkenalkan dan diterapkan untuk 
menampilkan corak hukum Islam yang aplikatif dalam realitas kehidupan sehari-hari 
dan responsif terhadap dinamika perubahan dan kemajuan zaman. Dengan demikian, 
diharapkan ada pergeseran pemahaman, gagasan dan penerapan hukum dari 
“kebenaran formal” menjadi kebenaran “materil-substantif”, dan berpindahnya 
suasana hukum “pasif-normatif” menjadi “aktif-argumentatif” dalam proses 
penyelesaian sengekta perdata yang progresif.      
Faktor berpengaruh keempat adalah hukum dan penegak hukum. Dari 
perspektif hukumnya, kebenaran formal yang menjadi doktrin dalam hukum acara 
perdata, jelas merupakan warisan Belanda. Oleh karena itu, seandainya ada 
pertanyaan apakah HIR dan R.Bg. itu perlu diubah, maka dijawab dengan tegas 
bahwa HIR dan R.Bg. perlu diubah dan disesuaikan dengan asas-asas hukum acara 
modern, sehingga sejajar dengan hukum acara yang berlaku di negara-negara lain 
yang berakibat lebih jauh jangkauannya, sampai melintasi batas-batas tanah air. 
Suatu hukum acara perdata yang canggih, yang sanggup mengakomodir dan 
adaftatif terhadap pergaulan dan lalu lintas hukum antar bangsa-bangsa, tanpa 
kehilangan identitas nasionalnya.99 Pada kondisi seperti itu, hukum Islam yang 
diyakini sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) harus mengambil 
peran dan berpartisipasi dalam rangka legislasi hukum acara perdata nasional. 
Karena Islam bukan sekadar aturan-aturan agama, tetapi juga mendeskripsikan 
                                                          






ideologi perundang-undangan, politik pemerintahan dan juga sebagai aturan sosial 
kemasyarakatan, yang bermuatan agama secara seimbang.100 
Secara filosofis, hukum Islam tidak membedakan secara tajam antara acara 
perdata dan acara pidana. Poin penting yang hendak ditekankan di dalam proses 
pembuktian dan penemuan hukum dalam kedua sistem hukum (pidana-perdata) 
adalah bahwa seluruh penegakan hukum dalam perspektif filsafat hukum Islam 
harus mengandung nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai 
kebenaran dan nilai-nilai keadilan tersebut dapat digali dari kalangan masyarakat 
lokal Indonesia untuk legislasi nasional di bidang hukum acara perdata.  
Porsi terbesar dan paling berpengaruh dalam pengambilan putusan perdata 
di pengadilan tentu saja penegak hukum, yaitu hakim dan aparat peradilan lainnya. 
Benar secara formal atau benar secara substantif, atau bahkan formal dan substantif 
menyatu dalam sebuah kebenaran yang mendasari putusan perdata, semuanya 
sangat dipengaruhi oleh sistem kerja aparat penegak hukum di pengadilan, terutama 
hakim. Karena itulah, pengangkatan hakim harus benar-benar selektif dengan tidak 
hanya berpedoman pada kemampuan akademik semata, tetapi juga memperhatiakn 
unsur-unsur kecermatan, inovasi, kreatifitas, keberanian dan akhlak yang terpuji 
sebagai perwujudan insan pengayom yang berhati nurani.    
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BAB IV 
NILAI KEADILAN  
DALAM ASAS KEBENARAN FORMAL  
PERKARA PERDATA PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM 
A. Kajian Filosofis tentang Nilai Keadilan Hukum 
1. Nilai Keadilan dalam Beberapa Persepektif Aliran Filsafat Hukum 
Teori tentang keadilan sangat terkait dengan filsafat hukum 
sebagaimana disampaikan oleh  E. Utrecht bahwa filsafat hukum memberikan 
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah hukum itu sebenarnya? 
Apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu? 
Pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alat penyeledi dalam filsafat hukum juga 
disampaikan oleh Kusumadi Pudjosewojo yaitu apakah tujuan dari hukum itu? 
Apakah semua syarat keadilan? Apakah keadilan itu? Bagaimana hubungan 
antara hukum dan keadilan?1 
Kata Filsafat sering dipersepsi sebagai sebuah teori tentang sesuatu, 
khususnya  tentang bagaimana memperoleh pengertian yang luas tentang 
sesuatu tersebut. Padahal filsafat berasal dari kata “philo” yang berarti cinta dan 
“shopia” yang berarti kebijaksanaan sehingga secara etimologis filsafat dapat 
diartikan mencintai kebijaksanaan atau cinta akan kebijaksanaan. Namun 
demikian, Theo Huijbers mendefinisikan filsafat sebagai suatu pengetahuan 
metodis dan sistematis yang melalui jalan refleksi hendak menerangkan makna 
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yang hakiki dari hidup dan dari gejala-gejala hidup sebagai bagian daripadanya. 
Oleh karena itu filsafat hukum adalah filsafat yang menyelidiki gejala-gejala 
hukum yang timbul di masyarakat dalam bentuk peraturan-peraturan yang 
menentukan hak dan kewajiban orang2. 
Berdasarkan beberapa literatur terdapat periodisasi perkembangan 
filsafat hukum dari zaman ke zaman. Perkembangan yang lazim adalah sebagai 
berikut: 
1.  Zaman purbakala atau juga disebut zaman Yunani-Romawi; dimana hukum 
keluar dari lingkup sacral dan mulai dipersoalkan sebagai gejala alam (abad 
VI sebelum Masehi sampai dengan abad V Masehi). 
2.  Abad pertengahan; hukum ditanggapi dalam hubungan erat dengan Allah 
dan agama (abad V sampai dengan abad XV). 
3.  Zaman renaissance; hukum mulai dipandang dalam hubungannya dengan 
kebebasan manusia dan dengan negara-negara nasional (abad XV sampai 
dengan 1650). 
4.  Zaman baru atau juga disebut zaman rasionalisme; hukum dipandang secara 
rasional melulu dalam sistem-sistem negara dan hukum (1650 sampai 
dengan 1800). 
5.  Zaman modern atau abad XIX, hukum dipandang sebagai faktor dalam 
perkembangan kebudayaan dan sebagai objek penyelidikan ilmiah (1800 
sampai dengan 1900). 3 
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Teori keadilan telah dibicarakan oleh para filsuf sejak zaman purbakala 
dengan tokoh pemikirnya antara lain Socrates, Plato, Aristoteles dan filsuf-filsuf 
lainnya. Socrates dalam dialognya dengan Thrasymachus berpendapat bahwa 
dengan mengukur apa yang baik dan apa yang buruk, indah dan jelek, berhak dan 
tidak berhak jangan diserahkan semata-mata kepada orang perseorangan atau 
kepada mereka yang memiliki kekuatan atau penguasa yang zalim. Hendaknya 
dicari ukuran-ukuran yang objektif untuk menilainya. Soal keadilan bukanlah 
hanya berguna bagi mereka yang kuat melainkan keadilan itu hendaknya berlaku 
juga bagi seluruh masyarakat.4 
Aristoteles membedakan keadilan ke dalam dua jenis yaitu keadilan 
distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif  berfokus pada distribusi 
honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan oleh 
masyarakat. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai 
dengan nilai kebaikannya yakni nilainya bagi masyarakat. Sedangkan keadilan 
korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian 
dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berupaya 
memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu 
kejahatan dilakukan maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si 
pelaku.5 
Pada masa Romawi aliran filsafat yang berpengaruh mengenai hukum 
adalah aliran Stoa yang berasal dari Yunani yang kemudian menjalar ke 
Romawi. Menurut aliran Stoa, bahwa semuanya yang ada merupakan suatu 
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kesatuan yang teratur (kosmos) berkat suatu prinsip yang menjamin kesatuan itu 
yaitu jiwa dunia (logos) yang tak lain adalah budi Ilahi. Keutamaan manusia 
yang tertinggi tidak terletak dalam mematuhi hukum positif yakni undang-
undang negara. Sasaran tertinggi manusia adalah menjadi manusia yang adil 
dengan tunduk kepada hukum alam (nomos) sebagai pernyataan budi Ilahi. 
Undang-undang negara ditaati karena sesuai dengan hukum alam. Hukum positif 
terkadang menghambat perkembangan hidup bahkan orang yang paling 
konsekuen mengikuti undang-undang paling merugikan keadilan (summum ius 
summa iniuria)6. 
Salah satu pemikir yang beraliran stoa adalah Cicero yang menolak 
bahwa hukum positif dari suatu masyarakat (tertulis atau kebiasaan) adalah 
standar apa yang adil, bahkan jika hukum tersebut diterima secara adil. Ia juga 
tidak menerima jika utilitas semata-mata adalah standar: “Keadilan itu satu, 
mengikat semua masyarakat dan bertumpu di atas satu hukum, yaitu akal budi 
yang benar diterapkan untuk memerintah dan melarang”.7 
Masa abad pertengahan diistilahkan untuk mewakili pandangan filsafat 
hukum pada Abad V Masehi setelah kekaisaran Romawi runtuh. Pada masa ini, 
pandangan-pandangan fisluf tentang hukum dipelopori oleh Agustinus (354-430 
M)  dan Thomas Aquinas (1225-1274 M). Mengenai makna keadilan, pandangan 
Aristoteles (384 SM-322 SM) mengilhami pemikiran Thomas Aquinas yaitu 
keutamaan yang disebut keadilan menentukan bagaimana hubungan orang 
dengan orang lain mengenai apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut 
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sesuatu kesamaan proporsional. Thomas Aquinas membedakan keadilan menjadi 
tiga hal yaitu pertama, keadilan distributif yang menyangkut hal-hal umum, 
kedua, keadilan tukar-menukar yang menyangkut barang yang ditukar antar 
pribadi dan ketiga, keadilan legal yang menyangkut hukum secara keseluruhan. 
Keadilan legal menuntut semua orang tunduk pada semua undang-undang 
karena undang-undang menyatakan kepentingan umum.8 
Hobbes mengidentikkan keadilan dengan hukum positif. Kaidah-kaidah 
hukum adalah perintah-perintah dari penguasa (the soverign); para anggota 
masyarakat mengevaluasi kebenaran dan keadilan dari perilaku mereka dengan 
mereferensi pada perintah-perintah tersebut. Namun Hobbes juga mengatakan 
walaupun penguasa tidak dapat melakukan suatu ketidakadilan (injustice) ia 
dapat saja melakukan kelaliman (inquity).9 
Pemikir yang mengemukakan gagasan tentang keadilan adalah Imanuel 
Kant (1724-1804) yang pemikirannya dapat disebut sebagai filsafat keadilan 
yang di dalamnya konsep kebebasan manusia memainkan peranan yang sentral. 
Kaidah-kaidah hukum dibedakan dari kaidah-kaidah moral dalam hal mengatur 
perilaku eksternal terlepas dari motivasinya, meski tidak berarti hakim harus 
mengabaikan motivasi pelanggar hukum pada saat menjatuhkan hukuman. Kant 
berpandangan bahwa hukum hanya menjadi hukum oleh karena berasal dari yang 
berhak membentuk hukum yakni pemerintah. Hal ini berarti undang-undang 
harus ditaati pula bila hukum itu tidak adil.10 
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Namun demikian pada masa ini banyak lahir pemikiran-pemikiran 
besar tentang hukum dan negara antara lain yang dikemukakan oleh John Locke 
(1632-1704) tentang tiga kekuasaan negara yaitu legislatif, eksekutif  dan 
federatif yang kemudian menjadi inspirasi bagi Montesquieu (1689-1755) 
sehingga lahir teori trias politica dengan tambahan kekuasaan yudikatif. 
Montesquieu memandang bahwa kekuasaan federatif sulit dibedakan dengan 
kekuasaan eksekutif sehingga dalam ajaran trias politica hingga kini dikenal tiga 
cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.11 
Pada zaman modern dirasakan banyaknya kepincangan dalam 
kodifikasi-kodifikasi karena berubahnya nilai-nilai yang menyangkut keadilan 
dalam masyarakat. Oleh karena itu, zaman ini membangkitkan kembali orang-
orang untuk mencari keadilan melalui filsafat hukum. Pada masa ini terjadi 
peralihan bahwa filsafat hukum berasal dari pemikiran para filsuf beralih kepada 
para ahli hukum. Pendapat para filsuf tentang filsafat hukum sampai dengan 
Imanuel Kant cenderung bersifat rasionalistis dan individualis yang bertolak 
pada ide-ide yang umum yang kemudian diterapkan pada manusia individual 
termasuk juga dengan masalah hukum. Cara pandang ini lama-kelamaan 
berkurang pengaruhnya pada abad XIX karena kurang bersifat empiris sehingga 
tidak mungkin menyusun tata hukum secara ideal lepas dari situasi konkret 
manusia yaitu situasi masyarakat secara social-ekonomi dan budaya. 
Filsafat idealisme dengan tokoh pemikir Hegel sangat berpengaruh 
pada abad XIX. Hegel meneruskan rasionalisme Kant tetapi dengan lebih 
menitikberatkan pada perkembangan hidup. Hukum dipandangnya sebagai suatu 
                                                          




hasil perkembangan manusia sebagai subjek rohani.12 Namun demikian seiring 
dengan berkembangnya empirisme pada abad XIX, Hegel menuai kritik dari 
muridnya yaitu Karl Marx yang mengembangkan filsafat Materialisme. Bersama 
dengan Engles, Marx dikenal dengan ajaran materialisme historis dan 
materialisme dialektis yang membantu masyarakat untuk lebih mengerti situasi 
masyarakat. Marx sendiri dalam ilmu hukum juga melahirkan pemikiran bahwa 
hukum adalah alat bagi pemilik alat produksi/modal (kapitalis) untuk melakukan 
penindasan terhadap kaum buruh (proletar) sehingga keadilan hanyalah milik 
penguasa yaitu pemilik alat produksi/modal (kapitalis). Konsepsi tersebut 
muncul sebagai hasil analisa Marx terhadap kondisi masyarakat yang terbagi 
menjadi dua kelas yaitu kelas buruh (proletar) dan kelas pemilik alat 
produksi/modal (kapitalis) sebagai residu dari system industrialisasi pada masa 
itu.13 
Pada abad XX, tokoh yang membahas tentang keadilan adalah Hans 
Kelsen. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah legalitas, suatu peraturan umum 
adalah adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya 
peraturan harus diterapkan. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif 
melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dan tata hukum 
positif tersebut. Keadilan adalah keadilan berdasarkan hukum.14  
Selanjutnya, pemikir yang secara khusus membedah tentang keadilan 
adalah John Rawls. Keadilan menurut Rawls adalah kebajikan utama dalam 
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institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.15 Cara pandang 
tentang keadilan tersebut, disebut sebagai fairness. Untuk mencapai keadilan, 
manusia harus kembali kepada posisi aslinya (original position) yaitu keadaan di 
mana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia. Posisi ini 
sebenarnya suatu posisi hipotesis atau fiktif agar prinsip-prinsip yang dicari 
jangan dicampuri dengan pertimbangan yang tidak jujur. Bertolak dari posisi asli 
ini orang akan sampai pada suatu persetujuan asli tentang prinsip-prinsip 
keadilan yang menyangkut pembagian hasil hidup manusia. Keadilan yang 
dihasilkan ditanggapi sebagai suatu kejujuran manusia sebagai manusia. Namun 
keadilan baru dapat  dicapai ketika dua prinsip diterapkan yaitu prinsip 
kesamaan dan prinsip ketidaksamaan. Kedua prinsip keadilan tersebut 
menghasilkan ketentuan bahwa kebebasan yang sama yaitu kebebasan batin 
tidak boleh dipermainkan, pengakuan hak-hak politik bagi semua orang dan 
berlakunya suatu peraturan hukum sebagai sistem pengendalian. Pengendalian 
ini dilakukan melalui sanksi.16 Lebih lanjut Rawls menyatakan bahwa keadilan 
formal dan keadilan substantif cenderung sejalan dan karena itu lembaga-
lembaga yang tidak adil tidak pernah, atau kadang pada tingkatan apa pun diatur 
secara netral dan konsisten. Ketika menjumpai keadilan formal, rule of law dan 
penghormatan pada harapan yang sah disana akan dijumpai keadilan substantif 
pula.17 
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Pandangan para pemikir tersebut cenderung ke arah keadilan 
prosedural dimana sesuatu dianggap adil jika diatur dalam sebuah peraturan 
yang berlaku bagi semua orang. Pandangan legalistik-positivistik tersebut 
dikritik oleh aliran realisme hukum.  
Ketika suasana terjepit antara orde hukum liberal dan dinamika 
masyarakat, terjadi pembangkangan hukum oleh pengadilan yang lebih 
mendengarkan gejolak dalam masyarakat daripada bunyi undang-undang. Aliran 
hukum yang legalistik-positivistik dipinggirkan dan digantikan oleh aliran 
realisme hukum yang dipelopori oleh Benyamin Cardozo dan Oliver Wendell 
Holmes. Aliran ini terkenal dan berkembang di Amerika dan Skandinavia.18  
Pembangkangan realisme hukum diwujudkan dengan mengajukan 
pertanyaan penting terhadap hukum yaitu: Bagaimana peran suatu peraturan 
perundang-undangan yang sedang berlaku? Bagaimana dapat dibuat suatu 
prediksi yang akurat terhadap suatu putusan pengadilan? Sejauhmana 
keobjektifan pengadilan dalam menemukan fakta-fakta dalam kasus-kasus yang 
kongkret? Metode apa yang seharusnya dipergunakan oleh hakim dalam hal 
mengambil kesimpulan dan menjustifikasi putusan-putusannya? Dan bagaimana 
suatu putusan pengadilan dicapai?19 
Seiring meredupnya pemikiran realisme hukum muncullah aliran 
kelompok critical legal studies  yang menolak formalisme hukum. Critical legal 
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studies sangat dipengaruhi oleh realisme hukum namun juga melakukan 
pembangkangan di beberapa hal.  
Salah satu pokok pemikiran formalisme hukum yang dikritik critical 
legal studies adalah bahwa hukum formal dapat mencapai tujuan yang sama 
dengan tujuan substantif. Antara hukum formal dan hukum substantif saling 
bertolak belakang dalam mencapai tujuan hukum karena sesungguhnya unsur-
unsur moral, sosial kemasyarakatan, dan rasa keadilan tidak dapat dipisahkan 
dari suatu pertimbangan hukum yang masing-masing beda untuk tiap-tiap kasus. 
Aliran critical legal studies ini bermula hanya merupakan infiltrasi ke bidang 
hukum dari pemikiran filosof besar seperti Herbert Marcuse, Karl Marx dan 
Theodor Adorno. Pemikiran ini resminya lahir pada tahun 1977 dalam 
konferensi di University of Wisconsin, Medison USA yang diprakarsai para ahli 
hukum antara lain: Abel, Heller, Horwitz, Kennedy, Macaulay, Rosenbiatt, 
Trubek, Tushnet dan Roberto Unger.20 
2. Keadilan Formal dan Keadilan Substantif dalam Kajian Filsafat Hukum 
Pertentangan pemikiran filsafat hukum merupakan suatu realitas 
sejarah yang tidak dapat ditolak dalam kancah ilmu pengetahuan. Baik dalam 
filsafat maupun filsafat hukum pertentangan akan selalu terjadi disebabkan 
perbedaan cara pandang terhadap sesuatu dalam hal ini konsep keadilan. Sebagai 
contoh, dalam filsafat terdapat pertentangan antara filsafat idealisme yang 
digagas oleh Hegel dengan filsafat materialisme Feurbach yang berbeda dalam 
memandang sesuatu. Filsafat idealisme memandang bahwa ide lebih dulu ada 
daripada materi sedangkan filsafat materialisme memandang sebaliknya. 
                                                          




Kaitannya dengan konteks keadilan, dewasa ini dikenal istilah keadilan 
substantif  yang dipertentangkan dengan keadilan prosedural. Keadilan 
prosedural dalam filsafat hukum identik dengan madzab hukum positivisme 
yang melihat hukum adalah fakta bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan 
oleh orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan 
untuk membuat hukum. Sumber dan validitas norma hukum bersumber dari 
kewenangan tersebut. Hukum harus dipisahkan dari moral. 
Positivisme hukum merupakan kelanjutan dari sebuah aliran filsafat 
positivisme yang dipelopori Auguste Comte (1798-1857) yang merupakan murid 
dari Saint Simon (1760-1825). Filsafat positivisme bertolak dari kepastian 
bahwa terdapat hukum-hukum perkembangan yang menguasai roh manusia dan 
segala gejala hidup bersama dan itulah secara mutlak. Menurut Comte, hukum 
tampak dari tiga tahap perkembangan yaitu teologis, metafisis dan positif. 
Dalam tahap terakhir inilah gejala-gejala tidak diterangkan lagi oleh suatu idea 
yang abstrak melainkan melalui gejala lain dengan mendapati hukum-hukum 
antara mereka. Hukum tidak lain daripada suatu relasi yang konstan di antara 
gejala-gejala. 
Pemikir positivisme hukum yang terkenal adalah Jeremy Bentham dan 
John Austin. Bentham adalah filosof dalam tradisi Anglo-Amerika dalam bidang 
hukum dan juga dikenal sebagai pendiri aliran utilitarianisme.21 Pandangannya 
dalam bidang hukum menolak pandangan hukum kodrat yang begitu yakin akan 
nilai-nilai subjektif  di balik hukum harus dicapai. Ia sangat percaya bahwa 
hukum harus dibuat secara utilitarianistik, yaitu melihat gunanya yang dengan 
                                                          




patokan  didasarkan pada keuntungan, kesenangan dan kepuasan mausia. Teori 
Bentham merupakan hukum yang bersifat imperative yang di dalamnya terdapat 
konsep soverignity, power dan sanction dalam sebuah masyarakat politik. Tokoh 
postivisme hukum berikutnya adalah John Austin yang dianggap sebagai corong 
dari Jeremy Bentham. Austin memandang hukum adalah perintah (commands) 
dari pihak yang berkuasa (soverign) yang memiliki sanksi (sanction).22 Hukum 
terpisah dari moral, hukum adalah hukum positif yang dibuat oleh penguasa 
untuk yang dikuasai secara politik. Hukum adalah suatu system yang logis, tetap 
dan bersifat tertutup, hukum secara tegas dipisahkan dengan keadilan dan tidak 
didasarkan pada nilai baik dan buruk. Pandangan Austin tentang hukum tersebut 
juga sering diistilahkan sebagai analytical jurisprudence. Selain kedua tokoh di 
atas, terdapat pemikir positivisme hukum pada abad XX yaitu Hans Kelsen yang 
pemikirannya tidak jauh beda dengan pendahulunya. Pemikiran Kelsen yang 
terkemuka adalah pemikiran tentang hukum yang bersifat murni dan pemikiran 
tentang hirarki perundang-undangan. Hukum harus  dibersihkan dari anasir-
anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis dan sebagainya.  
Kelsen mendefinisikan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang 
subjektif karena jelas tidak mungkin ada tata yang adil yang memberikan 
kebahagiaan kepada setiap orang selama orang mendefinisikan konsep 
kebahagiaan menurut pengertiannya yang sempit sebagai kebahagiaan 
perseorangan. Keadilan adalah sebuah cita-cita yang irasional yang bukan 
merupakan objek pengetahuan ditinjau dari sudut pengetahuan rasional tetapi 
yang ada hanyalah kepentingan-kepentingan, dan oleh karena itu konflik-konflik 





kepentingan diselesaikan melalui suatu tata yang memuaskan salah satu 
kepentingan dengan mengorbankan kepentingan lain atau berusaha mencapai 
kompromi di antara kepentingan yang saling bertentangan. Tata ini adalah 
hukum positif yaitu hukum sebagaimana adanya tanpa mempertahankannya 
dengan menyebutnya adil atau menghujatnya dengan menyebutnya tidak adil. 
Oleh karena itu keadilan adalah legalitas, suatu peraturan umum adalah adil jika 
diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. 
Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan -bukan 
dengan isi tata hukum positif- melainkan dengan penerapannya.23. 
Namun demikian, dalam penerapannya, Kelsen juga mengungkapkan 
tentang adanya “teori celah” di mana hukum yang absah tidak dapat diterapkan 
dalam kasus konkret jika tidak ada norma hukum umum yang mengacu pada 
kasus ini. Oleh karena itu, pengadilan diwajibkan untuk menutup celah itu 
dengan menciptakan norma yang sesuai.24 
Pemikir yang secara khusus membahas tentang keadilan adalah John 
Rawls yang juga memberikan penghormatan kepada madzab Utilitarianisme. 
Rawls mencoba menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan 
mengangkat teori kontrak sosial yang diungkapkan oleh Locke, Rousseau, dan 
Kant ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Prinsip-prinsip keadilan bagi 
struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Prinsip-prinsip 
ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut, mereka menentukan jenis 
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kerjasama sosial yang bisa dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintah yang 
didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini disebut keadilan sebagai 
fairness. Dalam menyusun konsep keadilan sebagai fairness salah satu tugas 
utamanya adalah menentukan prinsip keadilan mana yang akan dipilih dalam 
posisi asli. Bertolak dari posisi asli ini orang akan sampai pada suatu persetujuan 
asli tentang prinsip-prinsi keadilan yang menyangkut pembagian hasil hidup 
manusia. Keadilan yang dihasilkan ditanggapi sebagai suatu kejujuran manusia 
sebagai manusia. Namun keadilan baru dapat dicapai ketika dua prinsip 
diterapakan yaitu prinsip kesamaan dan prinsip ketidaksamaan. Kedua prinsip 
keadilan tersebut menghasilkan ketentuan bahwa kebebasan yang sama yaitu 
kebebasan batin tidak boleh dipermainkan, pengakuan hak-hak politik bagi 
semua orang dan berlakunya suatu peraturan hukum sebagai sistem 
pengendalian. Pengendalian ini dilakukan melalui sanksi.25 Lebih lanjut Rawls 
menyatakan bahwa keadilan formal dan keadilan substantive  cenderung sejalan 
dan karena itu lembaga-lembaga yang tidak adil tidak pernah, atau kadang pada 
tingkatan apa pun diatur secara netral dan konsisten. Menurut Rawls, 
menjumpai keadilan formal, rule of law dan penghormatan pada harapan yang 
sah, berarti pula menjumpai keadilan substantif.26 
Kritik terhadap filsafat hukum positivisme dilakukan oleh para pemikir 
yang tergolong dalam aliran realisme hukum (legal realism). Tokoh yang 
terkenal dalam aliran ini adalah Benyamin Cardozo, Oliver Wendell Holmes, 
Jerome Frank dan Karl Llewellyn. Kaum realis mendasarkan diri pada pemikiran 
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radikal mengenai proses hukum. Hakim lebih layak merupakan pembuat hukum 
sehingga harus selalu melakukan pilihan asas mana yang diutamakan dan pihak 
mana yang akan dimenangkan. Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan 
sosial dan hendaknya konsepsi hukum itu menyinggung hukum yang berubah-
ubah dan hukum yang diciptakan oleh pengadilan.27 
Kebangkitan dan kemajuan teknologi dan ilmu-ilmu empiris yang 
mendominasi kehidupan nyata di Amerika Serikat telah merubah cara kaum 
intelektual dalam memperlakukan filsafat dan ilmu-ilmu sosial termasuk logika 
sebagai kajian ilmu empiris yang tidak berakar pada pendekatan-pendekatan 
yang abstrak dan formalisme. Namun demikian, realisme hukum ini menurut 
Llewellyn bukanlah filsafat hukum tetapi hanyalah merupakan suatu gerakan 
dalam cara berfikir tentang hukum. 
Realisme merupakan konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah 
dan sebagai alat mencapai tujuan sosial, maka tiap bagiannya harus diselidiki 
mengenai tujuan maupun hasilnya. Hal ini berarti keadilan sosial lebih cepat 
mengalami perubahan daripada hukum. Sedangkan Holmes memberikan 
rumusan tentang hukum yang didasarkan pada pengalaman dan meragukan 
peranan logika. 
Konteks ke-Indonesiaan, terdapat pemikir hukum yang mencoba 
menggali konsep hukum yang anti formalisme. Satjipto Raharjo adalah salah 
satu pemikir hukum yang mencoba menggagas sebuah konsep hukum yang ia 
sebut sebagai keadilan (hukum) progressif. Hukum progressif dimulai dari 
asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum 
progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final 
                                                          




melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada 
manusia. Hukum progresif menolak tradisi analytical jurisprudence atau 
rechtsdogmatiek dan berbagi paham atau aliran seperti legal realism, 
sociological jurisprudence, teori hukum alam dan critical legal studies.28 
Hukum progressif muncul sebagai bentuk keprihatinan terhadap 
praktek keadilan hukum di Indonesia. Pengadilan pelan-pelan berubah peran dari 
institusi hukum yang sempit terisolasi menjadi pengadilan (untuk) rakyat. 
Pengadilan yang terisolasi juga dinyatakan dalam ungkapan pengadilan sebagai 
corong undang-undang tidak kurang-tidak lebih, terkesan liberal dan 
positivistik.29 Keadaan ini kemudian mengundang asosiasi ke arah kediktatoran 
pengadilan yang memutus semata-mata menurut tafsirannya tanpa mendegarkan 
dinamika masyarakat. Hukum progresif dapat berkembang dengan lahirnya 
pengadilan progresif yaitu proses yang sarat dengan dengan compassion yang 
memuat empati, determinasi, nurani dan sebagainya. Untuk mewujudkan 
pengadilan yang progresif diperlukan hakim yang progresif pula yaitu hakim 
yang menjadikan dirinya bagian masyarakat yang tidak hanya bekerja mengeja 
undang-undang tetapi meletakkan telinga ke degup jantung rakyat.30 
B. Eksistensi  Asas Kebenaran Formal dalam Perspektif  Filsafat Hukum Islam. 
Kebenaran itu bersifat relatif dan keadilan pun sangat abrstrak, sehingga 
penilaian atas kebenaran dan keadilan sebuah putusan perdata, sangat dipengaruhi 
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oleh persepsi masing-masing pihak yang sedang menilai sebuah putusan. Meski 
demikian, putusan perdata yang keluar dari lembaga peradilan merupakan produk 
hukum yang bersifat khusus dan konkrit, mengikat para pihak yang terlibat di 
dalamnya. Itu sebabnya, putusan harus memuat pertimbangan hukum yang menjadi 
alasan bagi hakim untuk memutus sebuah perkara. 
Sebelum mebicarakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
untuk menegakkan keadilan, menarik untuk mengutip beberapa poin penting yang 
harus dimiliki hakim sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, sebagaimana 
ditulis Harifin A. Tumpa. 
Menurut Harifin A. Tumpa, masyarakat  mengharapkan setidaknya tiga hal 
dari hakim. Pertama, hakim harus menjaga akhlak, karena hakim di mata 
masyarakat adalah istimewa, wakil Tuhan di bumi. Itu sebabnya tingkah laku hakim 
selalu diamati dan diperhatikan masyarakat. Kesalahan hakim, meskipun boleh jadi 
lumrah di kalangan non hakim, tetap akan menjadi luar biasa jika itu dilakukan oleh 
hakim dan menimbulkan reaksi yang lebih keras dari masyarakat. Karenanya, hakim 
harus benar-benar menjaga integritas, moralitas, budi pekerti, agar tercipta hakim 
yang berakhlak mulia. Tingkah laku hakim bukan hanya dipantau di belakang meja 
saat memeriksa perkara, tetapi seluruh segi kehidupan hendaknya tidak tercela.  
Selain berakhlak mulia, hakim dituntut untuk memiliki keilmuan yang 
mumpuni, terus menerus mengembangkan diri dalam memperluas wawasan dan 
keilmuan hukum, jauh lebih maju dari legislasi perundang-undangan. Karena 
perundang-undangan selalu tidak cukup untuk memprediksi dan mengantisipasi 
tingkah laku masyarakat yang terus bergerak cepat dengan dinamikanya sendiri. 
Dalam kondisi seperti ini, hakim diharapkan memiliki kemampuan, kemauan dan 




hakim menjadi pembaru hukum guna mengisi kekosongan akibat pesatnya 
perkembangan prilaku hukum masyarakat. 
Kedua, Hakim harus independen. Independensi hakim adalah sebuah 
keharusan, bukan hak istimewa apalagi pilihan. Independensi hakim berlaku pada 
saat memeriksa perkara, menjatuhkan putusan yang berkeadilan, dan putusan itu 
dapat dilaksanakan secara tuntas. Ketiga, hakim dan aparat peradilan lainnya 
hendaknya memberikan pelayanan yang baik, sesuai asas contante justice, yaitu 
penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan31.  
Muhammad Alim menyebutkan bahwa praktik peradilan yang sederhana, 
cepat dan biaya ringan merupakan praktik peradilan Islam.32 Kesederhanaan antara 
lain ditandai dengan pemanfaatan mesjid sebagai tempat mengadili sebelum adanya 
gedung pengadilan secara resmi. Selain itu, panggilan dan pemberitahuan mengenai 
adanya proses hukum bisa dilaksanakan dalam pertemuan di mesjid. Cepatnya 
proses peradilan dalam Islam menjadi fakta dalam sejarah awal berdirinya negara 
Madinah,  pemeriksaan perkara berjalan lancar dan tidak bertele-tele. Hal ini 
terutama didukung para hakim yang berintegritas tinggi (bertakwa) dan memegang 
komitmen untuk mempercepat penegakan keadilan, serta tingginya kepercayaan 
masyarakat terhadap penyelenggara peradilan. Selain sederhana dengan proses yang 
cepat, dalam proses pemeriksaan perkara, pengadilan sama sekali tidak memungut 
biaya.33   
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Hakim yang berakhlak mulia dan berpengetahuan luas, independen, serta 
mampu memberikan pelayanan yang baik, diharapkan dapat mewarnai peradilan 
Indonesia, menjadi pembaru hukum yang fenomenal melalui penemuan hukumnya 
yang futuristik dan antisipatif, sehingga mampu menjawab kemajuan kehidupan dan 
prilaku hukum masyarakat yang cenderung menjauh dan meninggalkan ketentuan 
normatif yang tekstual dalam peraturan perundang-undangan. Hakim tidak boleh 
ketinggalan, bahkan harus selalu mengembangkan kemampuan ilmiahnya, terutama 
di bidang hukum, seiring perkembangan kehidupan masyarakat.  
Hakim juga harus mampu dan mau menggali nilai-nilai hukum dan 
keadilan yang hidup dalam masyarakat.   Nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang 
tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat, harus bisa diterjemahkan oleh hakim ke 
dalam suatu konstruksi hukum konkrit yang disusun secara sederhana dan mudah 
dipahami, dalam bentuk putusan. Posisi seperti ini-lah, hakim melaksanakan 
fungsinya sebagai penemu hukum (judge made law). 
Menurut Harifin A. Tumpa, untuk memberikan putusan hukum yang benar 
dan berkeadilan, maka dalam memeriksa dan memutus perkara ada dua segi yang 
harus dipertimbangkan. Pertama, hukum formal, yaitu hukum acara di dalam 
menyelesaikan perkara. Hukum formal ini, harus dipedomani agar hakim tetap 
berada dalam koridor dan rambu-rambu yang berkepastian hukum. Bagaimanapun, 
kepastian hukum dalam sebuah negara harus ditegakkan karena tanpa kepastian 
hukum itu sendiri, mengakibatkan lunturnya keadilan, sebab kepastian hukum 
mengandung nilai-nilai keadilan. Meski demikian, keadilan formal yang diwujudkan 
oleh hukum formal tersebut, harus disertai dengan penegakan hukum substansial. 
Kedua, hukum materil, yaitu materi hukum yang mengatur (menguasai) 




haruslah bertujuan mewujudkan keadilan substansial,34 bukan sekedar melakoni 
jalannya peradilan yang tampak seimbang, memperlakukan sama dalam beracara, 
memberikan kesempatan dan perlakuan yang tidak berbeda, tatapi kemudian 
substansi perkara justru tidak terselesaikan secara tuntas.  
Asas audi et elteram partem (mendengar kedua belah pihak), meskipun 
tidak menggunakan istilah us}u>liyah, juga tidak muncul dari negara Arab yang 
beragama Islam, tetapi nilai keadialan dan kesetaraan di depan proses hukum yang 
dibawanya, tetap bersesuaian dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Mendengar 
kedua belah pihak sebelum mengambil putusan, adalah sebuah kewajiban asasi 
seorang hakim, kecuali pihak tersebut pelepaskan hak asasinya untuk didengar di 
depan sidang. Melepaskan hak asasi untuk didengar tanggapannya sebagai pihak 
dalam perkara perdata, bisa dilakukan secara jelas yaitu dengan menyampaikan 
secara tegas dan lugas dalam persidangan, ataupun hak itu dilepaskan secara diam-
diam yaitu mengabaikan panggilan sidang tanpa alasan yang sah.  
Melepaskan hak asasinya untuk tidak didengar penjelasannya di muka 
sidang, jika itu dilakukan secara jelas dan lugas di depan sidang pengadilan, tentu 
tidak menimbulkan keraguan bagi hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan. 
Akan tetapi, jika pihak mengabaikan hak secara diam-diam, tidak menghadiri sidang 
pengadilan, maka hakim harus mencermati dengan sangat hati-hati dengan cara 
meneliti kebenaran, kesahan dan kelayakan sebuah panggilan, termasuk unsur-unsur 
untuk dikatakan resmi dan patut, yaitu :  
                                                          




1. Dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang sah, yakni diangkat oleh pejabat 
yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan (SK) dan telah disumpah untuk 
jabatan itu, serta panggilan dilakukan dalam wilayah yurisdiksi yang tepat; 
2. Disampaikan langsung kepada pribadi pihak yang dipanggil di tempat 
tinggalnya, jika tidak bertemu di tempat tinggal tersebut, panggilan 
disampaikan melalui kepala Desa/Lurah setempat. Apabila terpanggil telah 
meninggal dunia, panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika pihak 
terpanggil tidak diketahui alamatnya atau alamat tidak dikenal, panggilan 
disampaikan ke bupati yang akan mengumumkannya pada papan pengumuman. 
Jika pihak terpanggil berada di luar negeri, panggilan disampaikan melalui 
perwakilan Republik Indonesia setempat melalui Kementerian Luar Negeri di 
Jakarta. Panggilan tersebut dilampiri surat gugatan. 
3. Jarak antara hari memanggil dengan hari sidang, harus sekurang-kurangnya tiga 
hari kerja.35 
Panggilan yang resmi dan patut tersebut, mengacu kepada aturan umum 
perkara perdata, kecuali perkara perkawinan/perceraian. Khusus untuk perkara 
perceraian, selain mengacu kepada tiga poin di atas, secara  khusus panggilan diatur 
sebagai berikut : 
1. Setiap dilakukan sidang, suami maupun isteri atau kuasanya akan dipanggil 
menghadiri sidang; 
2. Apabila alamat tergugat/termohon tidak jelas, tidak diketahui atau tidak 
mempunyai tempat tinggal tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempel 
panggilan pada papan pengumuman Pengadilan dan pengadilan mengumumkan 
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panggilan itu melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain, yang 
ditetapkan oleh pengadilan. Pengumuman ini dilakukan dua kali, dengan 
tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dengan pengumuman 
kedua. Tenggang waktu pengumuman kedua dengan hari sidang, sekurang-
kurangnya tiga bulan.36 
Benar, sah, layak, patut dan resminya sebuah panggilan tidak hanya 
bersifat formal belaka (yang penting ada), melainkan hakim harus yakin bahwa 
panggilan itu secara substansial telah dilaksanakan dengan benar dan maksimal. 
Dengan demikian, pencarian kebenaran dan penegakan keadilan substansial dalam 
perkara perdata, bukan hanya semata-mata pada fakta hukum dan pertimbangannya, 
melainkan pula seluruh proses sampai perkara itu diselesaikan secara tuntas, baik 
proses formal maupun maupun pertimbangan hukumnya.  
Pemeriksaan dan mengambilan putusan perdata sesungguhnya dan 
hendaknya mencari dan berusaha menegakkan “kebenaran substansial”, bukan 
sekedar kebenaran fomal, terutama jika hal ini ditinjau dari segi filsafat hukum 
Islam. 
Dikotomi kebenaran formal dan kebenaran substansial dalam penegakan 
hukum yang berkeadilan, memang dapat dipertemukan, tetapi memisahkannya 
secara paradigmatik dengan berhenti pada tataran kebenaran formal tanpa ijtihad 
meraih kebenaran substansial, merupakan langkah mundur beberapa abad ke 
belakang, mengiktuti zaman ketika HIR dan R.Bg. disusun. 
Guna membedah dikotomi antara keadilan substantif dan keadilan 
prosedural dalam proses penegakan hukum, kiranya perlu dilakukan review terhadap 
                                                          




akar filosofis dari penegakan hukum itu sendiri. Mencermati pendapat Hans Kelsen, 
penegakan hukum oleh hakim itu terikat pada teori positivisme, yaitu bahwa 
keadilan itu lahir dari hukum positif yang ditetapkan manusia. Dalam hal ini, Hans 
Kelsen menekankan bahwa konsep keadilan itu mencakup pengertian yang jernih 
dan bebas nilai. Hakim terikat dengan hukum positif yang sudah ada, berdasarkan 
paham legisme dalam konsep positivisme, hakim hanya sebagai corong undang-
undang. Artinya mau tidak mau hakim harus benar-benar menerapkan suatu 
kejadian berdasarkan konsep hukum yang sudah ada. 
Secara praktik, konsep positivisme penegakan hukum ini ternyata sangat 
jauh dari keadilan, karena sering sekali hukum positif itu ketinggalan dengan 
perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, sehingga dalam penerapan teori 
positivisme tidak bisa serta merta dilaksanakan dengan paham legisme. Hakim 
boleh menerapkan teori ini pada kasus yang aturan hukumnya jelas, sehingga tinggal 
menerapkan saja pada peristiwa konkrit, namun dalam hal peristiwa yang tidak ada 
aturan hukumnya hakim harus menemukan dan menggunakan analogi untuk 
penemuan hukum. Hukumnya harus diupayakan dengan cara menelusuri peraturan 
yang mengatur peristiwa khusus yang mirip dengan peristiwa yang hendak dicari 
hukumnya dengan jalan argumentasi (argumentum a contrario atau argumentum per 
analogiam). Kalau peristiwanya tidak diatur sama sekali dalam undang-undang, 
maka hakim berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 
“….wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 
yang hidup dalam masyarakat”. Jadi hakim dalam memberikan keadilan kepada 
pencari keadilan, harus mempunyai iktikad baik, yaitu keyakinan hakim dengan alat 
bukti yang cukup untuk memutuskan suatu perkara sehingga dapat memberikan 




dan prosedural yang benar dalam praktiknya  di pengadilan. Penerapan hukum 
positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di 
masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim 
bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, dan keikhlasan inilah yang menjadi 
barometer keadilan dalam penegakan hukum oleh hakim. 
Selama ini, banyak pihak menuntut hakim agar lebih berpihak pada 
perwujudan keadilan substantif daripada keadilan prosedural semata. Keadilan 
prosedural diyakini hanya mengacu pada bunyi undang-undang. Sehingga, sepanjang 
bunyi undang-undang terwujud, tercapailah keadilan secara formal, tanpa 
memperdulikan apakah secara substansial keadaan itu benar-benar dirasakan adil 
secara moral dan kebijakan (virtue) bagi banyak pihak. Para penganut dan penegak 
keadilan formal itu, biasanya tergolong kaum yang berorientasi positivistik. Bagi 
kaum positivistik, keputusan-keputusan hukum itu dapat dibuat dengan terlebih 
dahulu mendeduksikan secara logis peraturan-peraturan yang sudah ada tanpa perlu 
menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebajikan, serta moralitas, betapapun tidak 
adilnya dan terbatasnya bunyi undang-undang yang ada. Hukum adalah perintah 
undang-undang, dan dari situ kepastian hukum bisa ditegakkan. 
Pandangan positivistik tersebut ditentang oleh kalangan yang 
berpandangan bahwa prinsip kebajikan dan moralitas mesti harus dipertimbangkan 
pula dalam mengukur validitas hukum yang berkeadilan. Penganut hukum moralis 
ini berprinsip bahwa hukum harus mencerminkan moralitas. Karena itu, hukum yang 
meninggalkan prinsip-prinsip moralitas, bahkan bertentangan dengan moralitas, 
boleh diabaikan atau bisa tidak ditaati berdasar suatu hak moral (moral right). 
Indonesia adalah Negara yang cenderung menganut civil law system, yang 




hakim Indonesia yang bertindak sebagai pelaksana undang-undang, bukan pencipta 
undang-undang (baca: hukum), sebagaimana yang dilakukan para hakim di Inggris 
yang menganut sistem common law. Akibatnya, pemikiran hakim di negeri ini 
dihantui falsafah bahwa meskipun para hakim di Indonesia dapat melakukan 
penemuan hukum (rechtsvinding) melalui putusannya, mereka tidak boleh menabrak 
isi dan falsafah peraturan perundang-undangan yang sudah ada37, atau setidak-
tidaknya mencari format yang aman-aman saja. Pada umumnya hakim lebih 
memilih untuk bersikap sebagai safety player, mencari solusi yang aman-aman saja, 
tidak perlu repot-repot merumuskan bagaimana ratio decidendi, maupun referensi 
teoretikalnya yang tidak mudah. Terlebih lagi dengan beban kerja yang tinggi, ruang 
dan waktu yang terbatas, maka cukup sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk 
mampu berkontenplasi mempelajari ranah falsafah hukum dan teori hukum melalui 
penelusuran referensi aktual dan relevan.38 Dengan demikian, pencarian, penemuan 
dan penegakan hukum yang benar secara substansial dan berkeadilan, masih perlu 
perjuangan keras karena masih banyak hakim yang senang berlindung di balik 
formalisme hukum dipadukan dengan indepensi hakim dalam memilih dan membuat 
pertimbangan hukum, sesuai aliran hukum yang dianutnya.  
Perkembangan filsafat hukum Islam yang sering diidentikkan dengan the 
living law, up to date, bisa berubah sesuai perkembangan zaman, tidak lepas dari 
ronrongan faham kebenaran formal itu. Kenyataan itu dapat dilihat dengan 
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dimunculkannya sebuah riwayat yang sangat terkenal dan sering disebut-sebut 
sebagai hadis. Riwayat itu berbunyi sebagai berikut : 
 َﻧ ْﺤ ُﻦ  َﻧ ْﺤ ُﻜ ُﻢ  ِﺑ ﱠﻈﻟﺎ ِﻫﺎ ِﺮ َو ، ُﷲا  ـَﻳ ـَﺘ َﻮ ﱠﻟ ﱠﺴﻟا ﻰ َﺮ ِﺋا َﺮ
39 
Artinya :  
“Kami memutuskan berdasarkan zahirnya perkara, Allah Maha menilai yang 
tersembunyi” 
Kajian filsafat hukum Islam dari riwayat tersebut melahirkan konsep, atau 
setidak-tidaknya mendukung aliran kebenaran formal. Hal ini dipahami dari lafaz bi 
al-z}a>hir, yang bisa diartikan z}ahir, lahiriah, dan formal. Dengan demikian, riwayat 
itu dapat dipahami sebagai landasan berhukum penganut aliran kebenaran formal 
dalam filasafat hukum Islam, sehingga hakim cukup mencari, menemukan dan 
menegakkan kebenaran formal40. 
Penemuan hukum (istimbat) dengan mendalilkan riwayat di atas sebagai 
dasar normatif (dalil naqli) menjadi lemah oleh karena riwayat itu dinilai tidak 
berdasar untuk dikatakan sebagai hadis nabi, sebagaimana ditulis Ibnu Mulqin: 
“saya tidak mengetahui hadis seperti ini, diingkari pula oleh al-Ha>fiz} Jama>luddin al-
Mazzi>”.41 Wahbah al-Zuhaili> mengutip riwayat itu ke dalam kitabnya al-Fiqh al-
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Isla>mi> wa adillatuh, dan memberinya catatan kaki (foot note) bahwa tidak ada hadis 
dengan redaksi (lafaz}) seperti itu42. 
Muhammad Na>siruddin al-Alba>ni> menegaskan bahwa hadis itu tidak 
shahih, bahkan tidak ada sumber yang memastikan sebagai hadis Nabi, sebagaimana 
ditegaskan ulama Hadis al-Ha>fidz} al-‘Ira>qi>, al-‘Asqala>ni>, dan al-Suyu>t}i>43. 
Na>siruddin al-Alba>ni, mengutif dari sebuah buku yang berjudul: al-Maqa>sid al-
Hasanah fi Baya>n Kasi>r min al-Aha>di>s al-Musytaharah ala> Alsinah pernyataan yang 
menegaskan :  
 َو َﻻ  ُو ُﺟ ْﻮ َد  َﻟ ُﻪ  ِﻓ ُﻛ ﻲ ُﺘ ِﺐ  ْا َﺤﻟ ِﺪ ْﻳ ِﺚ  ْا َﻤﻟ ْﺸ ُﻬ ْﻮ َر ِة  َو َﻻ  ْا َﻷ ْﺟ َﺰ ِءا  ْا َﻤﻟ ْﻨ ـُﺜ ْﻮ َر ِة  َو َﺟ َﺰ َم  ْا ِﻟ َﺮﻌ ِا ِﺑ ﻲﻗ َﺄ ﱠﻧ ُﻪ  َﻻ َأ  ْﺻ َﻞ  َﻟ ُﻪ  )1  َو ( َﻛ َﺬ َأ ا ْﻧ َﻜ َﺮ ُﻩ 
 َا َﻤﻟ ﱢﺰ َو ي َﻏ ـْﻴ ُﺮ ُﻩ  َو  ( َﻛ َﺬ ِﻓ ا َﻛ ) ﻲ ْﺸ ِﻒ  َﺨﻟا َﻔ ِﺎ ِﻟ ( ء ْﻠ َﻌ ْﺠ ُﻠ ْﻮ ِﻧ) ﻲ1  /192  /585  ( َو َﻏ ْﻴ ِﺮ ِﻩ  ِﻣ َﻦ  ْا ُﻜﻟ ُﺘ ِﺐ  ﱠﻟا ِﺘ ُو ﻲ ِﺿ َﻌ ْﺖ  ِﻟ َﺘ ْﻤ ِﻴ ْﻴ ِﺰ  َﻣ َﺻ ﺎ ﱠﺢ  ِﻣ َﻤ َﻟ ﺎ ْﻢ 
 َﻳ ِﺼ ْﺢ  ِﻣ َﻦ  ْا َﺤﻟ ِﺪ ْﻳ ِﺚ  ـَﻓ َﻬ ْﻞ  َﻟ ْﻢ  ـَﻳ ْﻘ َﺮ ِأ  ﱡﺪﻟا ْﻛ ُﺘ ُرﻮ  َﺷ ْﻴ ًﺌ ِﻣ ﺎ ـْﻨ َﻬ َأ ﺎ ْﺻ ًﻼ َﺣ  ﱠﺘ َو ﻰ َﻗ َﻊ  ِﻓ َﻫ ﻲ َﺬ ـَﺘﻟا ا َﻘ ﱡﻮ ِل  َﻋ َﻠ َر ﻰ ُﺳ ْﻮ ِل  ِﷲا  َﺻ ﱠﻠ ُﷲا ﻰ  َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ  َو  َﺳ ﱠﻠ َﻢ  َأ ْم  َأ ﱠن  َﻟ ُﻪ 
 َر ْأ ًﻳ َﺧ ﺎ  ﺻﺎ ُﻳ ﺎ َﺨ ِﻟﺎ ُﻒ  ِﺑ ِﻪ  ُﺣ ْﻜ َﻢ  َأ ِﺋ ﱠﻤ ِﺔ  ْا َﺤﻟ ِﺪ ْﻳ ِﺚ  َو َأ ْﻫ ِﻞ  ْا ِﻌﻟ ْﻠ ِﻢ  ِﺑ ِﻪ ؟؟
44 
Artinya : 
“Tidak ada wujud hadis itu dalam kitab-kitab hadis yang terkenal maupun 
kitab ajza>’45, al-Iraqi memastikan bahwa riwayat itu tidak ada dasarnya. Hal 
ini juga dikatakan dalam kitab Kasyf al-Khafa>’ karya al-‘Ajlu>ni>, dan beberapa 
kitab yang berusaha membedakan hadis sah dan hadis palsu. Apakah seorang 
doktor sama sekali tidak membaca rujukan mengenai riwayat itu sehingga 
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Lihat M. Hasbi As Shiddiqie, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis, Jilid II (Cet. VIII; Jakarta: Bulan 




dikatakan bahwa riwayat itu merupakan perkataan Rasulullah, atau jangan-
jangan ada pendapat baru yang berbeda dengan ulama dan ilmuan hadis”? 
Berdasarkan informasi ini dapat dipahami bahwa redaksi itu tidak 
memiliki sumber rujukan yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah, meskipun ada yang mengatakan bahwa substansi maknawi yang dibawa 
telah sesuai dengan hadis nabi. Informasi yang sama, juga disampaikan oleh 
Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syauka>ni> ketika mengomentari riwayat itu 
dalam bentuk foot note, dengan mengutip pernyataan al-Sakha>wi> sebagai berikut : 
 ِا ْﺷ َﺘ َﮭ َﺮ  َﺑ ْﯿ َﻦ  ْا ُﻷ ُﺻ ْﻮ ِﻟ ﱢﯿ ْﯿ َﻦ  َو ْا ُﻔﻟ َﻘ َﮭ ِءﺎ َو ، َﻻ ُو  ُﺟ ْﻮ َد  َﻟ ُﮫ  ِﻓ ْﻲ  ُﻛ ُﺘ ِﺐ  ْا َﺤﻟ ِﺪ ْﯾ ِﺚ  َﻤﻟا ْﺸ ُﮭ ْﻮ ِر  َو َﻻ َﻷا  ْﺟ َﺰ ِءا  َﻤﻟا ْﻨ ُﺜ ْﻮ َر ِة ،
 َو َﺟ َﺰ َم  ِﻌﻟا َﺮ ِﻗا ِﺑ ﻲ َﺄ ﱠﻧ ُﮫ  َﻻ َأ  ْﺻ َﻞ  َﻟ ُﮫ َو ، َﻛ َﺬ َأ ا ْﻧ َﻜ َﺮ ُه  َﻤﻟا ﱢﺰ َو ي َﻏ ْﯿ ُﺮ ُه َو ، َﺗ َﺒ َﻌ ُﮫ  َﻋ َﻠ ِﻟذ ﻰ َﻚ  ْا َﻌﻟ ْﺠ ُﻠ ِﻧﻮ ْﻲ  ِﻓ َﻛ ﻲ ْﺸ ِﻒ  ْا َﺨﻟ َﻔ ِءﺎ "1 /
192 َو ،" َز َدا  َﻧ ْﻘ ُﻠ ُﮫ  َﻋ َﻠ َﺰﻟا ﻰ ْر َﻛ ِﺸ َﻓ ،ﻲ َﻘ ْﺪ  َﻗ َلﺎ َﻻ : ُﯾ  ْﻌ َﺮ ُف  ِﺑ َﮭ َﺬ ﱠﻟا ا ْﻔﻠ ُﻆ َو ، ْﺑا ُﻦ  َﻛ ِﺜ ْﯿ َﻗ ﺮ َلﺎ َﻟ : ْﻢ  َأ ِﻗ ُﻒ  َﻟ ُﮫ  َﻋ َﻠ َﺳ ﻰ َﻨ ٍﺪ َو ، َأ ْﻧ َﻜ َﺮ ُه 
 ْا َﻘﻟ ِرﺎ َو ي َﺤﻟا ِﻓﺎ ُﻆ  ْﺑا ُﻦ  ُﻤﻟا ْﻠ ِﻘ.ﻦ
46 
Artinya : 
“Sudah masyhur di kalangan ulama us}ul dan fuqaha, bahwa tidak ada wujud 
hadis itu dalam kitab-kitab hadis yang terkenal maupun kitab ajza>’ , al-‘Iraqi> 
memastikan riwayat itu tidak ada dasarnya, al-Mazi> dan yang lain juga 
menolak, kemudian diikuti oleh al-‘Ajluni> dalam kitab Kasyf al-Khafa>’ Jilid I 
halaman 192, kemudian dinukil pula oleh al-Zarkasyi>, ia mengatakan: “lafaz} 
ini tidak diketahui sumbernya”. Ibn Kas\i>r berkata : “jalur sanadnya tidak ada 
saya percaya”. Ditolak pula oleh al-Qa>ri> dan al-Ha>fiz} Ibn Mulqin. 
Sesungguhnya redaksi itu merupakan ucapan sebagian ulama salaf, tetapi 
walaupun ada sumber dari ulama salaf, tetap tidak dapat dijadikan dasar penetapan 
hukum karena tidak diketahuinya sebagian sanad, yang menyebabkan kaburnya data 
integritas perawi.47 Baso Midong memastikan bahwa riwayat tersebut adalah hadis 
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palsu.48 Menurutnya, beberapa kitab syarah memuat pernyataan yang mirip, tetapi 
tidak ada yang menunjukkan bahwa ini adalah hadis, tetapi eksistensinya hanya 
untuk menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri>, berbunyi :  
 ُﮫ ﱠَﻧأ ُبِﺳَْﺣﺄَﻓ ٍضْﻌَﺑ ْنِﻣ َﻎَﻠَْﺑأ َنوُﻛَﯾ َْنأ ْمُﻛَﺿْﻌَﺑ ﱠلََﻌﻠَﻓ ُمْﺻَﺧْﻟا ﻲِﻧﯾِْﺗﺄَﯾ ُﮫ ﱠِﻧإَو ٌرَﺷَﺑ ﺎََﻧأ ﺎَﻣ ﱠِﻧإ َُﮫﻟ ﻲِﺿَْﻗﺄَﻓ ٌقِدﺎَﺻ 
 َﻌْطِﻗ َﻲِھ ﺎَﻣ ﱠِﻧﺈَﻓ ٍمِﻠْﺳُﻣ ﱢقَﺣِﺑ َُﮫﻟ ُتْﯾَﺿَﻗ ْنَﻣَﻓ َِكﻟَذِﺑﺎَﮭْﻛُرْﺗَِﯾﻟ َْوأ ﺎَھْذُْﺧﺄَﯾْﻠَﻓ ِرﺎ ﱠﻧﻟا ْنِﻣ ٌﺔ49 
Artinya; 
"Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian, dan aku mendapatkan 
pengaduan, siapa tahu diantara kalian lebih pandai bersilat lidah daripada 
yang lain, sehingga aku menyangka dirinya benar (padahal tidak), lalu aku 
putuskan untuknya, maka barangsiapa kuputuskan menang dengan 
melanggar hak saudaranya semuslim, sama artinya aku mengambilkan 
suluh api baginya, maka silahkan ia ambil atau ia tinggalkan!”50 
Berdasarkan perspektif  periwayatan, jelas bahwa riwayat yang selama ini 
dijadikan rujukan dalam rangka menerima dan membenarkan asas kebenaran formal 
dinyatakan tidak valid sehingga tidak dapat dijadikan pijakan hukum. Meski 
demikian, muatan maknanya dapat dipahami dari kandungan hadis yang lain, maka 
secara substansial bisa diterapkan.  
Sesungguhnya hadis yang ditakhrij al-Bukha>ry di atas menunjukkan bahwa 
penerapan kebenaran formal bukanlah akhir dari seleuruh proses penyelesaian 
sengketa perdata. Jika pengadilan memutuskan menurut asas kebenaran formal, 
maka para pihak masih mempunyai alternatif untuk memilih, antara menjalankan 
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putusan formal yang keliru dengan konsekwensi azab akhirat atau melaksanakan 
kebenaran substantif yang berkeadilan.  
Kalau demikian, kebenaran formal dalam perkara perdata tidak 
ditempatkan sebagai tujuan dalam pemeriksaan dan putusan perdata, melainkan 
hanya alternatif terakhir setelah semua upaya pencarian kebenaran substantif 
dilakukan. Ini adalah konsekuensi logis dari tertolaknya riwayat yang selama ini 
menjadi dasar pembenar diterimanya kebenaran formal sebagai orientasi dalam 
pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.  
Menurut al-Sya>fi’i>, sunnah yang berasal langsung dari Nabi dalam bentuk 
hadis melalui rantai perawi yang dapat dipercaya adalah sumber hukum, terlepas 
apakah diterima oleh masyarakat atau tidak. Hadis ahad sekalipun, harus 
diprioritaskan di atas praktik dan pendapat para sahabat dan tabi’in.51 Oleh karena 
itu, orientasi pencarian dan penemuan kebenaran substantif dalam perkara perdata 
harus menjadi prioritas. 
Urgensi mendahulukan substansi dari pada formalnya, dapat dipahami dari 
QS Al-Baqarah/2:177 yang memastikan bahwa formalnya sebuah ibadah tidak 
begitu penting, tetapi substansilah yang memberinya nilai. Oleh karena itu, cara 
formalnya bisa diubah dengan tetap pada tujuan substantif.  Dalam ayat ini, Allah 
memastikan peralihan kiblat kaum muslimin ke arah baitullah Ka’bah setelah 16 
tahun Rasulullah dan sahabatnya mendirikan shalat menghadap bait al-maqdis. 
Peristiwa itu menimbulkan konflik hangat dan perdebatan seru, mengenai kiblat 
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yang paling mulia, apakah kiblat yahudi atau kiblat muslim, maka turunlah ayat 
tersebut.52 
Menurut Muamar Bakry, ayat  tersebut menawarkan dua hal yang salah 
satunya menempati posisi rendah. Hal ini dapat dilihat dengan ungkapan “laysa al-
birra” (bukan suatu kebajikan), dan pilihan yang lain dikatakan “la>kinnabirra” (akan 
tetapi kebajikan adalah). Pilihan pertama itu bersifat formal belaka, sementara  
pilihan kedua bersifat substantif.  Ibadah ritual dan ibadah sosial akan lebih terasa 
dan bermakna dengan kualitas ibadahnya, sehingga kebajikan bukanlah pada 
perlakuan dan gerakan yang terpantau pada atau dengan indera, tetapi kebajikan itu 
justru terletak pada rasa dan implikasi positif pada pribadi manusia dan masyarakat 
luas.53 Demikian pula sebuah pemeriksaan litigasi dan  output-nya. Proses formal 
dan formalitas litigasi memang penting karena dilihat dan dijangkau indera manusia 
secara gamlang, tetapi substansi putusan yang dihasilkannya, seharusnya bukan 
mengacu kepada proses formal belaka melainkan menggali rasa kebenaran dan nilai 
keadilan pada jiwa para pihak dan masyarakat luas, sesuai substansi perkara yang 
sedang ditangani. Dalam hal ini, berlaku kaedah prioritas : 
 َا ْﻻ ْھ ِﺘ َﻤ ُمﺎ  ِﺑ َﺠﻟﺎ ْﻮ َھ ِﺮ  َا ْو َﻟ ِﻣ ﻲ َﻦ  ْا ِﻻ ْھ ِﺘ َﻤ ِمﺎ  ِﺑ ﱠﺸﻟﺎ ْﻜ ِﻞ
54  
Artinya : “Substansi lebih utama dari pada penampilan”55 
Oleh karenanya, kalaupun harus menerapkan kebenaran formal maka harus 
terlebih dahulu memaksimalkan ijtihad untuk menemukan kebenaran substantif 
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karena dengan menemukan kebenaran substantif yang diformalkan melalui putusan 
pengadilan, maka keadilan, maslahat dan kepastian hukum mudah dilaksanakan. 
Menurut Abdul Manan memisahkan secara kontradiktif antara pencarian 
kebenaran formal dan kebenaran substantif menjadi tidak relevan dalam hukum 
acara perdata, mengingat bahwa dalam praktik, ada tuntutan untuk mencari 
keduanya (formal dan substantif) dalam waktu yang bersamaan dalam pemeriksaan 
suatu perkara yang diajukan kepada hakim di pengadilan.56 Bahkan lebih tegas lagi, 
Roihan A. Rasyid, menegaskan bahwa penegakan hukum privat (perdata) dengan 
mengutamakan kebenaran formal tidak berarti bahwa hukum acara perdata 
mengenyampingkan kebenaran material (substantif). Hukum acara perdata kini pun 
sudah harus mencari kebenaran substantif, seperti juga prinsip hukum acara 
pidana.57 
Terlepas dari pembidangan hukum publik dan privat, perdata dan pidana, 
Islam senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan 
substansial. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah peradilan Islam yang sering 
menampilkan kasus-kasus signifikan yang memperlihatkan hakim berijtihat untuk 
mendapatkan kebenaran substansial dan menegakkan keadilan berdasarkan 
kebenaran itu meskipun hanya menggunakan qari>nah yang diyakini kebenarannya 
oleh hakim pemeriksa perkara. Contoh itu antara lain sebagaimana yang dilakukan 
Nabi Sulaeman dalam mengadili dua ibu yang bersengketa mengenai kepemilikan 
seorang anak. Zaman yang belum mengenal foto, film, pencatatan kelahiran apalagi 
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tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) maka tentu saja sulit menentukan siapa gerangan 
yang menjadi ibu sang anak kala itu, apalagi keduanya berkeras sebagai pemilik 
anak yang sedang disengketakan.  
Ibn al-Qayyim al-Jauziyah mengutip kisah Nabi Sulaiman tersebut yang 
berusaha memutus perkara dengan upaya menemukan kebenaran substansial. 
Meskipun Nabi Daud telah memutus dengan menetapkan anak yang disengketakan 
menjadi milik penggugat, namun Nabi Sulaiman menganulirnya dan mengatakan: 
 “Sebaiknya kamu berdua datang padaku dengan membawa pisau, yang dengan 
pisau itu aku akan membelah bayi ini menjadi dua bagian, masing-masing dari 
kalian mendapat satu bagian”58   
Mendengar ucapan itu, penggugat bersedia melakukannya, sedangkan 
tergugat menolak dengan menyatakan “Jangan anda melakukan itu, semoga Allah 
swt. merahmatimu, sesungguhnya bayi itu anak penggugat”. Mencermati 
pernyataan kedua belah pihak yang berperkara, Nabi Sulaiman memutuskan bahwa 
bayi yang disengketakan adalah anak tergugat.59 
Proses pengambilan keputusan itu kelihatannya sederhana, tetapi justru itu 
dilakukan dengan ijtihad, pemikiran dan perenungan mendalam, kecermatan, 
ketelitian, wawasan luas, dan yang terpenting adalah dua hal terakhir, yaitu adanya 
kemauan dan keberanian yang tinggi, untuk mencari dan menemukan kebenaran 
dalam rangka menegakkan keadilan.  
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Putusan tersebut meskipun lebih didasarkan pada persangkaan yang kuat 
dari Nabi Sulaiman dalam posisinya sebagai hakim, diyakini telah mengungkap 
kebenaran substantif dan dengan demikian, nilai keadilan yang dikandung putusan 
itu adalah keadilan material, substansial dan progresif. Hal itu dicapai Nabi 
Sulaiman karena berhasil memadukan kecerdasan intelektual dan emosional, 
penggunaan dan mengedepankan nurani yang tulus, dilengkapi dengan kemauan dan 
keberanian dalam melakukan terobosan hukum. Semua segi diperhatikan, cara 
bicara, raut muka, keceriaan dan kerelaan melaksanakan perintah yang tidak masuk 
akal, dipahami Nabi Sulaiman sebagai strategi jahat, bahkan cenderung 
mengorbankan kepentingan terbaik bagi anak. Kondisi ini tidak mencerminkan 
prilaku ibu kandung. Sedangkan tergugat, kasih sayangnya melampaui rasa ingin 
memiliki sehingga yang menjadi perhatian utamanya adalah kepentingan terbaik 
bagi anak. Di sinilah letak indikasi seorang ibu kandung yang sejati, dan inilah 
kebenaran material (substantif).60   
Alquran yang menjadi sumber utama dalam kajian filsafat hukum Islam 
sangat jelas menekankan urgensi penegakan hukum di atas kebenaran dan keadilan 
substansial tanpa membedakan secara konkrit kebenaran dan keadilan dalam ranah 
publik atau ranah privat.  
Menurut Rifyal Ka’bah,  keadilan yang sebenarnya adil adalah keadilan 
yang berasal dari Allah, baik langsung maupun tidak langsung. Allah yang Maha 
Adil telah mengatur seluruh sistem kehidupan berdasarkan timbangan yang adil.  
Hal ini terlihat dari keteraturan alam raya dengan segala isinya adalah bukti 
keadilan Allah yang dapat diamati manusia. Untuk ketertiban manusia, Allah telah 
                                                          




menurunkan aturan hukum yang berisikan keadilan kepada nabi dan rasul untuk 
disampaikan dan dijelaskan kepada manusia. Allah juga melengkapi manusia dengan 
akal, pikiran dan hati nurani sehingga dapat menimbang dan memutuskan dengan 
adil setiap masalah yang ditemukan dalam kehidupan.61    
Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan secara 
komprehensip: kepada diri sendiri, orang tua, karib kerabat, kaya atau miskin,62 
lawan, kawan, disuka atau pun dibenci.63 Hal ini menujukkan bahwa keadilan yang 
dikehendaki Allah agar ditegakkan oleh manusia adalah keadilan universal yang 
dibangun di atas kebenaran substansial, sehingga keseluruhan proses maupun 
putusannya, selalu logis, masuk akal, mudah dipahami dan ditaati bahkan oleh yang 
kalah sekalipun.  
Rifyal Ka’bah berpendapat bahwa keadilan sebagai suatu yang berimbang, 
tidak mesti selalu dalam pengertian sama berat, tetapi juga dalam harmonisasi 
antara bagian-bagian atau pihak-pihak sehingga membentuk suatu kesatuan yang 
harmonis.64 Berdasarkan konsep ini maka segala bentuk perdamaian dalam upaya 
mengakhiri sengketa perdata dinilai sebagai bentuk kebenaran dan keadilan 
tertinggi. Itu sebabnya, sehingga dalam Alquran meskipun bagian ahli waris yang 
tergolong as}ha>b al- furu>d} telah ditentukan, tidak berarti bahwa solusi harmonisasi di 
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antara para ahli waris menjadi tertutup. Karena itulah muncul adagium hukum 
dalam filsafat hukum Islam :  
  ُﺼﻟا ْﻠ ُﺢ  َﺳ ﱢﯿ ُﺪ  ّا َﻻ ْﺣ َﻜ ِمﺎ  
Artinya : perdamaian (harmonisasi) adalah tuannya hukum. 
Makna ungkapan ini adalah bahwa penyelesaian sengketa damai sehingga 
tercipta harmonisasi antara pihak yang tadinya bersengketa merupakan capaian 
tertinggi dalam berhukum. Boleh jadi, nilai-nilai harmonisasi ini mengilhami 
lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan. Putusan perdata yang lahir dari sebuah 
harmonisasi (perdamaian), tidak perlu digali lagi, apakah kebenaran putusan itu 
mengandung nilai formal, substantif, atau formal dan substantif. Akhirnya, tidak 
perlu pula dibahas apakah putusan itu adil atau tidak adil, karena hukum tidak 
pernah menafikan kemaslahatan sebagai tujuan, bahkan filsafat hukum Islam 
menempatkan maslahat sebagai tujuan utama dalam berhukum. 
Kajian filsafat hukum Islam tidak mendikotomikan kebenaran formal dan 
kebenaran substantif, tetapi lebih pada penekanan agar hakim lebih cermat, cerdas, 
cakap, berpengetahuan luas, dan berusaha sekeras-kerasnya (ijtihad) untuk 
menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan terhadap masalah yang diajukan 
padanya. Hakim yang tidak cakap dan memutus serampangan, dipastikan 
mendapatkan sanksi, setidak-tidaknya sanksi ukhrawi, neraka. Sedangkan hakim 
yang berpengetahuan luas, berijtihad dan menerapkan hukum secara ilmiah, 
meskipun putusan itu boleh jadi salah menurut Allah, hakim itu tetap mendapatkan 
pahala ijtihadnya. Ada banyak hadis Nabi saw. yang memastikan hal ini, antara lain: 
1. Sahi>h al- Bukha>ri>, kitab Ahka>m, bab ajr al-ha>kim iz\a> ijtahada fa as}a>ba au> 




2. Sahi>h Muslim, kitab Aqdiyah bab al-Nahyu ‘an kasri al-Masa>il, hadis ke 3240.  
3.  Sunan al-Turmuzi>, kitab Ahka>m  bab Ma> ja'a ‘an Rasulillah fi> al-Qa>d}i>, hadis 
No. 1248,  
4. Sunan an-Nasa>'i>, kitab Adab al-Quda>t, bab al-Isa>bah fi> al-hukm, hadis No. 5286.   
5. Sunan Abi Da>ud, kitab Aqdiyah  bab fi> al-qa>di> yukht}}i ‘u, hadis No. 2103 dan 
3119.  
6. Sunan Ibn Majah, kitab Ahka>m bab al-Ha>kim Yajtahidu fayusi>bu al-haqq, hadis 
No. 2305. 
7. Musnad Ahmad Ibn Hanbal, kitab Musnad al-Mukhsiri>n min al-Sahabat antara 
lain hadis ke 6466, 17106, 17148 dan 17153. 
Secara substansial, hadis-hadis tersebut memberikan indikasi kuat bahwa 
ijtihad hakim dalam menemukan peristiwa hukum saat pembuktian dan fakta 
yuridis  saat penemuan hukum, bersifat imperatif. Oleh karena jumlah hadis yang 
berkaitan dengan ijtihad hakim lumayan banyak, maka untuk pembahasan ini dipilih 
redaksi dari ima>m al-Bukha>ri>, sebagai berikut :   
 ُﺪْﺒَﻋ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ  ْﻟا ِﻦْﺑ ِ ﱠﷲ ِﺪْﺒَﻋ ُﻦْﺑ ُﺪﯾَِﺰﯾ ِﻲَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ٍﺢْﯾَﺮُﺷ ُﻦْﺑ ُةَﻮْﯿَﺣ ﺎََﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ﱡﻲﱢﻜَﻤْﻟا ُئِﺮْﻘُﻤْﻟا َﺪﯾَِﺰﯾ ُﻦْﺑ ِ ﱠﷲ ْﻦَﻋ ِدَﺎﮭ
 ِصﺎَﻌْﻟا ِﻦْﺑ وِﺮْﻤَﻋ َﻰﻟْﻮَﻣ ٍﺲَْﯿﻗ ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ ٍﺪﯿِﻌَﺳ ِﻦْﺑ ِﺮُْﺴﺑ ْﻦَﻋ ِثِرﺎَﺤْﻟا ِﻦْﺑ َﻢﯿِھاَﺮِْﺑإ ِﻦْﺑ ِﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ ُﮫﱠَﻧأ ِصﺎَﻌْﻟا ِﻦْﺑ وِﺮْﻤَﻋ ْﻦَﻋ
 َْﺟأ َُﮫَﻠﻓ َبﺎََﺻأ ﱠُﻢﺛ ََﺪَﮭﺘْﺟَﺎﻓ ُﻢِﻛﺎَﺤْﻟا َﻢَﻜَﺣ اَِذإ ُلُﻮَﻘﯾ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر َﻊِﻤَﺳ ََﺄﻄَْﺧأ ﱠُﻢﺛ ََﺪَﮭﺘْﺟَﺎﻓ َﻢَﻜَﺣ اَِذإَو ِناَﺮ
 ٌﺮَْﺟأ َُﮫَﻠﻓ... )(ير ﺎﺨﺒﻟا هاور65  
Artinya: 
 
Diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Yazi>d al-Mukri> al-Makki>, 
diceritakan kepada kami oleh Haiwah bin Syuraih, diceritakan kepadaku oleh 
Yazi>d bin Abddullah bin al-Ha>di dari Muhammad bin Ibra>him bin al-Ha>ris\, 
dari Busr bin Sai>d dari Abi> Qais, maula> Amr bin ‘As} dari ‘Amr bin As} bahwa 
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dia mendengar Rasulullah saw. bersabda : “apabila hakim berijtihad dalam 
(sebelum) menjatuhkan putusan, kemudian ijtihadnya itu benar (sesuai 
kehendak Allah) maka hakim itu mendapatkan dua pahala. Jika ijtihad hakim 
dalam putusannya itu keliru (di sisi Allah), maka ia tetap memperoleh satu 
pahala. (H.R.Bukhari) 
Secara semantik, berijtihad berarti bersungguh-sungguh melakukan 
sesuatu, karena kata ijtiha>d dalam bahasa Arab selalu dikaitkan dan tidak digunakan 
kecuali dalam hal-hal yang mengandung kesulitan dan memerlukan banyak energi, 
misalanya dalam ungkapan: “Dia berijtihad untuk mengangkat batu penggilingan 
itu”.66 Kata berijtihad tidak tepat digunakan dalam konteks pekerjaan yang sangat 
sederhana, misalnya : “Ia berijtihad untuk mengangkat biji sawi”.67 
Ijtihad dalam perspektif  ilmuan us}ul fikih adalah mencurahkan segala 
kemampuan guna mendapatkan hukum syariat yang bersifat operasional dengan 
cara istimbat (penemuan) hukum.68  
Meskipun hadis ini lebih menekankan pada kebenaran dalam penemuan 
hukum materil oleh hakim melalui ijtihad, akan tetapi hakim sebagai penentu dan 
pemimpin dalam persidangan, harus mau dan mampu mengarahkan sidang 
pembuktian kepada kebenaran substantif, melalui ijtihadnya dalam bidang acara 
pembuktian. Karena hukum acara sesungguhnya adalah tehnis, yang tidak lepas dari 
obyek ijtihad. Dengan kata lain, hakim dapat pula melakukan penemuan hukum 
yang tepat dan bertanggung jawab di bidang hukum acara, untuk memastikan 
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terpenuhinya kebenaran substanatif karena tujuan pembuktian adalah untuk 
meyakinkan hakim. Dalam kaitan ini, Harifin A. Tumpa mengatakan bahwa hakim 
yang enggan melakukan penafsiran (penemuan hukum) dalam hukum acara dinilai 
ketinggalan zaman.69 
Ayat-ayat Alquran yang merupakan sumber hukum pertama dan utama, 
banyak memberikan isyarat dan dorongan agar hakim berijtihad. Ayat-ayat tersebut 
antara lain terdapat dalam Q.S al-Anbiya>/21 : 78-79 : 
 َدوُواَدَو  َنﺎَﻤَْﯿﻠُﺳَو  ِْذإ  ِنﺎَﻤُﻜَْﺤﯾ ِﻲﻓ  ِثْﺮَﺤْﻟا  ِْذإ  ْﺖََﺸَﻔﻧ  ِﮫِﯿﻓ  َُﻢﻨَﻏ  ِمَْﻮﻘْﻟا ﺎﱠﻨُﻛَو  ْﻢِﮭِﻤْﻜُِﺤﻟ  َﻦﯾِﺪِھﺎَﺷ ﴿٧٨ ﴾ﺎَھَﺎﻨْﻤﱠَﮭَﻔﻓ 
 َنﺎَﻤَْﯿﻠُﺳ  ًّﻼُﻛَو َﺎﻨَْﯿﺗآ  ًﺎﻤْﻜُﺣ  ًﺎﻤْﻠِﻋَو َﺎﻧْﺮ ﱠﺨَﺳَو  َﻊَﻣ  َدوُواَد  َلَﺎﺒِﺠْﻟا  َﻦْﺤﱢﺒَُﺴﯾ  َﺮْﯿﱠﻄﻟاَو ﺎﱠﻨُﻛَو  َﻦِﯿﻠِﻋَﺎﻓ ﴿٧٩﴾ 
Terjemahnya : 
(78). Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya 
memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak  oleh 
kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan 
keputusan yang diberikan oleh mereka itu. (79). Maka Kami telah memberikan 
pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada 
masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami 
tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama 
Daud. Dan Kamilah yang melakukannya .70  
Menurut riwayat Ibn Abbas bahwa sekelompok kambing telah merusak 
tanaman di waktu malam, maka yang mempunyai tanaman mengadukan hal ini 
kepada Nabi Daud a.s. dan Nabi Daud memutuskan bahwa kambing-kambing itu 
harus diserahkan kepada yang mempunyai tanaman sebagai ganti tanaman-tanaman 
yang rusak. Akan tetapi, Nabi Sulaiman memutuskan bahwa kambing-kambing itu 
sementara diberikan kepada pemilik tanaman untuk diambil manfaatnya. Pemilik 
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kambing diharuskan mengganti tanaman itu dengan tanaman yang baru. Apabila 
tanaman yang baru telah tumbuh seperti keadaan ketika dirusak kambingnya, tanah 
dan tanaman itu diserahkan kembali kepada pemiliknya dan pemilik kambing 
menerima kembali kambingnya dari pemilik tanah setelah dimanfaatkan selama 
tenggak waktu tumbuh tanaman itu.71 
Informasi literal ini menunjukkan bahwa setiap putusan hakim harus 
berdasarkan ijtihad, walaupun pada akhirnya boleh saja berbeda antara putusan 
hakim yang satu dengan hakim lainnya, tetapi secara substansial ijtihad telah 
dilakukan secara maksimal. 
Putusan yang dijatuhkan hakim, boleh jadi hanya terbatas pada kebenaran 
formal, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. Tetapi kebenaran formal 
yang dijatuhkan itu telah melalui pemeriksaan yang baik dengan ijtihad yang 
maksimal, sehingga memang tidak mungkin lagi ditemukan fakta hukum yang lebih 
substantif. Dalam kondisi seperti ini pun, Rasulullah masih menekankan pentingnya 
menjalankan kebenaran substantif, meskipun putusan sudah dijatuhkan berdasarkan 
kebenaran formal. Nabi menganjurkan: ”...jangan dilaksanakan putusan itu” karena 
jika putusan itu secara substansial salah, maka sesungguhnya hak formal yang 
ditimbulkannya merupakan “percikan api neraka”. Hadis menggambarkan keadaan 
ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Salamah : 
 ٍِﻚﻟﺎَﻣ ْﻦَﻋ َﺔََﻤﻠْﺴَﻣ ُﻦْﺑ ِ ﱠﷲ ُﺪْﺒَﻋ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ َﻲِﺿَر َﺔََﻤﻠَﺳ ﱢُمأ ْﻦَﻋ َﺔََﻤﻠَﺳ ِﻲَﺑأ ِﺖِْﻨﺑ ََﺐﻨْﯾَز ْﻦَﻋ ِﮫِﯿَﺑأ ْﻦَﻋ ٍمﺎَﺸِھ ْﻦَﻋ
ﺎَﮭْﻨَﻋ ُ ﱠﷲ  ﱠﻞََﻌﻟَو ﱠَﻲِﻟإ َنﻮُﻤَِﺼﺘَْﺨﺗ ْﻢُﻜﱠِﻧإَو ٌﺮََﺸﺑ َﺎَﻧأ ﺎَﻤﱠِﻧإ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر ﱠَنأ َنﻮَُﻜﯾ ْنَأ ْﻢُﻜَﻀَْﻌﺑ   َﻦَﺤَْﻟأ
                                                          




 ُهْﺬُْﺧَﺄﯾ ََﻼﻓ ًﺎﺌْﯿَﺷ ِﮫﯿَِﺧأ ﱢﻖَﺣ ْﻦِﻣ َُﮫﻟ ُﺖْﯿََﻀﻗ ْﻦََﻤﻓ ُﻊَﻤَْﺳأ ﺎَﻣ ِﻮَْﺤﻧ َﻰﻠَﻋ ﻲِﻀَْﻗَﺄﻓ ٍﺾَْﻌﺑ ْﻦِﻣ ِِﮫﺘ ﱠﺠُِﺤﺑ ْﻦِﻣ ًﺔَﻌِْﻄﻗ َُﮫﻟ َُﻊْﻄَﻗأ ﺎَﻤﱠِﻧَﺈﻓ
 ِرﺎﱠﻨﻟا)  .(ير ﺎﺨﺒﻟا هاور72 
Artinya : 
“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Ma>lik dari 
Hisya>m dari ayahnya dari Zainab binti Abu> Salamah dari Ummu Salamah 
radliallahu 'anha>, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Saya 
hanyalah manusia biasa, dan kalian seringkali mengadukan sengketa 
kepadaku, bisa jadi sebagian di antara kalian lebih pandai bersilat lidah 
daripada lainnya sehingga aku putuskan seperti yang kudengar, maka 
barangsiapa yang kuputuskan menang dengan menganiaya hak saudaranya, 
janganlah ia mengambilnya, sebab sama artinya aku ambilkan sundutan api 
baginya."73 (H.R. Bukhari) 
Secara sederhana, hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi dengan jalur 
berbeda sehingga diyakini bahwa sanadnya bersambung, artinya diyakini pula 
kesahihannya. Dari perspektif matan, makna yang dimuat sangat logis, didukung 
dengan makna yang sama meskipun redaksi berbeda dari beberapa perawi hadis, 
serta tidak bertentangan dengan Alquran, juga tidak ditemukan pertentangannya 
dengan hadis dengan kualitas yang sama atau yang lebih baik. Oleh karenanya, 
menjadikan hadis itu sebagai pijakan (dasar) dalam mengambil keputusan hukum 
sangatlah wajar dan kuat, karena didukung pula oleh hadis yang lain dengan 
substansi makna yang sama, meskipun redaksinya tidak persis sama. Redaksi lain 
hadis yang serupa, berbunyi : 
 ُدْﺑَﻋ ﺎَﻧَﺛ ﱠدَﺣ  ُةَوْرُﻋ ﻲِﻧَرَﺑَْﺧأ َلﺎَﻗ ٍبﺎَﮭِﺷ ِنْﺑا ْنَﻋ ٍِﺢﻟﺎَﺻ ْنَﻋ ٍدْﻌَﺳ ُنْﺑ ُمﯾِھاَرِْﺑإ ﺎَﻧَﺛ ﱠدَﺣ ِ ﱠﷲ ِدْﺑَﻋ ُنْﺑ ِزﯾِزَﻌْﻟا 
 َﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱢﻲِﺑﱠﻧﻟا َجْوَز َﺔََﻣﻠَﺳ ﱠُمأ ﱠَنأ ُﮫْﺗَرَﺑَْﺧأ َﺔََﻣﻠَﺳ ﻲَِﺑأ َتْﻧِﺑ َبَﻧْﯾَز ﱠَنأ ِرْﯾَﺑ ﱡزﻟا ُنْﺑ ِﮫْﯾ  ِ ﱠﷲ ِلوُﺳَر ْنَﻋﺎَﮭْﺗَرَﺑَْﺧأ َمﱠﻠَﺳَو
 َﺷَﺑ ﺎََﻧأ ﺎَﻣ ﱠِﻧإ َلﺎَﻘَﻓ ْمِﮭَْﯾِﻟإ َجَرَﺧَﻓ ِﮫِﺗَرْﺟُﺣ ِبﺎَﺑِﺑ ًﺔَﻣوُﺻُﺧ َﻊِﻣَﺳ ُﮫ ﱠَﻧأ َمﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯾﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱠلََﻌﻠَﻓ ُمْﺻَﺧْﻟا ﻲِﻧﯾِْﺗﺄَﯾ ُﮫ ﱠِﻧإَو ٌر
                                                          





 ْﻌَﺑ ْنِﻣ َﻎَﻠَْﺑأ َنوُﻛَﯾ َْنأ ْمُﻛَﺿْﻌَﺑ ٌﺔَﻌْطِﻗ َﻲِھ ﺎَﻣﱠِﻧﺈَﻓ ٍمِﻠْﺳُﻣ ﱢقَﺣِﺑ َُﮫﻟ ُتْﯾَﺿَﻗ ْنَﻣَﻓ َِكﻟَذِﺑ َُﮫﻟ ﻲِﺿَْﻗﺄَﻓ ٌقِدﺎَﺻ ُﮫ ﱠَﻧأ ُبِﺳَْﺣﺄَﻓ ٍض
ﺎَﮭْﻛُرْﺗَِﯾﻟ َْوأ ﺎَھْذُْﺧﺄَﯾْﻠَﻓ ِرﺎ ﱠﻧﻟا ْنِﻣ74 
Artinya :  
“Telah menceritakan kepada kami Abdul Azi>z bin Abdullah telah 
menceritakan kepada kami Ibra>him bin Sa'd dari Sa>lih dari Ibnu Syiha>b 
mengatakan, Urwah bin Zubair mengabarkan kepadaku, bahwasanya Zainab 
binti Abu Salamah mengabarkan kepadanya, bahwa Ummu Salamah isteri 
Nabi s}allallahu 'alaihi wasallam mengabarinya dari Rasulullah s}allallahu 'alaihi 
wasallam; Beliau mendengar pertengkaran di pintu kamarnya, spontan beliau 
keluar menemui mereka dan mengatakan; "Saya hanyalah manusia biasa 
seperti kalian, dan aku mendapatkan pengaduan, siapa tahu diantara kalian 
lebih pandai bersilat lidah daripada yang lain, sehingga aku menyangka dirinya 
benar (padahal tidak), lalu aku putuskan untuknya, maka barangsiapa 
kuputuskan menang dengan melanggar hak saudaranya semuslim, sama 
artinya aku mengambilkan suluh api baginya, maka silahkan ia ambil atau ia 
tinggalkan!”75 
Meskipun hadis ini diberi judul “al-Hukmu bi-al-Z}a>hir” oleh al-Nasa>i>, 
bukan berarti bahwa hadis itu memerintahkan hakim untuk menjatuhkan putusan 
perdata berdasarkan asas kebenaran formal belaka, melainkan bahwa z}a>hir di situ 
mengadung makna kebenaran yang dapat dijangkau secara maksimal oleh hakim, 
setelah melakukan ijtihad yang maksimal. Bagaimanapun, keadilan formal, atau 
keadilan sebagai regularitas, menyingkirkan berbagai macam ketidakadilan yang 
signifikan.76 Menurut John Rawls, jika diasumsikan bahwa berbagai lembaga adalah 
adil, maka otoritasnya harus netral dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan-
pertimbangan personal, moneter dan pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak 
bergayutan dalam menangani kasus-kasus tertentu. Keadilan formal dalam hal 
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lembaga hukum adalah rule of law, yang mendukung dan menjamin harapan yang 
sah77.  
Satu hal yang paling menonjol dalam kebenaran formal adalah bahwa 
keadilan formal patuh pada prinsip, atau seperti dikatakan sebagian orang, patuh 
pada sistem, kepastian hukumnya sangat tinggi, sedangkan kepastian hukum itu 
sendiri mengandung nilai-nilai keadilan78. Di lain segi, harus pula dipahami bahwa  
meskipun sistem hukum bekerjanya rapi secara formal tidak menjamin ditemukan 
dan ditegakkannya keadilan secara subtansial. Jelas bahwa, hukum dan lembaga bisa 
sama-sama hadir namun tidak adil. Memperlakukan kasus-kasus serupa dengan cara 
yang sama tidak menjadi jaminan yang mencakupi keadilan substantif. Hal ini 
tergantung pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan 
keadilan yang dianut dalam kerangka struktur dasar yang telah disepakati. Karena 
itulah, dapat disebutkan bahwa keadilan yang dibawa oleh kebenaran formal adalah 
keadilan minimalis. 
Mencari dan menemukan kebenaran substansial untuk kemudian 
menegakkan hukum perdata di atas kebenaran substansial itu, tentu sangat ideal, 
dan didambakan bukan hanya oleh pencari keadilan tetapi seluruh masyarakat dan 
umat manusia, karena kebenaran substansial adalah kebenaran universal yang dapat 
diterima oleh semua akal sehat. Meski demikian, idealitas suatu putusan tidak selalu 
mencapai sempurna karena banyaknya kendala yang dihadapi hakim dalam 
usahanya mencari dan menemukan kebenaran substansial, antara lain tingginya 
beban kerja, terbatasnya waktu dan ruang, kurang atau bahkan nihilnya referensi, 
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rendahnya semangat ijtihad dan kurangnya keberanian untuk keluar dari pakem 
tekstual undang-undang guna menemukan hukum yang benar-benar adil, logis, dan 
berhati nurani.  
Prakteknya, mencari dan menemukan kebenaran tidak cukup dengan hanya 
kemampuan intelektual, tetapi sangat dibutuhkan kemauan dan keberanian untuk 
keluar dari teks undang-undang, jika dirasakan oleh hakim bahwa tekstual undang-
undang membelenggu dirinya untuk menemukan kebenaran dan menegakkan 
keadilan. Tidak sedikit hakim yang lebih senang memilih dan menempuh cara-cara 
safety player, solusi yuridis yang aman-aman saja. Padahal, melalui putusannya, 
hakim diharapkan mampu bersikap aktif dan progresif berperan melakukan 
pembaruan hukum sehingga hakim mampu dan mau mengisi kekosongan hukum 
melalui penggunaan instrumen dan metode interpretasi terhadap rumusan tekstual 
suatu peratuaran perundang-undangan.79 Menurut Basuki Rekso Wibowo, dalam 
menjatuhkan putusan, terdapat berbagai pilihan interpretasi yang dapat 
dipergunakan hakim dalam menemukan hukum sebagai dasar putusannya, mulai dari 
yang paling sederhana berupa interpretasi gramatikal, sampai dengan yang paling 
progresif yakni interpretasi ekstensif dan antisipatif. Pilihan penggunaan  masing-
masing interpretasi tersebut sangat bergantung dengan karakteristik perkara yang 
diajukan ke pengadilan.80 
 
 
                                                          





C. Korelasi Kebenaran Formal dan Kebenaran Substantif  dengan Keadilan Putusan 
Perdata 
Sesuai teori kebenaran ilmiah yang variatif dan perspektif keadilan yang 
beragam dan abstrak, bahkan subyektif, maka pembahasan tentang korelasi 
kebenaran dengan keadilan akan lebih terarah setelah melihat makna adil secara 
literal. Mohammad Hashim Kamali sebagaimana dikutip Rifyal Ka’bah, 
mengatakan: 
“Secara literal, ‘adl  berarti menempatkan sesuatu di tempatnya yang benar. Ia 
juga berarti mencocokkan perlakuan yang sama terhadap orang lain atau 
mencapai keadaan berimbang dalam transaksi dengan orang lain (al-taswiyah 
fi> al-mu’a>malah). ‘Adl (juga ada>lah)  dengan demikian menunjukkan sebuah 
pengertin nilai moral dan kewajaran pada tempat dan proporsinya. Keadilan 
berhubungan dengan persamaan. Keduanya bertujuan kepada suatu keadaan 
keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban, manfaat-
manfaat dan beban-beban dalam masyarakat. Keadilan dan persamaan tidaklah 
identik dalam pengertian bahwa di bawah kondisi-kondisi tertentu, keadilan 
hanya dapat dicapai melalui ketidaksamaan atau ketidaksamaan pembagian 
kekayaan. Keadilan, bagaimanapun juga adalah sebuah konsep universal 
dengan pengertian bahwa makna dasarnya tampaknya tidak jauh berbeda 
antara berbagai tradisi-tradisi besar hukum di dunia.81 
Berdasarkan terminologi ini, tampak bahwa sesungguhnya keadilan tidak 
bisa terpisah dari kebenaran. Untuk adilnya suatu putusan, maka posisi kasus, para 
pihak dan seluruh aparat dan instrumen yang berkaitan dengan proses dan 
pengambilan putusan di pengadilan, harus betul-betul ditempatkan pada posisi yang 
benar, termasuk pertimbangan hukumnya. Dalam proses peradilan, kebenaran bukan 
hanya berada pada tataran wacana atau kata-kata belaka, melainkan perlu tindakan 
nyata. Hal inilah yang menjadi salah satu penekanan ‘Umar bin Khattab dalam surat 
yang disampaikan kepada Abu> Mu>sa al-Asy’ari>: 
                                                          




ﻻ ﻖﺤﺑ ﻢﻠﻜﺗ ﻊﻔﻨﯾ ﻻ ﮫﻟ ذﺎﻔﻧ82  
Artinya:  
“tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya”.  
Jika adil itu adalah menempatkan pada tempatnya, maka putusan perdata 
yang adil berarti pula bahwa putusan itu tidak boleh keliru dalam menempatkan hak 
dan kewajiban di antara para pihak. Inilah yang dikehendaki Tuhan dalam QS. al-
Nisa>’/4: 58  
 ﱠِنإ  َّﷲ  ْﻢُﻛُﺮُْﻣَﺄﯾ َنأ  ْاو ﱡدُﺆﺗ  ِتَﺎﻧﺎََﻣﻷا َﻰِﻟإ َﺎِﮭﻠَْھأ اَِذإَو ُﻢﺘْﻤَﻜَﺣ  َﻦَْﯿﺑ  ِسﺎﱠﻨﻟا َنأ  ْاﻮُﻤُﻜَْﺤﺗ  ِلْﺪَﻌْﻟِﺎﺑ ... ﴿٥٨﴾ 
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. ...”83 
Menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya adalah sebuah 
kebenaran. Jika hak yang hendak disampaikan itu, berada di tangan pihak lain yang 
enggan menyerahkannya secara suka rela, maka di tangan hakim dan aparat 
peradilan lainnya diserahi amanat untuk menegakkan keadilan sehingga hak itu 
ditunaikan (disampaikan) kepada orang yang berhak (pemiliknya). Proses 
pemindahan dari pihak lain yang tidak berhak, kemudian dialihkan kepada pemilik 
hak, itulah yang disebut adil dalam perspektif litigasi. Tentu saja, untuk sampai 
kepada keadilan itu, hakim harus mengetahui secara pasti, siapa pemilik hak secara 
substansial.  
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Proses mengetahui pemilik yang sesungguhnya itu disebut kebenaran yang 
dicapai melalui proses pembuktian. Dengan demikian, untuk menegakkan hukum 
yang adil harus terlebih dahulu mengetahui kebenaran. Dari fakta kebenaran yuridis 
ini kemudian dilakukan langkah-langkah penemuan hukum untuk memastikan 
keadilannya. Penemuan hukum yang berasaskan kebenaran substansial 
diperintahkan oleh Allah dalam Q.S al-Nisa/4 : 105 : 
ﺎﱠِﻧإ َﺎﻨْﻟَﺰَﻧأ  َﻚَْﯿِﻟإ  َبَﺎﺘِﻜْﻟا  ﱢﻖَﺤْﻟِﺎﺑ  َﻢُﻜَْﺤِﺘﻟ  َﻦَْﯿﺑ  ِسﺎﱠﻨﻟا ﺎَِﻤﺑ  َكاََرأ  ُّﷲ  َﻻَو ﻦَُﻜﺗ  َﻦِﯿِﻨﺋﺂَﺨْﻠﱢﻟ  ًﺎﻤﯿِﺼَﺧ ﴿١٠٥﴾   
Terjemahnya : 
“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa 
kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah 
Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang 
yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”84 
Ayat ini memerintahkan dengan tegas kepada Nabi Muhammad saw. agar 
menetapkan hukum di antara manusia dengan berdasar atas kebenaran yang telah 
diajarkan Allah kepadanya. Apa yang dimaksud "ma> ara>kallah" sesungguhnya 
diperselisihkan oleh ulama. Al-T}abari> menafsirkan kata tersebut dengan hukurn 
yang diturunkan Allah.85 Pada intinya mereka sepakat bahwa memutuskan perkara 
yang diperintahkan dalam ayat itu, harus berdasarkan atas pengetahuan kepada 
kebenaran, baik berdasarkan wahyu atau berdasarkan hasil ijtihad, atau berdasar 
kepada keduanya, wahyu dan ijtihad. 
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Ibn Kas\ir menjadikan ayat tersebut sebagai dasar bagi Muhammad saw. 
untuk menetapkan hukum berdasarkan ijtihadnya,86 sehingga kata tersebut 
bermakna "penggunaan pikiran." Ada pula pendapat yang menggabungkan kedua 
pendapat tersebut dengan mengatakan yang dimaksud adalah "wahyu dan nalar".87  
Praktiknya, penyelesaian sengketa perdata tentu selalu didasarkan pada 
prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan, meskipun kekeliruan sering pula dijumpai. 
Sistem banding, kasasi bahkan peninjauan kembali (PK) merupakan upaya yang 
maksimal untuk meminimalisir kekeliruan itu. 
Untuk mencari dan menemukan kebenaran substantif, dikabarkan bahwa 
‘Umar pernah memenjarakan seorang istri yang tidak mencintai suaminya. Tetapi 
ternyata penjara lebih nikmat bagi sang istri tersebut dari pada hidup bersama 
suaminya, maka ‘Umar membebaskan dan juga menceraikannya.88 Nabi Sulaiman 
sengaja mendramatisir keadaan untuk melihat reaksi para ibu yang sedang 
bersengketa tentang seorang bayi, yang pada akhirnya dimenangkan oleh ibu yang 
secara spontanitas memperlihatkan sikap iba dan konsentrasi pada kepentingan 
terbaik bagi anak, sebagai cerminan perwujudan seorang ibu kandung sejati.  
Berdasarkan contoh kasus itu, sesungguhnya dapat dipahami bahwa upaya 
menemukan kebenaran substantif sulit diharapkan jika menerapkan prinsip hakim 
pasif secara umum. Indonesia sesungguhnya menganut sistem hakim perdata aktif 
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148 




argumentatif, tetapi dalam penerapannya kebanyakan hakim perdata bersifat pasif 
pragmatis, sehingga gagal menuntaskan masalah.  
Hakim perdata memang harus pasif dalam keadaan tertentu,  di antaranya: 
1. Inisiatif mengajukan perkara 
Pengadilan bersifat menunggu perkara yang diajukan oleh para pihak dan 
tidak boleh mencari-cari perkara untuk diadili. Inisiatif untuk mengajukan 
perkara perdata sangat tergantung kepada kepentingan hukum penggugat yang 
merasa dirugikan hak-hak keperdataannya. Karena itulah, setiap orang yang 
merasa dirugikan, dapat menuntut keadilan pada pengadilan yang berwenang, 
tetapi meskipun dirugikan, ia dapat saja mengabaikan kerugiannya itu.   
2. Penyelesaian secara damai dan pencabutan perkara 
Para pihak berhak mengakhiri sengketa mereka dengan cara berdamai 
dengan pihak lawan, tanpa memeperhatikan agenda pemeriksaan di pengadilan. 
Bahkan perkara yang telah diputus oleh pengadilan pun, dapat dikesampingkan 
dengan cara membagi secara damai obyek sengketa yang telah diputus oleh 
pengadilan, dengan pembagian yang menyimpangi isi putusan pengadilan 
tersebut. Hal ini dimungkinkan terjadi, setelah pihak-pihak mengetahui haknya 
secara yuridis, kemudian membagi secara damai. Pembagian ini, merupakan 
pelaksanaan putusan secara sukarela, meskipun boleh jadi tidak persis sama 
dengan isi/amar putusan. Akan tetapi, meskipun pelaksanaan putusannya damai, 
tetap merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan secara suka rela 
sehingga tidak dimungkinkan adanya pelaksanaan eksekusi di kemudian hari, 
jika salah satu pihak merasa menyesal dengan pembagian damai itu. Baik dalam 




dieksekusi, maka pengadilan tidak berwenang melampaui kehendak para pihak 
untuk berdamai, sehingga dalam posisi ini, hakim bersifat pasif.  
3. Jenis dan luas sengketa yang diperkarakan 
Jenis dan luas permasalahan yang hendak diajukan oleh para pihak ke 
pengadilan, sangat ditentukan oleh para pihak. Hakim tidak berwenang 
menambah atau mengurangi jenis maupun luasnya perkara, meskipun hakim 
mengetahui bahwa selain yang disengketakan itu, masih ada obyek sengketa 
yang relevan tetapi tidak dimasukkan sebagai perkara ke pengadilan. Inilah salah 
satu makna hakim harus pasif.  
Perlu dijelaskan bahwa meskipun hakim tidak boleh membatasi atau 
menambah jenis dan luas perkara yang hendak diajukan ke pengadilan, tidak 
berarti mengurangi kewenangan hakim untuk tidak menerima, menolak, 
mengabulkan sebagian atau seluruh isi gugatan penggugat, karena hal-hal itu 
sangat berkaitan dengan materi pembuktian.   
4. Pengakuan tergugat 
Pengakuan adalah alat bukti sempurna, sehingga tergugat yang 
mengakui isi gugatan penggugat dinilai telah terbukti secara sempurna, 
meskipun boleh jadi tergugat tidak jujur dalam pengakuannya itu. Meski 
demikian, hakim tidak boleh menyelidiki kenapa dan untuk apa tergugat 
mengakui isi gugatan penggugat. Karena itu, hakim di sini bersifat pasif.  
5. Menerima sumpah pemutus apa adanya 
Sumpah pemutus adalah sumpah yang dimintakan oleh pihak lawan. Jika 
pihak yang dimintai bersumpah berani melaksanakan, maka yang meminta 
bersumpah terkalahkan. Sebaliknya, jika yang diminta bersumpah ternyata tidak 




bersifat pasif dan tidak boleh mencari celah dan menyelidiki kebohongan 
sumpah yang dilakukan pihak berperkara.  
Selain hal-hal yang disebutkan di atas, seharusnya hakim dan seluruh aparat 
peradilan, harus bersifat aktif dalam mencari dan menemukan kebenaran, serta 
menegakkan keadilan di atas kebenaran tersebut. Keaktifan aparat peradilan 
misalnya termasuk juru sita/jurusita pengganti, harus benar-benar berupaya bertemu 
dengan para pihak secara resmi, sah dan patut saat melakukan pemanggilan dan atau 
pemberitahuan. Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan hak-hak asasi para 
pihak untuk mendapatkan keadilan di depan hukum dan pengadilan. Panggilan 
sidang dan atau pemberitahuan lainnya yang tidak sampai kepada para pihak karena 
kekeliruan pengadilan, nyata sebagai sebuah ketidakbenaran dan menyebabkan 
ketidakadilan prosedural yang bisa berakibat ketidakadilan substantif, meskipun 
secara formal tampak benar.  
Penahapan proses litigasi yang sepenuhnya dikendalikan oleh majelis hakim, 
sarat dengan keaktifan. Mulai dari pemeriksaan identitas, upaya perdamaian89,  
jawab-menjawab, pembuktian, musyawarah, upaya penemuan hukum dalam bentuk 
putusan, sampai kepada eksekusi putusan di bawah pimpinan ketua pengadilan yang 
juga hakim, semuanya memerlukan keaktifan. 
Kepastian identitas pihak dalam proses berperkara tampak sepele tetapi 
sesungguhnya sangat penting. Dalam praktik, pernah ditemui seorang yang 
mengaku sebagai pemilik identitas dalam suatu dokumen, tetapi pemilik identitas 
                                                          
89Upaya Perdamaian dalam proses litigasi bisa dilakukan dalam dua bentuk, yaitu mediasi 
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sesungguhnya yang tertera dalam dokumen itu ternyata sudah meninggal tetapi 
orang yang memnghadap di pengadilan menginginkan kelanjutan hak-hak 
keperdataan yang dimiliki almarhumah, yang sesungguhnya secara faktual dia tidak 
berhak.90  Demikian juga, dalam proses perceraian dengan alasan inpotensi tetapi 
dibantah oleh suami sehingga perlu pemeriksaan dokter untuk memastikannya, 
sangat berpotensi untuk digantikan orang lain yang menghadap ke  dokter sehingga 
keterangan yang dikeluarkan dokter, formal tetap sehat. Karena itu, kepastian 
identitas para pihak dalam proses perkara perdata sangat penting ditanyakan hakim. 
Hal ini menuntut kecermatan dan keaktifan hakim. 
Perdamaian (mediasi) sebagai suatu penahapan dalam proses litigasi jelas 
memerlukan keaktifan hakim mediator dalam upaya yang sungguh-sungguh untuk 
mendamaikan para pihak. Dalam proses ini, hakim mediator dapat secara aktif 
memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban perdata masing-masing pihak, 
serta kemungkinan cara mempertahankan dan menunaikannya. Dengan demikian, 
para pihak memperoleh gambaran yang memadai sebelum mengambil keputusan 
sendiri, apakah melanjutkan proses litigasi atau mengakhirinya dengan cara 
berdamai dalam proses mediasi di pengadilan.  
Proses jawab-menjawab yang meliputi pembacaan surat gugatan, jawaban, 
replik dan duplik juga diperlukan keaktifan hakim untuk menyusun pertanyaan-
pertanyaan yang bisa mengungkapkan kebenaran substansial yang boleh jadi 
tersembunyi atau disembunyikan oleh pihak-pihak berperkara, bahkan oleh pihak 
lain. Hukum Acara Perdata menghendaki agar pihak-pihak diperlakukan sama di 
depan sidang pengadilan, termasuk dalam proses jawab-menjawab ini. Akan tetapi 
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hakim harus berlaku adil dengan memperlakukan tidak sama kepada dua pihak yang 
berbeda, baik secara keilmuan hukum maupun status sosial ekonomi. Karena 
memperlakukan sama terhadap dua pihak yang sangat berbeda justru menjadi 
praktik ketidakadilan yang nyata. Memberikan kesempatan dan pertanyaan yang 
persis sama kepada seorang pengacara kondang yang mewakili klien kaya raya 
dengan seorang warga masyarakat pinggiran yang tidak mampu secara ekonomi, 
awam hukum dan status sosial biasa-biasa saja sesungguhnya merupakan suatu 
ketidakadilan. Dalam kondisi seperti ini, dituntut nurani hakim untuk memberikan 
pertanyaaan eksplanatif kepada mereka yang awam hukum, dan pertanyaan to the 
point  kepada  pihak yang diwakili oleh atau berkedudukan sebagai ahli hukum. 
Pertanyaan to the poin kepada awam hukum identik dengan penganiayaan, 
sedangkan pertanyaan eksplanatif kepada “ahli hukum” adalah pelecehan sehingga 
proses peradilan perdata berjalan tidak tepat yang pada akhirnya melahirkan produk 
ketidakadilan.  
Sebagai suatu sistem, semua agenda dalam persidangan perdata adalah 
penting, akan tetapi sidang pembuktian merupakan kristalisasi dari seluruh upaya 
dan proses yang dilalui sebelumnya. Jenis dan luas gugatan yang diajukan para 
pihak meskipun sangat banyak dan luas, pada akhirnya sangat ditentukan jangkauan 
alat bukti yang diajukan para pihak. Hanya saja dalam kenyataannya, pihak 
berperkara sering mengalami kesulitan menghadirkan alat bukti, baik karena 
keawamannya dalam hukum, maupun karena faktor lain yang memang di luar 
kemampuan para pihak  karena disimpan di instansi tertentu yang dilindungi secara 
yuridis.  
Dalam kasus seperti ini, hakim harus bisa dan mau aktif guna “meghilangkan 




ringan” sebagaimana dikehendaki undang-undang kekuasaan kehakiman di 
Indonesia. Oleh karena itu, semua pihak atau badan hukum yang mengetahui dan 
atau menyimpan (termasuk di dalamnya pernah menyimpan) alat bukti yang 
diperlukan para pihak seyogyanya bisa diperlihatkan di dalam persidangan jika 
pihak menghendaki. Kalau para pihak yang berkepentingan tidak sanggup 
menghadirkannya sendiri, maka hakim atas permintaan pihak tersebut, harus bisa 
bersikap dan bertindak aktif dengan menfasilitasi dihadirkannya alat bukti itu, atau 
hakim memeriksa alat bukti itu di tempatnya disimpan. Dengan demikian, keaktifan 
hakim dalam hal ini, sangat dibutuhkan.   
Walaupun hakim bisa menfasilitasi dihadirkannya alat bukti ke pengadilan, 
tidak berarti badan pengadilan yang dinahkodai hakim berpihak kepada salah satu 
pihak, melainkan berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Jika keaktifan hakim 
benar-benar mampu mengungkapkan kebenaran sebagai dasar ditegakkannya 
keadilan, selama dilakukan dengan itikad baik, jujur, transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara yuridis dan etik, maka tidak ada alasan untuk 
membatasi ruang gerak hakim. Justru ditangan hakim diharapkan mampu 
menumbangkan keangkuhan yang kokoh tetapi aniaya, sekaligus menjadi tempat 
berlindung bagi kaum lemah yang secara yuridis teraniaya.91 
Keaktifan hakim lainnya dalam proses peradilan perdata adalah keaktifan 
bermusyawarah dan upaya melakukan penemuan hukum yang relevan untuk 
dituangkan dalam putusan yang bertanggungjawab, baik kepada diri sendiri, 
masyarakat dan para pihak berperkara, negara, maupun kepada Tuhan sebagai 
tempat pertanggungjawaban tertinggi. Pertanggungjawab hakim dalam bentuk 
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putusan yang bisa diakses publik tersebut merupakan mahkota bagi dirinya sebagai 
penyandang gelar ius curia novit (hakim mengerti hukum). Masalah apapun yang 
diajaukan kepada hakim, harus diselesaikan dengan benar dan adil, tidak boleh 
menolak untuk mengadilinya dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang 
jelas.92  
Makna dan konsekuensi adagium ius curi novit tersebut sangat serius, 
mengandung asumsi bahwa figur hakim harus memiliki pengetahuan yang dalam 
dan luas tentang hukum, hingga hukum-hukum paling mutakhir sekali pun. Karena 
itu, figur hakim memang semestinya tidak pernah berhenti belajar, melainkan terus 
menerus meng-up date  pengetahuan dan pemahamannya tentang hukum beserta 
dinamikanya karena masyarakat punya ekspektasi, kepercayaan sekaligus harapan 
bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan, akan diperiksa dan diputus sesuai 
dengan hukum yang berkeadilan. Hakim yang secara mitologis dianggap sebagai 
wakil Tuhan di bumi diyakini akan mampu menggunakan kewenangannya untuk 
memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan hukum dan keadilan.93 
Menurut Basuki Rekso Wibowo, melalui kedudukan dan kewenangan yang 
dimilikinya, hakim dapat berperan sebagai tokoh sentral pembaruan hukum, bahkan 
hakim dapat melakukan penemuan hukum (rechtsvinding), pembentukan hukum 
(rechtsvorming), maupun penciptaan hukum (rechtschepping) sehingga melalui 
putusannya, hakim diharapkan mampu bersikap aktif dan progresif berperan 
melakukan pembaruan hukum.94 Hakim hendaknya mampu dan mau mengisi 
                                                          
92Lihat pasal-pasal dalam beberapa undang-undang, antara lain Pasal 10 ayat 1 UU No. 48  
Tahun 2009 





kekosongan hukum melalui penggunaan instrumen dan metode interpretasi terhadap 
rumusan tekstual suatu peratuaran perundang-undangan.  
Terdapat berbagai pilihan interpretasi yang dapat dipergunakan hakim dalam 
menemukan hukum sebagai dasar putusannya, mulai dari yang paling sederhana 
berupa interpretasi gramatikal, sampai dengan yang paling progresif yakni 
interpretasi ekstensif dan antisipatif. Pilihan penggunaan masing-masing 
interpretasi sangat bergantung dengan karakteristik perkara yang diajukan ke 
pengadilan.95 Hakim dapat pula melakukan re-interpretasi terhadap suatu 
interpretasi yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dimaksudkan sebagai re-aktualisasi 
maupun revitalisasi pemaknaan terhadap rumusan tekstual suatu peraturan 
perundang-undangan. Dengan demikian tidak ada tafsir yang permanen dan berlaku 
selamanya, terkecuali interpretasi otentik yang memang sengaja dibuat oleh 
pembuat undang-undang sebagai bentuk penjelasan resmi terhadap suatu 
terminologi atau rumusan tekstual yang terdapat dalam undang-undang.96  
Hakim dapat melakukan tindakan yang bersifat menguji relevansi 
berlakunya suatu undang-undang, yang apabila hakim menurut penilaian dan 
keyakinannya undang-undang tersebut tidak memiliki relevansi, maka ia perwenang 
menyingkirkan atau tidak memberlakukan (contra legem) dalam sebuah 
pemeriksaan perkara. Pembaruan hukum melalui proses peradilan oleh hakim akan 
dirasakan lebih nyata (das sein) dibandingkan dengan pembaruan hukum melalui 
legislasi (das sollen). Melalui instrumen hermeneutika, hakim dapat menggali serta 







memahami apa sesungguhnya ratio filosofis dan ratio legis yang terkandung di 
dalam rumusan tekstual suatu undang-undang.97  
Berbicara mengenai penemuan hukum oleh hakim, pada umumnya dipahami 
sebagai sebuah bentuk konkritisasi peraturan perundang-undangan yang bersifat 
material, atau konstruksi hukum baru, tetapi tidak menjangkau penemuan hukum 
dalam hukum acara (formal) sehingga hakim cenderung kaku dan sangat pasif dalam 
memimpin persidangan perdata. Padahal menurut Harifin A. Tumpa, penemuan 
hukum itu tidak terbatas pada hukum materil, tetapi dalam hukum formil pun harus 
dilakukan penemuan hukum dengan segala dimensinya, termasuk menafsirkan 
hukum acara yang selama ini dianggap tabu. Meskipun demikian, untuk mencapai 
kebenaran dan keadilan, selain hakim harus melakukan penafsiran, proses 
pengambilan putusan harus transparans. Keengganan melakukan penafsiran hukum 
acara, dinilai ketinggalan dan tidak progresif.98 
Praktik beracara menunjukkan bahwa memang selalu ada pergeseran dalam 
tata cara beracara, meskipun hukum acara yang digunakan belum pernah dirubah. 
Misalnya, pemeriksaan setempat pada umumnya (dahulu) senantiasa dilakukan 
setelah pemeriksaan alat bukti, menjelang kesimpulan. Namun dalam 
prerkembangannya, banyak hakim merasa penting untuk melakukan pemeriksaan 
setempat sebelum pembuktian, demi untuk mempermudah menyusun pertanyaan-
pertanyaan yang relevan dengan situasi dan kondisi obyek sengketa secara ril. 
Dalam filsafat hukum Islam, memang tidak dikenal hakim pasif, melainkan 
hakim harus aktif berijtihad terhadap semua masalah yang diajukan padanya. Ijtihad 
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dilakukan baik dalam rangka mengetahui realitas fakta di lapangan yang merupakan 
peristiwa hukum, maupun dalam rangka menafsirkan dan mempertemukan peristiwa 
hukum tersebut dengan hukumnya. Mengetahui secara meyakinkan peristiwa yang 
disengketakan, bukanlah sesuatu yang mudah. Demikian juga menemukan 
hukumnya bukan pula kegiatan yang serba gampang karena aturan hukum pada 
dasarnya mengenarilisir sedangkan keadilan membutuhkan analisis spesifikasi kasus 
demi kaus. Oleh karena itu, tepat ungkapan Ibnu al-Qayyim yang mengatakan 
bahwa tidak mungkin seorang hakim memberikan keputusan yang benar tanpa 
memahami dua hal: pertama, pemahaman terhadap realitas dan hakikat-hakikat 
yang terkandung di dalamnya, sehingga benar-benar dikuasai. Kedua, pemahaman 
terhadap kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam realitas, yakni hukum-hukum 
Allah yang terdapat dalam Alquran atau Hadis.99 Kombinasi kedua hal tersebut 
menjadi sangat penting dan harus dilakukan hakim dengan baik. Keberhasilan dan 
kebenaran dalam upaya kombinasi kedua hal tersebut, menurut Ibnu al-Qayyim, 
mengantar pelakunya (hakim) mendapatkan dua predikat pahala. Bahkan kesalahan 
kombinasi pun tetap mendapat apresiasi atas usaha ijtihadnya dengan predikat satu 
poin pahala.100 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keadilan substansial lebih 
relevan dengan sistem peradilan yang mengharuskan hakim aktif dan dinamis 
sedangkan kebenaran formal warisan Belanda, lebih relevan dengan sistem hakim 
pasif, bahkan cenderung hakim mengamankan diri di balik tembok kebenaran formal 
(safety player) dengan dalih kepastian hukum, meskipun boleh jadi nurani 
menegurnya jelang putusan itu dijatuhkan. 
                                                          





Pernyataan Ibnu al-Qayyim tersebut, didasarkan pada Hadis Nabi : 
 ْﺒَﻋ ُﻦْﺑ ُﺪﯾَِﺰﯾ ِﻲَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ٍﺢْﯾَﺮُﺷ ُﻦْﺑ ُةَﻮْﯿَﺣ ﺎََﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ﱡﻲﱢﻜَﻤْﻟا ُئِﺮْﻘُﻤْﻟا َﺪﯾَِﺰﯾ ُﻦْﺑ ِ ﱠﷲ ُﺪْﺒَﻋ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ َﻢﯿِھاَﺮِْﺑإ ِﻦْﺑ ِﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ ْﻦَﻋ ِدَﺎﮭْﻟا ِﻦْﺑ ِ ﱠﷲ ِﺪ
 ِﺮْﻤَﻋ َﻰﻟْﻮَﻣ ٍﺲَْﯿﻗ ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ ٍﺪﯿِﻌَﺳ ِﻦْﺑ ِﺮُْﺴﺑ ْﻦَﻋ ِثِرﺎَﺤْﻟا ِﻦْﺑ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر َﻊِﻤَﺳ ُﮫﱠَﻧأ ِصﺎَﻌْﻟا ِﻦْﺑ وِﺮْﻤَﻋ ْﻦَﻋ ِصﺎَﻌْﻟا ِﻦْﺑ و
 َﻓ َﻢَﻜَﺣ اَِذإَو ِناَﺮَْﺟأ َُﮫَﻠﻓ َبﺎََﺻأ ﱠُﻢﺛ ََﺪَﮭﺘْﺟَﺎﻓ ُﻢِﻛﺎَﺤْﻟا َﻢَﻜَﺣ اَِذإ ُلُﻮَﻘﯾ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ٌﺮَْﺟأ َُﮫَﻠﻓ َﺄَﻄَْﺧأ ﱠُﻢﺛ ََﺪَﮭﺘْﺟﺎ
101 
Artinya : 
Diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Yazi>d al-Mukri’ al-Makki>, 
diceritakan kepada kami oleh Haiwah bin Syuraih, diceritakan kepadaku oleh 
Yazi>d bin Abdullah bin al-Ha>di dari Muhammad bin Ibra>him bin al-Ha>ris\ dari 
Busyr bin Sai>d dari Abi Qais, maula> ‘Amr bin al-As} dari  ‘Amr bin al-As} 
bahwa dia mendengar Rasulullah saw., bersabda "apabila hakim hendak 
mengambil keputusan disaat pengambilan keputusan ia berijtihad, dan 
ijtihadnya itu benar, maka ia memperoleh dua pahala, jika ia hendak 
mengambil keputusan, yang disaat pengambilan keputusannya ia berijtihad, 
kemudian temyata salah, maka ia mendapat satu pahala". 
Kajian filsafat hukum Islam mengajarkan bahwa tujuan utama dalam 
berhukum adalah menciptakan harmonisasi umat manusia dalam hubungannya 
dengan Tuhan, negara, sesama manusia,  lingkungan bahkan kepada diri sendiri agar 
tercipta keselamatan dan kemaslahatan dunia dan akhirat. Dari konsep ini, jelas 
bahwa secara filosofis, eksis dan berfungsinya hukum secara maksimal 
diperuntukkan bagi manusia dan kemanusiaan, bukan untuk kepentingan hukum itu 
sendiri, politik, apalagi segelintir penguasa tertentu. Penegakan hukum bukan pula 
semata-mata agar hukum ditaati dan dihormati, tetapi selalu bersifat humanis, 
mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan dalam berhukum. Hukum diadakan untuk 
kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Itu sebabnya, dalam filsafat hukum 
Islam selalu ada rukhs}ah, yaitu sebab yang mengakibatkan tekstual hukum 
disimpangi (kontra legem). 
                                                          




D. Tinjauan Filsafat Hukum Islam tentang Kebenaran Formal dan Nilai 
keadilannya.   
1. Analisis penerapan asas kebenaran formal dalam surat gugatan  
Pembahasan menganai pentingnya kebenaran surat gugatan/permohonan 
telah diuraikan sebelumnya.102 Hal ini karena tugas pengadilan sesungguhnya adalah 
membuat suatu putusan yang mencegah terjadinya konflik, menjaga harmonisasi 
dan kerja sama. Untuk itulah, pengadilan membutuhkan tiga keadaan, yaitu: 
pertama, analisis kausal (hubungan sebab-akibat), yakni suatu cara yang diyakini 
mampu menciptakan harmonisasi “hubungan masa lalu” berupa tindakan yang telah 
dilakukan oleh tergugat dan kerugian yang diderita penggugat, juga harmonisasi 
“prediktif ke masa depan” berupa  putusan dan prilaku responsif  penggugat dan 
tergugat terhadap putusan itu. Kedua, pengadilan membutuhkan “tujuan sistemik” 
dari penegakan hukum (perdata) dan langkah-langkah taktis untuk mencapainya. 
Ketiga, pengadilan membutuhkan “kerelaan para pihak” untuk memanfaatkan 
pengadilan sebagai mekanisme penyelesaian konflik perdata. Kerelaan ini tentu saja 
harus dibayar oleh pengadilan dengan mengeluarkan putusan yang benar dan 
berkeadilan.103 
Adanya kausalitas, tujuan dan tuntutan yang jelas, serta adanya kehendak 
masyarakat untuk menggunakan pengadilan  menjadi sangat penting karena ketiga 
                                                          
102Lihat Bab III  disertasi ini 
103Lihat Achmad Ali, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan, (Jakarta: 




hal ini menjadi sumber primer penegakan hukum perdata, di tengah maraknya 
alternatif menyelesaian sengketa non litigasi. 
Penggunaan pengadilan sebagai forum penyelesaian sengketa perdata maka 
hal pertama dan utama yang harus diajukan adalah surat gugatan atau surat 
permohonan. Istilah “surat permohonan” yang lebih sering disebut “permohonan” 
digunakan untuk perkara yang tidak mengandung sengketa (volunter), sedangkan 
“surat gugatan” diperuntukkan bagi perkara yang melibatkan dua pihak yang saling 
berlawanan dan di dalamnya mengandung sengketa (contentius). 
Surat gugatan apalagi permohonan dibuat secara sepihak  oleh penggugat/ 
pemohon dengan memunculkan alasan-alasan tertentu yang disertai kepentingan 
dan tuntutan yang dimohonkan kepada pengadilan untuk ditetapkan atau diadili. 
Dengan demikian, sudah barang tentu isi dan alasan-alasan surat gugatan/ 
permohonan, sangat subyektif. Berdasarkan sifat subyektifitas ini  maka penerapan 
asas kebenaran formal  secara kaku, rawan menuai masalah. Titik kerawanan itu, 
dapat dilihat sebagai berikut : 
1. Identitas para pihak 
Permohonan yang tidak mengandung sengketa (volunter), tentu hanya 
memuat identitas pemohon, karena tidak ada lawan. Tiadanya lawan justru perkara 
itu rawan diselewengkan oleh pemohon karena tidak ada yang membantah. Caranya, 
pemohon memalsukan identitas guna mendapatkan keuntungan perdata. Cara ini 
pernah dicoba dilakukan oleh pemohon dalam perkara perdata Nomor  
06/Pdt.P/2006/PA.Sgm yang diputus Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 22 




istri dari seorang anggota veteran sehingga memohon pengesahan nikah untuk 
mendapatkan tunjangan janda veteran. Sesungguhnya, baik anggota veteran yang 
ditunjuk pemohon itu maupun istrinya,  sudah meninggal dunia, sehingga tidak bisa 
diverifikasi. 
Penerapan asan kebenaran formal dalam kasus ini, maka penetapannya 
akan berujung fositif, dikabulkan. Hal ini karena bukti-bukti formal (tertulis) yang 
diajukan pemohon maupun keterangan para saksi, mendukung permohonan 
pemohon. Akan tetapi, setelah mencermati disparitas usia pemohon dengan anggota 
veteran yang ditunjuk, terpaut sangat jauh. Demikian pula, secara fisik, wajah  
pemohon jauh lebih muda dari identitas formalnya, sangat tidak relevan antara 
penampilan pemohon dengan data-data kependudukan yang diajukan pemohon, 
sehingga penetapan (putusan) akhir perkara ini berujung negatif, tidak dapat 
diterima.  
Mengabulkan permohonan pemohon dalam kasus tersebut berdasarkan 
asas kebenaran formal dengan data-data fiktif adalah ketidakbenaran fatal dan 
ketidakadilannya yang nyata, karena menempatkan sesuatu yang bukan pada 
tempatnya.  
Gugatan perceraian dengan alasan inpoten (lemah syahwat), hanya bisa 
dibuktikan dengan pemeriksaan medis, tetapi jika hakim tidak berhati-hati, boleh 
jadi pemeriksaan medis dilakukan oleh “laki-laki lain” tetapi hasilnya  (rekam 
medis) diserahkan ke hakim atas nama tergugat.  Pemeriksaan hamil (muda) atau 
tidak hamilnya seorang istri yang hendak bercerai, perlu didampingi dan dijaga, 




perempuan lain” atas nama dirinya, agar secara formal, hasil sesuai yang diinginkan. 
Boleh juga, seorang istri mengingkari kehamilannya, tetapi berdasarkan ciri-ciri 
fisik maka hakim memerintahkan pemeriksaan laboratorium dengan didampingi 
suami, hasilnya bisa positif.   
2. Substansi Gugatan 
Dokumen formal kepemilikan atas tanah bisa kontrakdiktif dengan fakta 
substansialnya secara empirik sebagaimana perkara Nomor  
433/Pdt.G/2010/PA.Sgm, yang diputus oleh Pengadilan  Agama Sungguminasa pada 
tanggal 18 April 2011.   
Berdasarkan dokumen ‘kebenaran’ formal, obyek sengketa dalam perkara 
ini telah disertifikasi hak milik oleh para turut tergugat (cucu), berdasarkan hibah 
dari tergugat (anak) dengan tanggal terbit yang lebih baru. Sampai putusan diambil, 
tidak terbukti adanya transaksi dari penggugat (ibu) maupun dari suaminya 
(almarhum ayah), sehingga seolah-olah obyek sengketa itu adalah harta benda yang 
diperoleh sendiri oleh tergugat. Akan tetapi, saat pemeriksaan setempat tampak 
jelas bahwa lokasi obyek sengketa adalah kompleks perumahan dinas dari 
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gowa yang telah dibeli oleh suami 
penggugat. Adapun tergugat, suami tergugat, maupun para turut tergugat sama 
sekali tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pemda Gowa, dan tergugat tidak 
mau menjelaskan dari mana tanah itu ia peroleh, tetapi hanya memperlihatkan 
sertifikat hak milik atas nama tergugat, dengan dasar penerbitan berupa keputusan 




Penerapan Asas kebenaran formal terhadap kasus tanah tersebut, akan 
mengakibatkan ditolaknya gugatan, karena formal alat bukti yang dipegang terguat 
adalah akta otentik. Akan tetapi, dengan menggali kebenaran dari indikasi lokasi, 
surat-surat berupa buku pembayaran serta fotocopy surat keputusan tentang 
penyerahan tanah dan rumah obyek sengketa kepada suami penggugat, maka 
gugatan penggugat dikabulkan. Inilah yang diyakini memiliki unsur kebenaran 
substantif, sehingga putusan yang dijatuhkan berdasarkan kebenaran ini dinilai lebih 
adil.   
Berdasarkan fakta-fakta tidak terbantahkan ini maka penerapan asas 
kebenaran formal secara kaku, akan melahirkan ketidakbenaran secara substantif, 
sehingga “penemuan faktanya” menjadi keliru. “Penemuan hukum”  betapapun 
cermatnya, jika diabangun di atas “penemuan fakta” yang keliru, akan berakibat 
ketidakadilan. Tidak jauh berbeda, “konstruksi fakta” yang benar, tetapi keliru 
dalam “penemuan hukum” tetap akan melahirkan ketidakadilan. Di sinilah 
pentingnya hakim aktif argumentatif dalam proses  “penemuan fakta” sebelum 
melakukan “penemuan hukum” yang relevan dan berkeadilan. 
2. Analisis penerapan kebenaran formal dalam pembuktian 
Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kajian kebenaran dan keadilan dalam 
penegakan hukum perdata, harus dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi peristiwa 
(fakta) dan dimensi hukum. Ibnu al-Qayyim mengatakan, untuk memberikan 
keputusan yang benar seorang hakim harus memahami dua hal: pertama, memahami 




sehingga benar-benar dikuasai. Kedua, memahami hukum-hukum Allah yang 
terdapat dalam Alquran atau Hadis yang berkaitan dengan realitas tersebut.104  
Usaha untuk memahami fakta hukum yang sedang disengketakan dilakukan 
melalui cara-cara pembuktian, sedangkan upaya memahami hukumnya, dilakukan 
melalui ijtihad dalam rangka penemuan hukum oleh hakim. Oleh karena itu, 
pembuktian dan penemuan hukum menjadi sangat penting dalam upaya menemukan 
kebenaran dan menegakkan hukum secara benar dan adil, karena baik pembuktian 
maupun penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim, boleh jadi sangat formal dan 
mengorbankan kebenaran substansial.  
Pembahasan mengenai “pembuktian” dan “penemuan hukum” sebagai usaha 
mencari dan menemukan kebenaran dalam proses peradilan menurut tinjauan 
filsafat hukum Islam menjadi sangat penting. Perbedaannya, hanya terletak pada 
pelaku utama dalam kedua kegiatan tersebut. Kegiatan pembuktian dimotori oleh 
para pihak yang berperkara, sedangkan penemuan hukum menjadi domain hakim 
dalam mengakhiri sengketa perdata.  
Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum 
kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang 
kebenaran peristiwa yang dikemukakan.105 Perspektif filasafat hukum Islam, 
pembuktian adalah segala sesuatu yang dapat menjelaskan kebenaran.106 
Pemahaman yang benar dan niat yang baik merupakan nikmat terbesar dari Allah 
kepada manusia dan kemanusiaan, bahkan merupakan kenikmatan terbesar setelah 
                                                          
104Ibnu Qayyim al-Jauziyyah,  I’la>m al-Muwaqqi’i>n, op. cit., h. 69 
105H. Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata   (Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti, 2004), h. 83 




nikmat Islam.107 Hal ini karena kebenaran dan kebaikan merupakan pilar yang 
menyangga tegak dan kokohnya hukum Islam. 
Secara teologis filosofis, seorang hamba yang memiliki pemahaman yang 
benar akan bekerja secara jujur, lurus, independen dan istiqamah tanpa 
mempedulikan pengaruh ekstra yudisial dan orang-orang curang dengan niat kotor. 
Pemahaman dan niat yang benar dinilai menjadi cahaya penunjuk jalan keluar 
(solusi) dari setiap perkara yang disengketakan. Pemahaman terhadap kebenaran dan 
ketulusan dalam bertindak selalu melahirkan kemudahan dan kecermatan dalam 
memeriksa, menilai, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang pada 
gilirannya semakin menambah ketakwaan dan kedekatan kepada Allah swt. yang 
menjadi orientasi setiap muslim.      
Pada prinsipnya, hakim diamanahi tugas dan tanggung jawab untuk 
menegakkan hukum yang benar dan adil agar dengan demikian ia menjalankan 
fungsi-fungsi kekhalifahan dan kehambaan. Dengan memutus secara benar dan adil, 
berarti tugas-tugas kekhalifahan telah dilaksanakan dengan baik, dan secara 
simultan telah melaksanakan tugas-tugas sebagai hamba yang senantiasa harus 
beribadah kepada Allah dalam segala aktivitasnya. 
Pemaknaan filosofis ini sangat penting karena secara mitologis hakim 
memangku jabatan sebagai wakil Tuhan di bumi. Dalam menjalankan tugas 
yudisialnya, secara teologis hakim bertanggungjawab secara langsung kepada Allah 
dan secara sosiologis bertanggungjawab secara moral kepada masyarakat pada 
umumya, dan terutama sekali kepada para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, 
                                                          




hakim harus benar-benar berusaha maksimal untuk mengungkap kebenaran secara 
substantif melalui pembuktian yang benar dan akurat. 
Alquran sebagai sumber dan ideologi hukum Islam menyebut pembuktian 
sebagai upaya menjelaskan kebenaran, sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-
Hadi>d/57:25, al-Nahl/16:43-44, al-Bayyinah/98:4, al-An’a>m/6:57, Hu>d/11:17, 
Fa>tir/35:40, dan T}a>ha/20:133. Ayat-ayat tersebut tidak membatasi pembuktian 
hanya pada dua orang saksi, melainkan semua yang membuat terang suatu 
kebenaran.  
Demikian juga hadis-hadis nabi yang berkaitan dengan pembuktian 
mengisyaratkan bahwa pembuktian meliputi seluruh hal yang bisa mengungkap 
kebenaran, baik yang berupa saksi, pengakuan, sumpah, maupun petunjuk (qari>nah) 
karena setiap kasus memiliki spesifikasi sendiri-sendiri.    
Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengandung sengketa di 
pengadilan (juridicto contentiosa)  maupun dalam perkara-perkara permohonan non 
sengketa yang menghasilkan suatu penetapan (juridicto voluntair). Dalam proses 
perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki hubungan hukum yang menjadi 
dasar gugatan, apakah benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum itu harus 
terbukti untuk membenarkan gugatan penggugat. Apabila penggugat tidak berhasil 
membuktikan gugatannya, maka gugatannya tersebut harus ditolak, dan apabila 
gugatan terbukti maka tuntutan akan dikabulkan.108 Pasal 283 R.Bg./163 HIR 
menyatakan :  
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“Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu 
perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang 
lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”109  
Berdasarkan pasal tersebut, pembuktian pada prinsipnya dibebankan kepada 
penggugat, baik dalam posisi sebagai penggugat awal, ataupun dalam kedudukannya 
sebagai penggugat balik (rekonvensi). Akan tetapi tidak semua dalil yang menjadi 
dasar gugatan harus formal dibuktikan, sebab dalil-dalil yang diakui sepenuhnya 
oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Selain itu, pembuktian tidak selalu 
pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa 
perkara tersebut bisa menentukan siapa di antara pihak-pihak berperkara yang 
dibebani pembuktian, apakah penggugat atau tergugat. Hakim berwenang 
membebankan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara 
yang seadil-adilnya. 
Para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara 
di persidangan harus tunduk kepada dan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam 
hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, 
macam-macam alat bukti serta kekuatan alat-alat bukti, dan sebagainya. 
Pembuktian yang benar akan menuntun para pihak dan hakim untuk 
mengetahui kebenaran fakta yuridis yang disengketakan. Dari pengetahuan tentang 
fakta yuridis itulah kemudian hakim berusaha untuk menemukan hukum yang 
berkeadilan, memulihkan hak-hak keperdataan yang terlanggar dan memberikan 
atau mengembalikan hak kepada pemilik hak yang sebenarnya. Ibnu al-Qayyim 
mengatakan bahwa produk pengadilan ada dua, penetapan dan putusan. Penetapan 
                                                          




(volunter) bermuara pada kebenaran sedangkan putusan (contentius) bermuara 
kepada keadilan.110 Meskipun demikian, memberi hak kepada pemiliknya adalah 
sebuah keadilan dan mengungkap fakta yuridis suatu perkara perdata yang sedang 
disengketakan (contentius) adalah sebuah kebenaran. Oleh karena itu, 
mempertimbangkan indikasi-indikasi yang pasti adalah kewajiban hakim. Karena 
persangkaan yang diperoleh dari indikasi-indikasi itu lebih kuat dari indikasi yang 
diperoleh dari sekedar penguasaan barang bukti, bahkan barang bukti itu terkadang 
tidak memberikan indikasi kepemilikan sama sekali. 
Pembuktian sebagai wadah pengungkapan kebenaran dalam filsafat hukum 
Islam, tidak dibedakan secara tajam antara pembuktian pidana dan perdata. Hal ini 
wajar karena hakim dalam perkara pidana ataupun perdata harus berijtihad untuk 
mengungkap fakta yurisidis dan menemukan hukumnya, dengan tetap merujuk pada 
urf (kebiasaan) yang dinilai baik menurut norma-norma setempat. Allah swt. 
berfirman dalam QS al-A’raf/7: 199 
 ِﻦَﻋ ْضِﺮَْﻋأَو ِفْﺮُﻌْﻟِﺎﺑ ْﺮُﻣْأَو َﻮْﻔَﻌْﻟا ِﺬُﺧ ﴿ َﻦِﯿﻠِھﺎَﺠْﻟا١٩٩﴾  
Terjemahnya :  
“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta 
berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”111 
Ibnu al-Qayyim al-Jauziah mengomentari ayat tersebut dengan mengatakan 
bahwa syara’ telah mewajibkan merujuk urf, yang dinilai terpuji menurut norma-
norma adat ketika terjadi sengketa.112  
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Perkembangan masyarakat modern dengan tingkat persaingan sangat ketat 
telah menuntut kepastian hukum sangat tinggi sehingga masyarakat pada umumnya 
lebih cenderung bersifat antisipatif. Itu sebabnya hubungan hukum keperdataan 
antara dua subyek hukum atau lebih, sering menggunakan sistem perjanjian 
(kontrak) dalam bentuk tertulis dengan merumuskan bentuk-bentuk dan tempat 
penyelesaian sengketa jika muncul masalah di kemudian hari. Dari sini kemudian 
lahirlah choise of law dan choise of forum, yaitu pilihan hukum dan pilihan lembaga 
tempat menyelesaikan sengketa perdata.113 Tetapi apapun pilihan hukumnya dan di 
manapun forumnya, yang terpenting adalah bagaimana membuktikan sebuah fakta 
yuridis benar-benar telah terjadi dan memiliki hubungan hukum dengan subyek 
hukum yang menjadi pihak dalam sebuah sengketa.  
Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dua puluh enam tehnik 
pembuktian, meliputi pembuktian perdata dan pidana, bahkan meliputi pembuktian 
sederhana dalam kehidupan sehari-hari tanpa proses peradilan. Tehnik-tehnik 
pembuktian tersebut adalah : 
1. Bukti res upsa luquiter  (fakta yang berbicara atas dirinya sendiri) yang tidak 
memerlukan sumpah. 
2. Pembuktian dengan pengingkaran penggugat atas jawaban tergugat; 
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3. Pembuktian dengan res upsa luquiter (fakta yang berbicara atas dirinya sendiri) 
disertai sumpah pemegangnya. 
4. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka; 
5. Pembuktian dengan penolakan sumpah  dan sumpah yang dikembalikan; 
6. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah; 
7. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat; 
8. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki d`an dua orang perempuan; 
9. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan dan penolakan tergugat untuk 
bersumpah; 
10. Pembuktian dengan keterangan saksi dua orang perempuan dan sumpah 
penggugat; 
11. Pembuktian dengan keterangan saksi dua orang perempuan belaka, tanpa 
sumpah; 
12. Pembuktian dengan keterangan saksi tiga orang laki-laki. 
13. Pembuktian dengan keterangan saksi empat orang laki-laki yang merdeka; 
14. Pembuktian dengan kesaksian budak; 
15. Pembuktian dengan kesaksian anak-anak di bawah umur; 
16. Pembuktian dengan kesaksian orang-orang fasik; 
17.  Pembuktian dengan kesaksian orang-orang non Islam; 
18. Menjatuhkan putusan berdasarkan pengakuan; 
19. Menjatuhkan putusan berdasarkan pengetahuan hakim; 
20. Menjatuhkan putusan berdasarkan berita mutawatir; 
21. Menjatuhkan putusan berdasarkan berita yang tersebar; 
22. Menjatuhkan putusan berdasarkan berita orang perorang; 




24. Menjatuhkan putusan berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak 
(persangkaan); 
25. Memutus berdasarkan hasil undian; 
26. Menjatuhkan putusan berdasarkan hasil penelusuran jejak.114 
Dari keseluruhan tehnik pembuktian tersebut, secara garis besar dapat 
diklasifikasi alat bukti menjadi alat bukti tertulis, saksi, sumpah, pengakuan, 
persangkaan, undian, dan pembuktian ilmiah dalam bentuk penelusurana jejak. 
Penelusuran jejak diterapkan terhadap anak yang tidak jelas ayah biologisnya. Hal 
ini menjadi semakin menarik seiring perkembangan hukum keluarga di Indonesia 
yang mengatur adanya hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah 
biologisnya, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.115   
Pembuktian diperlukan agar setiap orang yang menggugat suatu hak, atau 
menghendaki status hukum tertentu, tidak hanya berdasarkan pada perkataan dan 
selera penggugat semata melainkan benar-benar didasarkan pada suatu alas hak 
yang valid. Apalagi gugatan yang dibantah oleh tergugat maka penggugat harus 
memastikan validitas gugatannya melalui pembuktian. Sesederhana apapun 
pembuktian itu, dalam perspektif filsafat hukum Islam, sangat diperlukan dalam 
rangka menjatuhkan sebuah putusan yudisial. Dalam salah satu Riwayat disebutkan 
bahwa Nabi Muhammad saw. memerintahkan pembatalan pernikahan Uqbah bin al-
Ha>ris setelah ia melaporkan kepada Nabi, bahwa seorang hamba sahaya 
menyampaikan kepada al-Ha>ris, kalau al-Ha>ris dan isterinya pernah menyusu 
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kepada perempuan tersebut.116 Dalam praktek peradilan dewasa ini, keadaan seperti 
ini biasanya dilengkapi dengan sumpah pemohon, untuk sekedar menguatkan bukti 
seorang saksi. Meskipun diyakini bahwa secara filosofis, kesaksian yang benar dan 
adil dari seseorang, dipandang jauh lebih kuat dari pada sekedar mempertahankan 
status quo (istis}}ha>b al-ha>l), karena istis}}ha>b al-ha>l merupakan pembuktian yang 
paling lemah. 
Selain itu, persangkaan hakim (firasat) yang dicermati dari indikasi-
indikasinya, dalam kedudukannya sebagai alat bukti, mendapat perhatian dalam 
kajian filsafat hukum Islam, khususnya di bidang hukum Acara. Hal ini karena 
persangkaan hakim diidentifikasi sebagai salah satu kajian mendasar dalam ranah 
filsafat pembuktian. Mengabaikan hal ini, atau menganggapnya sebagai masalah 
kecil yang tidak perlu diperhatikan, merupakan bentuk menelantarkan kebenaran 
dengan menegakkan ketidakadilan. Demikian pula, jika dalam memeriksa perkara 
yang diajukan padanya, hakim memilih bersifat pasif dan percaya begitu saja 
terhadap alasan-alasan penggugat, maka sesungguhnya hakim itu telah 
menelantarkan (merobohkan) hukum dan menjerumuskan dirinya kepada kerusakan 
dan kezaliman.117 Itu sebabnya, persangkaan yang diambil dari indikasi-indikasi 
yang tampak sangat diperhatikan dalam sistem pembuktian Islam. 
Q.S. Yusuf/12:25-27 memberikan illustrasi menakjubkan. Hal ini terjadi 
karena Yusuf berlari menuju pintu keluar rumah dan dikejar oleh Zulaikhah sambil 
menarik baju gamis Yusuf dari belakang dengan harapan bahwa Yusuf bersedia 
memenuhi keinginan dan kepentingan Zulaekhah. Ternyata pada saat yang sama, 
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suami Zulaekhah telah berada di hadapan pintu sehingga usaha Zulaekhah praktis 
terhenti. Zulaekhah bukanlah orang awam, bahkan sangat terhormat. Oleh karena 
itu, ia berusaha memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa Yusuf patut 
dipenjara atau dihukum berat karena bermaksud mencabuli isteri sang Raja. Yusuf 
tentu saja menolak dan mengatakan bahwa justru Zulaekhah lah yang 
menggodanya.  Jika menggunakan logika umum, akan disimpulkan bahwa laki-laki 
lebih berpeluang memburu perempuan, bukan sebaliknya. Tetapi kesaksian dari 
keluarga Zulaekhah bahkan berpihak kepada nabi Yusuf dengan mengatakan “jika 
baju gamisnya koyak dari depan, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-
orang yang dusta”. Akan tetapi, ternyata gamis Yusuf koyak dari belakang, maka 
persangkaan hakim dari qarinah itu, mengarah kepada sebuah fakta yuridis bahwa 
sesungguhnya Zulaekhah yang menggoda Yusuf, bukan sebaliknya.  
Meskipun illustrasi ini menyangkut ranah pidana, tetapi sesungguhnya dalam 
sistem prioritas, pembuktian pidana harus lebih cermat daripada pembuktian 
perdata. Selain itu, dalam kajian filosofi hukum pembuktian Islami, tidak dibedakan 
secara tajam antara sistem pembuktian pidana dan perdata, tetapi yang paling pokok 
bahwa hakim harus berijtihad untuk mendapatkan kebenaran dan menegakkan 
keadilan, baik dalam hukum pidana maupun perdata. 
Alat bukti apapun yang digunakan dalam sistem pembuktian Islam, semua 
bermuara pada kepentingan dan kemaslahatan manusia dan kemanusiaan, karena 
secara filosofis cita hukum yang diemban dalam Islam adalah keadilan substansial 
demi kemaslahatan manusia secara universal.118 Dari sini tampak jelas bahwa secara 
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filosofis, hukum Islam menganut nilai-nilai progresifitas, hukum dibuat dan 
ditegakkan untuk  kepentingan manusia dan kemanusian. 
Sesungguhnya, penerapan asas kebenaran formal lebih banyak dilakukan 
dalam sistem pembuktian perdata dengan asumsi bahwa hakim bersifat pasif dan 
hanya menilai alat bukti secara formal, tetapi sama sekali  tidak boleh mengambil 
inisiatif untuk mencari dan menggali kebenaran saat pembuktian. Seluruh beban 
pembuktian sepenuhnya menjadi tanggungjawab para pihak, hakim tidak boleh 
campur tangan. Akibatnya, banyak alat bukti yang tidak dapat dijangkau para pihak 
dengan berbagai argumentasi, seperti dokumen rahasia, tidak diperkenankan oleh 
pejabat penyimpan, dan alasan lain yang sejenis. Akibat selanjutnya, hakim gagal 
menemukan fakta hukum yang benar. Ketidaktahuan terhadap fakta hukum 
berakibat ketidakadilan putusan, atau sering disebut dengan “memutus dengan 
kejahilan”. Banyak riwayat (hadis) yang menegaskan bahwa hakim yang memutus 
perkara berdasarkan ketidaktahuan (kejahilan), diancam dengan hukuman neraka.  
Hukum acara perdata Indonesia sesungguhnya memberi peluang hakim 
bersifat aktif dan membantu terkuaknya  kebenaran dalam proses pembuktian 
berdasarkan permintaan salah satu atau kedua belah pihak. Hal ini terlihat dalam 
pasal 164 R.Bg., sebagai berikut : 
(1) Jika satu pihak menyangkal kebenaran suatu surat bukti yang diajukan oleh 
lawannya, maka pengadilan negeri dapat mengadakan penyelidikan tentang 
hal itu dan kemudian menentukan apakah surat itu boleh atau tidak untuk 
dipergunakan dalam perkara itu. 
(2) Jika ternyata dalam penyelidikan itu perlu untuk dipergunakan surat-surat 
yang berada di bawah penguasaan pejabat-pejabat penyimpan umum, maka 
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pengadilan negeri memerintahkan agar surat-surat itu ditunjukkan di sidang 
yang ditentukan untuk itu; 
(3) Jika ada keberatan untuk memperlihatkan surat-surat itu baik karena 
sifatnya atau karena jauhnya  tempat tinggal pejabat penyimpan, maka 
pengadilan negeri memerintahkan agar penyelidikan dilakukan di 
pengadilan negeri atau jaksa di tempat tinggal pejabat penyimpan itu, 
ataupun agar surat-surat itu dalam jangka waktu ditetapkan dikirimkan 
dengan cara yang ditentukan pula kepada ketua pengadilan negeri. 
Pengadilan negeri tersebut terakhir itu atau jaksa membuat berita acara 
tentang apa yang telah dilakukannya serta mengirimkannya kepada 
pengadilan negeri tersebut pertama; 
(4) Pejabat penyimpan yang tanpa alasan yang sah enggan untuk melaksanakan 
perintah agar memperlihatkan atau mengirimkan surat yang diperlukan itu, 
atas permohonan pihak yang berkepentingan dapat dipaksa dengan 
penyanderaan oleh pengadilan negeri yang melakukan pemeriksaan atau 
oleh jaksa yang ditugaskan untuk melakukan hal itu.119  
Selain itu, pasal 169 R.Bg. menjelaskan: 
“Bila ternyata, bahwa seorang saksi karena sakit atau karena cacat tubuh sama 
sekali tidak atau untuk waktu yang lama tidak dapat hadir dalam sidang 
pengadilan negeri, maka ketua atas permohonan pihak yang bersangkutan dan 
menurut pengadilan negeri diperlukan kesaksiannya, dapat mengangkat seorang 
komisaris dari antara para anggota sidang tersebut dan memerintahkannya agar 
dibantu oleh panitera untuk datang di rumah saksi tersebut dan mendengarnya 
tanpa disumpah atas pertanyaan-pertanyaan tertulis yang disusun oleh ketua 
dan membut berita acara tentang pemeriksaan tersebut”.120 
Berdasarkan kedua pasal yang dikutip di atas, kiranya jelas bahwa hakim 
bisa aktif argumentatif dalam proses pembuktian demi mengkungkapkan kebenaran 
untuk selanjutnya menegakkan keadilan.  Pasal 164 R.Bg., memberikan kewenangan 
kepada hakim pemeriksa perkara untuk :  
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1. Menyelidiki sebuah surat yang disangkal salah satu pihak, hal ini 
berkaitandengan relevansi bukti surat dimaksud dengan  perkara yang 
diperiksa. 
2. Memerintahkan pejabat penyimpan surat untuk memperlihatkan surat itu di 
dalam persidangan; 
3. Kerjasama antar pengadilan jika pejabat penyimpan berdomisili di luar 
yurisdiksi pengadilan yang memeriksa perkara; 
4. Memerintahkan kepada jaksa untuk menahan pejabat penyimpan yang 
enggan memperlihatkan surat yang diminta, padahal keengganannya tidak 
didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum. 
Adapun pemeriksaan saksi yang sakit, maka ketua dapat mengangkat 
hakim komisaris guna memeriksa saksi di rumhanya.  Pemeriksaan ini tentu 
dilakukan jika tidak ada saksi lain yang memiliki kualitas yang sama dengan saksi 
yang sedang sakit  
Sejarah filsafat hukum Islam di bidang acara perdata menunjukkan bahwa 
seorang hakim  perdata dapat memerintahkan penahanan demi untuk mengungkap 
kebenaran substantif, sebagaimana yang dilakukan ‘Umar bin Khatab terhadap 
seorang perempuan yang tidak mencintai suaminya tanpa alasan yang jelas.121 
Penahanan itu tidak lain hanyalah agar yang bersangkutan menyampaikan 
kebenaran, agar fakta kebenaran itu dijadilan dasar untuk memutus secara adil. 
Selain itu, prinsip itihad hakim perspektif filsafat hukum Islam berlaku tidak hanya 
dalam penemuan hukum tetapi juga pada saat upaya menemukan fakta hukumnya. 
                                                          




Ijtihad hakim tidak hanya pada penemuan hukum, tetapi juga pada saat menggali 
kebenaran dalam proses pembuktian. 
3. Upaya penemuan kebenaran dalam penemuan hukum  
Sebelum melihat lebih jauh bagaimana tinjauan filsafat hukum Islam dalam 
asas kebenaran formal perkara perdata, perlu diketahui cara pandang dan cara kerja  
filsafat hukum Islam terhadap masalah hukum yang timbul dalam masyarakat. Hal 
ini sangat penting mengingat bahwa penemuan hukum yang dilakukan hakim, tidak 
terlepas dari kerangka kerja filsafati yang berusaha menggali nilai-nilai yang 
terkandung di dalam teks hukum, baik dari Alquran maupun dari hadis. Upaya 
menggali nilai-nilai yang terkandung dalam teks hukum tersebut, betapapun 
sederhananya, tetap merupakan suatu ijtihad yang harus diapresiasi sebagai sebuah 
langkah interpretasi tehadapa nas}. Interpretasi terhadap Alquran dalam wacara 
yuridis sering disebut tafsi>r dan ta’wil, sedangkan interpretasi terhadap hadis 
disebut syarah, yang secara substantatif keduanya disebut sebagai penemuan hukum 
tekstual. 
Penemuan hukum tekstual dapat dilakukan jika peristiwa hukum yang 
muncul di masyarakat atau di lembaga peradilan dapat dihubungkan dengan salah 
satu atau beberapa ayat Alquran dan atau hadis, baik melalui interpretasi maupun 
melalui analogi. Interpretasi analogik memerlukan titik singgung antara nas}  dengan 
peristiwa hukum,  disebut illat, sedangkan produk hukum interpretasi itu disebut 
qiya>s. 
Oleh karena tidak semua peristiwa hukum dalam masyarakat diakomodir 
dalam nas}-nas} tertentu, maka filosof dalam hukum Islam terus berupaya 




lahir dan berkembanglah teori maslahat sebagai tujuan utama hukum Islam, baik 
sebagai sumber, proses maupun sebagai output dengan tokoh-tokoh utama seperti 
al-Sya>t}ibi>, al-Gaza>li> dan Al-T}u>fi>.  
Pengamat perkembangan filsafat Hukum Islam kontemporer menilai, 
tawaran metodologis yang diajukan al-Gaza>li dengan metode induksi dan tujuan 
hukumnya, maupun metode induksi tematis al-Sya>tibi>, masih diasumsikan bahwa 
kedua tokoh itu memusatkan metode analisisnya pada kerangka normatis-
tekstual.122 Karena itu, diperlukan metode yang mendekatkan dua karakteristik 
keilmuan, yakni ilmu-ilmu modern dan dimensi normatif wahyu, sehingga dapat 
melahirkan suatu sintesa positif bagi pemahaman maqa>sid al-syari>’ah yang 
responsif. Berbagai pemikiran hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dipandang 
sebagai buah pemikiran responsif yang berbasis realitas empiris sosial, seperti ahli 
waris pengganti untuk yatim, yang memberikan solusi terhadap keresahan anak 
yatim bugis yang tidak mendapatkan waris dari kakek, karena polo aletenna (jalur 
kewarisan terputus), yakni wafatnya orang tua mendahului kakek, demikian pula 
pengaturan harta bersama. 
Uraian di atas menunjukkan bahwa upaya hakim dalam menemukan hukum, 
sangat aktif. Kegiatan penemuan hukum tersebut memiliki corak tersendiri yang 
secara garis besar, dapat dibedakan menadi tiga, baya>ni>, ta’li>li> dan istis}la>hi>. 
a. Metode Baya>ni> 
Metode Bayani dalam perspektif penemuan hukum Islam dikenal juga 
dengan istilah metode penemuan hukum al-baya>n, mencakup pengertian al-taba>yun 
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dan al-tabyi>n, yakni proses mencari kejelasan (al-z}uh) dan pemberian penjelasan (al-
iz}ha>r), upaya memahami (al-fahm) dan komunikasi pemahaman (al-ifha>m); 
perolehan makna (al-talaqqi>) dan penyampaian makna (al-tabli>g).123 Dalam 
perkembangan hukum, baya>ni>  setidak-tidaknya mendekati sebuah metode yang 
dikenal dengan istilah hermaneutika yang bermakna "mengartikan, menafsirkan 
atau menerjemah" dan juga bertindak sebagai penafsir.124 Dalam pengertian ini, 
baya>ni > dapat dipahami sebagai proses mengubah suatu dari situasi ketidaktahuan 
menjadi mengerti, atau usaha mengalihkan dari bahasa asing yang maknanya masih 
gelap ke dalam bahasa sendiri yang maknanya lebih jelas, atau suatu proses 
transformasi pemikiran dari yang kurang jelas ke yang lebih konkrit. Bentuk 
transformasi makna semacam ini, merupakan hal yang esensial dari pekerjaan 
seorang penafsir/mufassir. 
Dalam tradisi hukum Islam sesungguhnya terminologi hermeneutika  telah 
lama dikenal dalam keilmuan Islam yang sering disebut dengan istilah "ilmu tafsir" 
(ilm ta'wi>l dan ilm al-baya>n). Bahkan dalam perkembangan dewasa ini ilmu tafsir 
mengalami kemajuan pesat dalam wacana keislaman. Perspektif yang lebih spesifik, 
penggunaan istilah ilmu tafsir ditujukan pada terminologi "hermeneutika Alqur'a>n" 
sebagaimana padanan kata dari hermeneutika pada umumnya. Term yang digunakan 
dalam kegiatan interpretasi dalam wacana ilmu keislaman adalah "tafsir". Kata 
tafsir berasal dari bahasa Arab, fassara artinya digunakan secara teknis dalam 
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pengertian eksegesisi (penafsiran teks) di kalangan orang Islam sejak abad ke - 5 
hingga sekarang.125 
Secara epistemologi kata tafsir ( al-tafsi>r ) dan ta'wil ( al-ta'wi>l ) seringkali 
disinonimkan pengertiannya ke dalam "penafsiran" atau "penjelasan". al-Tafsi>r  
berkaitan dengan interprestasi eksternal (exateric exegese ), sedangkan al-ta’wil 
lebih merupakan interpretasi dalaman (esoteric exegese) yang berkaitan dengan 
makna dan teks dan penafsiran metaforis terhadap Alquran. Dengan kata lain, al-
tafsi>r adalah satu upaya untuk menyingkap sesuatu yang samar-samar dan 
tersembunyi melalui mediator, sedangkan ta'wil kembali ke sumber atau sampai 
pada tujuan, jika kembali pada sumber menunjukkan tindakan yang mengupayakan 
gerak reflektif, maka makna sampai ke tujuan adalah gerak dinamis.  
Hermeneutika126 dalam bahasa hukum Islam merupakan ilmu atau seni 
menginterpretasikan (the art of interpretation) teks atau memahami sesuatu, dalam 
pengertian memahami teks hukum atau peraturan perundang-undangan dan 
kapasitasnya menjadi objek yang ditafsirkan. Kata sesuatu/teks di sini bisa berupa : 
teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah-naskah 
kuno, ayat-ayat ahka>m dan kitab suci atau pun berupa pendapat dan hasil ijtihad 
para ahli hukum ( doktrin ).127 
Metode dan tekhnik menafsirkan dilakukan secara holistik dalam bingkai 
keterkaitan antara teks, konteks dan kontekstualisasi. Secara filosofis metode 
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bayani>  mempunyai tugas ontologis, yaitu menggambarkan hubungan yang tidak 
dapat dihindari antara teks dan pembaca, masa lalu dan sekarang yang 
memungkinkan untuk memahami kejadian yang pertama kali (geniun).  
Urgensi kajian ini dimaksudkan tidak hanya akan membebaskan kajian-
kajian hukum formalisme hakim positifistik yang elitis, tetapi juga dari kajian-
kajian hukum empirik. Sehingga diharapkan kajian tidak semata-mata dibahas demi 
kepentingan profesi yang eksklusif dengan paradigma positivisme dan metode logis 
formal, namun lebih dari itu, agar para pengkaji hukum supaya menggali dan 
meneliti makna-makna dari perspektif para pengguna dan / atau para pencari 
keadilan. 
Relevansi dari kajian penemuan hukum bayani> mempunyai dua makna 
sekaligus, yaitu: Pertama, metode baya>ni>  dapat dipahami sebagai metode 
interpretasi atas teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah 
normatif, di mana hubungan dengan isi ( kaidah hukumnya ) antara bunyi hukum 
dan semangat hukum sangat erat, baik yang tersurat waupun yang tersirat. Kedua, 
metode baya>ni> juga mempunyai pengaruh besar atau relevansi dengan penemuan 
hukum. Hal mana ditampilkan dalam kerangka pemahaman lingkaran hal 
hermenuetika ( eyricel hermeneuties ), yaitu berupa proses timbal-balik antara 
kaidah dan fakta-fakta. 
Di bawah ini dapat dilihat bagaimana proses penemuan hukum, yang 
dilakukan oleh hakim dengan pendekatan metode baya>ni>, sebagai berikut : 
- Sebelum mengambil putusan (ex ante) disebut "heuristika", yaitu proses mencari 
dan berfikir yang mendahului tindakan pengambilan putusan hukum. Pada tahap 
ini berbagai argumen pro-kontra terhadap suatu putusan tertentu ditimbang-




paling kuat. Tahap sesudah pengambilan putusan (ex post) disebut "legitimasi" 
yang berkenaan dengan pembenaran dari putusan yang sudah diambil. Pada tahap 
ini putusan memberi motivasi (pertimbangan) dan argumentasi secara 
substansial, dengan cara menyusun suatu penalaran yang secara rasional dapat 
dipertanggungjawabkan. Apabila suatu putusan hukum tidak bisa diterima oleh 
forum hukum, maka berarti alasan itu tidak memperoleh legitimasi. 
Konsekuensinya, premis-premis yang baru harus diajukan, dengan tetap 
berpegang pada penalaran ex ante, untuk meyakini hukum tersebut agar putusan 
dapat diterima. 
Di sinilah pentingnya penemuan hukum baya>ni> oleh hakim pada saat 
menalaran hukum. Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata hanya 
penerapan undang-undang dan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa 
konkrit, tapi sekaligus pencipta hukum dan pembentuk hukum. 
Secara umum metode interpretasi (al-baya>n) bila dihubungkan dengan tehnik 
penemuan hukum konvensional dewasa ini, menurut Achmad Ali, dapat 
dikelompokkan ke dalam sembilan macam, yaitu:128 
a. Metode (interpretasi) subsumptif. 
Interpretasi jenis ini sebenarnya merupakan langkah penerapan teks 
undang-undang terhadap kasus in-konkreto dengan sekedar menerapkan 
silogisme. 
b. Interprestasi Gramatikal (bahasa) 
Penafsiran kata-kata dalam teks hukum sesuai kaidah bahasa dan kaidah 
dalam tata bahasa dengan menangkap arti sebuah teks/peraturan menurut arti kata-
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katanya. Dari hasil interpretasinya, bisa diketahui lebih mendalam dari teks aslinya, 
karena kata dapat mempunyai berbagai arti. Dalam bahasa fiqh dikenal dengan kata-
kata musytarak. 
c. lnterprestasi Historis (sejarah) 
Setiap ketentuan hukum mempunyai sejarah sendiri, oleh karenanya harus 
ditafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahiran hukum itu saat dirumuskan. 
Dalam konteks ini dapat dilakukan dua bentuk, yaitu Pertama, mencari maksud dari 
aturan hukum menurut pembuat undang-undang (sya>ri') sehingga kehendak pembuat 
hukum sangat menentukan. Kedua, mencari sejarah kelembagaan hukumnya atau 
sejarah hukumnya. Mengetahui sejarah kelembagaan hukum adalah metode 
interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah 
hukumnya, khususnya yang terkait dengan kelembagaan hukumnya. Maka dalam 
konteks sejarah hukum Islam timbulnya hukum dapat dilihat dari asba>b al-nuzu>l 
ayat atau asbab al wuru>d  hadis. 
d. Interpretasi Sistematis 
Interpretasi sistematis  adalah penafsiran sebuah aturan hukum atau ayat 
sebagai bagian dari keseluruhan sistem, artinya aturan itu tidak berdiri sendiri, 
tetapi selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya, seperti 
penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan ayat, hadis dengan 
hadis. 
e. Interpretasi Sosiologis atau Teleologis 
Secara sosiologis/teologis makna peraturan/ayat ditetapkan berdasarkan 
kemaslahatan. Dalam interprestasi ini dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau 
kesenjangan antara sifat positif hukum (rechtpositiviteid) dengan pernyataan hukum 




Contohnya, larangan penerapan hukum potong tangan bagi pencuri karena keadaan 
masyarakat yang diterapkan oleh Umar bin Khat}t}}ab.  
 
f. Interprestasi Komparatif. 
Dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan          
(muqa>ranah) berbagai sistem hukum baik dalam suatu negara Islam ataupun 
membandingkan pendapat-pendapat imam mazhab. 
g. Interprestasi Futuristik 
Disebut juga metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif, yaitu 
menjelaskan ketentuan hukum dengan berpedoman pada aturan yang belum 
mempunyai kekuatan hukum, karena peraturannya masih dalam rancangan. 
h. Interprestasi Restriktif 
Metode interprestasi yang sifatnya membatasi, seperti gramatikal kata 
"bertetangga" dalam fiqh mu'amalah, dapat diartikan setiap tetangga itu termasuk 
orang yang menyewa pekarangan di sebelahnya, tetapi kalau dibatasi, menjadi tidak 
termasuk tetangga penyewa, ini berarti seorang qa>d}i> telah melakukan interprestasi 
restriktif. 
i. Interprestasi Ekstensif 
Metode penafsiran yang membuat interprestasi melebihi batas-batas hasil 
interprestasi gramatikal, seperti perkataan al-ba'i dalam fiqh mu’a>malah oleh qa>d}i> 







b. Metode Ta'li>li> 
Corak penafsiran dengan menggunakan pendekatan ta’li>li> adalah penafsiran 
dengan mencermati illat hukum. Ulama us}u>l fiqh membicarakan masalah illat ketika 
membahas qiya>s (analogy). Illat merupakan rukun dan syarat metode ini. Qiya>s 
tidak dapat dilakukan bila tidak dapat ditentukan illat-nya. Setiap rukun ada illat 
yang melatarinya. Sebagian ulama mendefenisikan illat sebagai suatu sifat lahir 
yang menetapkan dan sesuai dengan hukum. Defenisi lain dikemukakan oleh 
sebagian ulama us}u>l fiqh, illat ialah suatu sifat khas yang dipandang sebagai dasar di 
dalam penetapan hukum.129 Orang yang mengakui adanya illat dan nas}, berarti ia 
mengakui adanya qiya>s. 
Para ulama us}u>l fiqh dalam memandang masalah illat dikelompokkan ke 
dalam 3 (tiga) golongan : Pertama, Mazhab Hanafi> dan Jumhur Ulama, bahwa nas}-
nas} hukum pasti memiliki illat, sesungguhnya sumber hukum asal adalah illat 
hukum itu sendiri, kecuali ada petunjuk (dali>l) yang menentukan lain. Kedua, bahwa 
nas}-nas} hukum itu tidak ber-illat, kecuali ada dali>l  yang menentukan adanya illat. 
Ketiga, ialah ulama yang menentang qiya>s (nufyatul qiya>s) yang menganggap tidak 
adanya illat hukum. 130 
Meluasnya perkembangan kehidupan dan meningkatnya tuntutan pelayanan 
hukum dalam kehidupan ummat Islam, maka banyak penentuan hukum nas} yang 
harus memperhatikan jiwa (ruh) yang melatarinya. Jiwa (ruh) itu tidak dalam 
aplikasinya pada suatu saat dan keadaan menentu, ketentuan hukum yang 
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disebutkan dalam nas} tidak dilaksanakan. Jiwa (ruh) yang melatari sesuatu 
ketentuan hukum itulah yang disebut illat hukum.131 Selama illat hukum masih 
terlihat, ketentuan hukum berlaku. Jika illat hukum tidak tampak, ketentuan hukum 
pun tidak berlaku. Dalam perkembangan ilmu hukum Islam, para fuqaha> melahirkan 
kaidah yang mengatakan : “Hukum itu berkisar bersama illatnya, baik ada atau 
tidak adanya”.132 
Arti kaidah fiqh tersebut ialah setiap ketentuan hukum berkaitan dengan 
illat  (kausa) yang melatarinya. Jika illat ada, hukum pun ada tetapi jika illat tidak 
ada, hukum pun tidak ada.  
Menentukan sesuatu sebagai illat hukum merupakan hal yang amat pelik. 
Oleh karenanya, memahami jiwa hukum yang dilandasi iman yang kokoh 
merupakan keharusan untuk dapat menunjuk illat hukum secara tepat. 
Mengenai adanya kaitan antara illat dan hukum, para fuqaha> mazhab Z}a>hiri> 
tidak dapat menerimanya sebab yang sesungguhnya mengetahui illat hukum 
hanyalah Allah dan Rasul-Nya. Manusia tidak mampu mengetahuinya secara pasti. 
Manusia wajib taat kepada ketentuan hukum nas} menurut apa adanya.133 
Menetapkan adanya kaitan hukum dengan illat  yang melatari amat diperlukan jika 
ingin mengetahui hukum peristiwa yang belum pernah terjadi pada masa Nabi saw.  
Dengan mengetahui illat hukum peristiwa yang terjadi pada masa Nabi saw., dapat 
dilakukan qiya>s atau analogi terhadap peristiwa yang kembali terjadi di kemudian 
hari. 
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Illat sangat penting dan sangat menentukan ada atau tidak adanya hukum 
sebuah kasus baru. Sehingga illat dirumuskan sebagai suatu sifat tertentu yang jelas 
dan dapat diketahui secara obyektif ( z}ahir ), dapat diketahui dengan jelas dan ada 
tolak aturnya ( mund}abit} ). 
Perlu dibedakan antara illat dengan hikmah. Hikmah adalah tujuan atau 
maksud disyariatkannya hukum, dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Illat 
merupakan "tujuan yang kuat" dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum, 
sedangkan hikmah merupakan "kemajuan yang jauh" dan tidak dapat dijadikan dasar 
penetapan hukum. 
al-Sya>t}ibi> berpendapat bahwa yang dimaksud dengan illat adalah umat itu 
sendiri, dalam bentuk mas}lah}at dan mafsadat, yang berkaitan dengan ditetapkannya 
perintah, larangan, atau keizinan, baik keduanya itu z}a>hir atau tidak z}a>hir,  
mund}abit} atau tidak mund}abit.134  
Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami, bahwa dalam qiya>s 
pertemuan illat dan hikmah sangat menentukan keberhasilan mujtahid dalam 
menetapkan hukum. Dari sinilah dapat dilihat betapa eratnya hubungan antara 
metode qiya>s dengan maqa>s}id al-syari> 'ah. Dalam pencarian illat dinyatakan bahwa 
salah satu syarat diterimanya s}ifat menjadi illat adalah bahwa s}ifat tersebut 
muna>>sabat, yakni sesuai dengan maslahat yang diduga sebagai tujuan disyariatkan 
hukum itu. Mas}lah}at hukum illat menjadi mas}lah}at d}aru>riyat, h}ajjiyyat, dan 
tah}si>niyat (takmi>liyyat), dan di sinilah muncul pengembangan prinsip dan teori 
maqa>s}id al syari> ‘ah.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mas}lah}at yang 
                                                          




menjadi tujuan utama disyariatkan hukum Islam merupakan faktor penentu dalam 
penetapan hukum melalui jalur interpretasi. 
Illat adalah hal yang oleh syari’ (pembuat aturan) dijadikan tempat 
bersandar, dapat bergantung atau petunjuk adanya ketentuan hukum. Illat pada 
pokoknya dapat dibagi menjadi tiga macam dilihat dari sumber pengambilannya, 
yaitu : 1) Illat diperoleh dengan dalil naqli>, 2) Illat yang diperoleh dengan ijma', dan 
3) illat yang diperoleh dengan jalan istinba>t} (pemahaman kepada nas} ).135 Illat yang 
diperoleh dengan dalil naqli>  dibagi lagi menjadi tiga macam, yaitu : 1) disebutkan 
dalam nas} ,   2) diperoleh dari ijma>’ dan erat kaitannya dengan nas}, dan 3) yang 
diperoleh dari adanya petunjuk sebab.136 
Illat yang diperoleh dengan jalan istinbat}  merupakan hal yang amat pelik. 
Untuk  menentukan  illat  dengan jalan istinbat}  diperlukan ketajaman pemikiran. 
Sifat pemikiran kefilsafatan dalam menentukan illat dengan jalan istinbat}  ini amat 
nyata. Untuk menentukan illat dengan jalan istinbat}  ditempuh dua macam cara, 
yaitu: Pertama, jika dalam sesuatu ketentuan hukum terdapat beberapa hal yang 
dirasakan sesuai benar sebagai illat dilakukan taqsi>m dan sabr.137 Cara ini membuka 
peluang amat luas untuk berijtihad dan amat memungkinkan terjadi perbedaan 
pendapat di kalangan para mujtahid. Kedua, menetapkan kesesuaian illat bagi 
sesuatu ketentuan hukum dengan mengkaji illat yang sesuai dengan hukum, 
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kemudian menetapkan berlakunya illat itu terhadap hukum bersangkutan. Illat yang 
sesuai dengan ketentuan hukum itu disebut al-illah al-muna>sibah.138  
al-Illah al-muna>sibah ada empat macam, yaitu : Illat al-muas\s\irah 
(membekas), illat mula>imah (sejalan), illat gari>bah (asing) dan illat mursalah (lepas, 
bebas ).139 Di bawah ini akan dibahas tentang empat illat tersebut, yaitu : 
1. Illat al-Muna>sabah 
 Illat yang secara jelas dapat diperoleh dari nas} atau ijma>’ dan diketahui 
membekas pengaruhnya terhadap ketentuan hukum. Misalnya perwalian yang 
ditetapkan atas anak di bawah umur, yang dipandang illat-nya adalah keadaan di 
bawah umur. 
2. Illat Mula>imah 
 Illat yang diperoleh dari nas}, tetapi tidak jelas membekas pengaruhnya terhadap 
hukum karena nas} yang mengandung hukum memang tidak memberikan 
penjelasan mengenai illat-nya. Namun illat itu dapat diperoleh dari sejumlah nas}   
lain mengenai masalah yang sejenis yang dapat dipandang ada kesamaannya 
untuk dijadikan illat hukum yang bersangkutan. 
3. Illat Gari>bah  
 Illat yang diperoleh dari nas} tetapi tidak jelas bahwa illat itu membekas 
pengaruhnya terhadap hukum  dan tidak diketahui dengan jelas keserasiannya 
dengan hukum bersangkutan dari nas} lain mengenai masalah yang bersangkutan 
dari nas} mengenai masalah yang sejenis. Namun illat yang diperoleh dari nas} itu 
sendiri dipandang sesuai dengan hukum yang dikandungnya. 
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4. lllat Mursalah 
 Illat yang tidak terdapat pendukungnya dari nas}, tetapi dapat diketahui dari 
ajaran Islam pada umumnya, illat macam inilah yang merupakan hal yang amat 
sulit. Untuk menetapkannya diperlukan ketajaman pandangan dan keluasan 
cakrawala pemikiran tentang tujuan dan rahasia hukum Islam khususnya. 
Oleh karenanya illat adalah sifat yang jelas dan ada tolak ukurnya, yang di 
dalamnya terbukti adanya hikmah pada kebanyakan keadaan. Maka illat ditetapkan 
sebagai pertanda (maz}innah) yang dapat ditegaskan dengan jelas bagi adanya 
hikmah.140 Hikmah itu bersifat implisit di dalam illat dan tidak terpisah dengannya, 
karena hikmah tidak ada jika illat tidak ada. Di samping itu illat adalah dasar 
perbuatan. Jika illat  itu jelas, tidak ada kesulitan, namun apabila illat  itu tidak 
jelas, para ahli us}ul fiqh, berbeda pendapat. Ada yang mengambil jalan ta’wi>l dan 
mencoba menggali illat berkenaan dengan kata-kata nas}  yang implisit. Sedangkan 
yang lainnya mengambil metode interpretasi nas}  asal sesuai dengan kepentingan 
masyarakat (social utility). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa illat 
merupakan "sebab" atau "tujuan" ditetapkan hukum. Adakalanya yang disebut 
dalam nas}  (mans}u>s}ah) dan adakalanya tidak (mustanbat}ah).141 
c. Metode Istisla>h}i> 
Sebagaimana halnya metode ijtihad lainnya, al-mas}lah}at juga merupakan 
metode penemuan hukum yang khususnya tidak diatur secara eksplisit dalam 
Alquran dan hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat 
                                                          





secara langsung. Sehubungan dengan metode ini, dalam ilmu us}u>l fiqh dikenal ada 
tiga macam maslahat, yakni mas}lah}at mu'tabarat, mas}lah}at mulga>t dan mas}lah}at 
mursalat. Maslahat mu'tabarat adalah maslahat yang diungkapkan secara langsung, 
baik dalam Alquran maupun dalam hadis. Sedangkan maslahat mulga>t ialah 
maslahat yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber 
hukum Islam tersebut. Di antara kedua maslahat tersebut, ada yang disebut 
mas}lah}at mursalat yakni maslahat yang tidak ditetapkan tetapi tidak pula 
bertentangan dengan kedua sumber tersebut.142 Istilah yang sering digunakan dalam 
kaitan dengan metode ini adalah istis}la>h}i>. 
Istis}la>h}i> adalah suatu cara penetapan hukum terhadap masalah-masalah yang 
tidak dijelaskan hukumnya oleh nas}  dan ijma', dengan mendasarkan pada 
pemeliharaan al-mas}lah}at al-mursalat.143 Pada dasamya mayoritas ahli us}ul fiqh 
menerima metode mas}lah}at mursalat. Untuk menggunakan metode tersebut mereka 
memberikan beberapa syarat. 
Ima>m Ma>lik memberikan persyaratan bahwa mas}lah}at itu, harus :144 
1. Reasonable (ma‘qu>l) dan relevan (muna>sib) dengan kasus hukum yang 
ditetapkan. 
2. Bertujuan memelihara sesuatu yang daru>ri> dan menghilangkan kesulitan (raf ‘u 
al-haraj), dengan cara menghilangkan masyaqqat dan mad}arrat. 
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3. Sesuai dengan maksud disyariatkan hukum (maqa>s}id al-syari>‘ah) dan tidak 
bertentangan dengan dalil syara' yang qat}‘i>. 
Sementara itu al-Gaza>li> menetapkan beberapa syarat agar mas}lah}at dapat 
dijadikan sebagai dasar penemuan hukum, yaitu :145 .  
1. Masuk kategori peringkat d}aru>riyyat. Artinya bahwa untuk menetapkan suatu 
kemaslahatan, tingkat keperluannya diperhatikan, apakah akan sampai 
mengancam eksistensi lima unsur pokok maslahat atau tidak. 
2. Bersifat qat}’i>, artinya yang dimaksud dengan maslahat tersebut benar-benar telah 
diyakini sebagai maslahat tidak didasarkan pada dugaan (z}anni>) semata-mata. 
3. Bersifat qulli>, artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, 
tidak bersifat individual. Apabila maslahat itu bersifat individual maka syarat 
lain yang harus dipenuhi adalah, bahwa maslahat itu sesuai dengan maqa>s}id al-
syari> ‘ah. 
Berdasarkan ungkapan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa antara 
metode penemuan hukum istis}la>h}i>  sangat erat kaitanya dengan mas}lah}at. 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ima>m Ma>lik bahwa mas}lah}at itu harus sesuai 
dengan tujuan disyariatkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan 
segala bentuk kesulitan. Bentuk penemuan hukum berdasarkan istis}la>h}i>  suatu 
kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar, tetapi juga tidak ada pembatalannya.  
Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 
illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, 
kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu 
                                                          




ketentuan yang berdasarkan pada upaya menjauhkan kemudharatan atau untuk 
menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan istis}la>h}i>. 
Menurut al-Gaza>li>, istis}la>h}i> adalah suatu metode istidla>l (mencari dalil) dari 
nas} syara' yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap nas } syara', tetapi tidak 
keluar dari nas} syara' tersebut. Istis}la>h}i merupakan hujjah qat}‘iyyah selama 
mengandung arti pemeliharaan maksud syara', walaupun dalam penetapannya 
z}anni>.146 
Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa metode penemuan hukum yang 
bercorak istis}la>h}i> itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nas}, 
baik dalam Alquran maupun al-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada 
penguatnya melalui suatu i'tiba>r. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak 
didapatkan adanya ijma' atau qiya>s yang berhubungan dengan kejadian tersebut. 
Hukum yang ditetapkan dengan istis}la>hi> seperti pembukuan Alquran dalam satu 
mushaf yang dilakukan oleh ‘Us\ma>n ibn ‘Affa>n, khalifah ketiga. Hal itu tidak 
dijelaskan oleh nas}  dan ijma', melainkan didasarkan atas maslahat yang sejalan 
dengan kehendak syara' untuk mencegah kemungkinan timbulnya perselisihan 
ummat tentang Alquran. 
Dari uraian di atas jelaslah bahwa istis}la>h}i>  merupakan cara penemuan 
hukum yang berdiri sendiri, berbeda dengan al-mas}lah}at al-mursalat, ijma', urf  dan 
kaidah raf’u al-harj wa al-masyaqqa>t. 
3. Kebenaran dalam berhukum dan nilai-nilai keadilannya. 
                                                          




Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan 
untuk menegakkan martabat manusia. Manusia tidak menghamba Undang-Undang 
sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum lah yang menghamba pada 
kepentingan manusia untuk memuliakan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak 
hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi dan nurani. Dalam bernegara, hukum 
memiliki relevansi dengan nilai dasar kebangsaan guna mewujudkan konsepsi 
keadilan yang beradab, sebagai perwujudan sila kedua Pancasila.147 Keadilan bukan 
sekedar verifikasi linear dari maksud umum kalimat implikatif yang dirumuskan 
dalam pasal-pasal undang-undang. Keadilan bukan hanya tugas rutin mengetuk palu 
di gedung pengadilan, karena itu keadilan tidak membutuhkan hakim pasif 
opportunis yang tumpul rasa kemanusiaannya. Keadilan membutuhkan keberanian 
tafsir atas undang-undang, bahkan kontruksi dan pembaruan hukum untuk 
mengangkat harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan.  
Hukum dan keadilan tidak hanya diasumsikan sebagai rutinitas hakim dalam 
mengisi profesi untuk sebuah mata pencaharian di sebuah gedung pengadilan, 
apalagi penuntasan masalah hukum yang selalu mengacu pada prinsip pekerjaan 
yang diukur dengan nilai-nilai nominal yang dicapai. Pola pikir seperti itu, hanya 
akan menempatkan hukum dalam titik nadir keterpurukan.  
Filsafat hukum Islam dan ajaran hukum progresif memecahkan kebuntuan 
itu. Secara filosofis, hukum menuntut keberanian aparatnya (hakim) untuk 
menafsirkan, mena’wilkan, bahkan mengenyampingkan pasal untuk 
memperadabkan bangsa dan memanusiakan manusia. Apabila proses tersebut benar, 
idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum akan sejajar dengan upaya bangsa 
                                                          




mencapai tujuan bersama, yaitu kemaslahatan umat manusia khususnya warga 
negara. Idealitas itu akan menjauhkan aparat hukum dan pengadilan dari praktek 
ketimpangan hukum, kecurangan, dan jual beli pasal. Eksistensi hukum bukan hanya 
untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan dan harmonisasi umat manusia.  
Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan 
hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the 
letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari 
undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, 
melainkan dengan kecerdasan spiritual dan bernurani. Dengan kata lain, penegakan 
hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen 
terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain 
daripada yang biasa dilakukan.148  
Dewasa ini tuntutan masyarakat di bidang hukum adalah bagaimana 
memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Namun realitanya, ukuran rasa 
keadilan masyarakat itu sangat abstrak. Rasa keadilan masyarakat yang dituntut 
untuk dipenuhi oleh para hakim, ternyata tidak mudah. Hal ini dikarenakan ukuran 
rasa keadilan masyarakat yang variatif dan abstrak.149  
Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. 
Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya 
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menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup 
berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui.150  
Keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dapat 
dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang 
mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Demikian pula, keadilan tidak 
cukup dimaknai dengan simbol angka dalam jumlah tertentu, karena keadilan 
sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut 
(metafisis), terumus secara filosofis oleh hakim.151  
Doktrin hukum progresif mengajarkan, kebenaran dan keadilan selalu 
menjadi objek perburuan, terutama di lembaga peradilan. Kebenaran dan keadilan 
adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum sedangkan sistem 
hukum tersebut sesungguhnya merupakan alat kelengkapan untuk mencapai konsep 
keadilan yang telah disepakati bersama.152 
Filsafat hukum Islam merumuskan dan menghendaki konsep keadilan 
progresif, yaitu bagaimana menciptakan keadilan substantif, bukan keadilan 
prosedur belaka. Pengaruh hukum modern yang memberikan perhatian besar 
terhadap aspek prosedur formal, dengan dalih kepastian hukum, tidak boleh 
mengurangi dan menyusutkan nilai-nilai ijtihad sedikitpun menuju tercapainya 
keadilan substantif. Hukum formal harus tunduk dan mengabdi pada tegak dan 
berfungsinya hukum yang berkeadilan secara materil. Karena kerusakan dan 
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kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern justeru disebabkan 
permainan prosedur yang kaku (heavly proceduralizied), menjalankan prosedur 
secara saklek dan menempatkannya di atas segala-galanya, bahkan mengorbankan 
kepentingan substansial sekalipun (accuracy of substance). Sistem seperti itu 
memancing sindiran terjadinya trials without truth.153  
Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan 
bukanlah suatu permainan (game) untuk mencari menang, melainkan mencari 
kebenaran dan menegakkan keadilan. Keadilan semakin jauh dari cita-cita 
“pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan” apabila membiarkan 
pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur. Proses pengadilan yang disebut 
fair trial hendaknya berani ditafsirkan sebagai pengadilan dimana hakim memegang 
kendali aktif untuk mencari kebenaran.154 Agar pencarian kebenaran substantif 
dalam berhukum benar-benar bisa melembaga, maka upaya melahirkan hukum-
hukum yang berkarakter responsif/populistik harus dimulai dari upaya 
demokratisasi dalam kehidupan politik.155 Kehadiran hukum Islam yang bernuansa 
progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, tetapi secara teologis hadir untuk 
harmonisasi umat manusia secara menyeluruh, kapanpun dan dimanapun. Hal ini 
sejalan dengan konsepsi hukum progresif yang selalu menjadi bagian dari proses 
pencarian kebenaran (searching for the truth) yang tidak pernah berhenti.  
Filsafat hukum Islam dan gagasan hukum progresif menempatkan manusia 
sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Secara 
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sosiologis, hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku 
manusia dan secara filosofis hukum Islam selalu berusaha memberikan harmonisasi 
kehidupan manusia melalui teori maslahat, sebagai tujuan utama dalam berhukum. 
Oleh karena itu, hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan 
dan perilaku hukum di dalam masyarakat, demikian juga filsafat hukum Islam selalu 
mengakomodir segala bentuk perubahan hukum karena terjadinya perubahan 
perilaku masyarakat akibat perubahan zaman. Selain itu, nilai-nilai dan norma-
norma lokal sangat dihormati, sehingga bisa dijadikan dasar dalam penemuan dan 
atau pembaruan hukum, termasuk dalam menilai benar dan adilnya sebuah putusan 
perdata. 
Di sinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif dari sisi 
sosiologis dan hukum Islam dari perspektif filosofis, bahwa konsep dan penerapan 
“hukum terbaik, benar dan adil” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang 
bersifat utuh (holistik) dalam memahami dan menyelesaikan problem-problem 
kemanusiaan, termasuk dalam bidang perdata. Dengan demikian, penerapan hukum 
tidak semata-mata hanya berdasarkan pada sistem hukum yang bersifat dogmatik 
formal, tetapi juga mencermati aspek perilaku sosial secara empirik. Sehingga 
diharapkan penyelesaian sengketa perdata dari seluruh problem kemanusiaan secara 
utuh, selalu berorientasi pada kebenaran dan keadilan substantif dan tidak berhenti 
pada tataran kebenaran formal belaka. 
Filsafat Hukum Islam selalu memberikan peluang, ruang dan kesempatan 
bagi para hakim, pengamat dan pakar hukum untuk menyesuaikan hukum dengan 
kondisi masyarakat dan kemanusiaan sehingga rumusan hukum tidak pernah 
berhenti berproses. Rumusan hukum dan tekstualisasi aturan boleh jadi tidak 




dengan perkembangan masyarakat dengan segala kebutuhan hukumnya, sehingga 
hukum benar-benar berproses setiap saat (law as a process, law in the making). 
Anggapan ini sejalan dengan perspektif hukum progresif sebagaimana 
dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut:    
Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak 
secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk 
mengabdi kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, 
hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah 
institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya 
menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas 
kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, 
kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum 
yang selalu dalam proses menjadi (law as a process, law in the making).156  
Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, 
berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan 
mempengaruhi cara berhukum, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme 
“kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan 
suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis, baik melalui perubahan 
undang-undang maupun perubahan kultur hukumnya.  
Pada saat hukum diterima sebagai sebuah skema yang final dan formal, maka 
hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan 
manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum yang kaku, 
padahal hukum diadakan untuk manusia dan kemanusiaan. Filosofi hukum progresif 
adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang 
adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.157 Berdasarkan hal ini, maka 
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kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih 
luas, yaitu: untuk harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. 
Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang 
harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan 
ke dalam skema hukum.  
Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, mengandung arti bahwa 
hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan 
bahagia bagi manusia. Oleh karena itu, hukum sama sekali bukan tujuan, melainkan 
hukum hanyalah alat. Kalau demikian, baik hukum formal maupun hukum materil 
harus sama-sama bekerja dan terus bekerja sama serta berfungsi untuk menemukan 
dan menegakkan keadilan substantif, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan 
hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.  
Hakim sebagai aktor utama penegakan hukum harus berorientasi pada 
hukum progresif yang bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (rules and 
behavior). Orientasi kepada peraturan akan membangun sistem hukum positif dan 
penerapannya yang logis, rasional, ilmiah, benar dan adil. Sedangkan orientasi pada 
perilaku manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu 
sesuai kebutuhan aplikatif yang up date.  
Perspektif yang dibangun di sini adalah hukum bisa dilihat dari perilaku 
sosial penegak hukum dan masyarakatnya, dengan menempatkan aspek perilaku 
berada di atas aspek peraturan. Inilah maksud ungkapan yang mengatakan, “Berikan 
hakim yang baik kepada pengadilan, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun 
pengadilan bisa membuat putusan yang baik”.  
Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan 




hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.158 Mengutamakan faktor perilaku 
(manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran 
pola pikir, sikap dan perilaku dari arah legalistik-positivistik ke arah kemanusiaan 
secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. 
Dalam konteks demikian, maka setiap manusia, apalagi hakim dan pejabat peradilan 
lainnya, mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial dan moral 
untuk memberikan keadilan secara substantif, bukan keadilan formal belaka.   
Urain di atas memperlihatkan bahwa hakim harus berfikir progresif 
menempatkan diri sebagai kekuatan pembebas, yaitu membebaskan diri dari tipe, 
cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik formal yang kaku. 
Dengan demikian, hakim progresif lebih mengutamakan tujuan daripada prosedur, 
lebih mementingkan substansi dari pada formalitas. Untuk itu, diperlukan langkah-
langkah cerdas dan berani melakukan kreatifitas, inovasi dan bila perlu melakukan 
“mobilisasi hukum” maupun rule breaking (kontra legem) yang bertanggung jawab 
dan bermoral.  
Paradigma pembebasan yang dimaksud disini bukan berarti seenaknya 
menyimpangi undang-undang, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan 
pada logika ilmiah rasional, logika kepatutan sosial, logika keadilan, dan tetap 
menjunjung tinggi moralitas. Hati nurani harus diposisikan sebagai penggerak, 
pendorong sekaligus pengendali dalam setiap pencarian kebenaran dan penegakan 
keadilan. 
                                                          






1. Eksistensi asas kebenaran formal perspektif filsafat hukum Islam yang 
selama ini dianut dalam proses penyelesaian perkara perdata di Indonesia, 
sesungguhnya diekstrak dari kerja ijtihad ulama yang melahirkan kaedah 
doktrinal. Ekstrak ijtihad tersebut dipahami dari nas} yang menggambarkan 
keterbatasan hakim sebagai manusia biasa, sehingga potensi kekeliruan 
tetap terbuka, meskipun fungsi hakim dilakoni Rasulullah saw. sendiri. 
Sebagai buah ijtihad, terbuka peluang untuk telaah ulang, reinterpretasi, 
bahkan rekonstruksi doktrinal melalui uji kesesuaian kaedah kebenaran 
formal dengan dua sumber utama hukum Islam, Alquran dan hadis (nas}). 
Perspektif teologis, sesungguhnya nas} mengutamakan kebenaran substantif 
saat terjadi disparitas dengan kebenaran formal, meskipun keterpaduan 
formal-substantif dalam putusan perdata menjadi sangat ideal. 
2. Kebenaran yang dikehendaki filsafat hukum Islam adalah perpaduan antara 
kebenaran qada>’i> (yuridis), kebenaran diya>ni> (religius) dan kebenaran 
empirik secara simultan, sehingga tidak berhenti pada tataran formal 
belaka. Penggalian kebenaran dalam proses litigasi yang berhenti pada 
aspek kebenaran formal tetap dimungkinkan, tetapi hal itu harus didahului 





celah bagi hakim untuk menemukan kebenaran substansial karena seluruh 
daya, potensi dan wewenang telah dikerahkan untuk memastikan 
ditemukannya kebenaran. Redaksi yang berbeda, dapat dikatakan bahwa 
penggalian nilai-nilai kebenaran yang dilakukan hakim sebelum 
menjatuhkan putusan perdata, harus sampai pada tahap meyakinkan dirinya 
bahwa kebenaran yang sedang dicari adalah sama dengan kebenaran formal 
yang muncul dalam pemeriksaan perkara. Dengan demikian kebenaran 
formal yang mendasari putusan litigasi hanya merepresentasikan kebenaran 
qada>>’i> (yuridis) minimalis untuk memaksimalkan kepastian undang-undang 
(hukum), tetapi tidak selalu bersesuaian dengan kemaslahatan (harmonisasi) 
antara pihak-pihak yang bersengketa, apalagi harmonisasi teologis dengan 
Allah sebagai penentu kebenaran yang hakiki. 
3. Pengambilan putusan perdata di pengadilan berdasarkan asas kebenaran 
formal sesungguhnya tidak  relevan dengan prinsip ijtihad dan teori 
prioritas dalam filsafat hukum Islam, karena prinsip ijtihad pada setiap 
putusan mengharuskan hakim aktif dan bersungguh-sungguh dalam proses 
pengungkapan kebenaran hingga hakim memiliki keyakinan yang memadai 
untuk menjadikan kebenaran itu sebagai dasar penemuan hukum kemudian 
menjatuhkan putusan perdata yang berkeadilan. Dengan demikian 
kebenaran yang dikehendaki dalam filsafat hukum Islam adalah kebenaran 
substantif-progresif yang menempatkan manusia sebagai subyek hukum dan 





hukum. Indikasi ini terlihat pula pada sistem pembuktian dalam hukum 
Islam yang tidak membedakan secara  tegas, sistem pembuktian perdata dan 
pidana, karena keduanya menghendaki pengungkapan kebenaran secara 
substantif sebagai dasar penemuan hukum yang progresif. Dengan 
demikian, diharapkan harmonisasi horizontal antara pihak-pihak yang 
berperkara tetap terjaga pasca pengambilan putusan dan secara teologis 
tercipta pula harmonisasi vertikal kepada Allah dengan terjaganya 
supremasi syariat.   Kebenaran formal lebih relevan dengan sistem hukum 
acara yang mengharuskan hakim bersifat pasif dan menempatkan kepastian 
hukum  sebagai tujuan hukum yang paling dominan. 
B. Implikasi  
Kebenaran adalah dasar yang paling tepat untuk menegakkan keadilan. 
Oleh karena itu, tidak selayaknya keadilan itu ditegakkan hanya berdasarkan 
kebenaran formal belaka, kecuali kebenaran formal itu diyakini atau diduga oleh 
hakim sebagai kebenaran substantif yang diformalkan. Artinya, hakim telah 
berusaha secara maksimal dan berijtihad untuk mengungkap kebenaran substantif 
tetapi hasilnya menunjukkan bahwa kebenaran substantif itu ada pada bukti formal 
yang dihadirkan dalam persidangan sehingga dinilai layak dijadikan dasar putusan 
yang berkeadilan.  
Indikator Alquran dan hadis yang menjadi sumber pendapat yang 
mengatakan bahwa penyelesaian sengketa perdata seharusnya mencari dan 
menemukan kebenaran substantif dinilai bersesuaian dengan perkembangan hukum 





ke depan, berorientasi pada pencarian dan penemuan kebenaran substantif secara 
sunguh-sungguh dan maksimal untuk dijadikan dasar penemuan hukum yang 
berkeadilan.  
Kondisi ini juga berguna dan diharapkan menjadi sumbangan pemikiran 
konstruktif dalam rangka revisi atau penggantian hukum acara perdata di Indonesia, 
mengingat bahwa hukum acara perdata yang berlaku saat ini masih merupakan 
peninggalan kolonial Belanda yang secara sosiologis, filosofis dan praksis banyak 
mengandung kelemahan. 
Meski demikian, disadari sepenuhnya bahwa penelitian ini 
berlatarbelakang penelitian yuridis dan filosofis dalam perspektif hukum Islam 
maka sangat boleh jadi banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, baik 
menyangkut metodologisnya maupun substansi penelitian. Oleh karena itu, terbuka 
peluang yang sengat lebar bagi peneliti lain untuk mengkaji ulang hasil penelitian 
ini, baik dalam bidang hukum maupun disiplin ilmu yang lain.  Saran konstuktif dan 
solutif dari berbagai pihak untuk perbaikan dan koreksi terhadap disertasi ini 
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Sultan, NIM: 80100310069, adalah putra bungsu dari empat bersaudara 
(yang masih hidup), dilahirkan di Pattimpa (salah satu desa di Kecamatan Ponre, 
Kabupaten Bone) pada tanggal 10 Mei 1973 dari pasangan Paregge dan Sakka. 
Ayahanda wafat ketika penulis masih berusia anak (1982), dan Ibunda berpulang ke 
Rahmatullah di saat penulis bergelut menyelesaikan disertasi ini (2012). Meski telah 
tiada, cinta kasih ibunda yang rela menjadi single parent sekitar 30 tahun, telah 
melahirkan revolusi keturunan dari keluarga ummi> menjadi anak-anak hub al- ‘ilm 
dan mengabdi untuk negara dan agama; putra sulungnya H. Abd Aziz, ditakdirkan 
mejadi hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Gorongtalo.  Putra keduanya, pernah 
dipercaya menjadi Panitera Pengadilan Agama Timika dan Sorong (Papua) 
meskipun pada akhirnya mengundurkan diri atas inisiatif sendiri. Putra Ketiganya, 
diamanahi tugas untuk menjadi tenaga pengajar pada salah satu SMU Negeri di 
Enrekang, dan penulis sendiri sebagai hakim pada Pengadilan Agama 
Sungguminasa. Terima kasih atas jasa-mu nan dahsyat, Bunda! 
 
Riwayat Keluarga 
Menikah pada tanggal 13 Februari 2000 dengan Aisyah Thalib, S.Ag binti H. M. 
Thalib Rauf., putri kedua dari enam bersaudara pasangan H. M. Thalib Rauf dengan 
Hj. Rosmini Landau. Dari pernikahan tersebut, lahir dua orang putri : Arini A. 
Justity Sultan dan Arina Hasanah Sultan, keduanya biasa disapa Tity dan Ina. Tity 




SDN Sungguminasa I., sedangkan Ina dilahirkan di Fakfak (Papua) pada tanggal 9 




Penulis tamat di SDN No.195 Pattimpa di Lonrong pada tahun 1986, 
kemudian lulus MTS No.10 Lonrong yang merupakan vilial dari MTs.N 
Watampone pada Tahun 1989. Kedua pendidikan formal tersebut masih berada di 
wilayah Kecamatan Ponre (kampung halaman),  tetapi jarak tempu dari rumah ke 
sekolah berada pada kisaran 5-6 KM yang sehari-hari dilalui dengan berjalan kaki 
dalam kurun waktu 9 Tahun.  
Berhubung tidak ada Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat 
di Kampung, maka pada Tahun 1989, penulis memberanikan diri “masuk kota” 
Watampone dan memilih PGAN Watampone sebagai tempat menimba ilmu, dan 
pada Tahun 1992 menjadi alumni PGAN yang terakhir, karena lembaga pendidikan 
formal ini berubah nama menjadi MAN II Watampone. Pada Tahun yang sama, 
sambil tertatih-tatih kekurangan biaya, penulis meneruskan pendidikan ke IAIN 
Alauddin Watampone dan pada akhir Tahun 1996, lagi-lagi penulis menjadi alumni 
terakhir “Alauddin” di Watampone karena perguruan tinggi Agama Islam itu 
berubah status menjadi STAIN Watampone. Setelah menjadi PNS, penulis 
bersekolah lagi. Sejak Tahun 1999 kuliah di Fakultas Hukum Universitas 
Cenderawasih di Jayapura selesai Tahun 2002. Sebelum menerima Ijazah Sarjana 
Hukum, penulis menggunakan Ijazah Sarjana Syari’ah untuk memulai kuliah di 








Berbekal Ijazah Sarjana Syariah penulis “membuang diri”  ke Papua pada 
pertengahan Maret 1997, menempu tes penerimaan CPNS pada tahun yang sama, 
dan mulai bertugas sebagai CPNS di Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada awal 
Maret 1998. Berdasarkan permintaan sendiri, penulis dipindahkan ke Pengadilan 
Agama Fakkfak sebagai Staff selama setahun. Kemudian diangkat menjadi Panitera 
Pengganti setahun kemudian, lalu diberi tugas sebagai Panitera Muda Gugatan sejak 
Tahun 2006. Berhubung kurangnya personil, penulis pernah diberi tugas sementara 
sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Fakfak pada akhir Tahun 2006. 
Entah kebetulah atau memang sudah takdir, penulis dilantik menjadi hakim di 
Pengadilan Agama Timika sejak berlakunya sistem penggajian remunerasi di 
Mahkamah Agung, awal September 2007. Dimutasi menjadi hakim pada Pengadilan 
Agama Sungguminasa sejak Agustus 2010 sampai sekarang. 
Selain menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai PNS/Hakim, penulis 
pernah diberi amanat untuk menjadi konseptor bupati saat  Bupati Fakfak ditunjuk 
sebagai pembawa Hikmah Maulid Nabi saw. di Istana Negara Jakarta pada awal 
Tahun 2007. Setelah bertugas di Pengadilan Agama Sungguminasa, penulis juga 
mengajar pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar sejak Tahun 
2010 sampai sekarang, sebagai dosen praktisi dan pembimbing praktikum peradilan 
agama.  
 
 
